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KATA PENGANTAR 

Sebagaman.a damanatkan Undang-Undang Noor 17 bun 200 entang 

euangta Menten/lpnan Lembaga sehagar Penguna 

gtar an/bar an mempuny.an tugs antara lan menysun dan menampakan laporan 

keuangan Kenentea Negara/ Lembaga yang dippnyd 

Keenteran Kelautan an eikanan aaah salah satu en0ta pelapo at 

ehngga berkewaban enyelenggar an autans dan apot an pertanggang,aw.a.at 

a4as peaksanaan ggatan endapatan an elanja Negara de ngan menyuwsun Laport 

eaggan berupa Lapora Realisast Aggr an, Neraea, Laporan Operasional, Lapora 

erubaban Ekuitas, dan Catatan atars Laporan Keangan 

Penyusun Laporan eamgtan ementerian Kelautan tdan erikanan mengae 

pad, Peraturan Penerintah Nomo 7 phun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Peerintahand.an kadah kadah pengelolaan keangan yang shat dalam pemerintahan 

Laporan eangan imi telah disusun dan rsaplan dengan basis akral swhingga akan 

mm po menyapan informat euangan yang le tih transparan, akur at, dan akuntael 

Informast yang dhasilk.an terse but diharapkan dapat berguna kepaada para 

pengguna laporan dalam pengambilan keputusan Salah satunya adalah untuk memilai 

aunt.abilitas/pertamggagawaban dan transparans pengelolaan keangan neg9aa pad.a 

Kementeran Kelautan dan Perikanan Disampg itu, aporan keuangan m pug 

asudkan ntuk memberkan nor mast kepala manaemen dalam pengambla 

eputusan tdalam saha untuk mewupudkan tata kelola pemerntahan yang batk [qooud 

over pane) 

Mei 2024 

utan dan Perikanan 

u Trengsono 
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Kami menyampaikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan 

Badan Pemeniksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Lap0ran Keuangan 
Kementerian Kelautan dan Penikanan Tahun 2023, yang terdirni dani Neraca per 31 

Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir 

sampai dengan 31 Desember 2023, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami 

menegaskan bahwa kamni bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SA) 

Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material Sesuatu 

dipandang material, tidak hanya melihat besarannya, namun juga menyangkut salah sajf 

informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan 

keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan 
dimaksud 

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang 
terbaik, representasi berikut ini telah kamni buat kepais Tim 9PK selama 
pemeriks.aan, yakni 

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP, 

2 Kami telah menyediakan sermnua data material dan informasi yang diperukan 
kepada Tim BPK RI 

3 Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan 
keuangan 

4. Rekening-rekening alas nama Pemerintah sudah dicatat atau diungkapkan dalam 

laporan keuangan 

5. Kementerian Kelautan dan Perikanan mermniliki hak penuh atas aset yang diriliki, 
dan tidak terdapat gadai atau penijaminan atas aset tersebut 

6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran 
terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya pertu diungkapkan dalam laporan 
keuangan, 

7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapk.an dalam lap0ran 
keuangan 

8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum 

diungkapk.an, 

Yth. Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

JI. Gatot Subroto Kv. 31, Jakarta 10210 

Mei 2024 Jakarta 

Sangat Segera dan Rahasia 
1(satu) Berkas 
Representasi Tertulis Laporan Keuangan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 
Tahun 2023 

ME NTE R!KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONF SIA 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

B.862/MEN-KP/V/2024
14



9. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mematuhi sermua aspek perjanjian 

kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika 

terjadi pelanggaran, 

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 

Desember 2023 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan lap0ran 

keuangan; 

11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah 

atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat 

berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang 

melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam 

pengendalian intern; 

12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem 

pengendalian intern dalam penyusunan LK Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Tahun 2023; 

13. Kami telah menilai efektifirtas sistem pengendalian intern dalam hal 

a. Keandalan pelaporan keuangan transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan 

diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan 

sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, dan aset telah dilindungi dari 

kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan 

hak yang tidak sah; dan 

b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundangan-undangan yang berdampak langsung dan 

material terhadap laporan keuangan 

14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada 

perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif 
terhadap kemampuan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mencapai tujuan 

pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material, 

15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP, 

16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang- 

undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam 

laporan keuangan; dan 

17 Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku 

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil 

pemeriksaan 9PK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Tahun 2023. Bersama ini kami sampaikan pula Laporan Keuangan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 Audited sebagai asersi final Kementerian Kelautan 

dan Perikanan 

Menteri Kelautan dan Perikanan, 

$ Sakti Wahyu Trenggono 
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Penikanan yang terdiri dari: 

Laporan Realisasi Amggaran, ieraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 

Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Tahunan Tahun Anggaran 2023 Audited sebagaimana terlampir, merupakan 

tanggung lawab kami 

Laporan Keuangan terebut telah disusun dengan Sistem Pengendalian 

Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan amggar an 

serta psisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pererintahan 

utan dan Penikanan 

- 
ahyu Trenggono 

lava eoga #renter el her.le a 4 0Au«te 
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

INSPEKTORAT JENDERAL 
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 1004 

TELEPON (021) 3522805 {LACAK). FAKSIMILE (021) 3522805 
LAMAN w g SUREL 

PERNYATAAN TELAH DIREVIU 
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TAHUN ANGGARAN 2023 

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementenian Kelautan dan Perikanan untuk 
Tahun Anggaran 2023 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023. Laporan 
Realisasi Anggaran Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekutas. dan 
Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut 
sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian 
Negaralembaga Semua informnasi yang dinuat dalam Laporan Keuangan adalah 

penyajian manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Revu bertuuan untuk membenkan keyakinan terbatas mengenar akurasi, 
kehandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaan pengakuan. pengukuran, 
dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Reviu 

mempunyai Iingup yang jauh lebih sempit dbandingkan dengan hngkup audit yang 
dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dergan tujuan untuk menyatakan 

pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak 
memberi pendapat semacam itu 

Berdasarkan reviu, kami yakin bahwa tidak terdapat perbedaan yang menjadikan 

Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan 
Pernenntah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan 
peraturan lain yang terkait 

Jakarta Februani 2024 

inspektur Jerderal 

uT 

. - 
0da Sy llah 
7202\ 199603 1 003 
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DAFTAR TABEL 

PENJELASAN UMUM 

Tabel 

A.1 

A.2 

A.3 

A.4 

A.S 

Judul 

Perhitungan Penyisihan Piutang 

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak 

Berwujud 

Perbandingan Jumlah Satker Yang 

Melakukan Penyusunan Laporan 

Keuangan Tahun 2022 dan 2023 

Jumlah Rekening Bank 

Hal. 

A.19 

A.22 

................................................ A.28 

A.33 

A.34 

A.6 Data Pegawai Kementerian Kelautan 

dan Perikanan .. .. A.35 

A. 7 Aplikasi-Aplikasi Yang Digunakan dan 

Dikembangkan Oleh KKP . . .. A.38 

A.8 Satuan Kerja Lingkup KKP yang 

Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 

BLU A.51 
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Tabel 

B.1 

DAFTAR TABEL 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Judul 

Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan 
Perikanan Menurut Unit Eselon I TA 2023 

Hal. 

B.1 

B.2 Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Menurut Unit Eselon I Per Jenis 

Belanja TA 2023 B.1 

B.3 Jumlah Satker KKP Per Unit Eselon I per 

Kewenangan . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . . B.2 

B.4 Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Menurut Kewenangan Satker 
Per Jen is Belanja TA 2023 B.2 

B.5 Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Menurut Unit Eselon I Akhir TA 

2023 B.5 

B.6 Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Menurut Unit Eselon I Per Jenis 

Belanja Akhir TA 2023 B.6 

B.7 Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Menurut Kewenangan Satker 
Per Jenis Belanja Akhir TA 2023 B.6 

B.8 Rincian Realisasi PNBP Per Akun Untuk 
Periode Yang Berakhir Tanggal 31 

Desember 2023 .. . . . . . . . . . .. .. B.8 

B.9 Rincian Realisasi PNBP Per Unit Eselon I 
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 

Desember 2023 .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . B.8 

B.10 Rincian Realisasi PNBP Per Akun Untuk 

Periode Yang Berakhir Tanggal 31 
Desember 2023 dan 2022 B.9 

B.11 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 
Perikanan Per Akun Untuk Periode Yang 
Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 B.10 
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Tabel Judul Hal. 

8.12 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 
Jasa Layanan Umum Untuk Periode Yang 

Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 

31 Desember 2022 8.12 

B.13 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 
Hasil Kerja Sama BLU Untuk Periode Yang 
Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 

2022 B.14 

B.14 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 
BLU Lainnya Untuk Periode Yang Berakhir 

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 B.15 

B.15 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 
Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan 

Iuran Badan Usaha Pada Masing-Masing 
Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir 

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 8.17 

B.16 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 

Administrasi dan Penegakan Hukum Untuk 
Periode Yang Berakhir Tanggal Per 31 

Desember 2023 dan 2022 ... .. .. .. . ... .. . ... .. .. .. ... . ..... .. . .. . .. .. .. • B.20 

B.17 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 

Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan 
Keagamaan Untuk Periode Yang Berakhir 

Tanggal Per 31 Desember 2023 dan 2022 8.22 

B.18 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 

Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi 
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal Per 

31 Desember 2023 dan 2022 8.23 

B.19 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 
Jasa Lainnya Untuk Periode Yang Berakhir 

Tanggal Per 31 Desember 2023 dan 2022 B.24 

8.20 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 

Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, 
Dan Pengelolaan Keuangan Untuk Periode 

Yang Berakhir Tanggal Per 31 Desember 

2023 dan 2022 .. . . . 8.27 

8.21 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 
Denda Untuk Periode Yang Berakhir 
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 .. .. .. .. .. .. 8.28 
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Tabel Judul Hal. 

B.22 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 
Lain-Lain Untuk Periode Yang Berakhir 

Tanggal Per 31 Desember 2023 dan 2022 8.30 

B.23 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Per 

Jenis Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 

Tanggal 31 Desember 2023 B.31 

B.24 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Pada 

Masing-Masing Unit Eselon I Untuk 

Periode Yang Berakhir Tanggal 31 B.31 

Desember 2023 

B.25 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 

Per Jenis Belanja Untuk Periode Yang 
Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 
Desember 2022 .. .. ... ... ... ... .... .. ... . . . ... . .... . ..... . . .. .. 8.32 

B.26 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi 

Belanja Pegawai Untuk Periode Yang 

Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 8.33 

B.27 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi 

Belanja Pegawai Menurut Unit Eselon I 
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 

Desember 2023 .. .. . . . . . . . .. .. . . B.33 

B.28 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 

Pegawai Per Akun Untuk Periode Yang 
Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 

2022 B.34 

B.29 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 

Gaji dan Tunjangan Menurut Unit Eselon I 
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 

Desember 2023 dan 2022 .. . .. . .. .. B.35 

8.30 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 
Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & 
Belanja Pegawai Transito Menurut Unit 

Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir 

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 B.36 

B.31 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi 
Belanja Barang Per Akun Untuk Periode 

Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 B.38 
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Tabel ludul Hal. 

B.32 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi 
Belanja Barang Untuk Periode Yang 

Berakhir Tanggal 31 Desernber 2023 .. B.38 

B.33 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 

Barang Per Akun Untuk Periode Yang 
Berakhir Tanggal 31 Desernber 2023 dan 
2022 B.39 

B.34 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 
Barang Menurut Unit Eselon I Untuk 

Periode Yang Berakhir Tanggal 31 

Desernber 2023 dan Desernber 2022 .. . .. .. . . .. .. •.. B.40 

B.35 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 
Jasa Menurut Unit Eselon I Untuk Periode 

Yang Berakhir Tanggal 31 Desernber 2023 

dan Desember 2022 B.42 

B.36 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 

Perneliharaan Menurut Unit Eselon I 
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 

Desember 2023 dan Desember 2022 B.43 

B.37 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 

Perjalanan Dinas Menurut Unit Eselon I 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 

Desember 2023 dan Desember 2022 . . . . . ... . . ... .. .. . . . . . . ... . . . .. . .. . . . .. .. . . .. . .. B.45 

B.38 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 
BLU Menurut Unit Eselon I Untuk Periode 

Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 

dan Desember 2022 B.47 

B.39 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 
Barang Untuk Diserahkan Kepada 

Masyarakat/Pemda Menurut Unit Eselon I 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 
Desember 2023 dan Desember 2022 B.47 

B.40 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi 

Belanja Modal Untuk Periode Yang 

Berakhir Tanggal 31 Desernber 2023 B.50 

B.41 Rincian Realisasi Belanja Modal Menurut 

Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir 
Tanggal 31 Desember 2023 B.51 
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Tabel Judul Hal. 

B.42 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 
Modal Per Akun Untuk Periode Yang 

Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 .. B.51 

B.43 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 

Modal Tanah Untuk Periode Yang Berakhir 

Tanggal 31 Desember 2023 dan 

Des ember 2022 .. . .. .. .. B.52 

B.44 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 
Modal Peralatan dan Mesin pada Untuk 

Periode Yang Berakhir Tanggal 31 

Desember 2023 dan Desember 2022 .. B.53 

B.45 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 
Modal Gedung dan Bangunan Untuk 
Periode Yang Berakhir Tanggal 31 

Desember 2023 dan Desember 2022 B.54 

8.46 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 

Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk 
Periode Yang Berakhir Tanggal 31 

Desember 2023 dan Desember 2022 B.56 

B.47 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 
Modal Lainnya Untuk Periode Yang 
Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 
Desember 2022 B.57 

B.48 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja 

Modal BLU Untuk Periode Yang Berakhir 
Tanggal 31 Desernber 2023 dan 

Desember 2022 .. .. .. .. 8.58 
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Tabel 

C.1 

DAFTAR TABEL 

NERACA 

Judul 

Rincian Saldo Aset Lancar Per Akun Per 31 
Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Hal. 

C.1 

C.2 Rincian Saldo Kas di Bendahara 

Pengeluaran Per Akun Per 31 Desember 

2023 dan 31 Desember 2022 C.2 

C.3 Rincian Saldo Kas di Bendahara 

Pengeluaran Pada Masing-Masing Eselon I 
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2023 C.2 

C.4 Rincian Perbedaan Data SPRINT dengan 

Rekening Bendahara Pengeluaran Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 C.3 

C.5 Rincian Saldo Kas di Bendahara 

Penerimaan Pada Masing-Masing Satker 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022 C.3 

C.6 Rincian Penyetoran Saldo Penerimaan 

Tahun 2023 Disetor Tahun 2024 Pada 

Ditjen Perikanan Tangkap .. .. .. C.4 

C. 7 Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas 

Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 
Desember 2022 .. .. .. . .. .. .. .. . . C.5 

C.8 Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara 

Pengeluaran Pada Masing-Masing Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022 C.6 

C.9 Rincian Saldo Kas Lainnya di Kementerian 

Negara/Lembaga dari Hibah Pada Masing- 
Masing Eselon I Per 31 Desember 2023 
dan 31 Desember 2022 C.6 

C.10 Ringkasan Saldo Kas di K/L dari Hibah Per 
Rekening pada Sekretariat Jenderal Per 31 

Desember 2022 .. .. .. . . .. .. C. 7 
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Tabel 

C.11 

Judul 

Ringkasan Mutasi Kas Lainnya di K/L dari 

Hibah JICA Tahun 2023 

Hal. 

C.8 

C.12 Ringkasan Pengesahan Belanja dari 
Rekening Rupiah Fase I dan II C.9 

C.13 Rincian Saldo Kas di K/L dari Hibah Per 

Rekening Pada Sekretariat Jenderal Per 31 

Desember 2023 .. . .. .. . .. . . . C.11 

C.14 Rincian Mutasi Kas Hibah pada DJPT 

Tahun Anggaran 2023 .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . . C. 13 

C.15 Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara 

Penerimaan Pada Masing-Masing Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 
2022 C.15 

C.16 Rincian Saldo Kas Lainnya di Sadan 

Layanan Umum Pada Masing-Masing 

Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 
Desember 2022 C.15 

C.17 Rincian Saldo Kas Pada Sadan Layanan 
Umum Pada Masing-Masing Eselon I 
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022 C.16 

C.18 Rincian Saldo Rekening Operasional BLU 

Per 30 September 2023 dan 31 Desember 

2022 C.17 

C.19 Perbandingan Saldo Kas dan Bank BLU 

pada Neraca dengan Saldo Rekening BLU 

per 31 Desember 2023 C.19 

C.20 Rincian Perbedaan Data SPRINT dengan 

Rekening Pada Setiap Satker BLU Per 31 
Desember 2023 dan 31 Desember 2022 C.19 

C.21 Rincian Saldo Investasi Jangka Pendek- 

Badan Layanan Umum Pada Masing- 
Masing Eselon I Per 31 Desember 2023 
dan 31 Desember 2022 C.21 

C.22 Rincian Saldo Deposito BLU pada Masing- 
Masing Eselon I Per 31 Desember 2023 
dan 31 Desember 2022 .. . . . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . . . .. . C.21 
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Tabel Judul Hal. 

C.23 Rincian Saldo Belanja Dibayar Dimuka Per 
Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 
Desember 2022 .. . .. .. . . .. . . C.22 

C.24 Rincian Saldo Belanja Barang Dibayar 
Dimuka Pada Masing-Masing Unit Eselon I 
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 
2022 C.23 

C.25 

C.26 

Rincian Saldo Pendapatan Yang Masih 
Harus Diterima Pada Masing-Masing 
Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 
Desember 2022 

Perhitungan Penyisihan Piutang 

.26 

C.30 

C.27 Rincian Saldo Piutang Bukan Pajak Pada 
Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 
Desember 2023 dan 31 Desember 2022 C.31 

C.28 Rincian saldo Piutang PNBP pada PPS 
Nizam Zachman Per 31 Desember 2023 
dan 31 Desember 2022 C.32 

C.29 Mutasi Piutang PT Sisfo Indonesia Periode 
1 Januari s.d. 30 Juni 2023 C.34 

C.30 Skema Pelunasan Piutang PT Sisto 
Indonesia Periode 1 Juli s.d. 31 Desember 
2023 C.35 

C.31 Mutasi Piutang PT Sisfo Indonesia Periode 
1 Juli s.d. 31 Desember 2023 .. C.35 

C.32 Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak 
Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per Akun 
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 
2022 C.49 

C.33 Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan 
Operasional BLU Per Akun Per 31 
Desember 2023 dan 31 Desember 2022 C.50 

C.34 Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan 
Operasional BLU-Pengelolaan Dana 
Bergulir Berdasarkan Kualitas Piutang 
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 
2022 C.51 
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Tabel Judul Hal. 

C.35 Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih-Piutang Kegiatan Operasional 

BLU Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 

31 Desember 2022 C.51 

C.36 Rincian Saide Penyisihan Piutang Tidak 
Tertagih - Piutang BLU Pengelolaan Dana 

Bergulir berdasarkan kualitas Per 31 

Desember 2023 C.52 

C.37 Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Non 

Operasional BLU pada Masing-Masing 
Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 C.53 

C.38 Rincian Saide Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Opr 
BLU Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 C.54 

C.39 Rincian Saide Persediaan Per Akun Per 31 
Desember 2023 dan 31 Desember 2022 C.55 

C.40 Rincian Saldo Persediaan Dalam Kondisi 

Usang dan Rusak Pada Masing-Masing 
Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 C.56 

C.41 Rincian Saldo Persediaan Untuk 

Operasional, Proses Produksi dan 

Persediaan Lainnya Pada Masing-Masing 

Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 

31 Desember 2022 C.56 

C.42 Ringkasan Mutasi Persediaan untuk 
Operasional, Proses Produksi dan 
Persediaan Lainnya Per Jenis Transaksi 

Per 31 Desember 2023 C.58 

C.43 Rincian Saide Persediaan untuk Dijual 

Atau Diserahkan kepada Masyarakat Pada 

Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 C.59 

C.44 Ringkasan Mutasi Persediaan untuk Dijual 
atau Diserahkan kepada Masyarakat Per 

Jenis Transaksi Per 31 Desember 2023 C.60 

C.45 Rincian Saldo Aset Tetap Per Akun Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 C.61 
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Tabel Judul Hal. 

C.46 Rincian Saide Tanah Pada Masing-Masing 
Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 

31 Desember 2022 ... . ... . ... ...... ... .. . .... .. .. .... .. ... . . •• C.62 

C.47 Ringkasan Mutasi Tanah Per Jenis 

Transaksi Per 31 Desember 2023 C.63 

C.48 Rincian Tanah Dikuasai dan/atau 

Bersengketa dengan Pihak Lain Pada 

Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 

Desember 2023 .. .. .. . . . .. . . . .. C.65 

C.49 Rincian Saide Peralatan dan Mesin Pada 

Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 C.68 

C.50 Daftar Rinci Nilai Tercatat Peralatan dan 

Mesin Per Bidang Barang Per 31 

Desember 2023 .. C.69 

C.51 Ringkasan Mutasi Peralatan dan Mesin Per 
Jenis Transaksi Per 31 Desember 2023 C.69 

C.52 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan Pada 
Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 C.76 

C.53 Daftar Rinci Gedung dan Bangunan Per 

Bidang Barang Per 31 Desember 2023 C.76 

C.54 Ringkasan Mutasi Gedung dan Bangunan 

Per Jenis Transaksi Per 31 Desember C.76 

2023 

C.55 Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 C.83 

C.56 Daftar Rinci Nilai Tercatat Jalan, Irigasi 

dan Jaringan Per Bidang Barang Per 31 

Desember 2023 .. . . . .. .. . . .. .... .. . . .. .. .. . .. . . . .. . . . .. .. . ... .. C.83 

C.57 Ringkasan Mutasi Jalan, Irigasi dan 
Jaringan Per Jenis Transaksi Per 31 

Desember 2023 .. . . . .. .. . .. . .. . .. C.83 

C.58 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Pada 
Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 C.87 
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Tabel Judul Hal. 

C.59 Daftar Rinci Nilai Tercatat Aset Tetap 

Lainnya Per Akun Per Bidang Barang Per 

31 Desember 2023 C.88 

C.60 Ringkasan Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 

Jenis Transaksi Per 31 Desember 2023 C.90 

C.61 Rincian Saldo Konstruksi Dalam 

Pengerjaan Pada Masing-Masing Unit 

Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 
Desember 2022 .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. C. 92 

C.62 Ringkasan Mutasi Konstruksi Dalam 

Pengerjaan Per Jenis Transaksi 

Per 31 Desember 2023 C.94 

C.63 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset 

Tetap Per Akun Per 31 Desember 2023 
dan 31 Desember 2022 . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. 97 

C.64 Ringkasan Nilai Penyusutan Aset Tetap 
Per Akun Per Bidang Barang Per 31 

Desember 2023 .. . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . C. 97 

C.65 Rincian Saldo Properti Investasi Pada 

Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 C.99 

C.66 Daftar Rinci Properti Invest.asi Per Bidang 
Barang Per 31 Desember 2023 C.101 

C.67 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan 
Properti Investasi Pada Masing-Masing 

Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 

31 Desember 2022 C.102 

C.68 Rincian Saldo Piut.ang Jangka Panjang Per 

Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 .. . . ... . .. . .. ... . ... .. . .... .. .. . . ... . . .. . . . ... .. C.103 

C.69 Rincian Saldo Piutang Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 
Pada Masing-Masing Unit Eselon I 
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 
2022 C.104 

C.70 Kualitas Piutang TP/TGR pada Masing- 
Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 

2022 C.105 
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Tabel Judul Hal. 

C. 71 Rincian Saide Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih Piutang Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan{Tuntutan Ganti Rugi 

Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022 C.105 

C. 72 Rincian Saide Piutang Jangka Panjang 

Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 
2022 C.106 

C. 73 Perhitungan Kontribusi Kerja Sama 

Pemanfaatan BMN di Pulau Nipa C.107 

C. 74 Kualitas Piutang Jangka Panjang Lainnya 

pada Masing-Masing Unit Eselen I 

Per 31 Desember 2023 C.108 

C. 75 Rincian Saide Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya 

Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 
Desember 2023 dan 31 Desember 2022 .. .. .. .. . C.109 

C. 76 Rincian Saldo Aset Lainnya Per Akun 
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 
2022 C.109 

C.77 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Per Akun 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 
2022 C.110 

C. 78 Daftar Rinci Aset Tak Berwujud Per Akun 

Per 31 Desember 2023 C.111 

C. 79 Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Per 

Jen is Transaksi Per 31 Desember 2023 C.112 

C.80 Rincian Saide Aset Tak Berwujud Dalam 

Pengerjaan Pada Masing-Masing Unit 

Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 
Desember 2022 C.114 

C.81 Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud 
Dalam Pengerjaan Per Jenis Transaksi 

Per 31 Desember 2023 C.115 
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Tabel Judul Hal. 

C.82 Rincian Saldo Dana Rekening 

Penampungan-K/L Pada Masing-Masing 

Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 

31 Desember 2022 C.116 

C.83 Rincian dan Mutasi Dana di Rekening 
Penampungan-K/L Pada Masing-Masing 
Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 C.118 

C.84 Rincian Saldo Aset Lain-Lain Pada Masing- 
Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 

2023 dan 31 Desember 2022 C.119 

C.85 Rincian Aset Tetap Lain-Lain Per Golongan 

Barang Per 31 Desember 2023 C.120 

C.86 Ringkasan Mutasi Aset Lain-Lain Per Jenis 

Transaksi Per 31 Desember 2023 . .. .. . . .. .. . . C.120 

C.87 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan dan 

Amortisasi Aset Lainnya Per Akun 
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 
2022 C.123 

C.88 Ringkasan Nilai Penyusutan dan 
Amortisasi Aset Lainnya Per Akun Per 

Bidang Barang Per 31 Desember 2023 . .. .. C.123 

C.89 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek 

Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 .. C.125 

C. 90 Rincian Sal do Utang Kepada Pihak Ketiga 

Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 C.126 

C.91 Rincian Saldo Belanja Pegawai Yang Masih 

Harus Dibayar Pada Masing-Masing Unit 
Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 .. C.127 

C.92 Rincian Saldo Belanja Barang Yang Masih 

Harus Dibayar Pada Masing-Masing Unit 
Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 
Desember 2022 ... . .. .. . .... .. .. ... . . ... .. . .. . . ..... ... . . .. .. . . C.130 

C. 93 Rincian Saide Utang Kepada Pihak Ketiga 
BLU Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 
2022 C.132 
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Tabel Judul Hal. 

C.94 Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga 

Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 
2022 C.132 

C.95 Rincian Saldo Dana Pihak Ketiga Pada 

Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • C.134 

C.96 Rincian Saldo Dana Pihak Ketiga Pada 

Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 .. . .. C. 135 

C. 97 Rincian Saldo Hi bah Yang Bel urn Disahkan 
Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 
Desember 2023 dan 31 Desember 2022 C.136 

C. 98 Rincian Saldo Utang Kelebihan 

Pembayaran Pendapatan Pada Masing- 

Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 
2023 dan 31 Desember 2022 C.136 

C. 99 Rincian Saldo Pendapatan Diterima 
Dimuka Per Akun Per 31 Desember 2023 
dan 31 Desember 2022 C.137 

C.100 Rincian Pendapatan Sewa Diterima 
Dimuka Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 
2022 C.137 

C.101 Rincian Saldo Pendapatan Bukan Pajak 

Lainnya Diterima Dimuka Pada Masing- 
Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 
2023 dan 31 Desember 2022 C.140 

C.102 Rincian Saldo Pendapatan Diterima 

Dimuka BLU Pada Masing-Masing Unit 

Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 .. . . ... .. . . .. . . . ..... .. ..... ... .. . .. . . . . .. . ... .. C.141 

C.103 Rincian Saldo Uang Muka KPPN Pada 

Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 
2023 dan 31 Desember 2022 C.142 

C.104 Rincian Saldo Utang Jangka Panjang 
Lainnya Per Akun Per 31 Desember 2023 

dan 31 Desember 2022 C.142 
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Tabel Judul 

C.105 Rincian Saldo Utang Jangka Pendek 
Sementara Karena Kesalahan Rekening 
Pihak Ketiga Pada Masing-Masing Unit 
Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 
Desember 2022 

C.106 Rincian Saldo Utang Pajak Bendahara 
Pengeluaran Yang Belum Disetor Pada 
Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 
Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Hal. 

................................................ C.143 

................................................ C.143 
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Tabel 

D.1 

DAFTAR TABEL 

LAPORAN OPERASIONAL 

Judul 

Rincian Pendapatan - LO Per 31 Desember 
2023 dan 31 Desember 2022 

Hal. 

0.2 

D.2 Rincian Saldo Pendapatan Sumber Daya 

Alam Per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 .. .. . . .. .. . .. .. 0.2 

D.3 Perbedaan Saldo Pendapatan Sumber 

Daya Alam Berdasarkan Unit Eselon I Per 
31 Desember 2023 pada LRA dan LO D.3 

D.4 Rincian Saldo Pendapatan Negara Bukan 

Pajak Per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 .. .. . . .. .. .. .. .. D.4 

D.5 Rincian Saldo Pendapatan Negara Bukan 

Pajak Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 0.6 

D.6 Perbedaan Saldo Pendapatan PNBP 

Lainnya per 31 Desember 2023 pada LRA 
dan LO D.10 

D. 7 Rincian Perbedaan Saldo Pendapatan PNBP 
Lainnya per 31 Desember 2923 pada LRA 
dan LO D.10 

D.8 Rincian Beban Per 31 Desember 2023 dan 

31 Desember 2022 D.11 

D.9 Rincian Saldo Beban Per 31 Desember 

2023 dan 31 Desember 2022 D.11 

D.10 Rincian Saldo Beban Pegawai Berdasarkan 

Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 

31 Desember 2022 D.12 

D.11 Perbedaan Saldo Belanja Pegawai (LRA) 

dengan Beban Pegawai (LO) pada 31 
Desember 2023 D.14 

D.12 Rincian Perbedaan Saldo Belanja Pegawai 

(LRA) dengan Beban Pegawai (LO) pada 
31 Desember 2023 D.14 
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Tabel 

0.13 

Judul 

Rincian Saldo Beban Persediaan Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Hal. 

D.14 

D.14 Rincian Saldo Beban Berdasarkan Unit 

Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 D.15 

D.15 Perbedaan Beban Persediaan (LO) dengan 

Belanja Persediaan (LRA) Per 31 Desember 

2023 0.16 

0.16 Rincian Perbedaan Beban Persediaan (LO) 

dengan Belanja Persediaan (LRA} Per 31 

Desember 2023 D.16 

D.17 Rincian Saide Beban Barang dan Jasa Per 

31 Oesember 2023 dan 31 Oesember 2022 0.17 

0.18 Rincian Beban Barang dan Jasa 

Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 D.18 

D.19 Perbedaan Beban Barang dan Jasa (LO) 

dengan Belanja Barang Jasa (LRA) D.20 

D.20 Rincian Perbedaan Beban Barang dan Jasa 

(LO) dengan Belanja Barang Jasa (LRA) D.20 

D.21 Rincian Saide Beban Pemeliharaan Per 31 

Desember 2023 dan 31 Oesember 2022 D.23 

D.22 Rincian Beban Pemeliharaan Berdasarkan 

Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 

31 Oesember 2022 0.23 

D.23 Perbedaan Beban Pemeliharaan (LO) dengan 

Belanja Pemeliharaan (LRA) .. . .. 0.26 

O.24 Rincian Perbedaan Beban Pemeliharaan (LO) 

dengan Belanja Pemeliharaan (LRA) .. •.. D.26 

D.25 Rincian Saldo Beban Perjalanan Dinas Per 

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 D.27 

0.26 Rincian Beban Perjalanan Dinas 
Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ................................................ D.28 
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Tabel 

D.27 

Judul 

Perbedaan Saldo Belanja Perjalanan Dinas 

(LRA) dengan Beban Perjalanan Dinas (LO) 

Hal. 

D.29 

D.28 Rincian Perbedaan Saldo Belanja 
Perjalanan Dinas (LRA) dengan Beban 

Perjalanan Dinas (LO) D.29 

D.29 Rincian Saldo Beban Barang untuk 

Diserahkan Kepada Masyarakat Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 D.29 

D.30 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan 

Kepada Masyarakat Berdasarkan Unit 
Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 .. . .. .. . . . .. . .. . . . . D.30 

D.31 Perbedaan Beban Barang untuk 

Diserahkan kepada Masyarakat (LO) dan 
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada 

Masyarakat (LRA) D.31 

D.32 Rincian Perbedaan Beban Barang Untuk 

Diserahkan kepada Masyarakat (LO) dan 

Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada 
Masyarakat (LRA) D.31 

D.33 Rincian Saldo Beban Penyusutan dan 
Amortisasi Per 31 Desember 2023 dan 31 
Desember 2022 .. .. . . .. .. . . . . . . . D.32 

D.34 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 
Desember 2023 dan 31 Desember 2022 D.33 

D.35 Rincian Saldo Beban Penyisihan Piutang 
Tak Tertagih Per 31 Desember 2023 dan 
31 Desember 2022 D.34 

D.36 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak 

Tertagih Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 D.35 

D.37 Rincian Surplus (Defisit) Pelepasan Aset 
Non Lancar Per 31 Desember 2023 dan 31 
Desember 2022 D.36 

D.38 Rincian Saldo Beban Pendapatan 

Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 
Desember 2023 dan 31 Desember 2022 D.37 
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Tabel Judul Hal. 

D.39 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non 
Lancar Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 D.38 

D.40 Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar 

Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 D.38 

D.41 Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar 

pada PSDKP Per 31 Desember 2023 dan 31 
Desember 2022 •• . . . . . .. .. . D.39 

D.42 Rincian Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non 

Operasional Lainnya Per 31 Desember 

2023 dan 31 Desember 2022 .. . D.40 

D.43 Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non 

Operasional Lainnya Per 31 Desember 

2023 dan 31 Desember 2022 .. . D.40 

D.44 Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non 

Operasional Lainnya Berdasarkan Unit 

Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 D.41 

D.45 Rincian Saldo Beban dari Kegiatan Non 
Operasonal Lainnya Per 31 Desember 2023 

dan 31 Desember 2022 D.42 

D.46 Rincian Beban Dari Kegiatan Non 
Operasional Lainnya Berdasarkan Unit 

Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 D.42 

Desember 2022 
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DAFTAR TABEL 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Tabel Judul Hal. 

E.1 Rincian Saldo Awai Ekuitas pada Masing- 
Masing Eselon I per 1 Januari 2023 dan 1 

Januari 2022 . . . .. ... .. . .. .. . .. . . . .. ... . . . .. . .. . . .. .. .. .. . .. . E.1 

E.2 Perbandingan Nilai Ekuitas Awal per 1 

Januari 2023 dan 1 Januari 2022 .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . E.1 

E.3 Perbandingan Surplus/Defisit LO Tahun 

2023 dan Tahun 2022 .. .. . . . . . .. .. . E.2 

E.4 Rincian Saldo Koreksi Nilai Persediaan 

pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 
Desember 2023 dan 31 Desember 2022 E.3 

E.5 Rincian Saldo Koreksi atas Reklasifikasi 

pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 E.4 

E.6 Rincian Saldo Koreksi Aset Non Revaluasi 

pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 E.5 

E. 7 Rincian Saldo Koreksi Lain-Lain pada 
Masing-Masing Unit Eselon I per 31 
Desember 2023 dan 31 Desember 2022 E.6 

E.8 Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas 

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022 E.7 

E.9 Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas per 
Unit Eselon I per 31 Desember 2023 dan 

31 Desember 2022 E.7 

E.10 Rincian Saldo Diterima dari Entitas Lain Per 

Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 
31 Desember 2022 E.8 

E.11 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain Per Unit 

Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 .. . .. .. . . .. .. .. .... .. .. .. . .. ... . .. . .. . .. . . . . . . . . E. 9 
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Tabel Judul Hal. 

E.12 Rincian Saldo Transfer Keluar Transfer 
Masuk pada Masing-Masing Unit Eselon I 

per 31 Desember 2023 E.10 

E.13 Rincian Saldo Transfer Keluar Transfer 

Masuk dari Kementerian Lainnya Pada 

Masing-Masing Unit Eselon I per 31 

Desember 2023 E.10 

E.14 Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung 

pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 

Desember 2023 dan 2022 .. ... ... . . .. . .. .. . . . . . . .. . .. .... ... ... .. . . . . .. . . E.11 

E.15 Perbandingan Saldo Ekuitas Akhir per 31 

Desember 2022 dan 31 Desember 2021 E.14 

E.16 Rincian Saldo Ekuit.as Akhir pada Masing- 

Masing Unit Eselon I per 31 Desember 
2023 dan 31 Desember 2022 E.14 
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DAFTAR TABEL 

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 

Tabel Judul 

F.1 Rekapitulasi Entitas Akuntansi yang 
Dilikuidasi di Lingkungan KKP Tahun 
2023 

F.2 Rincian Pinjaman Luar Negeri di 

Lingkungan KKP 

F.3 Rincian Hibah Dalam dan Luar Negeri 

Lingkup KKP 

F.4 Ikhtisar Laporan Keuangan BLU KKP 
Tahun 2023 

F.S Ikhtisar Laporan Keuangan BLU KKP 
Tahun 2023 

F.6 Nilai Piutang Negara yang 
Diserahterimakan PUPN Per 31 
Desember 2023 

Hal. 

................................................ F.2 

................................................ F.S 

................................................ F.5 

................................................ F.6 

................................................ F.6 

................................................ F.11 
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KEMENTERIAN 
KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

DAFTAR 
GAMBAR 

LAPORAN KEUANGAN 

Kementerian Kelautan don Perikanan 

TAHUNAN 

Tahun Anggaran 2023 

AUDITED 



DAFTAR GAMBAR 

PENJELASAN UMUM 

Gambar 

A.1 

A.2 

ludul 

Struktur Organisasi Kementerian 

Kelautan dan Perikanan 

Visi dan Misi Kementerian Kelautan 

dan Perikanan Tahun 2020-2024 

Hal. 

A.6 

................................................ A.10 
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Gambar 

B.1 

DAFTAR GAMBAR 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Judul 

Automatic Adjustment Kementerian 

Kelautan dan Periakanan TA 2023 

Hal. 

B.3 

B.2 Rekomposisi Automatic Adjustment 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 

TA 2023 B.4 

B.3 Nilai Realokasi Belanja Pegawai KKP 

ke BA BUN TA 2023 .. B.4 

B.4 Realokasi Belanja Non Pegawai KKP 
ke BA BUN TA 2023 B.5 
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DAFTAR GAMBAR 

NERACA 

Gambar Judul Hal. 

1 Rencana Progres Fisik Pembangunan 
Proyek Hibah JICA sampai dengan 
Tahun 2024 C.12 
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Gambar 

D.1 

DAFTAR GAMBAR 

LAPORAN OPERASIONAL 

Judul 

Kertas Kerja Perhitungan Selisih Kurs 
Belum Terealisasi Phase I 

Hal. 

D.43 

D.2 Kertas Kerja Perhitungan Selisih Kurs 
Belum Terealisasi Phase II D.43 
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KEMENTERIAN 
KELAUTAN DAN 
PERI KANAN 

DAFTAR 
LAMPIRAN 

LAPORAN KEUANGAN 

Kementerian Kelautan don Perikanan 

TAHUNAN 

Tahun Anggaran 2023 

AUDITED 



LAMPIRAN I 

LAMPIRAN II 

LAMPIRAN III 

LAMPIRAN IV 

LAMPIRAN V 

LAMPIRAN VI 

LAMPIRAN VII 

LAMPIRAN VIII 

LAMPIRAN IX 

DAFTAR LAMPIRAN 

Daftar Rekening Pemerintah di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 

Daftar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 
Anggaran 2023 

Daftar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 

Anggaran 2023 

Daftar Kasus Hukum sampai dengan TA 2023 

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Kementerian 
Kelautan dan Perikanan 

Daftar Piutang Negara sampai dengan TA 2023 

Daftar Pengelola Pinjaman dan Hibah sampai dengan TA 2023 

Daftar Penyelesaian Dana Bergulir sampai dengan TA 2023 

Daftar Capaian Rincian Output Prioritas Nasional (hasil Rekon 

Kemkeu dan Bapenas tgl 21 Februari 2024) sampai dengan 

TA 2023 
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KEMENTEIAN 
KELAUTAN DAN 
PERIKANAN • 

Ringkasan 

LAPORAN KEUANGAN 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

TAHUNAN 

Tahun Anggaran 2023 

AUDITED 



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan TA 2023 (Audited) ini telah 

disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan 

yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, 

yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 

sampai dengan 31 Desember 2023. 

Realisasi Pendapatan Negara bersih sampai dengan 31 Desember 2023 adalah berupa 

Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rpl.699.152.504.614,00 atau mencapai 41,56% 

dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp4.088.397.466.000,00. Sedangkan Realisasi 

Belanja Negara Bersih sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 

Rp6.335.595.925.317,00 atau mencapai 98,15% dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar 

Rp6.455.280.145.000,00. 

2. NERACA 

Neraca menyajikan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 

Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 disajikan sebesar 

Rp25.594.904.922.106,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp759.248.960.856,00; 

Aset Tetap (netto) sebesar Rp23.902.807.207.513,00; Properti lnvestasi sebesar 

Rp410.764.540.901,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp103.106.303.929,00; dan 

Aset Lainnya (netto) sebesar Rp418.977.908.907,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing- 

masing sebesar Rp65.683.529.844,00 dan Rp25.529.221.392.262,00. 

3. LAPORAN OPERASIONAL 

La po ran Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, be ban, surplus/ defisit dari 

operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar 

biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. 

Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rpl.680.725.517.497,00 

sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp6.562.869.760.308,00 sehingga 

terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp4.882.144.242.811,00). Surplus/Defisit 

dari Kegiatan Non Operasional sebesar defisit (Rp3.970.502.608,00). Dengan demikian, 

entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp4.886.114.745.419,00). 
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4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2023 

adalah sebesar Rp25.420.240.996.441,00 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp4.886.114.745.419,00) 

kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp52.349.387.566,00 dan Transaksi Antar 

Entitas senilai Rp4.942.745.753.674,00 sehingga ekuitas akhir per 31 Desember 2023 adalah 

sebesar Rp25.529.221.392.262,00. 

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar 

terinci a tau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 

Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah 

penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta 

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Iaporan 

keuangan. 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 

Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan 

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan 

disajikan dengan menggunakan basis akrual. 
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KEMENTERIAN 
KELAUTAN DAN 
PERRIKANAN • 

Laporan 
Realisasi 
Anggaran 

LAPORAN KEUANGAN 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

TAHUNAN 

Tahun Anggaran 2023 

AUDITED 



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

KE MEN TERIAN KELAU TAN DAN PERIKANAN 

LAPORAN REALISASI ANGGAAN 

UNTUK PERIODE YANG BEAKHIR 

31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBE 2022 

811 4088397446 000 '699 152 $04 614 4200 1906 162 968 000 1871 11943 645 98.16 

% Ang9a Rel.a 

8f 

' 8£LAN.A 82 

·r- 821 1 801 000 979 200 1773 sot 2u 96.00 1625 47$ 9$0 000 '81313613 166 9912 Peg • 
Bl 822 3970968 474 0200 3$79$2 145 3% $6. 00 306 428 664 000 2966 $71651 20 986 Beg 

' , Bein 
678 688 874 68 Mo 

Judd 

elautan dan Perikanan 

hyu Trenggono 





II. NERACA 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

NERACA 

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022 

(Dolom 
kRuniah 

URAAN 31 Des 2023 3t bes 2022 

ASET LANCAR c.f 

Kas di Bendahara Pengelaran C.1.1 206.500 182.819.395 

Kas di Bendahara Peneriraan C.12 81.395.000 134.123.000 

Kas Lainya dan Setara Kas c.1.3 481,649.921,126 590.433.963.397 

Kas pada Sada Lyanan Unum C.14 30.779.421.970 99.618.258.421 

lrvestasi Jangle PendelBadan Lryanan Lanum c.15 110.950.000.000 . 
Belanja Dibayar Dirukea @prepaid') c.16 1.856.560.265 35.738.647.201 

Pendapatan yang Mash lars Derr.a c.1. 23.106.014.631 19.118.371.810 

Piutang Bulan Paik c.18 47.500.916.438 60.895.832.124 

Penyisthan Putang Tdak Tertagih- Putang Bula c.19 036.242.472804 (42.292.166.621 

' ' PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO 11.258.443.634 18.603.665.503 

Piutang dart kegiatan Operasional Bada Layaran C.1.10 28.745.692.709 . 
Urrum 

Penyisthan Putang Tdak Tertagih .tang dart C.1.11 (20.423.296.818 . 
Kegiatan Operational BL.L 

PIUTANG DARI KEGIA TAN OPERASIONAL BLU $.322.395.891 

' NE7To) 
Piutang dei Kegiaan Non Operasionai Baa Laryanan c.1.12 35.235.000 5.821.918 

rum 

Penis.han Putang dak Tertagin .tang dan c.1.13 0$.23$.000) (29.110) 

egiatan Non Operasional BL.U 

PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 $.792.808 

BL (NETTO 

Persedaan C.1.4 91.244.601.839 77.951.222.097 

JMLAH ASET LANCAR 759.248.960.856 841.792.863.632 

ASET TETAP c.2 

Tarah c2 16.011.305.715.663 16.096.132571.583 

Peralatan da Mesin c22 6.522 510.838.685 6.060.014.703.454 

Gedung dan Banguran c23 5.302.979.449.379 5.373.798.722.003 

Jal.an, lrigasi dan Jarnigan c.24 3.924.815.114.324 3.883.995.205.091 

Aset Tetap Lainya c25 226.854.882.066 239.515.333.474 

Konstruksi Delamn Penger,a8 C.26 91.116.357.351 204.562.314.909 

Alqurrulasi Penyusutar c27 (8.176.775.149.955 7.742.077.498.332 

JUMLAH ASET TETAP 23.902.807.207.513 24.115.9$41.352.182 

Properti le ' c.3 
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URALAN 31 0es 2023 31 bes 2022 

Poet lrvestasi C3.1 47.778.353.020 . 
Aleuulai Peryuttan roper vestsi c32 (67,013,812,119 . 

JUMLAH PROPER TT NVESTASl 410,764,540.01 • 
PUTANG JANKA PAN.JANG Cc4 

iutang Fagihan Tuntutan Perbendahara.an/ Tuantuta c4.1 201.014.544 161.324.544 

Gant Rug 

Penyisthan Putang desk Tertagh- Taghon Tuntutan Cc42 (157.051.745 (156.845.795 
ebendaharaa Tuntutan Gant Pug 

Tagihan Tuntutan Prbend.aha Tunttan G.anti 41.962.799 4478.749 

Rug! (NETTO] 

Putang langia Paniang lainnya c43 103.580.242.333 103.095.598.961 

Penis.han utang Tdeke Tertag.Pung Jangi c44 (517.901.203) (515.47.986) 

anjng Lainrya 

P(TANG JANGKA PAN,JANG LAINNYA'NETTO] 103.062.341.130 102.580.120.975 

JUMLAH PHU TANG JANGKA PANIANG 103.106.301.929 102.584.599.724 

ASET LAINN YA cs 

Kmaraan Degan Pihak Ketti9a c5.1 214.231.398.172 214.231.398.172 

Ast Tak Beruud c52 234.921.980.78 205.977.461.286 

Ast Tak Berwuud Dalam engejan C53 2745.000 . 
Dana Yang Dibatai Penggunanny C54 32.493.421.582 . 
Aset Lai-lain c55 443.267.346.082 543.799.589.641 

Alurulas Peryuuta Anos Aset Lainya c5.$ (505.938.982.710) (585.267.187.405 

JUMLH ASET LANNY A 41$.977.906.90 378.741.261.694 

JUNLAH ASET 25.994.904.922.106 25.439.060.077.22 

KEWAJBAN 

KEWA.JIB AN JANGKA PENDEK cs 
Utang epada Pihak Keta c6. 47 165.904.471 12.770.565.475 

ibah Yang 8elm Dsahin c62 8.820.342.608 0 

Utang Kelebihan Pembayran Pend.apat.an c6. 44.463.282 57,000.000 

Pend.at Dite.a Dirula C.64 9.518.380.902 5.803.379.578 

Uarg Mula de KPN c6.5 206.500 182.819.395 

Utang Jangia Pendek Lainy C.4.6 34.232.081 5.316.343 

JMLAH KEWA.JIBAN JANGKA PENDEK 65$.681.529.844 1$.19.080.791 

JUML AH KEWA.JIN8AN 65.683.529.844 18.819.080.791 
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024 

tan dan Perikanan 

Teenggono 

31 be 

c. 
rt 25 523 221 392 26.2 25420 240 906 441 

2$ $273.221.392 262 25420 240 996 44 

2$ $23 221.392 26.2 25.420.240 996 44 

s44.so4.s.1os 
JLAH EKUTAS 

ANLM KE ANN DAM EKUTAS 

JLAH EKUTAS 

tatatan ata Lapora Keuangan merupa.k bagtan tidak terpisahkan dar Laporan Keuangan 





I. LAPORAN OPERASIONAL 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

LAORAN OPERASIONAL 

UNTUK PERIODE 3JI DESEMBER 2023 DAN 3I DESEMBER 2022 

(bola Raehl 

AA CA'AT 1 De 20a23 M 2022 
£GUAN OPE RAO4 

PeNP4TAN 0t 
- 

won Sano Dor pt 637 161 420 .38 +93120213 

Pedone.BL. b2 1,494.3 9671 6r3161229119% . 
AN A €APA TAN 164 n241749l 1466.31.4 $2 

8 8AN 22 

eta Pee. ' 02 8003834744 644 54127% . 
Beta P • • 022 104 29662 1242 180 04 

- 
boar 84. 02 1912242 4 1428584 1%3 1%2 

Bebo Pr.. 24 94$221291 26248346 .36 

boor +oar Dr. 02s 74367476 624193096 

beta6.e0 De.$.. D26 61s7%27182 s at0 2 4 
Sb.a .tor a 0a2 60s261 8963173 

- 
8bur Pwestuna'er 024 $7869774 4264416 

MA B8AN 4 $42 4#.4.04 $1464 444 

SURPLUS 4(0&PS/T) 0AKE GM TAN OM~RAS.0 D3 (42 144.242.11 084 $1$ 17 415 

KE GATA NO OPERASOOA • 

Sp (Del.Peg.Ao Le 04 (14434$4.97) ( s1 21$ 20 

Sr4D4De.air 0per69Ly 05 1f244423412% to1 1.24 

Mt A $uRPS4OE FIST} OMEGA TANON OKRA9OA 044$4240 (164 11.$20 

r to 44i 11441.4 0a.«t.4s 

tatat.an ats Lapora eua.gan merupakn bagian tidak terpisahk.an dan Laporan Kuang.an 

tan dan Penkanan 

Tremggono 





IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

KEMENTERIAN KELAU'TAN DAN PERIKANAN 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

PER JI DESEMBER 2023 DAN 3I DESEMBER 2022 

(balam #Mph 

Uri CATATAN f 0 2023 f De 2022 

KUITAS AWAL E 2.420 .240 904. 441 25.1764 $12912 13$ 

SURPLUS(DEF SIT)LO u (4886 114745.419) 3905 $03.249 396% 

DAMP AK KUMULA4Ti PAUBAAN KEBA.AKAN 
AK ONT ANS/KE SAL A-AN ME NDASAR 

KOREK.SI YANG ME NAM BAINE NGURANGI EKUIT'AS EJ $2.49 387.54 18 29%. 661.604 

Korol4 weed.et E31 $ 160 6$60 702 (1938 907 762 

Korol Ala fed £32 f1 26630 11 044 904 021 

Korol M At Nor £ 28 047 097 068 8841 518.223 

Kone Lt £34 7424 453 146 289 4 122 

TRAN SAK SI AN TAR ENT/TAS E4 494214$ 7$3474 3.62694. 6$2.05 

104 90 39 421 044 $71.93$.694 

u .s.z.a 
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Prasarana perbenihan di Kampung Perikanan Budidaya yang 

dikembangkan 

Prasarana produksi perikanan budidaya di [pr 

Prasarana kawasan dan kesehatan ikan di Kampung Perikanan Budidaya 

yang dikembangkan 

Calon Induk Unggul lkan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat 

Calon Induk Unggul dang yang disalurkan ke masyarakat 

Calon Induk Unggul lkan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat 

Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat 

Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat 

Benih [kan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat 

Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat 

Benih lkan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat 

Ka pal perikanan yang Diperiksa Kepatuhannya 

Unit Usaha Pembudidayaan lkan yang Diperiksa Kepatuhannya 

Dokumen NSPK Asa Kelautan 

Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut 

Lahan Garam yang difasilitasit 

Rekomendast Kebijakan Pengelolaan Reklamasf 

Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang 

ditetapkan melalui Peraturan Perundangan 

Sarana prasarana Wisata Bahari 

Rekomendasi kebijakan Matert Telenis Perairan KSN yang akan 

diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN 

Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut 

Sarana prasarana BMKT 

Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW 

Provinsi 

Rekomendasi kebijakan Mateni Tellis Perairan SNT yang berupa ppT 

diintegrasikan ke dalam Rencana Tata uamg KSN 

Sarana niaga Oaram Rakyat yang dibangun 

Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang Laut 

Sarana produksi biofarmakologi yang dibangun 
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Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN 

Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang Laut) 

Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi 

KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan 

Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan penerbitan 

persetujuan dan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 

Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan 

Ruang Laut 

Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih 

Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya 

Kelompok Pelakeu Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari 

Penyuluh KP 

Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan p 

Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan system 

traceability 

Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya 

Perkara pelanggaran peraturan perkarantinaan ikan yang di selesaikan 

Prasarana pengawasan karantina 

Prasarana Pengujian Mutu 

Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium 

acuan dan penguji sektor kelautan perikanan 

Sarana pengawasan karantina 

Sarana Pengujian Mutu 

Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup 

produk pada UP 

Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik 

Unit kerja yang menerapkan standar sistem 

Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecuunity 

Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilk%n 

laboratorium acuan 

Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen 
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UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan 

Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan perkarantinaan, 

mutu dan keamanan hasil perikanan 

Unit kerja wilayah perbatasan yang telah menerapkan standar pelayanan 

mutu dan karantina 

2) PN2 mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan 

enjamin pemerataan dengan alokasi anggaran senilai 

Rp17493.270.000,00. Bentuk kegiatannya antara lain: 

Pelabuhan perikanan di lokast SKPT yang dikelola dan operasional sesual 

standar 

Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil/Terluar 

Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Keel/Terluar 

3) PN: meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 

dengan alokast anggaran senilai Rp191.875.631.000,00. Bentuk kegiatannya 

antara lain; 

Kampanye Gerakan Memasyarakatan Makan lkan (Gemarikan) 

Kampanye Gemarikan yang dilaksanakan oleh daerah (Dekonsentrast) 

Gedung. Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya 

Gedung. Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya 

Kajian Pendidikan Tiggi KP 

Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Penerapan [lmu Pengetahuan 

Atau Teknologi Pendidikan Tinggi 

Peralatan dan Mesin Pendidikan KP 

Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten 

Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan 

dan Perikanan 
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Kerja Sama 

luar Negeri 

A.7.10 Kerja Sama Luar Negeri 

Pada Tahun 2023, beberapa kegiatan kerja sama luar negeri regional, 

bilateral, dan multilateral yang cukup penting untuk mendapatkan perhatian 

diantaranya adalah 

1) Implementasi 4 Proyek APEC yang berhasil didapatkan oleh Indonesia c.A KKP 

melalui forum Kerjasama APEC Ocean and Fisheries Working Group (OFWGJ 

2) Penyelesaian dokumen-dokumen Host Country Agreement, dan Regional Plan 

of Action 2.0 (RP0A 2.0) pada Kerjasama CTI CFF 

3) Finalisasi Regional Governance Mechanism (RGM) dan pelaksanaan Regional 

Steering Committee Meeting Proyek ATSEA 2 

4) Pelaksanaan pertemuan Core Group on Fisheries Management (CGFM] pad.a 

forum Kerjasama [ORA 

5) Pembahasan Tindak Lanjut hasil pertemuan Konferensi Tigkat Menter1 (KTM) 

WToke-12 dan Persiapan pertemuan KTM WTO ke-13 

6) Pelaksanaan pertemuan Our Ocean Conference (00C)ke.7 

7) Pelaksanaan Side event Pertemuan G20 sebagai kontribusi KKP pada 

ketuanrumahan Indonesia tahun 2022 

8) Pertemuan UN Ocean Conference (UNO) 

9) Pertemuan FAO- COFL-Committee on Fisheries 35th Session 

10) Pertemuan UN Climate Change Conference 2022 (UNFCCC COP 27 

11) Pertermuan ASEAN-ASWGFI 

12) Pertemuan SOM AMAF dan AMAF 

13) Pembahasan Perpanjangan/Amandemen Mot Kerja Sama Kelautan dan 

Perikanan Rt-Namibia 

14) Pendampingan Kunjungan Utusan Khusus Presiden Republik Seychelles untuk 

ASEAN e Wakatobi, Sulawesi Tenggara 

15) Pembahasan drat Mot Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Kenya dan draf 

PoA Implementasi Motl 

16) Penyampaian Drat MoU Kerja Sama Kelautan dan Perikanan dan Draf PoA 

Implementasi Mot Kerja Sama Kelautan dan Perikanan R-Mesir 

17) Pembahasan Counterdraft Motl Kerja Sama Perikanan RU-Afsel dan Drat Po 

Implementasi MoU 
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18) Penyampatan Draf Mot Kerja Sama Perikanan dan Draf PoA Implementasi Motl 

Kerja Sama Perikanan RI-Kuwait 

19) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Maroko 

20) Pembahasan tindak lanjut kerja sama kelautan dan perikanan RI-Mozambik 

21)Evaluasi Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RL.Persatuan Emirat Arab 

A.7.11 Badan Layanan Umum (BLU) di Lingkungan KKP 

ne P n 0ta 

Kode 
l Sat 

Kept et.f lump d 
Stkr 
660066 LEM&A.GA PENGELOLA No. Penetapan eyed Barg da 

MODAL USAA KELAU TAN 710/1MK.06/2016 4Lain0y% 
DAN PERKANAN (LPMUKP) Tart Pegelolan Dana 

NK 100/MK.06/2016 
6220.35 POLITEKNIK KELAU TAN DAN No. Penetapan peddle 

PERKANAN (Polek KP) 526/MK.06/202 
$I00ARNO fee 

PK 198/MK.06/2022 
239188 BALI PELA AN DAN No. Peret.apan Penird.an 

PENYULUAN PERKANAN ( $26/018K.06/202 
TEGAL 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan 

fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan 

produktivitas, dan penerapan Praktik Bisnis yang Sehat. Badan Layanan Umum 

(BLU) beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk tujuan 

pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang 

didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. 

Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 

keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dalarm rangka memajukan kesejahteraan urur dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

mengenai pengelolaan keuangan BLUJ, sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan keuangan negara pada umumnya atau disebut Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). 

Instasi Pemerintah atau Satan Kerja Lingkup KKP yang menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesual keputusan Menteri Keuangan 

adalah sebagai berikut: 

Tabet A.8 

Satuan Kerja Lingkup KKP yang mer rapka Pot Pengelolaan Keuangan BLU 

BLU di 

Lingkuungan 
KKP 
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Kode 
lama Sate Keputs.an enterf fRnpun d 

Sater 

Tart 
PM 166/MK.06/2022 

239192 BALA! BESAR PERIKANAN No. Penet.apan Penyedia Baranga 
BUDIDA YA AIR PAYAU KMK 163 T%bun 2023 Jasa Lain0y% 
(8884P)J£PAR4 Tart 

PM 139 Tahu 203 
445039 BL! LA'YANAN USAA No.Peet.pa Pery8arrange 

RODUKSI PEE.KANAN KMK 163 Tabun 2023 4asa Lain0ya 
BUDIOAYA (BL0PPB) Tart 
KARA,WANG MK 139 Tahun 2023 

567350 BALI PER!KANAN No. Penetapan Penyedia Baranga 
BUDIDA YA AIR AYAU KMK 163 Tun 2023 Jasa Lainya 
(8P8AP) SITU8ONDO Tart 

PMK 139 Talon 2023 

Pada Tahun 2023, Kontrak kinerja antara satker PPK BLU KKP dengan Dirjen 

Perbendaharaan Kemenkeu RI dengan rincian sebagai berikut: 

a. LPMUKP, sesuai Kontrak kinerja Nomor PR]-142/PB/2023 antara lain: 

1) Aspek Pembinaan Teknis 

(a). Realisast PNBP LAyanan Utama BLU Rp30 Millar; 

(b). Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Rp660 Milliar; 

(c). Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih Maksimal 3%, 

(d). Indeks Kepuasan Masyarakat 3,4; dan 

(e). Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima 

Pelatihan/Pendampingan Usaha 80%. 

2) Aspek Pembinaan Keuangan dan Tata Kelola: 

(a). Persentase Penerapan Inovasi Layanan 100% 

(b). Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 100%; 

[c). Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/ 

Pengawasan /Pemeriksaan Internal dan Eksternal 100% 

b. Poltek Sidoarjo, sesuai Kontrak kinerja Nomor PR}-142/PB/2023 antara lain 

I) Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel: 

(a). Persentase Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional 12,88% 

(b). Realisasi Pendapatan BLU Rp4.340.501.000,00, 

(c). Realisasi Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset 

i. Pendapatan BLU dari Aset Lanear Rp4.081.000,00; 

ii. Pendapatan BLU dari Aset Tetap dan Kerjasama 

Rp942.735.000,00; 

(d). Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 100% 
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2) Layanan Prima: 

(a). Kuantitas dan Kualitas Dosen 31,35%; 

(b). Serapan Lulusan 100%; 

(c). Keluaran Riset Dosen 17,31%; 

(d). Kepuasan Pengguna Layanan 3,48% 

(e). Pengabdian Masyarakat 2 Kegiatan; 

(f). Jumlah Mahasiswa yang Di sponsori Beasiswa dan Lembaga/Industri 

40,65%; 

(g). Kemitraan Kerjasama Baru 4 Kerjasama; 

(h)]. Jumlah Mata Kuliah Kompetensi yang Diampu oleh Dosen yang Berasal 

dani Praktisasi / Industri 18,72%. 

e. BP3Tegal, sesuai Kontrak kinerja Nomor PR}-71/PB/2023 antara lain: 

) Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel: 

(a). Persentase Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional 10,129% 

(b). Realisasi Pendapatan BLU Rp9,973.709.947,00, 

(c). Realisasi Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset- 

i. Pendapatan BLU dani Aset Lancar Rp51.737.000,00, 

ii. Pendapatan BLU dari Aset Tetap dan Kerjasama 

Rp2.335.873.550,00; 

(d). Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 124% 

2) Layanan Prima: 

(a). Jumlah Peserta Pelatihan Sektor Industri 16,914 0rang 

(b). Jumlah Peserta yang mengikuti sertifikeasi Kompetensi Tenaga Teknik 

sektor KP 1400 0g: 

(c). Kuantitas dan Kualitas Widyaiswara dan Instruktur 28 Orang; 

(d). Jumlah Laulusan Diklat yang terserap di DUDI dan Wirausaha 479% 

(e). Kepuasan Pengguna Layanan 49% 

(f). Kuantitas dan Kualitas Kaji Terap: 

i. Jumlah Kaji Terap yang dihasilkan pada Tahun 2023 2 Judul 

ii. Jumlah Kualitas Kaji Terap yang dipublikasikan pada tahun 2023 1 

Nilai; 

(g) Jumlah Penerima Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Satker BLU 9.044 

0rang: 

(h). Kemitraan Kerjasama 10 Perjanjian. 
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d. BBPBAP JEPARA, sesuai Kontrak kinerja Nomor PR]-274.1/PB/2023 antara 

I) Aspek Pembinaan Teknis: 

(a). Realisast PNBP Layanan Utama BLU Rp8.160.000.000,00 

(b). Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional 25%; 

(c). Prosentase Optimalisasi Aset Tetap berupa Tanah dan/bangunan 75%; 

(d). Prosesntase Bantuan Pada Masyarakat 559% 

(e]. Jumlah Bimbingan teknis kepada masyarakat yang diselenggarakan 10 

Kegiatan; dan 

(f). Indeks Kepuasan Masyarakat [ndeks a3,5. 

2) Aspek Pembinaan Keuangan dan Tata Ketola 

(a). Persentase Penyelesatan Modernisasi Pengelolaan BLU 809% 

(b). Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/ 

Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal 85%; 

(c) Persentase Penerapan [novasi Layanan 80% 

e. BLUPP Kerawag sesual Kontrak kinera Nomor PR1-274.3/PB/2023 antara 

lain: 

I) Aspek Pembinaan Teknis: 

(a). Realisasf PNBP Layanan Utama BLU Rp67,909,000.000,00, 

(b). Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional 25%; 

(e). Prosentase Optimalfsast Aset Tetap berupa Tanah dan/bangunan 759% 

(d. Persentase Bantuan Pada Masyarakat 55%; 

(e]. Jumlah Bimbingan teknis kepada masyarakat yang diselenggarakan 10 

Kegiatan; dan 

(f). Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 3,S. 

2) Aspek Pembinaan Keuangan dan Tata Kelola: 

(a). Persentase Penyelesatan Modernisasi Pengelolaan BLU 809% 

(b). Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/ 

Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal 85% 

(e). Persentase Penerapan [novasi Layanan 80% 

f. BPBAP Situbondo, sesuat Kontrak kinerja Nomor PR}-274.2/PB/2023 antara 

lain 

1) Aspek Pembinaan Teknis: 

(a). Realisasi PNBP Layanan Utama BLU Rp6.700.000.000,00; 
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Kebijakan KP 
terkait dengan 

Dibentuknya 

Badan 

Karantina 

Indonesia 

(b). Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional 25%; 

(e). Prosentase Optimalisasi Aset Tetap berupa Tanah dan/bangunan 759% 

(d). Prosesntase Bantuan Pada Masyarakat 55% 

(e). Jumlah Bimbingan teknis kepada masyarakat yang diselenggarakan 10 

Kegiatan; dan 

(f). ndeks Kepuasan Masyarakat Indeks »±3,5 

2) Aspek Pembinaan Keuangan dan Tata Kelola 

(a). Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 80% 

(b). Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/ 

Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal 859% 

(c). Persentase Penerapan lnovasi Layanan 80%. 

A.8. Kebijakan KKP terkait dengan dibentuknya Badan Karantina Indonesia 

Penyelenggaraan Karantina di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 16 Thun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan, tetapi 

undang-undang tersebut tidak lagi mampu mengikuti perkembangan dan kebutuhan 

hukum di masyarakat. Perubahan di lingkungan strategis, balk yang berskala nasional 

ma pun internasional, memengaruhi penyelenggaraan Karantina. 

Pada tahun 2019, diterbitkan Undang-Undang 21 Tahun 2019tentang 

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang mencabut Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 1992 

Undang-Undang Nomor 2I Tahun 2019 menyebutkan bahwa 

Penyelenggaraan Karantina berdasarkan asas 

(a). Kedaulatan; 

(b). Keaditan; 

(c). Perlindungan 

(d). Kemanan nasional; 

(e). Keilmuan; 

(f). Keperluan, 

(g). Dampak minimal; 

(h). Transparansi, 

(i). Keterpaduan, 

(1). Pengakuan, 
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(k). Nondiskriminasi; dan 

(l. Kelestarian. 

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan pengintegrasian dan 

pengkoordinasian Penyelenggaraan Karantina terbentuk menjadi satu badan. 

Ketentuan mengenai integrasi dan koordinasi dalam bentuk satu badan, termasuk 

gas dan fungsinya, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Pada tanggal 20 Juli 2023, terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 45 1hun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. 

Badan Karantina Indonesia adalah lembaga pemerintah yang 

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, kan, dan 

tumbuhan. Lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala 

Fungsi dart Badan Karantina Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina; 

c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada 

seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; 

d. Pengelolaan barang mihik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina 

Indonesia; 

e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi 

di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan 

f pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia 

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan amanat Undang- 

Undang Nomor 21 Tahu 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor S Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kelautan dan Perikanan pada tangga 23 Februari 2024. 

Di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, salah satu 

fungsi KKP terkait dengan pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, 

keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan telah dicabut. Dengan 

demikian, unit Eselon I yang menyelenggarakan tugas dart fungsi KKP tersebut sudah 

tidak menjadi bagian dani Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
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Pada saat Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024 mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/202O tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
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PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Sesuai dengan buku Nota Keuangan ABN, pada Tahun 2023 KKP menerima alokasi Pagu 

Anggaran Awal APBN sebesar Rp6.767.656.875.000 yang terbagi ke dalam sembilan p1PA 

Induk untuk masing-masing Unit Eselon I lingkup KKP yang terdiri dari Sekxretariat Jenderal, 

Inspektorat Jenderal, lima Direkctorat Jenderal, dan dua Badan. Berikut postur anggaran awal 

tahun 2023 menurut Unit Eselon I di lingkungan KKP 

Tabel B.1 

Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Menurut Unit Eselon I TA 2023 

No Unit£eon l Pagu Angara 

,. Seten 678157.401.000 

2 lien 85.311.317.000 

3 Ditjen PT 955.652.399.000 

4 Dien PB 1.181634.862.000 

$ Ditjen PS0KP 1151.263.730.000 

6 Ditjn DSPk 388.500.000.000 

, Ditjen PKRL 420.000.000.000 

• 8PPSDMKP 1.383637.166.000 

,. 8PPMHKP 523.500.000.000 

TOTAL 6.767.656.875.000 

Pagu anggaran belanja KKP dibagi ke dalam tiga jenis belanja yaitu belanja pegawait, belanja 

barang. dan belanja modal. Rincan pagu anggaran menurut Unit Eselon I per jenis belanja 

disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabet B.2 

Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Menurut Unit Eselon I Per fenis Belanja TA 2023 

No Unit lo f Pa Beta lagu elanj Pagu Beta4 
Total Pag Pegawal larang Modal 

1 Setjen 87.366.530.000 462972632.000 127818.239.000 678.157.401.000 

2 ltjen 35.305.072.000 47848.59%.000 2157649.000 85.311.317.000 

3 Ditjen PT 195.000.000.000 645.234.062.000 115.418.337.000 955.652.399.000 

4 Ditjen PB 187.000.000.000 816.637.093.000 177997.769.000 1181634.862.000 

$ Dien PSDKP 190.344.893.000 688.249.161.000 272669.676.000 1.151.263.730.000 

6 bite PDSPKP 60.500.000.000 321.338.130.000 6.661.870.000 388.500.000.000 
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No Unit Eselon l 
Pagu Beta4 Pagu Betanja Pagu Betanja 

Total Page egawal arang Modal 

7 Ditjen PKRL 106.000.000.000 305.484.818.000 8.515.182.000 420.000.000.000 

8. 8PPSDM KP 770.600.000.000 553.844.975.000 $9.19.191.000 1.383.637166.000 

• PPM4KP 272500.000.000 224.100.000.000 26.900.000.000 $23.500.000.000 

TOTAL 1.904.616.495.000 4.065.709.467.000 797.330.913.000 6.767.656.875.000 

Pada tahun 2023, KKP memiliki 3402 Satker yang terbagi ke dalam empat kewenangan yaitu 

Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Pembagian Satker di 

lingkungan KKP disajikan pada tabel di bawah ini 

Tabet B.3 

Jumlah Satker KKP Per Unit Eselon I per Kewenangan 

No Unit Eselon I KP KD DK Tp 
Total 

Satker 

L SETIEN 2 ' 34 37 

2 IT]EN ' 1 

3. DIPT ' 23 34 25 8.3 

4 DJPB ' 15 34 50 

5. DIPSDKP 

' 14 34 49 

6. DJPDSPKP 
' ' 

34 36 

7. DJPKRL 1 8 33 12 54 

8. PPSDMKP 2 4 4.3 

9. BPPMHKP 

' 47 48 

to0. Satker Konsolidasi I 1 

TOTAL 12 150 203 37 402 

Pagu anggaran belanja menurut kewenangan Satker per Jenis Belanja disajikan pada tabel di 

bawah ini 

Tabel B.4 

Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Menurut Kewenangan Satker Per Jenis Belanja TA 2023 

No Kw Pagelanja egawal Pagu Belanja Barang aguelanja Modal Total Page 

1. DK 0 119.367.243.000 0 119.367 243.000 

2 KD 1.433.598,670.000 1735.551.662.000 309.315.720.000 3478466.052.000 

3 KP 471.017.825.000 2.174.064.162.000 485.784,493.000 3130.866.480.000 
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No Kw Pagu Belaja Pegawat Pagu Belanja Ba.rang Paga Belanja Modal Total Page 

4. TP 0 36.726.400.000 2.230.700.000 38.957.100.000 

TOTAL 1.904.616.495.000 4.065.709.467,000 797.330.913.000 6.767.656.875.000 

Selama periode TA 2023, KKP telah melakukan revisi Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) yang disebabkan adanya perubahan kebijakan, kebutuhan, situasi, dan kondisi pada 

saat pelaksanaan anggaran sehingga jumlah pagu anggaran yang tercatat dalam Laporan 

Keuangan Tahun 2023 audited sebesar Rp6,455.280.145.000,00. Terdapat kebijakan 

Automatic Adjustment sebelum pIpA Thun Anggaran 2023 berlaku efektif, Kementerian 

Keuangan menerbitkan kebijakan terkait Automatic Adjustment [AA) melalui Surat Menteri 

Keuangan Nomor $-1040/MK.02/2022 

Kementerian/Lembaga TA 2023. Kebijakan ini 

ha Automatic Adjustment Belanja 

mengamanatkan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan untuk melakukan blokir mandiri sebesar Rp468.167,685.000, KKP enyampaikan 

usulan AA melalui Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B684/SJ/RC.230/X11/2022 

tanggal 20 Desember 2022 hal Usulan Automatic Adjustment Belanja KKP TA 2023 dengan 

rincian blokir AA sebagai berikut 

Gambar B.1 

Automatic Adjustment Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2023 
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Pada akhir tanggal triwulan I, terdapat kebijakan rekomposisi AA di internal KKP yaitu 

melakukan realokasi ulang terkait dengan anggaran blokir AA. Rekomposisi AA ini dilakukan 

untuk menunjang program prioritas pada Unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya. KKP 

mengusulkan rekomposisi AA melalui Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

B.162/MEN-SJ/RC.410/11/2023 tanggal 10 Maret 2023 hal Usulan Rekomposisi Automatic 

Adjustment KKP TA 2023 dengan rincian sebagai berikut. 
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Gambar B.2 

Relomposisi Automatic Adjustment 

Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2023 �--- or ./..c4tee0 
%. 04.et 0 

Pada bulan Juli dilakukan realokasi belanja pegawai yang masih di blokir ke Bagian Anggaran 

Bendahara Umum Negara berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

B.1046/MEN-KP/VI/2023 tanggal 14 Juli 2023 hal Usulan Revisi Anggaran KKP Tahun 2023 

untuke Direalolasi le Bagian Anggaran Bend.ahara Urum Negara. Selanjutnya pada bulan 

Oktober, Kepala Biro Keuangan menyampaikan Nota Dinas Nomor 873/$].1/RC.420/X/2023 

anggal 13 Oktober hal Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari 

Automatic Adjustment Belanja KKP TA 2023 untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Unit 

Eselon I dengan melakukan revisi paling lambat 16 Oktober 2023 dengan berkoordinasi 

dengan Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan. Nilai pagu belanja yang direalolasi e Bagian 

Anggaran Bend ahara Umum Negara disajikan pada gambar berikut. 

Gambar B.3 

Nilai Realokasi Belanja Pegawat KKP e BA BUN TA 2023 
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Gambar B.4 

Realokasi Belanja Non Pegawai KKP ke BA BUN TA 2023 
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Secara umum, perubahan pagu anggaran KP TA 2023 antara lain disebabkan penambahan 

pagu pada Satker PNBP penambahan pagu dari Hibah Langsung Luar Negeri, dan pengurangan 

pagu anggaran dari realokasi pagu anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, pag anggaran belanja KKP sebesar 

Rp6455.280.145.000,00 dengan rincian per Unit Eselon I disajikan pada tabel di bawah ini, 

Tabel B.5 

agu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Menurut Unit Eselon 1 Akhir 1A4 2023 

No. Unit Eselon Pagu Anggaran 

1 Setjen 656.780.605.000 

2 ltjen 75.666.386.000 

3 Ditjen PT 870.815.026.000 

4. Ditjen PB 1.100.237.305.000 

s Ditjen PSDKP 1.123.693.531.000 

6. Ditjen PDSPKP 343.280.613.000 

7 Ditjen PKRL 413.612996.000 

8 BPPSDMKP 1.365.279.515.000 

9. BPPMHKP 505.914.168.000 

TOTAL 6455.280.145.000 
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Rincian pagu anggaran menurut Unit Eselon I per jenis belanja disajikan pada tabel di bawah 

ini 

Tabel B.6 

Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Men~rut Unit Eselon I Per fenis Belanja Akhir TA 2023 

No Unit felon l Pag Behanja Pegawall] Pagu Belanja larang Paga Belanja Mod al Total Page 

t Seten 77585.945.000 421398.023.000 157796.637.000 656.780.605.000 

2 ltjen 33.995.348.000 39.513.389.000 2157.649.000 75.666.386.000 

3 Ditjen PT 190.303.701.000 618.211.426.000 62.299.899.000 870.815.026.000 

' Ditj PB 168.653.178.000 807.237.488.000 124.346.639.000 1100.237.305.000 

$ Ditjen PSDKP 170.336.026.000 696.778.928.000 256.578.577.000 1.123693.531.000 

6 Dien DsPKP 56.500.000.000 280.969,412.000 5.811.201.000 343.280.613.000 

7 Ditjen KRL 100.241.987.000 298.774.570.000 14.596.439.000 413612.996.000 

8 BPPSDMKP 742912977.000 $83.146.966.000 39.219.572.000 1.365.279.515.000 

9 PPM4Kl 260,471.817.000 224.938.272.000 20.504.079.000 505.914.168.000 

TOTAL 1.801.000.979.000 3970.968.474.000 683.310.692.000 6.455.280.145.000 

Pagu anggaran belanja menurut kewenangan Satker per Jenis Belanja disajikan pada tabet di 

bawah inf; 

Tabet B.7 

Pagu Anggaran Kementerian Kela~tan dan Perikanan 

Menurut Kewenangan Satker Per Jenis Belanja Akhjr TA 2023 

No Kw agu elanja egaw.al lag Belanja larang lag elanja Modal Total a 

L DK 0 77595.535.000 0 77595.535.000 

,. KD 1.395.008.559.000 1.799.829.671.000 200.115.036.000 3.394.9534.266.000 

3 KP 405.992.420.000 2073.655.218.000 483.195.656.000 2962843.294.000 

4 TP 0 19.888.050.000 0 19.888.050.000 

TOTAL 1.801.000,979.,000 3970.968.,474.000 683.310.692.000 6.455.280.145.000 
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B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

B.1 Pendapatan 

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Realisasi PNBP untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 

adalah sebesar Rp1.699,152.504.614,00 dari atau 41,569% dari estimast PNBP 

yang ditetapkan sebesar Rp4.088,397.446.000,00 yang secara umum 

disebabkan antara lain 

L. Tahu 2023 erupakan tabun transisi penerapan penarika N $4 

perikanan praproduksi menjadi penarikan PNBP SDA Perikanan 

pascaproduksi, dimana kapal yang beroperasi masih mengantongi izin pra 

produksi tahun 2022. Kapal yang masih memiliki izin (SIPI) PNBP SDA 

perikanan praproduksi betum dapat ditarike PNBP SDA perikanan 

pascarprod uks sampad denga iin NBP $DA perikanan pascaproduksi 

terbit. 

2. Penarikan PNP SDA perikanan pascaproduksi menggunakan metode self 

assessment (wajib bayar atau pelaku usaha pemilik izin yang menghitung 

sendiri besaran kewajiban pembayaran PNBPya]. 

3. Kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan data produksi penangkapan 

ikan secara lengkap dan akurat masih belum optimal dengan berbagal 

modus yang dilakeukan. 

4. Pada saat penyusunan usulan dan penetapan target PNBP SDA perikanan 

tahun 2023, diasumsikan penerapan PNBP SDA perikanan penarikan 

dengan sistem kontrak dapat dilaksanakan sebagaimana yang terantun 

dalam pp Nomor 85 Thun 2021, namun demikian pada 

perkembangannya ketentuan sistem kontrak berdasarkan hasil rapat 

harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait tidak dapat 

diimplementasikan. 

5. Sebagian besar pelabuhan perikanan yang menjadi pelabuhan pangkalan 

penarikan PNBP SDA perikanan pascaproduksi merupakan pelabuhan 

perikanan UPT daerah yang bukan unit teknis vertikal KKP. Dimana 

pelabuhan perikanan UPT daerah memiliki kelengkapan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan sehingga upaya-paya intensif perlu 

dilakukan agar mendapat dukungan yang optimal 
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Rincian realisasi PNBP penurut jenis pendapatan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan 

pada tabel dibawah ini: 

Tabet B.8 

Rincian Realisasi PNBP Per Akn 

bntuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 

A tin.ad eat.d Nett % 

ENDAPATAN UMBER DAYA ALAM 4.500.000.000.000 636.893.3531.269 18,20 

Pendapataalt.an an Perk..a 3500.000.000.000 636.893.3$3.269 18,20 

Np4PATANSADAN LAYANAN UM UM 80.276.933.000 88.722.3$08.$36 10,52 

ep.a.Ly..U/re $7.214.181.000 35.459.613.443 6198 

Pend.pat H4Ker Sa. LU • IS42940.434 100,00 

end.pat Bi0Ly. 21.0627$2.000 $1.749.7$4.66 224,39 

NA4TAN PENERMAAN NEGARA AN PA4A¥ 
$08.120.$13.006 73.536.842.87 1916@ LA1Ny4 

endpat Dalen.ah Peno 4N, darn l 
46.399.392.000 78.837.869.789 69,94 ld t/ah. 

eh.pat44tr4Pen.kl4al 369,321.$7.000 7$5.318.422.355 204.$ 

endpataKee.ht rlid Sod 
L7$.290.000 1.632470.000 103,63 Ke.a0.a. 

endpata Pend lady.at d Teno 4.616.60.000 $.206.243.030 n277 

Pend.pa tan/sally. 76.865.12$.000 0.6601.76.504 119s 

endpang Pengeloh kenngerbank. • 299.192.691 100,00 dangeoe.en. 

endpa Dend 9.336.299.000 29.848.322.009 319,70 

eAptLL • 11.73526.429 100,00 

fol 4.08897.446.00¢ 1.69.152.$04.614 41,56 

Sedangkan rincian estimasi dan realisasi PNBP pada masing-masing Unit 

Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 20234 disajikan 

pada tabel di bawah ini: 

Tabet B.9 

Rincian Realisasi PNBP per Unit Eselo f 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 

Unit Eselon l Estinai Realisasi Netto % 

Seten 61.005.857.000 62.638.742.445 102.68 
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Unit Eselon l Estinasf Realisasi Netto 4% 

tjen • 420.555.837 100,00 

Diten PT 3.573.988.325.000 736.108.210.282 20,60 

Ditjen PB 22589.806.000 43.255.851.249 191,48 

Ditjen PS0 9.336.299.000 30.613.322.664 327,90 

Diten Pp6PP 8.647.599.000 15.226.344.631 176,08 

Diten PKRL 333.169.648.000 707.036.792.705 212.22 

BPPSDMKP 24.731.913.000 32.051.728.502 129.60 

BPPMHKP $4.927.999.000 71.800.956.299 130,72 

Total 4.088.397,446.000 1.699.152.504.614 41,56 

Realisasi Pendapatan Penerimaan Bulan Pajak Tahun Berjalan 

terhadap Realisasi Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Tahun Lalu 

(terhadap Realisasi Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak¢ Tahun Lalu 

(Year on Year) 

Rincian perbandingan realisasi PNBP per akun untuk periode yang berakchir 

tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel B.10 

Rincian Realisasi PNBP Per Akun 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

4l 3 202 3fbesember 2022 / 4% 

PENDAPATAN$4%RDA¥4 ALAM 636.893.3$3.269 192945829.371 (556.052476.10.2 (4661) 

Ped.apat.aelat da Peria 636.8933$326 119294$829.371 (5$6.052 476.102 (46.61) 

ENDA4AT48404NL44NA4N 
88.722.308.538 48994.820.153 39.727.488.38$ 81,09 tu 

feed.pa36a.6 3$4$961444 27170767851 8.28884$.$92 30.$1 

Pend.at i.er Sa. 8LU 1$1940434 1512940.434 100 

Pend.agate8UL 1749.754.66 21824.052 302 29925.702.3$9 13712 

Ep4PATANE NERMAAN NEGARA 
973$6842807 629171.294.121 344.365.$48.686 54,73 UKAN PAJAK LAINNYA 

end.pa at bat end.a 
Pegeloll MN, da tu 78837869.789 68064.664.618 10.773.205.171 15.83 
ts.ah. 

Apt di d 
7$5.318422355 434513960.9.28 320.804.461427 73.8 enega lulu 

endpatati ha 
1632470.000 1463836.400 168.633.600 11.52 Sos.dale.a.. 

lee4pat 
•• 

p%le ady. 
$206.243.030 3738982500 1467.260.530 39.24 it dan Tekolo 

end.apt.a[Lairy 90660796$04 79.421503530 11239292974 4.15 
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N. An ibeseber 202 ibesember 2022 Naik/Tur 4% 

Pend.ap tat lung Pengelol 

eked herbal - 299192694 268.302264 30.890.427 .5 engelohe..a 

Pendapatan bend 29.848.322.009 37664.7$0.288 (7.816428.279) (20.7$ 

ep.LL 11733$26.429 4.035.293.593 698.232836 190.77 

Total 1.69.152.$04.614 L.81.411943645 (171.9$9439.031 (8,19 

B.1.1.1 Pendapatan Sumber Daya Alam 

Pendapatan Sumber Daya Alam Kementerian Kelautan dan 

Perikanan diperoleh dari Pendapatan Kelautan dan Perikanan 

Pendapatan Perikanan 

Pendapatan Perikanan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2023 adalah sebesar Rp636.893,353.269,00 dari estimasi 

pendapatan sebesar Rp3.500.000.,000.000,00 atau 18,20%. Realisast 

Pendapatan Perikanan tahun 2022 adalah sebesar 

Rp1.192.945.829.371,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan 

Perikanan per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah inf 

Tabet B.11 

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Perikanan Per Ale 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 

(dalam jutaan rupiah) 

on 
4fbeember 20 44beember 202Z 

alt.al 
bra 

Nall 
stir.ad eh.al $% tin.al ell.al % % 

(fur 

endpaa 

Punta 
fee.. 
feller. 56.02 4597l 82.05 24.367 70.809 290,59 24.838 (35,08 
gig 
ell.. 
Tangap 

eh 
Pngto 

• 93 100.00 • 102 100.00 (9) (8.82) Pensa.ha 
ell 
Bldg 
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Kong.rd 
tbeember 202 3tbesender 2022 

e.all.d 
Ural.a 

N.ad 
thee.al e.alias/ % stir.ad ealid 4% % 

(rurun) 

ddy.a.a 
k. 

Pendpata 
Punta ls 3443973 590.82 1716 1.603.437 1122.03$ 69,8l (531.206) (47,34) 
erk..a 

Total .$00.00 66.8. 18,26 1.627.804 1.492946 73.29 (356.09.3) (46,6 l 

Realisasi Pendapatan Perikanan untuk periode yang berakhir 

tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 

Rp556.052.476.102,00 atau 44,61% dari realisasi untuk periode 

yang berakhr tanggat 31 Desember 2022. 

Pendapatan Perikanan dihasilkan hanya dari Ditjen Perikanan 

Tangkap yang merupakan pendapatan terkait: 

t. Pendapatan pungutan pengusahaan perikanan atas surat izin 

usaha perikanan (SIUP) sebesar Rp45,970,982.828,00 

2. Pendapatan pungutan pengusahaan perikanan atas izin 

pengangkutan ikan sebesar Rp93.225.000,00; 

3. Pendapatan pungutan hasil perikanan atas pendaratan ikan di 

pelabuhan perikanan oleh kapal berizin pascaproduksi sebesg 

Rp590.829,145.441,00. 

B.1.1.2 Pendapatan Badan Layanan Umum 

Pendapatan Badan Layanan Umum terdiri dart Pendapatan Jasa 

Layanan Umum, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU, dan Pendapatan 

BLU Lainnya. 

Pendapatan Jasa Layanan Unum 

Pendapatan jasa layanan umum untuk periode yang berakhir tanggal 

31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp35.459.613.443,00 

dan sebesar Rp27 170,767.851,00. 
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Rincian estimasi dan realisasi pendapatan jasa layanan umum pada 

masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel B.12 

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Layanan mum 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

dala jutaa ruph 

Korparal 
41Desember 202$ besember 2022 

eallaf 
Unit felon E 

Nall 
Estimaf Reali.ad % f«tie.asf Reali.ad % % 

(Turun) 

Setfen 42.595 22.020 5170 32.476 21.992 67,72 28 0.13 

DP 4.568 2249 49,2 0 0 0,00 2.249 100,00 

BPPSDMKP 10.052 11.191 111,3 2121 $179 244.18 6.012 116,08 

Total 57.215 35.460 61,98 4.597 27.171 78,54 8.289 30,51 

Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum untuk periode yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 

Rp35,459,613.443,00 atau sebesar 61,98% dart estimasi yang 

ditetapkan sebesar Rp57,214.181.000,00, 

Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum untuk periode yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan realisasi 

Pendapatan Jasa Layanan Umum untuk periode yang berakhir 

tanggal 31 Desember 2022, mengalami kenaikan sebesar 

Rp8.288.845.592,00 atau 30,519% yang secara umum disebabkan 

karena terdapat penambahan Satker di D[PB dan BPPSDMp 

Penjelasan atas Pendapatan Jasa Layanan Umum pada masing- 

masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut 

1 Sekretariat Jenderal 

a. Pendapatan program dana bergulir sektoral 

Antara lain merupakan pendapatan operasional Lembaga 

Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang 
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diperoleh dari pendapatan dari Jasa Layanan atas penyaluran 

dana bergulir kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan, 

sesua dengan tarif layanan berdasarkan PMK Nomor 100 

tahun 2017 tentang Tarif Layanan BLULPMUKP maksimal 49% 

per tahun dari jumlah pinjaman. Pendapatan program dana 

bergulir sektoral Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 

Rp17.012.415.260,00. 

b. Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya 

Antara lain merupakan pendapatan dart biaya administrasi 

dan provisi pinjaman/pembiayaan yang dipungut dari debitur 

atas penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir. Turf 

biaya administrasi dan provisi tersebut adalah sebesar 159% 

dart jumlah pinjaman/pembiayaan dana bergulir. Adapaun 

pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya ta hun anggaran 

2023 adalah sebesar Rp5.007.422.226,00. 

2. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Merupakan pendapatan dart BLU yang berasal dari pengujian 

laboratorium. Realisasi per Satker BLU sebagait berikut 

a. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) 

Karawang sebesar Rp23,482.000,00. 

b. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo 

sebesar Rp637.645.000,00 

c. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) [epara 

sebesar Rp1.587,410,100,00. 

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan 

Merupakan pendapatan dart BLU yang terdiri dart: 

a. Balai Pelathan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Tegal 

Antara lain merupakan pendapatan atas layanan pendidikan 

dan pelatihan (diklat) dan pendapatan atas layanan non 

pendidikan sebesar Rp6.659.758.930,00 
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b. Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Sidoarjo 

Antara lain merupakan pendapatan atas layanan akademik 

(diklat) dan pendapatan atas layanan non akademik sebesar 

Rp4.541.006.150,00. 

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan 

BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023 yaitu kekurangan 

pembayaran atas Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan pada BP3 

Tegal senilai Rp16.767.000,00. Atas kekurangan tersebut telah 

disetor ke Rekening Operasional BLU BP3 Tegal pada tanggal 

tanggal 27 Februari 2024 sebesar Rp4.026.000,00 dan 26 Maret 

2024 sebesar Rp12.741.000,00 

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU untuk periode yang berakhir 

tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 

Rp1.512940,434,00 dan sebesar Rp0,00. Rincian estimasi dan 

realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU untuk periode yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel 

di bawah ini 

Tabet B.13 

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

31besember 2023 31besember 2022 
Korpara.sf 

Unit Realisai 
Eselon l 

Realisasf Estinasf Realisasi % 
vane 

% Estinasf % 
• 

pip 0 1.513 100.00 0 0 0.00 1.513 100.00 
Total • 1.513 100.00 0 0 000 1.513 100.00 

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU berasal dari Satker BP3 Tegal. 

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU merupakan pendapatan atas 

penyelenggaraan Pelatihan dengan lembaga/badan usaha 

internal/eksternal KKP 
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Pendapatan BLU Lainnya 

Pendapatan BLU Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 dan 2022 adalah sebear Rp51.749.754,661,00 an 

sebesar Rp21.824.052.302,00. Rincian estimasi dan realisasi 

Pendapatan BLU Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabet di bawah ini 

Tube1 B.14 

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLUI Lainnya 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam jutaan rpah) 

3ibesember 202 3tbesember 2022 
Koep.araf 

Unit Realisaf 

Eselon Nat 
sthnasf Reali.ad «% f«tie.asf Reallsaf «% % 

(Turn) 

Setjen 8.349 39.208 213,68 16.17 21.591 132.32 17617 81,5 

DIP 3.233 1.3st 352,03 0 0 0,00 11.381 100,00 

BPPSDMKP 1.480 1.16 78,45 335,56 233 69,44 928 398.28 

Total 23.062 51.7$0 22440 16.65.3 21.824 131,0 29926 137,12 

Realisasi Pendapatan BLU Lainnya untuk periode yang berakhir 

tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 

Rp29,925.702.359,00 atau 137,12% dari realisasi untuk periode 

yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang secara umum 

disebabkan adanya penambahan Satker BLU di DPB dan kenaikan 

penerimaan dana idle cash BLU LPMUKP 

Penjelasan atas Pendapatan BLU Lainnya pada masing-masing Unit 

Eselon I adalah sebagai berikut 

1 Sekretariat ender al 

Antara lain dari pengelolaan dan penempatan dana LPMUKP di 

bank sebesar Rp39,208.445.964,00. 

2. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Antara lain merupakan pendapatan dari BLU yang terdiri dari: 
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a. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) 

Karawang 

Antara lain merupakan penjualan komoditas perikananan 

sebesar Rp8.115.664.856,00. 

b. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 

Antara lain merupakan penjualan komoditas perikananan 

sebesar Rp3.212.830.751,00. 

c. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepar 

Antara lain pendapatan sewa asrama, jasa magang dan jasa 

layanan perbankan sebesar Rp52.045,996,00. 

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan 

Antara lain merupakan pendapatan dari BLU yang terdiri dari: 

a. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Tegal 

Antara lan dari sewa gedung/ruangan [asrama, auditorium, 

gedung workshop) dan sewa cold storage sebesar 

Rp902.835.711,00. 

b. Politeknik Kelautan dan Perikanan(Poltek KP) Sidoarjo 

Antara lain dari sewa asrama, sewa cold storage, sewa 

auditorium sebesar Rp248.405.160,00 

B.1.1.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya terdiri atas 

Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan luran Badan 

Usaha, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, 

Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan, 

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, Pendapatan 

Jasa Lainnya, Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, 

dan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Denda, dan Pendapatan 

Lain-Lain 
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Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Juran 

Badan Usaha 

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan luran Badan 

Usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 

2022 adalah sebesar Rp78.837.869,789,00 dan sebesar 

Rp68.064.664.618,00, Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan 

Hasil Kerja Sama BLI untuk periode yang berakhir tang1al 31 

Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah int: 

Tabel B.15 

Rinclan Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendapatan dari Penjualan, 

Pengelolaan BMN, dan furan Badan saha Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

Ko0para.f 
1Deemer 202.$ I Desember 2022 

ealls.ad 
nit Eselon f 

Nall 
Etfnaf eal.ad % tfeasf eall.af % % 

(rurun) 

Setien 62 891 1437,10 62 2671 4.308,06 01.780) (66,64) 

ltjen 0 323 100,00 0 129 100,00 194 150,39 

DtjenPT 12.01 20.665 171,76 8.883 17.313 194,90 3.352 19,36 

Ditje PB 13.170 19.338 46.8. 20.488 22.342 109,05 (3.004) (1345) 

Dien SDKP 0 2556 100,00 0 435 100,00 212l 487,59 

DHtjen PDSPKP 840 13.869 165,09 $.114 8.883 173.70 4.96 56,13 

Ditjen PKRL 2215 3.599 16248 2060 3.858 187,28 (259) (6.71) 

BPPSDMKP 7.855 11426 45.46 8.922 7.366 82,56 4.060 55,12 

PPMHK 2665 6.171 231.56 3.457 $.067 146,57 1104 21,79 

Total 46.399 78.838 169,94 48.986 68.064 138,95 10.774 15,83 

Realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan luran 

Badan Usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.773.205.171,00 atau 

15,83% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 3l 

Desember 2022 yang secara umum disebabkan oleh: 
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L. Kenaikan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin di 

Ditjen PSDKP dan Ditjen PDSPKP; 

2. Kenaikan pendapatan atas penggunaan sarana dan prasarana 

sesuai dengan tusi di Ditjen Perikanan Tangkap antara lain 

merupakan kontrak sarana dan prasarana berupa tanah selama 

lima tahun yang dibayar di muka 

Penjelasan atas pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan 

iuran badan usaha pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai 

berikut 

I Sekretariat Jenderal 

Antara lain merupakan penjualan peralatan dan mesin seperti 

elang kendaraan dinas roda 4 dan lelang compressor, mebeulair, 

partisi, ectv, mesin fotocopy, dan sewa gedung/bangunan seperti 

wisma gracillaria, sewa BTS penguat sinyal dan sewa rumah 

dinas Satker BPISDKP sebesar Rp891.256.000,00. 

2. Inspektorat Jenderal 

Antara lain merupakan pendapatan dart penjualan peralatan dan 

mesin sebesar Rp322.567.454,00. 

3. Ditjen Perikanan Tangkap 

Antara lain merupakan pendapatan penggunaan ar pras sesual 

dengan tusi, pemindahtanganan BMN, dan penjualan peralatan 

dan mesin sebesar Rp20.664.627.245,00. 

4. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Antara lain merupakan hasil samping kegiatan pembudidaya 

kan, laboratorium, penggunaan sarana dan prasarana sesual 

tugas dan fungsi serta penjualan peralatan dan mesin sebesar 

Rp19.337.578.583,00. 

5. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

Antara lain merupakan pendapatan dari penjualan peralatan dan 

mesin, sewa tanah, gedung. dan bangunan sebesar 

Rp2.556.393.082,00. 
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6. Diten Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

Antara lain merupakan pendapatan atas penggunaan tanah 

dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan untuk ruangan 

kantor, penjualan peralatan dan mesin, sewa gedung dan 

bangunan Pasar lkan Modern sebesar Rp13.868.874.696,00 

7. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Antara lain merupakan pendapatan atas KSP BMN di Pulau Nipah 

dan penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp3.599.020.,683,00. 

8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan 

Antara lain merupakan pendapatan atas penjualan hasil sampling 

TEA berupa pendidikan kegiatan budidaya perikanan terutama 

berupa udang vaname, penggunaan saran dan prasarana sesuaf 

tusi, serta pendidikan 

Rp11.426.296.753,00. 

pelatihan sebesar 

9, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan 

Perikanan 

Antara lain merupakan jasa analisa laboratorium dan 

pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan 

tusi sebesar Rp6.171.255.293,00. 

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan 

BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023 yaitu kekurangan 

pembayaran atas sewa BMN pada Setditjen PDSPKP sebesar 

Rp696.607.825,00 dan denda keterlambatan pembayaran PNBP 

sebesar Rp44.270.732,00. Atas kekurangan tersebut belum 

dilakukan penyetoran ke kas negara dan dalam proses penagihan ke 

pr perindo 

Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum 

Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum untuk 

periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 

sebesar Rp755.318.422.355,00 dan sebesar Rp434.513,960.928,00 

Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Administrasi dan 
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Penegakan Hukum pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode 

yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel B.16 

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hulum 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

1besember 202 Desember 2022 
Koep.araf 

Reali 
/nt felon 

Na 
stied ealie % tine ealls.asf % 4% 

(Turn) 

Setjen 0 50 100,00 0 58 100,00 (8 (13,79 

DPT s 9 180,00 9 1 122.22 (2 (18,18) 

Dien PB 61 4.8$8 301,55 2029 5.557 273,88 (699) (12,58 

Dien Pp6Pk 247 203 82.19 232 13 74,57 30 17.34 

Ditjen PKRL 316.057 686.76.3 21,29 44.86l 369.860 824,46 316.903 85,68 

9PpsDMKP 721 t3 19.28 $91 331 $6,01 (192) (58,01) 

9PPMHKP $0.688 63.29% 124,88 51.520 58.525 113,60 4.773% 8,16 

Total 369.329 75$.320 204,51 99.242 434.515 437,83 320.80$ 73,83 

Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum untuk 

periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami 

kenaikan sebesar Rp320.804.461427,00 tau 73,83% dari realisasi 

untuk yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang secara umum 

disebabkan oleh peningkatan siginifkan atas pendapatan perizinan 

lainnya berupa persetujuan kesesuaian egiatan pemanfaatan ruang 

laut (PKKPKRL) persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk 

tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata dan 

perizinan berusaha terkait pemanfaatan di Laut yang terdapat di 

Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Penjelasan atas Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum 

pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut: 

1. Sekretariat Jenderal 

Antara lain merupakan pendapatan dari laboratorium, sertifikasi, 

kalibrasi, standardisasi berupa penerimaan dart 
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pemeriksaan/pengujian laboratorium uji air sebesar 

Rp50.350.000,00. 

2. Ditjen Perikanan Tangkap 

Antara lain merpakan pendapatan atas permohonan sertifikasi 

alat tangkap sebesar Rp8.540.000,00 

3. Diten Perikanan Budi Daya 

Antara lain merupakan pendapatan atas layanan laboratorium, 

sertifikasi, kalibrasi, standardisasi berupa penerimaan dari 

sebesar laboratorium pemeriksaan/ pengujian 

Rp4.857.577.000,00. 

4. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

Antara lain merupakan pendapatan atas pemeriksaan/uji mutu 

hasil perilkanan, residu antibiotik, bahan kimia sebesar 

Rp202.570.000,00 

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Antara lain merupakan pendapatan atas perizinan lainnya 

berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

Laut (PKKPRL), persetujuan penangkapan kan yang bukan untuk 

tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata dan 

perizinan berusaha terkait pemanfaatan di Laut sebesar 

Rp686.762.808.355,00. 

6. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Mamusia 

Kelautan dan Perikanan 

Antara lain merupalan pendapatan atas layanan pengujian 

laboratorium sebesar Rp 138.964.000,00. 

7. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan 

Perikanan 

Antara lain merupakan pendapatan atas penerbitan sertifikat dan 

uji laboratorium sebesar Rp63.297.613.000,00 
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Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan 

Keagamaan 

Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan 

Keagamaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 

dan 2022 adalah sebesar Rp1.632.470.000,00 dan sebesar 

RpL.575.290.000,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan 

Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan pada masing- 

masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 and 2022 disajikan pada tabe dibawah ini: 

Tabel B.17 

Rincan Estimasi dan Realisasi 

Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

opara.f 
Deemer 202.$ 31besember 2022 

eala 
nit selon l 

Nale 
tined eala4 % stir.ad Reali.ad % % 

(Turn) 

MHK 1.575 1632 103,62 191$9 I464 1,65 168 1,48 

Total 1.575 1.632 103,62 19.139 1.464 7,65 , .. 1,48 

Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan 

Keagamaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 

mengalami kenaikan sebesar Rp168.633.600,00 atau 11,52% dari 

realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 

Pendapatan Kesehatan, Perindungan Sosial, dan Keagamaan hanya 

terdapat pada BppMHKP pada akun Pendapatan Jasa Karantina 

Perikanan yang antara lain merupakan pendapatan atas uji klinis, 

pengamatan dan pengasingan, pendapatan pengujian sertifikesi, 

serta kalibrasi. 
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Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi 

Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi 

untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

adalah sebesar Rp5.206.243.030, dan sebesar Rp3.738,982.500,00. 

Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Pendidikan, Buday, 

Riset, dan Teknologi pada masing-masing Unit Eselon I untuk 

periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

disajikan pada tabet di bawah ini: 

Tabel B.18 

Rincan Estimasi dan Realisasi 

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

op a 3beserer 2023 1 esember 2022 
eall.al Unlt 

felon f Nall 
fstin.asf Realisas % fstin.al ealls.a sf % 

(Turunl 
% 

Ditjen PT 23 23 100,00 10 0 0,00 23 100,00 

Ditjen P 0 ' 100,00 0 5 100.00 (4 (80,00) 

Ditjen PDS 0 3 100,00 0 0 100,00 

' 
100,00 

BPPSDMKP 4.94 $.180 112,6 5.68.3 3.734 65,70 1.446 38,7.3 

Total .617 5.207 12,78 5.693 3.739 65,6 1.468 39,26 

Realisasi Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi untuk periode 

yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan 

sebesar Rp1.467.260.530,00 atau 39,24% dart realisasi untuk 

perode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang secara umum 

disebabkan oleh kenaikan pendapatan layanan pendidikan dan/atau 

pelatihan di BDA Sukamandi dan BP3 Banyuwangi 

Penjelasan atas Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan 

Teleologi pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut: 

I. Ditjen Perikanan Tangkap 

Antara lain merupakan pendapatan atas penjualan atas Vessel 

Monitoring Aid (VMA) sebesar Rp22.899,130,00. 
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2. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Antara lain merupakan pendapatan atas Pendapatan Layanan 

Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp660.000,00. 

3. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

Antara lain merupakan pendapatan atas pelatihan hasil 

perikanan sebesar Rp2.640.000,00 

4. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan 

Antara lain merupakan pendapatan atas pendapatan pendidikan 

kelautan dan perikanan lingkup pendidikan tinggi kelautan dan 

perikanan program Diploma I, Diploma IL, Diploma Ill, atau 

Diploma IV, pendapatan atas layanan pendidikan dan/atau 

pelatihan sebesar Rp5.180.043,900,00. 

Pendapatan Jasa Lainnya 

Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya untuk periode yang berakhir 

tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 

Rp90.660,796.504,00 dan sebesar Rp79.421.503.530,00. Rincian 

estimasi dan realisasi Pendapatan Jasa Lainnya pada masing-masing 

Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 3I Desember 

2022 and 2021 disajikan pada tabel di bawah ini 

Tabel B,19 

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam juaan rupiah) 

Kopat al 
3f Deemer 2602. 1 Desember 2022 

eall.af 
Unit felon 

Nae 
Estin.ad Realise % Estimaf ealisasf % % 

(Turun) 

Setjen 0 0 0,00 • 0 0,00 0 0,00 

Ditjen PT 61.929 75.332 121,64 41.134 66.094 160,68 9.238 13,98 

Ditjen PB • 15 187,50 ' 29 414,29 (14) (48.28) 

Ditje PKRL 14.89%8 1$.314 102.79 2.625 13.29% 506.51 2018 15,18 

BPPSDMKP 30 0 0,00 8s 2 2.35 (2 (100,00) 
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Ko 

' 
as 

31besember 2023 31 besember 2022 
Reallaf 

Unit Eselon f 

Naik 
Estimasi Realisas «% Estimasf Reallsasf % % 

(Turun) 

Total 76.865 90.661 117,95 43.851 79,421 181,12 11.240 14,15 

Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya untuk periode yang berakhir 

tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 

Rp11.239.292.974,00 atau 14,15% dari realisasi untuk periode yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang ecara mum disebabkan 

oleh: 

• Adanya peningkatan pendapatan Jasa Pelabuhan karena adanya 

peningkatan wisata bahari di pelabuhan lingkup Ditjen Perikanan 

Tangkap; 

2. Kenaikan pada akun 425629 Pendapatan Jarsa Kelarotarn darn 

Perikanan Lainnya berupa pungutan perdagangan jenis ikan 

dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi 

pemanfaatannya. 

Penjelasan atas Pendapatan Jasa Lainnya pada masing-masing Unit 

Eselon I adalah sebagai berikut: 

I. Sekretariat Jenderal 

Antara lain merupakan pendapatan atas pelatihan pengolahan 

data kelautan sebesar Rp225.000,00 

2. Ditjen Perikanan Tangkap 

Antara lain merupakan tambat labuh, docking, IPAL, dan wisata 

bahari sebesar Rp 75.130.614.098,00. 

3. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Antara lain merupakan pelatihan kelautan dan perikanan berupa 

konsultasi dan bimbingan teknis, bidang pembudidaya ikan 

sebesar Rp14.700.000,00. 
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4. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Antara lain merupakan Pungutan Perdagangan Jenis lkan 

Dilindungi Hasit Pengembangbiakan dan/atau Dibatasi 

Pemanfaatannya sebesar Rp15.314.132.406,00. 

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan 

BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 yaitu kekurangan pembayaran 

pNBP [asa Pelabuhan Perikanan pada pps Bungus sebesar 

Rp205.227.550,00. Atas kekurangan tersebut telah disetor sebagian 

ke kas negara pada tanggal 28 Mei 2024 dengan NTPN dan nominal 

sebagai berikut. 

I Kode NTPN B9CI66UBEUHBR412 sebesar Rp18.405.500,00; 

2. Kode NTPN B236EONA04GLD6BF sebeSar Rp14.911.900,00 

3. Kode NTPN AASE4BVVE6KBTC sebesar Rp25.082.600,00, 

4. Kode NTPN E633370L0P308A00 sebesar Rp19.438.000,00, 

5. Kode NTPN 3FS3A6UBEUHBRDA4 sebesar Rp20.086.300,00. 

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan 

Pengelolaan Keuangan 

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan 

untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

adalah sebesar Rp 299,192.691,00 dan sebesar Rp268.302.264,00 

Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan 

Rekening Perbankan pada masing-masing Unit Eselon I untuk 

periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

disajikan pada tabel di bawah ini 
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Tabel B.20 

Rincian Estimasi dan Realisasi 

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan 
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

31besember 2023 31besember 2022 
Komp.arai 

eallsasf 
Unit Eselon l 

Naik 
Estmasf Realisasi % Estimasf Realisasi % % 

(Turun) 

Setjen 0 0 0,00 0 57 0,00 (57) (100,00) 

Ditjen PT 0 14 100,00 0 16 100,00 (2) (12.50) 

Ditjen PB 0 0 0.00 0 41 0.00 (41) (100,00) 

Ditjen PDSPKp 0 0 0.00 0 1 0,00 (1 (100,00) 

Ditjen PKRL 0 $ 100,00 0 ' 100,00 4 400,00 

BPPSDMKP 0 57 100,00 0 153 100,00 (96) (62.75) 

BPPMHP 0 225 100.00 0 0 100,00 225 (100,00) 

Total 0 301 100,00 0 269 100,00 32 1,90 

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan 

untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami 

kenaikan sebesar Rp30.890.427,00 atau sebesar 11,51% yang secara 

umum disebabkan adanya kenaikan setoran penyelesaian ganti 

kerugian negara pada BPPMHKP 

Penjelasan atas Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekerning 

Perbankan pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai 

berikut: 

1. Ditjen Perikanan Tangkap 

Antara lain merupakan Tuntutan Ganti Rugi Bendahara pada 

Satker PPS Btung sebesar Rp13.500.000,00 

2. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Antara lain merupakan cicilan pengembalian atas kehilangan 

kendaraan roda 2 pada Satker BPSPL, Makassar sebesar 

Rp4.500.000,00 
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3. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan 

Perikanan 

Antara lain merupakan Pendapatan Penyelesaian 6anti Kerugian 

Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat 

Lain sebesar Rp224.692691,00. 

Pendapatan Denda 

Realisasi Pendapatan Denda untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp29.848.322.009,00 dan 

sebesar Rp37.664.750.288,00. Rincian estimasi dan realisasi 

Pendapatan Denda pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode 

yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 an 2022 disajikan pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel B.21 

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

3tbesember 202 41eember 2022 
Komara 
eall.af 

nit Eselon f 
Nat 

fsthnasf Reali.ad % stied eall$a % % 
(Turn) 

Setjen 0 12 100,00 0 78 100,00 (66) (84,62) 

Diten PT 0 227 100,00 0 963 100,00 1736 (76,43 

Ditjen P 0 1138 100,00 0 764 100,00 374 48,95 

Ditjen PSDK 9.336 27734 297,07 10.200 33.987 333,21 (6.253) (18,40) 

Ditje PDSPp 0 350 100.00 0 916 100,00 (566) (61,79) 

Ditjen KL 0 306 100,00 0 628 100,00 (322) (51,27) 

BPPSDMKP 0 78 100,00 0 252 100,00 (174 (69,05) 

9PpMHKP 0 5 100,00 0 76 100,00 (1 (93,42 

Total 9.336 29.850 319,73 10.200 37.664 369,25 (7.814) (20,75) 

Realisasi Pendapatan Denda untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp7.816.428.279,00 

atau 20,75% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2022 yang secara umum disebabkan berkurangnya 
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penerimaan atas denda administratif dan ganti kerugian terkait 

tugas dan fungsi Ditjen PSDKP. 

Penjelasan atas Pendapatan Denda sebagai berikut 

1 Sekretariat Jenderal 

Antara lain merupakan outsourcing pr povisis terkait CS atas 

denda penyelesaian pekerjaan sebesar Rp11.864.650,00. 

2. Ditjen Perikanan Tangkap 

Antara lain merupakan denda atas keterlambatan dan/atau 

kekurangan volume pekerjaan pada 11 Satker sebesar 

Rp226.951.993,00 dan denda lainnya pada PPN Nizam Zachman 

sebesar Rp615.145,00 

3. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Antara lain merupakan denda atas keterlambatan pembangunan, 

Angsuran denda keterlambatan pekerjaan K]A Offshore sesuai 

temuan BPK RI TA 2018 (Direktorat Perbenihan) senilai 

Rp100.000.000,00, denda keterlambatan BUBK Kebumen senilai 

Rp244.739.869,00. 

Terdapat perbaikan transaksi penerimaan negara yang menjadi 

tambahan penerimaan di Satker Setditjen Perikanan Budi Daya 

dari Satker 465054 sebesar Rp861.930 terkait Denda 

Keterlambatan Pengadaan Pompa 

4. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

Antara lain merupakan Pencairan Jaminan Pelaksanaan 

Pekerjaan Sentra Kuliner Kota Baubau TA 2022 dan Pencairan 

Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang sebesar 

Rp349.828.982,00. 

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Antara lain merupakan denda pada Satker DP Kabupaten 

Brebes berupa denda keterlambatan atas pekerjaan integrasi 

garam di Desa Sawojajar dan pada Direktorat Jasa Kelautan 

berupa keterlambatan atas pekerjaan atas pengadaan kapal 

wisata sebesar Rp249.201.342,00 dan denda lainnya yang 

merupakan tindak Lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI Berupa 
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Pencairan Jaminan Pelaksanaan akibat dari Pemutusan Kontrak 

Pekerjaan Integrasi Lahan Ds. Gersik Putih Tahun 2022 sebesar 

Rp56.950.000,00 

Pendapatan Lain-Lain 

Realisasi Pendapatan Lain-Lain untuk periode yang berakhir tanggal 

31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp11.728.526.429,00 

dan sebesar Rp4,035,293,593,00. Rincian estimasi dan realisasi 

Pendapatan Lain-Lain pada masing-masing Unit Eselon I untuk 

periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 and 2022 

disajikan pada tabel di bawah ini 

Tabel B.22 

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

31besember 2023 31Desember 2022 
Koep.arasl 

Realiai 
U/nit Eseloin l 

Naik 
Estimasi Realisasf % Estimasi Realisasi % - «% • 

Setjen 0 457 100,00 0 478 100.00 (21) (4.39) 

lien 0 98 100,00 0 Io 100,00 88 880,00 

Ditjen PT 0 2947 100,00 0 801 100,00 2146 267,92 

Ditjen PB 0 4.279 100,00 0 574 100,00 3.705 645,47 

Ditjen PSDKP 0 323 100,00 0 159 100,00 164 103,14 

Diten Pp6Py 0 80.2 100,00 0 82 100,00 720 878.05 

Ditjen PKRL 0 L.050 100,00 0 390 100,00 660 169,23 

BPPSDMKP 0 1.307 100,00 0 1134 100,00 173 15.26 

BPPMHKP 0 470 100,00 0 409 100,00 6l 14.91 

Total 0 11733 100,00 0 4.037 100,00 7696 190,64 

Realisasi Pendapatan Lain-Lain untuk periode yang berakhir tanggal 

Des.ember 2023 mengala mi kenaikan sebesar 

Rp7.698.232.836,00 atau sebesar 190,779% dart Realisasi 

Pendapatan Lain-Lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2022 yang secara mum disebabkan karena kenaikan 

penerimaan kembali belanja barang dan belanja modal tahun 

anggaran yang lalu. Penerimaan kembali belanja barang yang 

signifikan terdapat pada Ditjen Perikanan Tangkap dan penerimaan 
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kembali belanja modal yang signifikan terdapat pada Ditjen 

Perikanan Budi Daya. 

Terdapat Penerimaan kembali belanja modal yang berasal dari DKP 

Kabupaten Pulang Pisau yang pada periode audited dicatat di Satker 

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp5.000.000,00. 

B.2 Belanja 

Realisasi Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip 

penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan 

sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah 

sebesar Rp6.335.595.925.317,00 atau 98,15% dari pagu anggaran belanja yang 

ditetapkan sebesar Rp6.455.280.145.000,00. Rincian pagu dan realisasi belanja per 

jenis belanja untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel B.23 

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Per penis Belanja 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 

fends Belanja PaguAmggar an Realisasi Netto % 

Belanja Pegawad 1.801.000.979.000 1777.377 905.274 98,69 

Belanja Brang 3970968474.000 3.879.529.145.356 97,70 

Belanja Modal 683.310.692.000 678.688.874.687 99,32 

Tota 6,455.280.145.000 6.335.595.925.317 98,15 

Sedangkan rincian pagu dan realisasi belanja pada masing-masing Unit Eselon ! untuk 

periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah ini 

Tabel B.24 

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 

/nit elon f au Angara Realisai Nett 4% 

Setfen 656.780.605.000 631793931.033 96.20 

ltjen 7$.666.386.000 75.393,908.501 9964 

Diten PT 870.815.026.000 842679.861.445 96.77 

Ditjen PB 1100.237.305.000 1.087136.906.277 98,81 
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Unit#el f Pagu Angara eahis.as Netto % 

Ditjen PSDP 1123693531.000 1119216743475 99,60 

Ditje PD$PK 343.280.613.000 339.604.537 406 98,94 

Ditje PKRL 413612996.000 399.297824.951 96.54 
gPPSDMKP 1365.279.515.000 1342.845.268.762 98,36 

gPPMHK 505,914.168.000 497626.943.467 98,36 

Total 6455.280.445.000 6137$.59$.925.317 98,15 

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah 

sebesar Rp6.335.595.925.317,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja 31 

Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp937,808.529.261,00 atau sebesar 

17379%. Rincian perbandingan realisasi belanja per akun untuk periode yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah inf 

Tabel B.25 

Rincian Perbandingan Realisasi Betanja Per penis Belanja 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022 

en Au fbesender 202 fbeember 202 Nall (Tur) 4% 

Bel.j Peg wad 1777377905.274 1813135.613.166 (35.767,07.892 (1) 

Belanja rung 3879.529.145.356 2986.$71.651.207 8929$7.494.149 29,90 

Bela odd 678.6878.874.68 $98.080.131.68 80.608.743.004 1348 

Total 6.3135.5$9$.925.317 .397787.3196.066 937.808.529.161 11,7 

B.2Z.1 Belanja Pegawai 

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang 

maupun barang, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- 

undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS 

sebagal imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuahi peer)aan 

yang berkaitan dengan pembentukan modal 

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2023 adalah sebesar Rp1.777,377,905.274,00 atau 98,69% dari anggaran 

yang ditetapkan sebesar Rp1.801.000.979.000,00. Sisa anggaran belanja 

pegawait di tahun 2023 secara umum disebabkan oleh adanya kebijakan 

pembayaran tunjangan kinerja atas THR dan Gaji 13 hanya 50%, 
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Rincian pagu anggaran dan realisasi belanja pegawai menurut akun 3 digit 

untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel B.26 

Rincan Paga Amggaran dan Realisasi Belanja Pegawad 
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 

end A PA. eais.as4ietto 4% 

el 6a d %. 918730.765.000 90$.481.010.515 98.56 

el.j lo.ti/rT 

' • 882270214.000 871896.894.7$9 98,8.2 4led feed Tr.it6 

fol 1801.000.979.000 1.777.377.905.274 8,6 

Sedangkan rincian pagu anggaran dan realisasi belanja pegawai per Unit 

Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan 

pada tabel di bawah ini 

Tabel B.27 

Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawad 

Menurut Unit Eselon f 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 

th.to l le4fr ea.sett 4% 

Set 77585.945.000 $237085.486 96.97 

t 395.348.000 331738.656.038 99,24 

bite PT 190 $03701.000 188 28$.717.036 98.94 

DitjP 168.653178.000 165.462819.652 98.1 

Ditje PS.DK 170.336.026.000 169.$10.309113 99,52 

bite D$KP $6.500.000.000 $4.810973.275 970f 

bit PKRL 10041987000 98.632.702.317 98,39 

8PPSDMKP 742912977.000 73406.420.418 98,81 

8PMHKP 260.471817.000 257.663221939 98.92 

f%.tl 1801.000.979.000 1.773177.905$.274 6,6 

Pagu anggaran belanja pegawai terbesar berada pada Unit Eselon L 

BPPSDMKP sehubungan dengan jumlah pegawait terbanyak di hingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

enoran eoroan emnenon eon an mean»n won + 2o2 oates 



Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai per akun untuk periode yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel B.28 

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

ens Au fpesember 202 tbeember 202 Naik (Tur) 4% 

Belanja Gaff dan Tung 905.481.010.515 44299.771.849 (38.818.761.334) (411 

el.pa loorrhum/Lem bur/ 
Tun$.$he&8elf.a 871896.894.769 868.835.841317 3.061.053.442 0.35 
Pegrwal fr%.est6 

Total 1.777.3171.905.274 1.813.131$.613.166 ($.757.707.892 (1,9 

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2023 mengalami penurunan sebesar Rp35.757,707.892,00 atau 1,97% dart 

realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Penurunan 

beban gaji pokok PNS beserta tunjangan-tunjangan yang melekat, 

dkarenakan banyaknya pegawal yang mutas ke Instanst lain terutama 

pegawai dengan jabatan penehiti, perekaya, litkayasa pada BPPSDMKP yang 

mutasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu penurunan beban Uang 

Maka PNS dikarenakan pada tahun 2023 kegiatan di luar kantor sudah 

berjalan normal yang membuat pegawai setiap hari berada di kantor, sehingga 

uang makan tidak dibayarkan 

Belanja Gaji dan Tunjangan 

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp905.481.010.515,00 dan 

Rp944,299,771.849,00.Rincian pagu dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan 

menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel B.29 

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Menurut Unit Eselon f 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

3fbesember 202 1besember 2022 
opal 

tuft#eton ealad 

Nall 
lag e.all.ad 4% lag Reali.asf % 4% 

(furs) 

Seten 35.591 34.592 97,19 36.993 35.706 99,20 (1.114) (3.12) 

lten 15.350 15.139 98,6. 15.301 15.246 9964 (107) (6,70) 

Dit PT 98.936 97734 98,7 9649 95.089 98.55 2645 2.78 

Diten P 86.825 84.970 97,86 93.707 92.885 9912 (7.915) (8.52 

Ditjen PS0KP 85.293 8$.013 99.6 81532 81.381 99,8l 3.632 4,46 

Ditfen 
27238 26.577 97,51 2707% 26.748 98,78 (17 (0,64) PpsPK 

bite PKRL 48.84.3 47.68$ 97,6 48106 4753 98,8 152 0.32 

PPSDMKP 390.49$ 38$.402 98,70 425.323 420.985 98,98 (3$.583) (8,45) 

8PPMHK 130.160 128.370 98,62 129.457 128.726 99,44 0356) (0,28) 

Total 918.34 905.482 98,56 952.908 44.299 9,0 038.817) (4.1) 

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp38.818.761.334 atau 

4,11% dari realisasi periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 

Betanja Honorarium /Lembur/Tujangan Khusus & Belanja Pegawai 

Transito 

Realisasi Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawal 

Transito untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

adalah sebesar Rp871.896.894.759,00 dan sebesar Rp868.835.841.317,00. 

Rincian pagu dan realisasi Belanja Honorarium/Lembur /Tunjangan Khusus 

& Belanja Pegawai Transito pada menurut Unit Eselon I untuk periode yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah 

lnl: 
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Tabel B.30 

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Honorarium/Lembur /Tunjangan Khusus & 

Belanja Pegawai Transito Menurut Unit Eselon 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

1Deember 2023 3ibesember 2022 
Ke4npaal 

eatlaf 
Unit Eselon 

Na 
Pa eatlas % Pas ealfsasf % 

(Turun) 
4% 

Setjen 41995 40.645 96,79 40.71 40.684 99.93 (39) (0,10) 

ten 18.645 18.600 99,76 18.712 18.638 99,60 (38) (0.20) 

Ditjen PT 91.368 90.552 99,1 86.977 86.727 99,7 3.825 44L 

Ditjen P 81.828 80.493 98.37 88.3$6 87.806 99,38 (7.313) (8.33) 

Dien PS.DKP 85.043 84.49% 99,36 80.028 79.864 99,80 4.634 5.80 
Ditjen PDP 29.262 28.234 6,49 27.607 27.597 99,96 637 2.31 

Ditjen PKRL $1.399 50.948 99,12 47866 47.697 99,65 3.251 6.82 

BPPSDM KP 352418 348.634 98,9.3 358.130 35$.977 99,40 (7.343) (2.06) 

PPM4 KP 130.312 129.293 99,22 124.102 123.846 99,79 5.447 4,40 

Total 882.270 871.897 98,82 872.48 868.836 99,58 3.061 0,35 

Realisasi Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai 

Transito untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami 

kenaikan sebesar Rp35.757,707.892,00 atau 0,35% dari realisasi untuk 

periode yang berakhir tangga 31 Desember 2022. 

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK RI atas 

Laporan Keuangan KKP TA 2023 dengan rincian sebagai berikut: 

L. Sekretariat Jenderal 

Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang menjalani 

togas belajar berupa belanja gaji pokok PNS sebesar Rp5.115.590,00, 

tunjangan fungsional PNS sebesar Rp540.000,00 dan tunjangan umurm 

PNS sebesar Rp4.255.000,00 

2. Inspektorat Jenderal 

Ketebihan pembayaran gaff dan tunjangan kepada pegawai yang menjalani 

tugas belajar berupa belanja gaji pokok PNS sebesar Rp18.593.250,00 dan 

tunjangan fungsional PNS sebesar Rp5.285.000,00 atas pegawai yang 

menjalani tugas belajar. 
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3. Ditjen Perikanan Tangkap 

Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang menjalani 

tugas belajar berupa belanja pegawai (tunjangan 

khusus/kegiatan/kinerja) sebesar Rp22.703.050,00, tunjangan fungsional 

PNS sebesar Rp14,700.000,00, dan tunjangan umum PNS sebesar 

Rp10.175.000,00 

4. Ditjen Perikanan Budi Daya 

a. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang 

menjalani tugas belajar berupa belanja pegawai (tunjangan 

khusus/kegiatan/kinerja) sebesar Rp2.716.800,00, tunjangan 

fungsional PNS sebesar Rp3.890.000,00, dan tunjangan umum PNS 

sebesar Rp1.800.000,00 

b. Kelebihan pembayaran uang lembur sebesar Rp164.840,750,00. 

5. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang menjalani 

tugas belajar berupa belanja pegawai (tunjangan 

khusus/kegiatan/kinerja) sebesar Rp2.522.200,00, tunjangan fungsional 

PNS sebesar Rp21.530.000,00, dan tunjangan umum PNS sebesar 

Rp39.915.000,00 

6. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang menjalani 

tugas belajar berupa belanja tunjangan fungsional PNS sebesar 

Rp2.775.000,00. 

7.Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang menjalani 

tugas belajar berupa belanja gaji pokok PNS sebeSar Rp33.158.100,00 dan 

tunjangan fungsional PNS sebesar Rp14.180.000,00 

8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan 

dan Perikanan 

Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang menjalani 

tugas belajar berupa belanja gaji pokok PNS sebesar Rp34.690.050,00, 

belanja pegawai (tunjangan khusus/kegiatan/kinerja) sebesgr 

Rp445.616.561,00, tunjangan fungsional PNS sebesar Rp106.858.000,00, 
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tunjangan struktural PNS sebesar Rp6,480.000,00, dan tunjangan umum 

PNS Rp61.805.000,00 

9, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 

Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang menjalani 

gas belajar berupa tunjangan umum PNS sebesar Rp19.090.000,00. 

B.2.2 Belanja Barang 

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2023 adalah sebesar Rp3.879.529.145.356. 

Tabet B.31 

Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Per Aun 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 

fends Alu PagAngara.n Reallsast Netto % 

Belanja Barag 1.471.084.354.000 1454.741.501.021 98,89 

Belaja Jara 560.258.461.000 $41.485.015.146 96,65 

Belanja Pemelih.ra.a 360.757.669.000 356.827.468.095 98,91 

Belanja Perjalanan Dina.s 891.173.528.000 866.698.165.05.3 97,25 

Belanja Badan Laryanan rum 
69.559.555.000 45.545.097.060 65,48 

(8LU) 

Belanja Brang Untuk 
618.134.907.000 614.231.898.981 99,37 

Dserahkan Kepada Masyar a.at 

Total 3970.968.474.000 3879.529.145.356 977% 

Rincian realisasi Belanja Barang menurut Unit Eselon I untuk periode yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabet B.32 

Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 

tlt elonf Pag Angara Realisasi Netto % 

Setjen 421.398.023.000 399.383.649.590 94.78 

ltjen 39.513.389.000 39.498.216.463 9996 

Ditje PT 618.211.426.000 593.084.980.86.3 95,94 

Ditjen PB 807.237.488.000 797757879.989 98,8.3 

Ditjen PSD 696.778.928.000 693.643.129.401 99,55 
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Unit Eselon I PaguAnggar an Realisasi Netto % 

Ditjen PDSPKP 280.969.412.000 279.088.484.00.3 99,33 

Ditjen PKRL 298.774.570.000 286.169.017.708 95,78 

PP$DMD 583.146.966.000 570.985.639.092 97,91 

PPMHKP 224.938.272.000 219.918.148.247 97,77 

Total 3970.968.474.00 3879.529.145.356 97,70 

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang per akun untuk periode yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah 

int: 

Tabel B.33 

Rinclan erbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

Nana Au ibesember 202 1Desember 2022 Naik (Turn) % 

Belanja Brang 1454.741.501.021 1160.006.476.510 294.735.024.511 25,41 

Belaja Jar.sa 541485.015.146 409.962.078.478 131.522936.668 32,06 

eland.a Pere ihara 356.827.468.095 265.458.181.319 91.369.286.77%6 34,42 

Bela)a erjalanan 
866.698.165.05.3 623.794,740.955 242.903.424.098 38,94 Dina 

Belanja badan Laya.nan 
45.545.097.060 44.363.589.180 1.181.507.880 2.66 Umum (BLU) 

Belanja Barang Untuk 
Dserahk.an Kepad.a 614.231.898.981 482.986.584.765 131.245.314.216 271 
Masyaa.lat 

Total 3879,529.145.356 2986.571.651.207 892.987,494.149 29,90 

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2023 mengalami kenaikan sebesar Rp92.957,494.149,00 ata 29,90% dari 

realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang secara 

umum disebabkan lebih kondusifnya setelah keadaan covid-19 sehingga 

aktifitas perkantoran dan kegiatan lapangan, kunjungan, dan mengumpulkan 

orang kembali berlangsung secara normal. 
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Belanja Barang 

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1,454,741.501.021,00 dan sebesar 

Rp1.160.006,476,510,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Barang menurut 

Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 

2022 disajikan pada tabel di bawah ini 

Tabel B.34 

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Menurut Unit Eselon f 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022 

(dalam jutaa rupiah) 

ieember 202$ ibesemb 2022 
opal 

eall.f tat£ton 
Nat a eall.sf 4% Fag ealief % run % 

etfen 129.601 128.82 99,40 113736 1i640 98,16 17187 15.40 

lten 6.249 6.245 99,4 6.764 6.7$0 999.4 (505) 0,48) 

bite'T 152.992 48.300 96,93 136118 13s.271 99,38 13029 9.6. 

Ditje pg 203.670 202120 99.24 28.945 128.3$7 99,54 73.763 $7,47 

Ditjen $DP 445.832 44.687 99,74 282632 282.189 99,84 16249% 57,58 

bite PD$PK 63194 62.693 99,21 $3.937 $3.325 98,8 9.368 17,57 

bite P'KR $7119 55501 97,17 $0.96 49719 97,56 $782 1.63 

gPSDMKP 314.23 310.102 98,6 310.750 3105.244 98,23 4.858 1,59 

8PPMK 8.18 96.266 98,04 89.052 87.512 98,27 8.754 10,00 

Total 1.471.083 14$4.741 98,8 1.172.885 1.160.00 98,90 294.734 2541 

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2023 adalah sebesar Rp1.454.741.501.021,00 atau 98,89% dart anggaran 

yang ditetaplan sebesar Rp1,471.084.354,000,00. Sisa pagu anggaran Belanja 

Barang yang siginifikan berupa Betanja Bahan sebesar R7,373,790.820, 

belanja keperluan perkantor sebesar Rp2.845.325.698,00, dan belanja barang 

non operasional lainnya sebesar Rp1.791.336.522,00. 

Sedangkan realisasi Belanja Barang ntuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 jika dibandingkan dengan realisasi untuk periode yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 

Rp8.754.692.581,00 atau 25,41% yang naik sejajar dengan kenaikan pagu 

anggaran Belanja Barang. Kenaikan ini secara signifikan terdapat pada akun 

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi sebesar 88,24%, Belanja Bahan 
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sebesar 54,96%, dan Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar 54,889%. 

Kenaikan pada beberapa pos Belanja Barang ini disebabkan telah kembali 

normalnya aktifitas kegiatan perkantoran secara penuh di tahun 2023 setelah 

penyesuaian pembatasan kegiatan di tahun 2022. 

Pengungkapan jurnal koreksi pada periode audited Laporan Keuangan KP 

TA 2023 dengan rincian sebagai berikut: 

I Ditjen Perikanan Budi Daya 

a. Temuan pemeriksaan BPK atas pengadaan HDPE sebesar 

Rp86.200.200,00. Atas temuan ini telah disetor ke kas negara pada 

tanggal 3 Mei 2024 dengan NTPN 1F3703CIFK71DUA4M 

b. Temuan pemeriksaan BPK atas reklasifikasi pencatatan HDPE dari 

belanja barang menjadi aset peralatan dan mesin sebesar 

Rp11.474.298.600,00 di BLUPPB Karawang dan Rp567,545.000,00 di 

Setditjen Perikanan Budi Daya 

2. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

atas temuan belanja barang sebesar Rp27.615.838,00 di Setditjen PDSPKP; 

Atas temuan ini telah disetor ke kas negara dengan NTPN 

F2F467QLUPOQCFMO. 

3. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Atas temuan belanja barang sebesar Rp30.458.275,00 di Setditjen PKRL 

dan Rp90.000,00 di DP Kabupaten Bima. 

4. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan 

dan Perikanan 

Diantaranya atas temuan pemeriksaan pada belanja pengadaan bahan 

makanan sebesar Rp61.855.300,00, belanja bahan sebesar 

Rp275.414.129,00, dan belanja barang non operasional sebesar 

Rp30,741.440,00. 

Belanja Jasa 

Realisasi belanja jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 

dan 2022 adalah sebesar Rp541.485.015.146,00 dan sebesar 

Rp409.962.078,478,00. Rincian pagu dan realisasi belanja jasa menurut [nit 
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Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

disajikan pada tabel di bawah ini 

Tabel B.35 

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Jasa Menurut Unit Eselon 

Untuk Periode Yang Berakhir Tangga 31 Desember 2023 dan Desember 2022 

(dalam utaan rupiah) 

31besember 2023 31besember 2022 
Komparas 

Realisai Unit Eselonl 
Naik ag Realisai «% Pag Realisai % 

Turun 
% 

Setjen 83.614 83.277 99,60 74.311 74.019 99,61 9.258 12.51 

ltjen 452 451 99,78 477 470 98,53 (19) (4,04) 

Ditjen PT 117182 105.771 90,26 71.982 71.235 98,96 34.536 48,48 

Ditjen PB 91.516 88.995 97,25 49.247 48.689 98,87 40.306 82.78 

Ditjen PSDKP 77.657 77171 99,37 74.653 74.538 99,85 2633 3.53 

Ditjen PD$PP 36.926 36.625 99,18 30.551 30.344 99,32 6.281 20,70 

Ditjen PKRL 39.509 37549 95,04 27.575 26.553 96.29 10.996 4141 

BPPSDMKP 76.664 75.770 98,83 51735 50.049 96.74 2$.72 51,39 

BPPMHKP 36.740 35.875 97,65 34.535 34.065 98,64 1.810 5,31 

Tota 560.260 41.484 96,65 415.066 409.962 98,77 131 522 32,08 

Realisasi belanja jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 

sebesar Rp541.485.015.146,00 atau 96,65% dari pagu anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp560.258.461.000,00. 

Realisasi belanja jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 

mengalami kenaikan sebesar Rp131.522.936.668,00 atau sebesar 32,089% 

dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 

Pengungkapan jurnal koreksi pada periode audited Laporan Keuangan KKP 

TA 2023 dengan rincian sebagai berikut 

I Sekretariat Jenderal 

Atas kelebihan pembayaran jasa profesi sebesar Rp1.800.000,00, 

2. Ditjen Perikanan Budi Daya 

a. Atas temuan Inspektorat Jenderal terkait langganan daya dan jasa di 

BPBL Ambon sebesar Rp72.000,00; 

b. Jurnal koreksi BPBAT Tatelu atas belanja langganan internet bulan 

Desember sebesar Rp6.300.000,00 
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3. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

a. Koreksi pengurangan nila atas ground handling sebesar 

Rp2.447.600,00; 

b. Koreksi perhitungan sewa rumah dinas sebesar Rp8.333.333,00 

4. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

Diantaranya jurnal balik atas belanja barang atas tagihan listrik CS 1000 

Ton Muara Baru sebesar Rp247.209.136,00. 

5. Diten Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Jurnal koreksi atas kelebihan pembayaran belanja jasa sebesar 

Rp72.155.000,00 

6. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan 

dan Perikanan 

Atas kelebihan pembayaran penyelenggaraan wisuda dan pelantikan 

taruna baru sebesar Rp405.964.620,00. 

Belanja Pemeliharaan 

Realisasi belanja pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp356.827.468.095,00 dan 

Rp265.,458.181.319,00. Rincian pagu dan realisasi belanja pemeliharaan 

menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini 

Tabel B.36 

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan Menurut Unit Eselon I 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

31Desember 2023 31Desember 2022 
Kon9paras 

Unit Eselon l 
Reali«ad 

Naik 
Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % 

Turun 
% 

Setien 53.722 53.257 99,13 45.778 45.465 99,32 7792 17,14 

ltjen 944 944 100,00 907 907 100,00 37 4,08 

Diten PT 48.303 47.666 98,68 43.274 42996 99,36 4.670 10.86 

Diten PB 34.002 33.763 99.30 16.193 16.132 99,62 17.631 109.29 

Ditjen PSDKP 75.894 75.624 99,64 72.271 72199 99,90 3425 4,74 

Ditjen PDSP'KP 9.547 9.335 97,78 11.050 10.823 97,95 (1.488) (13.75) 

Ditje PKRL 10.309 10.130 98,26 6.963 6.825 98,02 3.305 48,42 
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31besember 2023 31pesember 2022 
Kop.aal 

Realisai Unit Eselon L 
a Pag Realisai % Pagu Realisai % % 

n 

BPPSDM KP 100.229 98.852 98,63 48.721 48.072 98,67 50.780 105,63 

9PPMH KP 27.808 27.257 98,02 22401 22.040 98,39 5.217 23.67 

Total 360.758 356.828 98,91 267.558 265.459 99,22 91,369 34,42 

Realisasi belanja pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 adalah sebesar Rp356.827.468.095,00 atau 98,91% dari 

pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp360.757,669.000,00. Sisa anggaran 

belanja pemeliharaan yang signifikan berada belanja pemeliharaan peralatan 

dan mesin sebesar Rp2.380.242.068,00 dan pemeliharaan gedung dan 

bangunan sebesar Rp1.254.731.204,00 

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi belanja 

pemeliharaan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp91.369.286.776,00 

atau 34,42%. Kenaikan ini secara umum disebabkan kenaikan atas 

belanja pemeliharaan peralatan dan mesin di Sekretariat Jenderal berupa 

adanya penambahan Satker BPSDP dan adanya pekerjaan Operasional 

Sistem Pemantauan SDKP di Pusdatin pada Satker Biro Umum dan PB] 

sebesar Rp6.706.414.298,00 

• belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada Satker di lingkup Ditjen 

Perikanan Budi Daya untuk bangunan perkantoran dan prasarana 

budidaya sebesar Rp7.532.735.743,00 

+ belanja pemeliharaan gedung dan bangunan BPPSDMP sebesar 

Rp38.426.477.697,00 

Pengungkapan atas temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 

2023 yaitu 

I. Ditjen Perikanan Tangkap 

Atas pekerjaan normalisasi rang kerja pelayanan terpadu sebesar 

Rp23.069.912,00. Atas temuan ini telah dilakukan penyetoran ke kas 

negara dengan NTPN BC64F2G4VP1CV28B 
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2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan 

dan Perikanan 

Atas beban pemeliharaan gedung bangunan yang tidak dilengkapi 

buktinya sebear Rp13.976.717,00 

Belanja Perjalanan Dias 

Realisasi belanja Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp866.698.165.053,00 dan sebesar 

Rp623,794.740.955,00. Rincian pagu dan realisasi belanja Perjalanan Dinas 

pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah in: 

Tabel 8,37 

Rincian Per bandingan Realisasi Belanja Peralanan Dinas Menurut Unit Eselon I 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

1besember 202. 4besember 2022 
Kon9arras 

nit Eelon f Reas,af 

Nate Peg ealls.ad % Pag Reali.ad % 
Turn' 

% 

Setjen 84.36.3 83.470 98,94 73.152 72.243 98,76 11.227 15.54 

ten 31.868 31.858 9997 27.759 27.723 99,8.7 4.135 14,92 

Ditjen PT 190.46.3 183.56 96,38 143.525 142211 99,08 41.352 29,08 

Ditjen PB 134.970 130.695 96,8.3 67136 66.047 98,38 64.648 97,88 

Ditjen SDKP 97.396 96.162 98,73 71849 71.302 99,24 24.860 34.87 

Ditje PDSP 72434 71.863 99,21 70.283 69.590 99,01 2273 3.27 

Dien PKRL 136.99.3 129.300 94,38 97.331 93813 96,39 35.487 37,8.3 

BPPSDMKP 80.484 79.269 8,49 47.906 46.009 96,04 33.260 72.29 

BPMH KP 62.202 60.520 97,30 35.610 34.858 97,89 25.662 73,62 

Total 891.173 866.700 97,25 634.553 623.796% 98,30 242.904 38,94 

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 sebesar Rp866.698.165.053 atau 97,25% dari pagu yan 

ditetapkan sebear Rp891.173.528.000. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas 

untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalamai 

kenaikan sebesar Rp242.903,424.098,00 atau 38,949% dari realisasi untuk 

periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 
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Realisasi Belanja Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 mengalamai kenaikan sebesar Rp242.903.424.098,00 atau 

38,94% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2022. 

Pengungkapan atas temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 

2023 yaitu: 

I. Ditjen Perikanan Tangkap 

Atas perjalanan dinas pada Satker PPS Bitung menggunakan Dattar 

Pengeluaran Rill sebesar Rp17.481.000,00. 

2. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Atas perjalanan dinas pada Direktorat Kawasan dan Kesehatan lkan 

sebesar Rp254,940,600,00, Atas temuan ini telah disetor ke kas negara 

dengan NTPN 955EF61QV3RU4OP 

3. Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Atas perjalanan dinas pada Sekretarlat Diten PKRL sebesar 

Rpl4.165.095,00 dan DKP Kabupaten Pangkajene Kepulauan sebesar 

Rp2434.480,00 

4. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan 

dan Perikanan 

Atas perjalanan dinas pada Poltek KP Sorong sebesar Rp40.370.000,00, 

SUPM Pariaman sebesar Rp60.021.000,00, dan BRPPPP sebesar 

Rp14.404.055,00. 

Belanja Badan Layanan Umum (BLU) 

Realisasi Belanja Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 

31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp45.545.097.060,00 dan 

Rp44.363.589,180,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja BLU menurut Unit 

Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 

disajikan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel B.38 

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja BLU Menurut Unit Eselon f 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

31Desember 2023 31besember 2022 
Koep as 
Reallsasf Unit Eselon E 

Naik Pag Realisai % Pas Realisasi % % 
n 

Setjein 56.880 37.418 65,78 48.542 41.276 85,03 (3.858) (9.35) 

Ditjen PB 1.148 1135 98,8 0 0 0,00 1135 100,00 

BPPSDMKP 11.532 6.993 60,64 4.457 3.087 69,26 3.906 126,53 

Total 69.560 45.546 65,48 $2999 44.363 83,71 1.183 267 

Realisasi Belanja Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 

31 Desember 2023 adalah sebesar Rp45.545.097.060,00 atau 65,48% dari 

pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp69.559,555.000,00. Realisasi 

Belanja Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 

2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.181.507.880,00 atau sebesar 2,66% 

jika dibandingkan dengan realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2022. 

Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 

Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk 

periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 

Rp614.231.898,981,00 an Rp482.986.584.765,00. Rincian pagu dan 

realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 

menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini 

Tabel .39 

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Untuk 

Diserahkan Kepada Masyarakat /Pemda Menurut Unit Eselon f 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

31besember 2023 31besember 2022 
Komp.arad 

Unit felon l Realisaf 
Naik Pagu Realisai % Pas Realisasf % 

(rurul 
% 

Setjen 13.218 13.135 99,37 623 623 100,00 12512 2.008,35 

Ditjen PT 109.272 107784 98,64 45.088 42433 94,1l 65.351 154,01 

Laporan Keuangan ementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan TA 20Z3 Audited- 

# [ 



31besember 2023 3tDesember 2022 Koep.arad 

Unit Eseon Reallsasf 

Pagu Realisas % Pagu Realisasf % 
au 

% 

" Ditjen PB 341.932 341.051 99,74 299.256 294.458 98,40 46.593 15.82 

Ditjen PDSPKP 98.869 98.572 99,70 90.536 88.821 98,11 9.751 10,98 

Diten KRL 54.844 $3.689 97,89 $7.865 56.652 97,90 (2.96.3) (5.23) 
Total 618.135 614.231 99,37 493.36 482.987 97,90 131.244 27,17 

Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat /Pemda untuke 

periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 

Rp614.231.898.981,00 atau 99,37% dari pagu anggaran yang ditetapkan 

sebesar Rp618.134.907.000,00. Sisa pagu belanja barang untuk diserahkan 

kepada masyarakat/Pemda yang signifikan yaitu bantuan mesin dan alat 

penangkapan ikan di Ditjen Perikanan Tangkap yang menggunakan sumber 

dana PNBP PAda tahun 2023, target penerimaan PNBP tidak tercapai 

sehingga maksimal penggunaan dana PNBP tidak dapat digunakan 100%. 

Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat /Pemda untuk 

periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 

Rp131.245.314.216.880,00 atau sebesar 27,17% jika dibandingkan dengan 

realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Hal inf 

disebabkan adanya penambahan bantuan yang dilakukan oleh Kementerian 

Kelautan dan Perikanan diantaranya di Sekretariat Jenderal, Ditjen Perikanan 

Tangkap, dan Ditjen Perikanan Budi Daya. 

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat /Pemda pada masing- 

masing Unit Eselon I kami sajikan di bawah ini: 

L. Sekretariat Jenderal 

Merupakan belanja barang berupa uang muka pekerjaan konstruksi, 

pengawasan dan pembayaran termin atas pekerjaan konstruksi terkait 

proyek Development of Fisheries Sector in Outer Islands dart hibah 0DA- 

Japan International Cooperation Agency (ICA). 

2. Ditjen Perikanan Tangkap 

Merupakan pengadaan barang berupa alat penangkapan ikan, mesin kapal, 

kampung nelayan maju/kampung nelayan modern. Bantuan sarpras 

korporasi nelayan, prasarana TP perairan darat, dan rumah ikan. 
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3. Ditjen Perikanan Budidaya 

Merupakan pengadaan barang berupa bantuan benih, bantuan calon 

induk, bantuan kebun bibit rumput laut kultur jaringan, bantuan 

excavator, Pengelolaan lrigasi Tambak Partisipatif (PITAP'), kincir, K]A 

HpPE, mesin pakan dan bahan baku pakan, bioflok, ikan hias, dan pupuk 

4. Diten Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

Merupakan pengadaan barang berupa Gudang beku portable, mobil 

berefrigerasi, kendaraan berefrigerasi, chest freezer, peralatan 

pengolahan, dan cool box. 

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Merupakan pengadaan barang berupa penanaman vegetasi, bantuan 

pengembangan pesisir tanguh, pengadaan sarana usaha ekonomi 

produketif, derraga apung. sarana TPS, penanaman mangrove, 

pembangunan gudang garam rakyat, dan mesin pompa air, 

Pengungkapan atas temuan pemeriksaan atas laporan keuangan TA 2023 

dengan rincian sebagai berikut: 

L. Sekretariat Jenderal 

Atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi proteksi tiang pancang 

dermaga tambahan PPI andoi Kabupaten Biak Numfor sebesar 

Rp133.813.000,00. 

2. Ditjen Perikanan Tangkap 

Belanja barang yang diserahkan kepada masyaralat/pemda tidak sesuai 

kontrak sebesar Rp237.907.627,00. 

3. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak sesuai 

kontrak sebesar pada Satker Setditjen Perikanan Budi Daya sebesgr 

Rp427.452.339,00 dan BPBAP Jung Batee sebesar Rp779.603,00. 

4. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak sesuai 

kontrak sebesar pada Satker Setditjen Penguatan Daya Saing Produk 

Kelautan dan Perikanan sebesar Rp227.290.018,00 
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5. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak sesuai 

kontrak sebesar pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL sebes 

Rp44.255.792,00, DKP Kabupaten Bima sebesar Rp294.000,00, DKP 

Kabupaten Jeneponto sebesar Rp31.360,00, DKP Kabupaten Cirebon 

sebesar Rp23.865.000,00, DKP Kabupaten Pangkajene Kepulauan sebesar 

Rp1.300.000,00, DKP Kabupaten Pamekasan sebesar Rp1.617.066,00 

B.2.3 Belanja Modal 

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2023 adalah sebesar Rp678.688.874.687,00 atau 99,32% dari anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp683.310.692.000,00. Sisa anggaran Belanja Modal TA 

2023 secara mum merupakan selisih pagu anggaran dengan nilat kontrak 

pengadaan belanja modal, 

Rinclan pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal per akun untuk periode 

yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah int: 

Tabel B.40 

Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 

Sedangkan rincian pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal menurut Unit 

Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan 

pada tabel di bawah ini: 

ends Aken agu Angara ealls.al rto Pengembal fan Reallsast Netto % 

Bela Modal Tarah 441934.000 439.146.499 0 439.146.499 99,37 

Belanja Modal 
390.201.373.000 388.632.983.362 (158.777.552) 388.474.205.810 99,56 

Pecalatan da Me sin 

Belaja Modal 
Gedung da 200.529.201.000 200.158.823.137 (730.736.798) 199.428.086.3.39 99,45 
hangar 

Belaja Modal Malan, 
15.064.242.000 15.073.705.258 (64.245.737) 15.009,459.521 99,64 lrigast dan Jaringan 

elanja Modal 
72119.311.000 71919.535.185 0 71919.53$ 185 99,72 Lanny.a 

Betanja Modal BLU 4.954.631.000 3418441.333 0 3.418441.333 68,99 

Total _boo.so.ooo 679.642.634.774 953.760.087) 78.688.874.687 99,32 
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Tabet B.41 

Rincian Realisasi Belanja Modal Meurut Unit Eselon l 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 

Unit Eselo l PaguAnggar an Realisasi Netto % 

Setjen 157.796.637.000 157.173.195.957 99,60 

ltjen 2157649.000 2157.036.000 99,97 

Ditjen PT 62.299.899.000 61.309.163.546 98,41 

Diten PB 124.346.639.000 123916.206.636 99,65 

Ditjen PSDKP 256.578.577.000 256.063.304.961 99,80 

Ditjen PDSPKP $.811 201.000 $.705.080.128 98,17 

Ditjen PKRL 4.596.439.000 14.496.104.926 99,31 

8PPSDMK 39.219.572.000 37.823.209.252 96,44 

BPPMHP 20.504.079.,000 20.045.573.281 97,76 

Tota 683.310.692.000 678.688.874.687 99,32 

Pada tahun 2023 terdapat belanja modal yang signifikan antara lain: 

L. Belanja Peralatan dan Mesin 

Berupa pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Kelas II senilai 

Rp200.626.360.161,00 pada Satker Sekretariat Ditjen Pengawasan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

2. Belanja Gedung dan Bangunan 

Berupa pembangunan Budidaya Udang Berbasis Kawasan pada Satker 

Setditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp67,739,051.563,00. 

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal per akun untuk periode yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel B,42 

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per Akeun 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 

Nara Akeun 
besember 1pesember 

Naik (Twru) % 2023 2022 

Belanja Modal Tanah 439146.499 363.820.000 75.326.499 20,70 

Belanja Modal 
388.474.205.810 293.722.501.876 94.761703.934 32,26 Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung 
199.428.086.339 228.180.662.937 (28.752.576.598 (12.60) dan Bangunan 
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Nana Aun 
3Desember fpesember 

Naik(Turu) 2023 2022 «% 

Belaja Modal Jalan, 
15.009.459.521 11316.740.686 3692.718835 32.6 lrigast da Jaringan 

Belanja Modal Lainnya 71.919.535.185 63.800.224.044 8119.311.141 12.73 

Belanja Modal BL 3418441.333 696.182.140 2722259.193 391,0.3 

Total 678.688.874.67 598.080.131.68. 80.608.743.00.4 13,4 

Terdapat peningkatan realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar 13,489% 

yang secara umum berasal dari pengadaan Kapal Pengawas Perikanan kelas 

ll untuk tahun kedua, pada belanja modal lainnya berupa otomatisasi proses 

bisnis digital KKP, dan pada belanja modal BLU seiring dengan bertambahnya 

Satker BLU di lingkungan KP i tahun 2023 menjadi 6 Satker BLU dart 

semula 3 Satker BLU di tahu 2022. 

Penjelasan atas realisasi Belanja Modal menurut jenis akun kami sajikan 

dibawah int 

Belanja Modal Tanah 

Rincian Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp439,146.499,00 dan 

Rp363,820.000,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Tanah menurut 

Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 

2022 disajikan pada tabel di bawah inf 

Tabel B.43 

Rinclan Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tana 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

tDesember 202 31besember 2022 
Kepara.l 

nit Eselon f 
Reallsas 

Naik 
Pag Realls.ad «% Pas Real ls.as % rurun % 

Ditjen PT 356 353 99,16 340 340 100,00 13 3,82 

Ditjen PB 0 0 0,00 24 24 100,00 -24 (100,00) 

Ditjen PSDKP 22 22 100,00 0 0 0,00 22 100,00 

BPPMHKP 6.5 65 100.00 0 0 0,00 65 100,00 

Total 44. 440 99,32 64 364 100,00 7% 20,88 
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Peningkatan belanja modal tanah sebesar Rp75,326.499,00 secara umum 

disebabkan adanya kenaikan pada belanja pengukuran dan pematangan 

tanah pada Direktorat Perikanan Tangkap yaitu leveling pantai dan BPPMHP 

berupa Pengadaan Pengurukan Tanah Balai KIPM Ambon. 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 

tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp388.474.205.810,00 

dan Rp293.722.501.876,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir 

tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah int 

Tabel B.44 

Rinclan Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022 

(dalam jtaan rupiah) 

fbeserer 202 Deemer 2022 
6op.fl 

eall.f 
tat£tot l 

Natl 
la ell.a.sf % Pas el.4 % 

(furn 
% 

Stfen 21841 21$89 98,8$ 26.531 26.25 8,95 (4.664) (1,m7 

ltfen 2158 2157 99,95 3.892 389 99,9 (1.734) (44,56) 

Ditjen PT 28.946 28559 98.6% 67.524 66.556 98,5 (37.997) (57,09) 

Ditje Pi 34.074 33.705 98.92 49484 48.86 98,74 (1$.156) 01.02) 

Dltje P$DP 248.767 248.715 99,9.% 108.796 108.788 99,99 139.927 128.62 

Ditje PD5PK $.112 5.013 98,06 6.605 6.121 92.67 (1.108 (18,10) 

Olten PKRL 4.126 14.034 99,35 18.236 17.783 97,52 (3.749 (21,08) 

8PPSDMKP 1611 16.085 99,84 11986 10.976 91,57 $109 46,55 

8PPM#KP 19.066 18.618 97,65 4.72 4494 95$,15 14.124 314.29 

Total 390.201 388.47% 99,56 297.77% 293.72 8,64 94.752 32.26 

Terdapat peningkatan realisasi belanja modal peralatan dan mesin dari tahun 

sebelumnya sebesar Rp94.751.703.934,00. Belanja modal peralatan dan 

mesin yang signifikan diantaranya: 

Pengadaan KP Perikanan Kelas II (Realese Tahap II) Termin 1 sebesar 

Rp37.596.775.224,00 

+ Termin 2 sebear 113.013.057.806,00 
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+ Termin 3 sebesar Rp50.016.527.131,00 

Repowering Mesin Speedboat Pengawas Napoleon 028 Stasiun PSDKP 

Belawan sebesar Rp2.600.000.000,00 

• Pekerjaan Repowering Speedboat Pengawas Napoleon 027 sebesar 

Rp2.444.442.000,00 

Pengungkapan atas temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2023 

dengan rincian sebagai berikut 

1 Sekretariat Jenderal 

Atas pengadaan fasilitasi pendukung ruang mirroring war room sebesar 

Rp23.440.000,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara pada 

tanggal 1 April 2024 dengan NTPN 9AA681JNFUT3BBUE 

2. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

Atas pengadaan kapal pengawas sebesar Rp879,458.815,00. Atas temuan 

tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 30 April 2024 dengan 

NTPN 35487610V3S11VSG, 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 

tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp199.428.086.339,00 

dan Rp228.180.662.937,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Gedung 

dan Bangunan menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini 

Tabel B.45 

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

Korparasf 
31besember 2023 1Desember 2022 

Reallsasf 
Unit Eselon l 

Naik 
Pagu Reali.ad % Pagu Realisai % % 

(Turun) 

Setjen 69.750 69.712 99.95 23.386 23.386 100,00 46.326 198,09 

Ditjen PT 18.889 18.415 9749 22453 18.782 83,65 (367) (1,95 

Ditjen PB 86.823 86.778 99,95 159.416 159.326 9994 (72548) (45.53) 
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3besember 202. 31Desember 2022 
Komp.arel 

Realisaf 
Unit Eselon 

Naik 
Fag Reallsast % Pagu Realisai % % 

(Turun) 

Ditjen PSDKP 6.748 6.285 93,14 4.984 4.984 100,00 1.301 26,10 

Ditjen PDSPKP 200 198 99,00 60.3 572 94,86 (374) (65,38) 

Ditjen PKRL 470 462 98,30 3.542 3.438 97,06 (2976) (86,56) 

PP5DM 16.484 16.419 99,6 10.779 10.649 98,79 5.770 $4,18 

BPPMHKP 1.164 1158 99,48 7.086 7.043 99,39 (5.885 (83,56) 

Total 200.528 199.427 99,45 232.249 228.180 98,25 (28.753 (12,60) 

Terdapat penurunan realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang 

selaras dengan penurunan pagu anggaran. Realisasi belanja modal gedung 

dan bangunan yang signifikan diantaranya 

Konstruksi Budidaya udang berbasis kawasan Tahap [L-Paket 1 sebesar Rp 

34.995.079.368,00, 

Konstruksi budidaya udang berbasis kawasan Tahap II - Paket 2 sebesar 

Rp32.743.972.195,00. 

Pengungkapan atas temuan pemeriksaan atas laporan keuangan TA 2023 

dengan rincian sebagai berikut. 

L. Sekretariat [ender al 

Pengadaan renovasi tidak sesuai dengan kontrak senilai 

Rp159.585.835,00. Atas temuan ini telah disetor ke kas negara dengan 

NTPN 3AC340NAO4DDFOUK, 633E62G4VP146AB], AEB7561QV3R8FBED, 

dan D80202G4VPHMRA3V. 

2. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Atas pekerjaan konstruksi BUBK tidak sesuai kontrak senilai 

Rp203.549.368,00. 

3. Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

Atas renovasi konstruksi pos pengawasan Pangkalan PSDKP Belawan 

senilai Rp175.802.712,00. Atas temuan ini telah disetor ke kas negara 

dengan NT9N D9654610V3$1M112. 
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4. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan 

dan Perikanan 

Atas pekerjaan belanja modal renovasi tidak sesuai dengan kontrak senilai 

Rp301.704.676,00 

Belanja Modal falan, rigasi, dan Jaringan 

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang berakehir 

tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp15.009,459.521,00 

dan Rp11.316.740.686,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Jalan, 

rigasi, dan Jaringan menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir 

tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel B.46 

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

31 besember 202 31besember 2022 
Konparasl 

ealisasf 
Unit Eselon l 

Nall 
Pag Realisasf % Pag ealisasf % 

(Turun) 
«% 

Setjen 143 142 99,30 0 0 0,00 142 100,00 

Ditjen PT 10.353 10.310 99,58 9997 9.953 99,56 357 3,59 

Ditjen PB 2320 2.314 99,74 646 645 99,8.5 1.669 258.76 

Ditjen PSDKP 1.042 1.042 100.00 502 502 100,00 540 107,57 

Ditjen PDSP'KP 0 0 0,00 50 50 100.00 (50) (100,00) 

Ditjen PKRL 0 0 0,00 168 168 100,00 (168) (100,00) 

BPPSDMKP 998 996 99,80 0 0 0,00 996 100,00 

BPPMHKP 209 205 98,09 0 0 0.00 205 100.00 

Total 15.065 1$.009 99,6.3 11.363 11.318 99,60 3.691 3261 

Terdapat kenaikan realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan yang secara 

mum disebabkan kenaikan realisasi pada belanja modal jalan dan jembatan, 

belanja modal irigasi, dan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan. 

Beberapa belanja jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai signifikan 

diantaranya: 

Rehabilitasi Jalan Produksi di Kawasan Modelling Budi Daya Nila Salin 

sebesar Rp 5.980.048.258,00 
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• Pengadaan Perbaikan Jalan Produksi sebesar Rp 836.468.800,00 

+ Pengadaan Jalan Ketiling sebesar Rp 514.250.600,00 

Perbaikan Saluran lrigasi Depan Politeknik AUP sebesar 

Rp191.810.859,00. 

Pengungkapan atas temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2023 

dengan rincian sebagai berikut: 

I Ditjen Perikanan Tangkap 

Atas rehabilitasi jalan produksi sebesar Rp45,170,495,00. Atas temuan 

tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 2 April 2024 dengan 

NTPN 42B180NA04ALPDA. 

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan 

dan Perikanan 

Atas pekerjaan belanja modal renovasi tidak sesuai dengan kontrak senilaf 

Rp26.492.000,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara pada 

tanggal 22 Apr1 2024 dengan NTPN 03ABB4BVVEMVSUAS. 

Belanja Modal Lainnya 

Rincian Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp71,919.535.185,00 dan 

Rp63.800.224.044,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Lainnya 

menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2023 dan 2022 isajikan pada tabet di bawah int 

Tabel B.47 

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022 

(dalam jotaan rupiah) 

1 esember 202 3ibesember 2022 Koep.ar a.f 
ealls.asf 

nit Eselonl 
Nall 

Fag ealls.asf «% Pas Realisas % (furun % 

Setjen 65.767 65.690 99,88 51.521 51.365 99.70 14.325 27,89 

Ditjen PT 3.757 3.672 97,74 10.042 9.749 97,08 (6.077 (62,33 

Ditjen PB 239 239 100,00 1422 1422 100,00 (1.183) (83,19) 

DHtjen PSDKP 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0,00 
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31Desember 2023 31besember 2022 Konparasl 

Unit Eseton f Reallsas 

Pagu Realisai % Fag Realisasi % 
Naik 

% n' 

Ditjen PDSPP 499 494 99,00 541 $34 98.71 (40) (49) 

Ditjen PKRL 0 0 0.00 800 595 74,38 (595) (100,00) 

BPPSDMKP 1.857 1.825 98.28 135 134 99,26 1691 1.261.94 

Total 72119 71.920 99,72 64.46f 63799 98,97 8.121 12.73 

Terdapat kenaikan realisasi belanja modal lainnya dibandingkan tahun 

sebelumnya yang secara umum disebabkan keselarahan kenaikan pagu 

anggaran. Beberapa belanja modal lainnya yang signifikan diantaranya 

0tomatisasi Proses Bisnis Digital KKP sebesar Rp49,900.000,00 

Interoperability dan Integrasi Platform Komunikasi War Room sebesat 

Rp9.200.000,00 

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Data Citra Satelit 

Radar sebesar Rp4,990.222.955,00 

Belanja Modal BLU 

Rincian Belanja Modal BLU untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.418.441.333,00 dan Rp696.182.140,00 

Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal BLU menurut Unit Eselon I untuk 

periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel B.48 

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU 

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022 

(dalam jutaan rupiah) 

ibesember 2023 1besember 2022 
Korpal 

Reali.a.f 
Unit£«lo l Naik 

Pa Realisasi % ag Reali.ad % % 
(Turun] 

Setjen 295 4 13,90 251 191 76,10 (150) (78,53) 

Ditjen PB 8 80 98,77 0 0 0,00 880 100.00 

BPPSDMK 3769 2498 66.28 $0 506 99,80 1992 393,68 

Total 4.96 3419 69,00 758 697 91,95 2.722 390,$3 
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Penjelasan atas Belanja Modal BLU pada masing-masing Unit Eselon I adalah 

sebagai berikut: 

L. Sekretariat Jenderal 

Merupakan pengadaan berupa alat penghancur kertas, air purifier, dan 

lain-lain 

2. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Merupakan pengadaan berupa sarana untuk kegiatan pelatihan, peralatan 

Prsp, pemasangan granit gedung fishinggear, rehab bangunan wisma 

jaladri, dan lain-lain 

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan 

dan Perikanan 

Merupakan pengadaan berupa AC, pompa air, kursi, mesin proses apung 

meubelair, (pS Reveiver, alat pengolah data, dan lain-lain 
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C PENJELASAN ATAS NERACA 

C.1 Aset Lancar 

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki 

untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas] bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian 

saldo aset lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikeut 

Tabet C.1 

Rincian Saldo Aset Lancar Per Akun 

P 31De ber 2023 d. 31 De: be 2022 er esem an esenm r 

el. 
4Ale 31be202 10es2022 % 

(femur.) 

di8end8engeoar 206.00 182819.39$ (182612.895) (9,89 

Kadi8endah Peria.at 81.39$.000 134.123.000 (52728.000 (39,31) 

Ka4Lay.ad $eeta 481.649.921.126 $90.433963.397 (108784.042.271) (1842) 

pad8ad lay.a Uh 30779.421970 99.61828.421 (68.838.836.451) (69,10) 

lvstale.de.Bad 1a$0.000.000 a.$0.000.000 100.00 
a.ho 
et Di.a Dia(Pepo. 184.60.26 3$738647.201 (33.882.086.936 (4,81 

endpaay.age Mars biter. 23106014.6 19.118371.810 3987.642821 20,86 

Pit Bu.lee %.l 47$00916438 60.89$.9832.124 (13394.915.686) (22.00) 

eyis.ha Pit.g Tidk frt.ah (36242472804 (42292166.6.21) 6.049.693.817 (14,30) 
Piutang Bu.l8a.a.l 

put l %k (Nett 11.258.443.6.34 18.604.665.50. (7.345.221.869 (39,48) 

Pit daneat0per. al 28745.692.709 • 28745.692.709 100.00 
ad Lay. Ur 

erytsiha Pit hike frth (20.423.296818) • (20.423.296.818 100.00 
pug date 0pr..%al BL 

fit diet 0r ' ' 832239581 • 83122395891 100,06 
dairy..U (Nette 

Piutang Lyda1gt io 35.23$.000 $821918 29.413.08.2 505.21 
0pet l8LU 

Penyhe ft.en dk frt.h (35.235.000 (2110 (35.205.80 120.940,8%8 
Pit8LU/Lyda1eat.ion 
Operosional 8LU 

it8Lay.an1eat • $.79280.8 (5.792808 (100,00) 
io09 ' gt (Netto] 

rse.a 1244.601.83 77957.222097 13287.379.742 17.04 

Total 7$9.248.960.8% 841.792.86.3.632 (8.543.902.776) (9,81 

C.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran 

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung 

jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum 

dipertanggungiawabkan atau belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca. Saldo Kas di 
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Kenai\en 
Nana Aken 310es 202 310es 2022 %% 

(Penurunan] 

Sisa Ks UP 206.500 6.462696 (6.256.196) (96,80) 

Slsa Kas TUP 0 176.356.699 (176.356.699) (100,00) 

Total 206.500 182.819.395 (182.612.895 (99,$9 

Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar 

Rp206.500,00 dan Rp182.819.395,00 

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berupa sisa kas uang persediaan (UP) dan 

tambahan uang persediaan (TUP) adalah sebagai berikut: 

Tabet C.2 

Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per Alum 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 terdapat pada unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabet C.3 

Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pada Masing-Masing Eselon f 

P 310 b, 2023 d. 31 De. b 2022 er esemt«er an esemter 

4ibeember 2024 4leer 202 
No h/tel l 

Std 0 $at fused ale 0l Std r furoh 

' DitjenT 206. 500 0 206.500 $00.000 0 $00.000 

2 Ditjen PS.DK 0 0 • t.930.000 • 1.930.000 

' Dtjen PL 0 • • 4.032.69% 0 4.032.6% 

4 8P20MP 0 • 0 0 176.356.69 176.34.699 

%tl 206.50 • 206.500 6.46269.%6 176.36.6/1 182.819.39.5 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 hanya terdapat pada Eselon f 

Ditjen Perikanan Tangkap yang merupakan sisa UP pada satker Dinas Ketahanan Pangan, 

Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Sisa kas tersebut telah disetor ke kas negara 

tanggal 5 Januari 2024 dengan NTPN F197B1GCACGTUTPD. 

Terdapat perbedaan saldo rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 antara 

data pada aplikasi SAKT /LP] Bendahara dengan data SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening 

Terintegrasi) Kementerian Keuangan sesuai dengan rincian dan penjelasan pada tabel berikut. 
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TAbel C.4 

Rincian Perbedaan Data SPNT Dengan Rekening Bendahara Pengeluaran 

Per 31 Desember 2023 d 31 De. ber 2022 an esempe 

seton 1/ Nara Banke 
Sal do Keterangan/penjel iomor Saldo No 

Rekeening (SAKTI/Ly Selis#hr as.an a.a$ 
Nam Sater No ekenlng SPRINT 

endahara perbedaan 

' BPPSDMKP 810001120915 Bank Mandiri 0,83 0,00 0,83 Disebabkan oleh 

Poltek KP BPN 039 bunga bank pad.a 

Kupang Politeknik KP tahun 2021 sebesa 

pang 1.17183 disetorkn 

oleh bendahara 

senilai 1.174 karena 

Modal Bendahara 

pada aplikasi Sake 

tidak 

megalomodir 2 

(dua) angla 

di belakamg koma 

sP] Bendahara no 

er esemoer an esen er 

Kenaikan 
Nara atier 31Des 2023 31 Des 202 % 

(Penurunan 

ppN Karangant 15.324.000 7.984.000 7.340.000 91,93 

PPN Sunga~at . 581 000 (581.000) (100.00) 

PPS Belawan . 1.395.000 (1.395.000) (100,00) 

ppN Teer.ate 3.492.000 2.160.000 1.332.000 61,67 

ppN pig 810.000 686.000 124.000 18,08 

pN rondong 7.008.000 1.544.000 $.464.000 353,89 

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan 

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung 

jawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari sisa uang penerimaan negara bukan pajak 

yang belum sempat disetorkan ke kas negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara 

Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp81.395.000,00 

dan Rp134.123.000,00 

Kas di Bendahara Penerimaan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap 

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada masing-masing satker adalah sebagal 

berikut 

Tabet C.5 

Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 

Pada Masing-Masing Satker 

P, 310 b» 2023 d. 310 b» 2022 
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Nam.a Saker 
Kenalka 

310es 202 31 bes 2022 «% 
(Penrunan) 

PPS Nian Zachman 54.204.000 101.637.000 (47,433.000) (46,67) 

pps Kendal . 8.200.000 (8.200.000) (100,00) 

PN Sibolga . 228.000 (228.000) (100,00) 

pp Aeon . 210.000 (210.000) (100,00) 

PPNKejawa.nan 78.000 9.498.000 (9.420.000) (99,18) 

pps gungs 159.000 . 159.000 100,00 

PPN Pelabuhan at 320.000 . 320.000 100,00 

Total 81.395.000 134.123.000 (52.728.000) (39,31) 

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan negara bukan pajak berupa jasa 

pas masuk pelabuhan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dalam bentuk uang tunai 

setelah jam operasional bank persepsi tutup pada akhir tahun 2023, sehingga uang tunai 

tersebut tidak dapat disetorkan langsung ke Kas Negara pada tanggal 3I Desember 2023. 

Pendapatan tersebut baru dapat disetorkan ke kas negara pada tanggal I sampai dengan 7 

a ten anan ng p 

Nee Saker NT Tgal etor Nitad Seto an Juml.ah 

pps Niam Zachman FCB3E2G4VP8NH8OU l Januan4 2024 19.264.000 54.204.000 

72025264vP8HJ04 2Janean1 2024 23.015.000 

D43808N.3E49CUI8S 2la4 2024 11925.000 

PN PuLbha Rat 8F1D17QL/0N10516 2 Januani 2024 320.000 320.000 

ppeawan.a 4367F610031847A lanai 2024 78.000 78.000 

PPN Pig 350812G4VP8NG5U6 2Januani 2024 810.000 810.000 

PN Brondong FAAF36BEU4LAPAN 2lanuart 2024 78.000 7.008.000 

BOB91 1NUMB3KAH 2lanaar1 2024 90.000 

2BAE I6UBEUALHPLI 2lanuar1 2024 1.774.000 

BO7C13CIR3TQRV 2laua4 2024 2.398.000 

D7DP92G4VP8NGRSO 2Januari 2024 2.668.000 

PPS ungus $FD34550P9014A61 7Januani 2024 56.000 159.000 

9CC901JNFUMFGA 3N 7Jamar1 2024 63.000 

0A1246U8EU4PU9CF 7Jar1 2024 40.000 

Januari 2023. Pendapatan tersebut telah dibukukan tanggal 31 Desember 2023 dan disimpan 

dalam brankas Bendahara Penerimaan masing-masing satker 

Dattar rinci penyetoran saldo kas di Bendahara Penerimaan ke kas negara pada bulan Januari 

tahun 2024 adalah sebagai berikut 

Tabel C.6 

Rincian Penyetoran Saldo Penerimaan Tahun 2023 Disetor Tabun 2024 

Pda Ditje Perik a ka 
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Nama Satker Np Taggal Setor Nila4 Setoran Jumla.h 

ppNfr.ate EC3E6264VP8MG10V Januari 2024 1446000 3.492.000 

5DA806U8EU4 LGEQR 2 lanear1 2024 1776000 

9FF3DONA043TM.300 2 Januani 2024 270.000 

PPNKaragat E3DH IONA043UMLHS lanaai 2024 6,744,000 1$.324.000 

EB22A610V319416G 2lanoar1 2024 8,580,000 

Total 81.395.000 81.395.000 

er esemper n esem 

Kenalkan 
Nam.a Aken 31 Des 202 31bes 2022 % 

(Penurunan] 

Kas Lainnya di 21420.000 1941.343 19478.657 1.003,36 
Bendahara Pengeluaran 

Kas Lannya di 481.490.774.994 590.370.647.054 (108.879.872.060) (18,44) 
Kementenian Negara/ 

Lembaga dart Hibah 

Kas Lalnnya di 0 1.000.000 (1.000.000) (100,00) 
Bendahara Penerimaa 

Kas Lainnya di BLU 137.726.132 60.375.000 77.351.132 128.12 

Total 481.649,921.126 $90,433.963.397 (108.784.042.271) (18,42) 

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas 

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal 

dari UP/TUP kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap 

dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo 

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar 

Rp481.649,921.126,00 dan Rp590.433.963.397,00 

Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut: 

Tabel C.7 

Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per Akn 

P, 31p b 2023 da1 31 De ber 2022 

Penjelasan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per masing-masing akun adalah sebagai berikeut- 

C.1.3.1 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas berupa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan 

kas selain yang berasal dari bang Persediaan, dapat berupa bunga jasa giro yang belum disetor 

ke kas regara, uang pihak ketiga yang belum diserahkan atau pajak yang belum disetor. Saldo 

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah 

sebesar Rp21.420.000,00 dan Rp1.941.343,00. 
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Rincian saldo Kas di Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing unit Eselon I 

adalah sebagai berikut 

Tabel C.8 

Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 
Pada Masing-Masing Eselon f 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenaika 
Unit Eselon E 31 Des 2023 31bes 2022 % 

(Penurunan) 

Ditjen PT 21420.000 1.581.343 19.838.657 1.254.54 

BP2SDMKP 0 360.000 (360.000) (100,00) 

Total 21420.000 1.941.343 19478.657 1.003,36 

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan pajak atas honorarium 

narasumber tahun 2023 yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara senilai 

Rp21.420.000,00. Pajak tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 2 dan 3 Mei 2024. 

C.1.3.2 Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah 

Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 adalah sebesar Rp481.490,774.994,00 dan Rp590.370.647.054,00. 

Rincian saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada masing-masing 

unit Eselon I adalah sebagai berikut: 

Tabet C.9 

Rincian Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah 

Pada Masing-Masing Eselon 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenaikan 
Unit Eselon l 31 bes 202 31 Des 2022 % 

(Penurunan) 

Setjen 480.157.103.421 587 270.928.860 (107.113.825.439) (18,24) 

Ditjen PT 450.480.375 2.045.673.996 (1.595.193.621) (77,981 

Ditjen PRL 883.191.198 0 883.191.198 100,00 

BP2SDMKP 0 1.054.044,198 (1.054.044.198) (100,00) 

Total 481.490.774.99.4 590.370.647.054 (108.879.872.060) (18,4-4) 

Penjelasan ringkas atas saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada 

masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut: 

• Sek@retariat Jenderal 

Merupakan saldo kas terkait proyek Development of Fisheries Sector in Outer Islands dari 

hibah 0DA-Japan International Cooperation Agency (CA) yang dicatat pada Biro Umum 
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dan PB]. Hibah langsung Pemerintah Jepang melalui JICA untuk pembangunan 6 (enam] 

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, 

Biak dan Moa, yang dimulai dari tahun 2019 dan direncanakan selesai pada tahun 2026. 

6 (enam) SPT tersebut berada di bawah eselon I Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen 

Penguatan Daya Saing Produk KP 

Hibah tersebut diatas diberikan pada 2 (dua) fase yaitu sebagai berikut: 

a. Fasel dengan sebesar N2.500.000,00 dengan nomor register hibah 2FMFRX6A, sesual 

Grant Agreement yang ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2018; 

b. Fase ll dengan sebesar V3.000.000,00 dengan nomor register hibah 2CK4LTSA, sesuai 

Grant Aggrement yang ditandatangani pada tanggal 2 Februar1 2021. 

Dana setiap fase ditempatkan rekening penyalur (dalam mata uang Yen Jepang) dan 

rekening penampung (dalam mata uang Rupiah Indonesia) yang berbeda. Rekening 

penampung adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk 

menampung dana hibah dalam mata uang Yen Jepang sedangkan rekening penyalur 

adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk 

menyalurkan dana Hibah yang berasal dari Rekening penampung 

Pada tanggal neraca 3 Desember 2022, kas dalam mata uang Yen Jepang disajikan dalam 

mata uang Rupiah Indonesia dengan dasar kurs tengah 1¥=Rp117,57, dengan rincian 

saldo kas di K/L dari hibah per rekening adalah sebagai berikut: 

Tabel C10 

Rincian Saldo Kas di K/L dart Hibah Per Rekening Pada Sekretariat Jenderal 

P 310 b» 2022 er esem er 

Saldoelendn Kur Saldiera 
No 

ens elend/artahang/oo 
Tengal Per3t bes 2022 Relenlt/Na elem.lg Per 1 Des 2022 
t (dalam p) 

4SI(No Register 2MFRKA) 

' eked pen.pg-1¥ Py 11,57 117.576.594.501 

1960690254 1.000.056.090 

Br tum de Peng.de Bag da [as. 

2 eked.g peyall1p.# Rp116.978.333.2 16.978.333.28.3 
196069024.3 33 

Bro Ur dan Peng.ad.an Bara.g an/as. 

Subtotal 234.554.927.74 

ASE (No Retter 2CK41T4) 

' eenng pnapga+JP 3.000.051.043 117,57 352.716.001.126 
1960690232 

Bro Unum da Peng.ad.an barang dan[as.a 
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us Saldo Nena 

No 
fends keening/Mata than/Non Saldo keening 

Teegah Per 31 Des 2022 
Relenin/Na keled er 10es 2022 

8 (dalam p) 

2 kellg penyal or Ip • • 1960690221 

Biro tum da Peng.da Bag dan [a.a 

Subtoal 352.716.001.126 

TOTAL $87.270.928.860 

Ringlasan mutasi Nilai Kas Lannya di Kementerian Negara/Lembaga dart Hibah selama tahun 

2023 dalam mata uang rupiah disajkan sebagait berikut dalam 

Tabel C.11 
Ringkasan Mutasi Kas Lainnya di K/L dart Hibah [CA 

Th 2023 a An 
N t/rd fuel 

' 
Fasel(No. ester 2FMFRX6A] 

$ad Awad per1ember 202 234.55$4.927.734 

A Mutt ah 2007.360.8.38 

' Pengesaha fend.ap.at Tahon 2023 dart 2006.265.$5 
kRelend Ruth 

2 Peng.ah. Pendapatan Tahu 2023 dart t.09s 28E 

ekenin Yn (bug dkowee a rs 
ten, 131 De 2023, 1¥ R109.$$ 

• Muted Kurang (62291.686.363) 

• Pengesah.a Bela di Reel.g Rupiah $3.931214.051 

2 Sell#h Kur elu feealls.af 

at al.d relentng Yen (N1000066090 ¥ 8.360.468.912 
011,5-109,21 

b tas bung relenting Yen (499/98 (109,$. 3399 
109,21)) 

$aldo Akhr per I Dember 202$ 174.270.602.209 

l fa I(No Register 2CK4LT$4) 

Sal.do Aw.al per Daber 2022 3$2.716.001 126 

• Muted Tab.ah 1022151728 

' Pengesaha Pend.p.at Tahu 202 dart 1019499.851 
ekenlRupal 

2 Pengesah.a Pendapatan Tahu 202 da 2651.877 

kekeening Yen (bung dlkovers denga rs 
teer ·BI31 De 2024,1¥+109,55 

• Mute Kura (47851.651.642) 

' Pengesaheaja dart eking Rupiah 22672.216.692 

2 $elit Kur Belum Tere.alls.al 

as lido relenting Yen (42100.051.043 ¥ 17556.426.719 
117,57109,21 

b at bong re.lending Ye (0999.8 %(109$6. 8.230 
109,21)) 

3 Selisih Kurs Treallsasi (4900.00/0.000(117,57 7.623.000.000 

109,1) 

Sad Akhfr per 31 Deem.her 2023 305.886.501.212 

fol$aldoelendg Fae Ida a tl 480.157.103.421 

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan TA 202:J Al.ld1red - 

' 



Penjelasan dart mutasi Nilai Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah adalah 

sebagai berikut 

a. Pengesahan pendapatan (bunga rekening) dilakukan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 

memggunakan Kurs Tengah BI per 31 Desember 2023, yait 1¥=R109,55,karena pada saat itu 

Bank Indonesia belum mengeluarkan Kurs Penutup 31 Desember 2023 

b. Pada tanggal 11 Mei 2023 dilakukan perpindahan dana keloar dant rekening Yen fase 2 

sejumlah ¥900.000.000 dengan kurs BNI (best rate) 1¥=Rp109,10, masuk ke rekening Rupiah 

fase 2 sejumlah Rp98,190,000.00,00, 

c. Rincian atas Pengesahan Belanja dani Rekening Rupiah Fase I dan Fase ll adalah sebagal 

berikut 

Tabet C.12 

Ringkasan Pengesahan Belanja dari Rekening Rupiah Fase I dan Il 

No trlan Pembayaran sKPT /PPL Nita (Rp) No sP2L 

A Relening 1960690243 (IDR) Fae 1 No 53.931 214.051 
Register 2FMFRX6A 

• ekerja.an [as Kosultans.i Perencaa.a. ppsadoi 96.813.000 09168 
Pekera Proteket Ting Panatg Dene.g 
Tab.ah.an di Kah Bike Nufor 

2 eleerja.a Kostrukei rotekesi fig Pang Padol 829.219.000 9369&9947 
berm.aga abaha tab. Blake Numtot 

3 Jsa Kosultai fin Lingkugan (Termin 3) $Pr Mo 28$.315$.300 0994 

4 Peleerjaa Kostruket Paar k Tikur (Uag $KPT Mo 3.207.186.800 09369 
Mula] 

5 Paket Peker.a las.a Konsulti Pereda $KTM6 13.800.000 09168 
Pembagun.a (Terrain SJ 

6 Peng.was.a Pera.bagun.a rasaran.a da $KT M 138.000,000 09369 
Saran.a di LuarKawas.a Pel.abuh.a pad (tag 
Mula 

' Pele.aa Pembagun.a Preen.a dan Sara.a $KPTM6% 2565.749.440 09947 
di LurKawas.a Pelabuh (Terri 1 

8 Jas.a Kosltsi Konstrukl Pen$aw.as.a $KPT M6 110.400.000 09947 
Pee.bang.an Prasaran.a da Sara.a di Loa 

Kawas.a el.bu.ha (Terin I 

' TC ereea.a pendampinga tender $PT Samlakd 7$.227.800 09168 
(Termin 6) 

10 Pelerja Konstrukeg pp tel (fern 1 $KPT Sahaki 18999.576.007 09030 

t Paket [as.a Konsultasi Kostrukesi Peke/j.a.a $KPT Saumlakd 457,700.000 09030 
Peng.aw.as.a Pee.bagun.a rasaran.a da 
Sara PP Ukurtram (Termin1) 

12 las. Konsultai onstruksi embagun.a. $PT Sam.akd $72125.000 09947 
rasaran.a da Saran.a Peal buhan Penile.a. 
blurtaran (Terrain It) 

13 Kostruksi Penmbagum.a Peluha erk.a.a $PT Saumlakid 25.500.966.704 090.30 
terse (fer 

14 TC Perencanaan SMKK (Trmin SJ $PT Saul.a.kd 13.800.000 09168 

15 Pekerjaa Maje men Konstru.ks4 f Artefae L.05153$.000 09947 
Arkindo (Termin 4,5,6) 

16 Peng.ad )a.a osultans. penena gprMoroti 13.800.000 09168 
pembagun.a (Teri 4] 
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No hrala Penayaran sKT /PPL Nita (p) No sP2HL 

• keening 1960690221 (IDR) Fas¢ 2No 221.672.216.69.2 
esister 2CK4LT4 

1 eleerja.a Konstrulee pp Tker (0lg Mule ST Mo. 5.999,127,900 09941 

2 elerj.an Kostrukst PP Dao Maj (lg $PT Moot 16.673.088.792 0856.2 
Mule] 

Total 76.603.430.743 

Beberapa progress pekerjaan tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati 

dan ketentuan disbursement fase 1 dan 2 (Policy Matrix and Disbursement Linked 

Indicators Phase 1 and 2), yang seharusnya sudah selesai pada 31 Desember 2023, 

namu men galami keterla mbatan sehingga dilakukan adendum, yaitu pekerjaan pada 

SKPT Moa 

i. Atas keterlambatan pekerjaan telah dilaksanakan Rapat Pembuktian / SCM 1 

dengan memberikan masa uji coba tahap 1 s.d. 4 Februari 2024; 

ii. Berdasarkan rapat pemantauan tanggal 5 Februari 2024, uji Coba Tahap 

dinyatakan GA6AL penyedia hanya dapat mencapai progress 4,21% dari 

bobot realisasi yang diharapkan 38,159% (keterlambatan pekerjaan 

44,142%). Pengawas akan menerbitkan surat pernyataan bahwa uji coba 

pertama gagal da ppy akan menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis 1 

dan selanjutnya diselanggarakankan SCM 2 

SKPT Morotai 

Atas keterlambatan pekerjaan telah dilaksanakan Rapat Pembuktian / SCM 1 

dengan memberikan masa uji coba tahap 1, s.d. Akhir Minggu ke 55 (26 Januari 

s.d. 23 Februari 2024) 

ii. Bobot realisasi yang diharapkan 48,159% dari rencana Progress 57,002% pada 

akhir masa uji coba tahap l, 

iii. Pada tanrggal 6 Februari 2024, telah dilakukan rapat pemantauan Uji Coba Tahap 1 

dengan hasil s.d. MS2 progress yang telah dicapat adalah 32,99% dani rencana 33,31% 

(keterlambatan pekerjaan -13,9959%] 

Terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP Tahu 2023, terdapat temuan 

pemeriksaan yaitu kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Konstruksi Proteksi Tiang 

Pancang Dermaga Tambahan PPI Fandoi di Kabupatan Biak Numfor senilai 

Rp133.813.000,00 yang sudah dikembalikan oleh pihak penyedia jasa ke Rekening RPL 

140 Biro Umum dan PB] Nomor 1960690243 (1DR) pada tanggal 23 April 2024 
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d. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2022 

tentang Akuntansi Pencatatan Dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang 

Asing, yaitu perhitungan konversi saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga 

dari Hibah berdasarkan saldo rekening per 31 Desember 2023 menggunakan kurs 

penutup 31 Desember 2023 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 1¥=Rp109,21 

dan terhadap selisih kurs antara pencatatan per 31 Desember 2022 dengan per 31 

Desember 2023, dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi dan beban selisih 

kurs terealisasi 

Saldo akhir Kas Hibah [ICA dapat dirinci per rekening dalam mata uang Rupiah dan Yen 

Jepang yang dikonversi menjadi Rupiah Indonesia sebagai berieut 

Tabel C.13 

Rincian Saldo Kas di K/L dart Hibah Per Rekening Pada Sekretariat Jenderal 

Per 31 Desember 2023 

$aldoeleening 
Saldoieraca 

No 
end#elend/Mat (lag/Non Kur$ 

Per 31 Des 2023 keening/Nam Rele.ln Per 31 Des 2023 emutp 
(dalam p] 

ASE 

' eked$ pen.apong.an PY 1.000.066.088 109.21 109.217.217.470 

1960690254 

Biro them da Peng.ada.an Bara.g da /as.a 

2 eke.in peyau+ID.# 65.053.384.739 65.053.384.739 

196069024.3 

Biro Unum d Peg.ad.a Barg da[a. 

Subtotal 174.270.602.209 

ASE If 

' eending penapug.a [PY 2100.075.250 109.21 229.349.218.05.3 

1960690232 

Bro Ur dan engad.a Barag alas.a 

2 kekeening pemy.lurtg 76.537.283.159 76.537.283.159 
1960690221 

Bro Um dan Peng.ad.aan Baran.$ a.as.a 
$ubtoal 305.886.501 212 

TOTAL 480.157.103.421 

Terdapat perbedaan saldo Kas Lainnya di kementerian Negara/Lembaga dart Hibah per 

31 Desember 2023 antara Neraca dengan LP] Bendahara yang merupakan akumulasi dari 

tahun 2022, disebabkan jurnal pengakuan atas beban selisih kurs belum terkonekst 

dengan modul Bendahara pada aplikasi SAKTI. Terkait hal tersebut Kepala Biro Umum 

dan PB] sudah bersurat kepada Direktur SITP Kementerian Keuangan dan belum 

mendapat penyelesaian atas permasalahan tersebut 
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Saldo Kas Hibah [ICA per 31 Desember 2023 sebesar Rp480.157.103.421,00 akan 

digunakan untuk penyelesaian pekerjaan -pekerjaan konstruksi tahun 2024 sampai 

dengan 2026 sesuai dengan Grant Agreement. Rencana dan progress fisik dari proyek 

Development of Fisheries Sector in Outer Islands dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

Gambar C.1 

Rencana Progress Fisik Pembangunan Proyek Hibah [ICA 

Sampai dengan Tahun 2024 
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2. Ditjen Perikanan Tangkap 

Merupakan saldo kas terkait proyek The Eco-System Approach to Fisheries Management 

(EAFM) in Eastern Indonesia dari hibah Global Emvironmental Facility (GEF-6) pada satker 

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Project GEF merupakan salah satu bentuk 

kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan WWF.US GEF Agency, 

Program ini merupakan bagian dari program perikanan global yang disebut CFI (Coastal 

Fisheries Initiative) yang mencakup 3 wilayah geografi, yaitu Amerika Latin, Afrika Barat 

dan Indonesia. Dengan demikian, program ini memberi kesempatan kapada setiap negara 

di wilayah ini untuk saling berbagi pengetahuan, inovasi, pengalaman, dan pembelajaran 

dalam pengelolaan perikanan pantai. Hibah GEF-6 CF untuk Indonesia ini diawali dengan 

penandatanganan grant agreement antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan 

WWF-US GEF Agency pada tanggal 23 Desember 2019 serta telah didaftarkan sebagai 

hibah langsung barang dan jasa ke Kementerian Keuangan, dengan register No. 2QT$8A9A 

per tanggal 10 Februari 2020 
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Dalam struktur pelaksanaan hibah, Kementerian Kelautan dan Perikanan cq. Direktorat 

Pengelolaan Sumber Daya lkan, Ditjen Perikanan Tangkap bertindak sebagai Executing 

Agency, sedangkan WWF GEF Agency merupakan Implementing Agency. Dalam dokumen 

grant agreement kegiatan GEF ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2020 sampai 

dengan 28 Februari 2025. Poyek Hibah ini dilakasanakan dalam rangka mendukung 

pelaksanaan Implementasi EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries Management) di 

Indonesia Timur (Area Manajemen Perikanan (FMA) 715, 717 & 718), dimana dalam 

pelaksanan kegiatan ini terbagi atas 3 komponen, yaitu; 

a. Komponen A Penerapan EAFM pada FMA 715,717& 718,84, 

b. Komponen B: Penerapan Proyek Perbaikan Perikanan pada FMA 715,717,718; dan 

c. Komponen D : Penerapan pengelolaan pengetahuan, Pengawasan dan Evaluasi 

perikanan pesisir yang berkelanjutan pada FMA 715, 717,718. 

Total Hibah yang Diterima (dalam bentuk uang) sebesar $7.375.690 atau 

Rp103.093.706.975,00 (Kurs 1 US$ + Rp13.977,50 tanggal 23 Desember 2019) 

Jumlah hibah yang telah digunakan s.d tahun lalu (2022) adalah sebesar 

Rp20,711,124.000,00, sedangkan Jumlah yang telah digunakan pada tahun int (2023 

adalah sebesar Rp22.752,719,712,00 yang terdiri dari saldo awal tahun 2023 sebesar 

Rp2.045.673,996,00 dan pendapatan hibah tahun berjalan sebesar Rp20,707.045.716,00, 

dart jumlah pagu hibah sebesar Rp22.752.719,712,00, telah disahkan ke KPPN Kusus 

Pinjaman dan Hibah sebesar Rp22.302.239.337,00 secara bertahapan dengan rincian 

sebagai berikut: 

2023 

Tabel C.14 

Rin ia M tasi Kas Hibah id: DJPT Tab A e " " a pata "" nggaran 

Ural.a Nilaf 

Saldo wal TA 2023 2.045.673.996 

Mutast Tam.bah; 20.707.045.716 

, Pendapatan Hibah Tahu 2023 ! 20707045.716 

Dana Hibah TA 2023 22.752.719.712 

Muta Kur (22.302.2319.337) 

. Pengesahan Belanja No SPHL 011591/238720/2023 2045.275.000 

. Pengesahan Belanja No SPHL 014971/238720/2023 7.556989.470 

. Pengesahan Belanja No $PHL 016691/238720/202.3 5.640.785.867 

. Pengesahan Belanja No $PHL 0208.3T/238720/202.3 6.723.206.962 

. Pengesahan Belanja N6 $PHL. 02086T/238720/202.3 330.761.000 

. Pengesaha Belanja No SPHL 921091 /238720/202.3 5.221.038 

Saldo Akhir TA 202.3 450,480.375 
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Sisa saldo sebesar Rp450,480.375,00 akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pada 

Triwulan I Tahun Anggaran 2024 dengan rencana kegiatan sebagai berikut: 

a. Project Steering Comitee GEF6 dengan rencana anggaran biaya sebesar 

Rp150.00.000,00, 

b. Monitoring pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara 

Republik Indonesia (WPP NRT omor 715,717 an 718 sebesar Rp300.480.375,00. 

3. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Merupakan hibah luar negeri berasal dari Korea Maritime and Ocean University 

Concortiuum (KMOUC) dengan kegiatan The Establishment of Marine and Fisheries Scientific 

and Technical Cooperation yang merupakan pemindahan saldo kas hibah dari Unit Eselon 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP pada satker Pusat Riset Perikanan 

dengan nlad awal Rp1.054.044.198,00. 

Pemindahan pengelolaan kerja sama dikarenakan secara strategis proyek kerja sama ini 

sangat relevan dengan tugas dan fungsi pada satker Direktorat Jasa Kelautan yang ada 

pada Unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dalam perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan 

bangunan dan instalasi laut dan wisata bahari. Selain itu kegiatan ini mendukung 

kebijakan pengelolaan pesisir dalam rencana Tata Ruang maupun rencana Zonasi 

kawasan RZP di kawasan yang memiliki anjungan minyak dan gas lepas pantai pasca 

produksi sebagaimana tugas fungsi Ditjen PKRL 

Pada tahun 2023 terdapat pengesahan hibah langsung luar negeri untuk kegiatan 

pengembangan kebijakan Rigs to Reefs pada Direktorat Jasa Kelautan sebesar 

Rp170.853.000,00 sehingga sisa Kas Lainnya di K/L dart Hibah sebesar 

Rp883.191.198,00. Sisa Kas tersebut akan digunakan untuk kajian Rigs to Reefs dan 

monitoring dan evaluasi kajian yang rencananya akan dilaksanakan pada tahu 2024. 

C.1.3.3 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan 

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

adalah sebesar Rp,00 dan Rp1.000.000,00 

Rincian saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan dengan rincian pada masing-masing unit 

Eselon I adalah sebagai berikut 
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Unit se lonf 31 bes 202 
Kena la 

31 Des 2022 % 
(Penurunan 

BP2SDM KP 0 1.000.000 (1.000.000) (100,00) 

Total 0 1.000.000 (1.000.000 (100,00) 

Tabet C.15 

Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan 

Pada Masing-Masing Eselon L 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan 

Pengembangan SDM KP per 31 Desember 2022 merupakan pendapatan atas penjualan barang 

hasil kegiatan penyuluhan dan setoran biaya pendidikan. 

Ken.aka 
nit felon l 3t Des 202 3 Des 2022 %% 

(Penuruna 

Setfen 77.540.831 60.375.000 17165.831 28,43 

piten P 30.000.001 0 30.000.001 100,00 

BRSDM KP 30.185.300 0 30.185.300 100.00 

Total 137.726.132 60.3175.000 77.351.132 128,12 

C.1.3.4 Kas Lainnya di Badan Layanan mum (BLU) 

Saldo Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLUJ) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022 adalah sebesar Rp137.726.132,00 dan Rp60,375.000,00. 

Rinclan saldo Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU) pada masing-masing unit Eselon I 

adalah sebagai berikut: 

Tabet C.16 

Rincian Satdo Kas Lainnya di Badan Layanan mum 

Pada Masing-Masing Eselon f 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Penjelasan ringkas atas saldo Kas Lainnya di BLU pada masing-masing unit Eselon I adalah 

sebagai berikut. 

1 Sekretariat Jenderal 

Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU) pada Sekretariat Jenderal terdapat pada 

Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang merupakan 

setoran masuk pada rekening penerimaan satker LPMUKP yang masih dalam proses 
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er esen er an esen +er 

Kenaika 
Unit Eselonl 31 Des 202 31 Des 2022 % 

(Penurunan] 

Setjen 14.569.316.359 97.799.281.648 (83.229.965.289 (85,10) 

identifikaasi debitur sejumlah dan kelebihan pembayaran provisi oleh debitur yang 

pencairan dana bergulir dilakukan secara bertahap 

2. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU) pada Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat 

pada satker BLUPPB Karawang yang merupakan pembayaran piutang PT Perindo 

(Persero) pada rekening dana kelolaan namun belum disetor ke kas negara sebesar 

Rp30.000.000. Kas tersebut sudah disetor tanggal 2 Januari 2024 dengan NTPN 

1123255DF8VSNUHD. Selain itu, Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU) juga 

merupakan selisih Rp1,00 yang disebabkan kekurangan pembayaran belanja dan sudah 

disetorkan ke pihak ketiga tersebut pada tanggal 2 Januari 2024, 

3. Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP 

Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU) pada Badan Penyuluh dan Pengembangan 

SDM KP terdapat pada satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal yang 

merupakan uang muka pelatihan yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024 

sebesar Rp24.399.000,00 dan terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP tahun 

2023 terdapat temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yaitu kelebihan belanja 

pegawai tahun 2021 dan 2022 senilai p5.786.300,00 yang masih ada di brankas 

bendahara pengeluaran dan belum dilakukan penyetoran ke kas Negara pada tanggal 31 

Desember 2023. Atas temuan pemeriksaan tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas 

Negara pada tamggal 20 Februari 2024 dengan NTPN 0EA1848VVEH15CSM dan 

D78C648VVEH15ER]. 

C.1.4 Kas Pada Badan Layanan Umum 

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo yang berasal dari akumulasi bersih 

pengesahan pendapatan PNBP BLU dan belanja BLU yang bersumber dari PNBP Saldo Kas 

pada Badan Layanan Umum (BLU)per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah 

sebesar Rp30,779,421.970,00 dan Rp99.618.258.421,00 

RInclan saldo Kas Lainnya Pada Layanan Umum pada masing-masing unit Eselon I adalah 

sebagai berikut. 

Tabel C.17 

Rincian Saldo Kas Pada Badan Layanan Umum 

Pada Masing-Masing Eselo f 

P 31p b, 2023 d 31D b» 2022 

/..apor,NI Kewngan Kementerl4n Kelautiln diln Perf/c;J11,3n T.ihull4n TA .l02J Aud!t.ed - 



Kem.adk 
Unit Eelon l 31Des 2023 31 Des 2022 % 

(Penurwnan) 

D[PB 13966932.778 • 13.966,932.778 100.00 

BRSDMKP 2243172833 1818976773 424.196.060 23.32 

Total 30.779.421.970 99.618.258.421 (68.838.836.451) (69,10) 

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum mayoritas tersimpan dalam beberapa rekening yang 

secara umum fungsinya sebagai penampung penerimaan dan pengeluaran. Saldo Kas dan Bank 

BLU pada masing-masing unit Eselon l per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

Sekretariat Jenderal 

Terdapat pada BLU LPMUKP Sebesar Rp14.569.316.359,00. 

2. Diten Perikanan Budi Daya 

Terdapat pad BLU Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara sebesar 

Rp1.639.456.096,00; BLU Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) 

Karawang sebesar Rp9.620.289.550,00; dan BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau 

(BPBAP) Situbondo sebesar Rp2.707.187.132,00. 

3. Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP 

Terdapat pada BLU Bala Pelatihan dan Pen yuluhan Perikanan (BP3] Tegal sebeat 

Rp963.979.677,00 dan BLU Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Sidoarjo 

sebesar Rp1.279.193.156,00. 

Rincian Saldo Kas pada BLU per rekening bank per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

adalah berikut ini 

TAbel C.18 

Rincian Saldo Rekening Operasional BLU 

Per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 

$ale 
io in.a8an. fen0 

31bes 2023 31bes 2022 

Sele.triatledral 14.714.971.$55 97,845.231.645 

Lemb.al elol.a Mod4th 14.714.971.855 97.845.231.645 

' lake Neg el.i Opet ' lest. 13537659.317 14.362 188.343 

2 Bak ayat l Rel ing 0e we 1.177.312538 8483.043.302 

3 Bakley%at kele in Opet l Petela • • 
• Depot • 7$.000.000.000 

bite er a 8%i 0. 13996.932.782 • 
8a4La.ohs.Preda.4Peri8id0 9.650.289.551 • 

f ]sklwBara ]gleeing Opet 4mt nl 9.620.289.551 • 
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No. Nama Bank Peruntukan 
Saldo 

31 Des 2023 31 Des 2022 2  Bank Jawa Barat  Rekening Operasional Penerimaan 2  0  0  3  Bank Jawa Barat  Rekening PKE  0  0  4  Bank Jawa Barat  Rekening D ana Kelola  30.000.000  0  

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara 1.639.456.098 0 1  Bank Tabungan Negara  Rekening Operasional 1  1.628.947.506  0  2  Bank Tabungan Negara  Rekening Operasional 2  0    3  Bank Tabungan Negara  Rekening PKE  10.508.592  0  4  Bank Tabungan Negara  Rekaning D ana Kelolaan  0  0  

Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 2.707.187.133 0 1  Bank M andiri  Rekening Operasional Penerimaan  2.707.167.167  0  2  Bank M andiri  Rekening Operasional Penerimaan  0  0  3  Bank M andiri  Rekening D ana Kelolaan                 19.966  0  

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 2.267.571.834 3.399.152.929 

Badan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal 988.378.677 2.002.987.939 1  Bank Tabungan Negara  Rekening D ana Kelolaan  24.400.403  1.009.058  2  Bank Tabungan Negara  Rekening Pengelolaan Kas BLU  984  1.005.293.921  3  Bank Tabungan Negara  Rekening Operasional Penerimaan  963.969.297  963.969.297  4  Bank Tabungan Negara  Rekening Operasional Penerimaan (Bahari Residence)  

1.309  32.708.979  5  Bank Tabungan Negara  Rekening Operasional Pengeluaran  

 

  

6.684  6.684  

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo 1.279.193.157 1.396.164.990 1  Bank M andiri  Rekening Operasional D ana Kelola  0  1.595.494  2  Bank M andiri  Rekening Pengelolaan Kas BLU  0  0  3  Bank M andiri  Rekening Operasional Penerimaan  1.279.149.701  697.284.748  3  Bank M andiri  Rekening Pengeluaran  43. 456  697.284.748  

Total 30.979.476.471 101.244.384.574 

 

Pada periode Triwulan III tahun 2023, pencatatan terhadap penempatan deposito dana idle 

yang bersumber dari Kas pada BLU dan jangka waktu minimal 3 bulan,  dipindahbuku ke akun 

Invetasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum. Saldo Kas dan Bank BLU pada Neraca per 31 

Desember 2023 dibandingkan dengan saldo rekening operasional per 31 Desember 2023 

dirinci sebagai berikut: 
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Tabel C.19 

Perbandingan Saldo Kas dan Bank BLU pada Neraca dengan 

Saldo Rekening BLU per 31 Desember 2023 

No 
Badan Layanan 

Umum 

Neraca 31 Des 2023 Saldo Rekening 
Bank Per 31 

Des 2023 

Selisih 

Kas Pada BLU Kas Lainnya Total 1  LPM UKP 14.569.316.359  77.540.831  14.646.857.190  14.714.971.855  68.114.665  2  BP3 Tegal  963.979.677  30.185.300  994.164.977  988.378.677  (5.786.300)  3  Poltek KP Sidoarjo  1.279.193.156  0  1.279.193.156  1.279.193.15 7 1   4  BLU PPB Karawang  9.620.289.550  30.000.001  9.650.289.551  9.650.289.551  -   5  BBPBAP Jepara  1.639.456.096  0  1.639.456.096  1.639.456.098  2  6  BPBAP Situbondo  2.707.187.132  0  2.707.187.132  2.707.187.133  1  

Total 30.779.421.970 137.726.132 30.917.148.102 30.979.476.471 62.328.369  
 Penjelasan selisih antara Saldo Kas dan Bank BLU pada Neraca dengan Saldo Rekening BLU adalah sebagai berikut:  

1. Pada BLU LPMUKP, saldo rekening operasional lebih besar Rp68.114.665 dibandingkan saldo Kas 

dan Bank BLU dan Kas Lainnya di BLU, merupakan Angsuran pokok yang ada di rekening 

operasional disebabkan kesalahan transfer oleh Debitur sejumlah Rp68.114.665,00 dan sampai 31 

Desember 2023 belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening dana kelolaan. Sudah dipindah ke 

rekening dana kelolaan pada tanggal 22 Januari 2024. 

2. Pada BLU Poltek KP Sidoarjo, BLU BBPBAP Jepara DAN BLU BPBAP Situbondo terdapat selisih 

masing-masing Rp1, Rp2 dan Rp1 disebabkan pembulatan perhitungan pada rekening operasional. 

3. Pada BLU BP3 Tegal, saldo rekening lebih kecil Rp5.786.300,00 dibandingkan saldo Kas dan Bank 

BLU dan Kas Lainnya di BLU pada Neraca, disebabkan terdapat Kas Lainnya di BLU dalam bentuk 

uang tunai yang disimpan dalam brankas Bendahara Pengeluaran. Rekening Bank BLU disebut sebagai Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada data SPRINT, jika diperbandingkan antara data pada aplikasi SAKTI/LPJ Bendahara dengan data SPRINT per 31 D esember 2023 terdapat beberapa perbedaan  dengan rincian dan penjelasan pada tabel berikut.  

Tabel C.20 

Rincian Perbedaan Data SPRINT Dengan Rekening Pada Setiap Satker BLU 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

No 
Eselon I/ 

Nama Satker 

Nama Bank 

Nomor Rekening 

Nama Rekening 

Saldo SPRINT 

Saldo 

(SAKTI / LPJ 
Bendahara) 

Selisih 

Keterangan/ 

Penjelasan atas 
perbedaan 

I Sekretariat Jenderal 1  BLU LPM UKP Bank BNI 104196434  

13.863.382.317,00  13.537.659.317,00  325.723.000,00  Rekening Operasional Penerimaan BLU  
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No 
Eselon I/ 

Nama Satker 

Nama Bank 

Nomor Rekening 

Nama Rekening 

Saldo SPRINT 

Saldo 

(SAKTI / LPJ 
Bendahara) 

Selisih 

Keterangan/ 

Penjelasan atas 
perbedaan RPL175.Operasional BLU - LPM UKP 

LPM UKP, saldo pada SPRINT tidak dilakukan pemutakhiran per 31 D esember 2023  

 

2  BLU LPM UKP Bank BRI 23001003411308RPL175 Operasionl BLU -LPM UKP 

2.694.968.670,90  1.177.312.538,00  1.517.656.133,30  

3  BLU LPM UKP Bank BRI 65501000665408  RPL 175 BLU  LPM UKP UNTUK OPS P 

2.000.000.000,00      2.000.000.000,0 0   Rekening Operasional Pengeluaran  BLU  LPM UKP, saldo pada SPRINT tidak dilakukan pemutakhiran per 31 D esember 2023  

II Ditjen Perikanan Budi Daya 4  BLU BLU PPB Karawang  

BPD  Jabar Banten  864453930001  RPL 086 BLU  BLU PPB KRW  U TK OPS 1  

9.636.503.301,0 0 9.620.289.551 ,00 16.213.750,0 0 Rekening Operasional1 BLU  BLU PPB, saldo pada SPRINT tidak dilakukan pemutakhiran per 31 D esember 2023  5  BLU BLU PPB Karawang  

BPD  Jabar Banten  864453930002  RPL 086 BLU  BLU PPB KRW  U TK OPS 2  

2.251.431,0 0  2.251.431,0 0 Rekening Operasional2 BLU PPB, peruntukan rekening untuk membayar seluruh pengeluaran BLU  , saldo per 31 D esember 2023 adalah nol, sesuai dengan rekening koran.    6  BLU BLU PPB Karawang  

BPD  Jabar Banten  864453930003  RPL 086 BLU  BLU PPK KRW  U TK D K 

60.000.000,0 0 30.000.000 ,00 30.000.000,0 0 Rekening BLU PPB untuk D ana Kelolaan, saldo pada SPRINT tidak dilakukan pemutakhiran per 31 D esember 2023  

III Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 7  BLU Poltek KP Sidoarjo  

Bank M andiri  410008911380  RPL 165 BLU  POLTEK KP SD A U TK OPS PENERIM AAN  

1.301.426.919,5 0 1.279.149.701 ,00 22.277.218,3 0 Rekening Operasional Penerimaan Poltek KP Sidoarjo, saldo pada SPRINT tidak dilakukan pemutakhiran per 31 D esember 2023  

 

 

 



   

 
  

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan TA 2023 Audited  C.21 

   
 

 

C.1.5 Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum Invetasi Jangka P endek  -  Badan Layanan U mum adalah investasi pada deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya dari kas dari bank BLU yang dibatasi penggunaannya. Saldo Invetasi Jangka Pendek -  Badan Layanan U mum per 31 D esember 2023 dan 31 D esember 2022 adalah sebesar Rp 110.950.000.000 ,00 dan Rp 0 ,00. Rincian saldo Investasi Jangka Pendek -  Badan Layanan U mum  adalah sebagai  berikut: 

Tabel C.21 

Rincian Saldo Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum 

Pada Masing-Masing Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Unit Eselon I 31 Des 2023 31 Des 2022 
Kenaikan 

(Penurunan) 
% Setjen  107.000.000.000  0  107.000.000.000  100,00  BRSD M  KP 3.950.000.000  0  3.950.000.000  100,00  

Total 110.950.000.000  0  110.950.000.000  100,00  

 D aftar r incian deposito pada masing - masing satker  adalah sebagai berikut:  

Tabel C.22 

Rincian Saldo Deposito BLU pada Masing-Masing Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

No. Nama Bank Jangka Waktu Nominal Bunga 

Sekretariat Jenderal 107.000.000.000   

Lembaga Pengelolaan Modal Usaha KP 107.000.000.000   1  BRI 6 Bulan  2.000.000.000  5,50%  2  BANK D KI 3 Bulan  25.000.000.000  5,50%  3  BANK BJB Syariah  3 Bulan  15.000.000.000  5.85%  4  BANK BJB Syariah  3 Bulan  15.000.000.000  5.85%  5  BANK BJB Syariah  3 Bulan  30.000.000.000  5.85%  

No 
Eselon I/ 

Nama Satker 

Nama Bank 

Nomor Rekening 

Nama Rekening 

Saldo SPRINT 

Saldo 

(SAKTI / LPJ 
Bendahara) 

Selisih 

Keterangan/ 

Penjelasan atas 
perbedaan 8  BLU Poltek KP Sidoarjo  

Bank M andiri  410001656438  RPL 165 BLU  POLTEK KP SD A U TK D K 

754.760,0 0  754.760,0 0 Rekening D ana Kelolaan BLU , sebagai rekening penampung atas pendapatan yang belum ditetapkan atau diakui sebagai pendapatan, saldo per 31 D esember 2023 adalah nol, sesuai dengan rekening koran.  
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No. Nama Bank Jangka Waktu Nominal Bunga 6  BANK BJB Syariah  3 Bulan  10.000.000.000  5.85%  7  BANK BJB Syariah  3 Bulan  10.000.000.000  5.85%  

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 3.950.000.000   

Badan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal 3.350.000.000   1  Bank Tabungan Negara  3 bulan  1.350.000.000  3,00%  2  Bank Tabungan Negara  3 bulan  1.000.000.000  3,75%  3  Bank Tabungan Negara  3 bulan  1.000.000.000  4,00%  

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo 600.000.000   1  Bank M andiri  3 bulan  600.000.000                                                 2,25%  

Total 110.950.000.000   

 

C.1.6 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Beban D ibayar D im uka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.  Saldo Belanja D ibayar D imuka (Prepaid)  per 31 D esember 2023 dan 31 D esember 2022 adalah sebesar Rp1. 856 . 560 . 265 ,00  dan Rp35.738.647.201 ,00. Rincian saldo Belanja D ibayar D imuka ( Prepaid) per akun  adalah sebagai  berikut: 

Tabel C.23 

Rincian Saldo Belanja Dibayar Dimuka Per Akun 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Nama Akun 31 Des 2023 31 Des 2022 
Kenaikan 

(Penurunan) 
% Belanja Barang yang D ibayar D imuka ( Prepaid)  1.856.560.265  1.334.930.581  521.629.684  39,08  

Belanja M odal yang D ibayar D imuka ( Prepaid)  0  34.403.716.620  (34.403.716.620)  (100,00)  

Total 1.856.560.265  35.738.647.201  (33.882.086.936) (94,81) 

 Penjelasan Belanja D ibayar D imuka ( Prepaid) per masing - masing akun  adalah sebagai berikut:  

C.1.6.1 Belanja Barang Yang Dibayar Dimuka (Prepaid) Saldo Belanja Barang Y ang D ibayar D imuka  (Prepaid)per 31 D esember 2023  dan 31 D esember 2022 adalah sebesar Rp1.856 . 560 .265 ,00  dan Rp 1.334.930.581 ,00. Rincian saldo Belanja Barang D ibayar D imuka ( Prepaid) pada masing - masing unit Eselon I adalah sebagai  berikut: 

 

 



Tabel C.24 

Rincian Saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka 

Pada Masing-Masing Unit Eselon l 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenaan 
Unit Eseton 31bes 2023 1 Des 2022 % 

(Penurunan 

Ditjen PB 332.816.000 0 332.816.000 100,00 

bitjen PSDKP 224.264.582 214.197 915 10.066.667 4,70 

Ditje PKRL $48.385.782 246.435.000 301.950.782 122.53 

BP2SDM KP 616441.667 401.037.500 215.404.167 53.71 

2MM P 134.652.234 473.260.166 (338,607.932) (155) 

Total 1.856.560.265 1.334.930.581 $21.629.684 39,08 

Penjelasan ringkas atas saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka (Prepaid) pada masing-masing 

unit Eselon I adalah sebagai berikut: 

I. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Belanja Barang Dibayar dimuka pada Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada satuan 

kerja Sekretarlat Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp332.816.000,00 merupakan 

temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan KP tahun 2023 berupa belanja bantuan 

untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada program PITAP melalui mekanisme 

swakelola yang belum lengkap dokumen pertanggungiawabannya sampai dengan tanggal 

31 Desember 2023. Tim Itjen telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan 

kesesuafan bukti dukung pertanggungjawaban sehingga terkorekst nilai temuan menjadi 

Rp332.816.000,00. 

2. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP 

Belanja Barang Dibayar Dimuka pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP terdapat pada 

5(ima) satker yaitu sebagai berikut: 

a. Pangkalan PSDKP Lampulo 

Merupakan sewa gedung satuan pengawas Aceh Barat sebesar Rp1,2500,000,00 dan 

satuan pengawas Aceh Selatan sebesar Rp1.237,500,00 

b. Stasiun PSDKP elawan 

Merupakan sewa gedung di Batubara sebesar Rp4.818.750,00 sewa kantor 

Panipahan sebesar Rp1.583.333,00; dan sewa gudang sebesar Rp4,125.000,00 
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c. Stasiun PSDKP Ambon 

Merupakan sewa gedung arsip sebesar Rp7.333.333,00; sewa gudang barang bukti 

sebesar Rp12.500,000,00; dan sewa kantor wilayah kerja Maoshi sebesgr 

Rp9.333.333,00. 

d. Pangkalan PSDKP Benoa 

Merupakan sewa kantor pelayanan pimpinan sebesar Rp40.416.666,00; sewa gudang 

sebesar Rp30.000.000,00; sewa kantor pelayanan operasional sebesar 

Rp29,166.667,00; sewa kantor pelayanan umum sebesar Rp29,166.667,00; dan sewa 

kantor pelayanan operasional sarana dan prasarana sebesar Rp30.000,000,00. 

e. Pangkalan PSDKP Batam 

Merupakan sewa pos bangunan untuk pos pelayanan sebesar Rp4.818,750,00. 

3. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Belanja Barang Dibayar Dimuka pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

terdapat pada 3 (tiga) satker yaitu sebagai berikut: 

a. Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Merupakan sewa ruang arsip sebesar Rp182.641.250,00 dan temuan pemeriksaan atas 

Laporan Keuangan KKP tahun 2023 berupa belanja bantuan untuk diserahkan kepada 

masyarakat/Pemda melalui mekanisme swakelola yang belum lengkap dokumen 

pertanggungiawabannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 pada kegiatan 

penanaman vegetasi pantai di Aceh Besar sebesar Rp7.830,000,00 dan bantuan 

pengembangan pesisir tangguh di Lampung Selatan sebesar Rp18.535.232,00. Angka 

koreksi final merupakan hasil verifikast oleh Iten terhadap kelengkapan dan 

kesesuafan bukti dukung pertanggungjawaban. 

b. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak 

Merupakan biaya sewa kendaraan operasional sebanyak 4 (empat] unit sebesar 

Rpl17,540.000,00 dan sewa kantor di 5 (ima) wilayah kerja sebesar Rp47.214.167,00 

c. Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang 

Merupakan sewa kendaraan operasional sebesar Rp61.138.800,00 dan sewa kantor 

wilayah kerja di Semarang, Yogyakarta, Lampung dan Bangka Belitung sebesar 

Rp113.483.333,00 

4. Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP 

Belanja Barang Dibayar Dimuka pada Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP hanya 

terdapat pada satker Sekretariat Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP yang 
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merupakan biaya pendidikan peserta tugas belajar periode Januari dan Februari 2024 

yang dibayarkan oleh peserta didik tahun 2023. 

5. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Has[ KP 

Belanja Barang Dibayar Dimuka pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 

KP terdapat pada 10 (sepuluh) satker yaitu sebagai berikut: 

a. Bala1 KIPM Surabaya l 

Merupakan sewa rumah untuk kantor wilayah kerja Banyuwangi sebesar 

Rp18.750,000,00 dan sewa rumah untuk kantor wilayah kerja Malang sebesar 

Rp4.125.000,00. 

b. Balain k1PM Medan l 

Merupakan sewa rumah untuk wilayah kerja Sibolga sebesar Rp10.416.665,00 dan 

sewa rumah dinas sebesar Rp7,500.000,00 

c. Stasiun KIPM Medan IL 

Merupakan biaya sewa wilayah kerja Nias sebesar Rp2.500.000,00. 

d. Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan 

Merupakan biaya sewa wilayah kerja Kuala Tanjung sebesar Rp2.916.000,00. 

e. Bala] KIPM Lampung 

Merupakan sewa gudang arsip sebesar Rp7.500.000,00. 

f Stasiun pM Pontianake 

Merupakan sewa kantor wilayah kerja pelabuhan Dwikora sebesar Rp20,750,000,00 

g. Balat KIPM Baikpapan 

Merupakan sewa kantor wilayah kerja Berau sebesar Rp22.916.667,00 

h. Balai Besar PM Makassar 

Merupakan biaya sewa wilayah kerja pelabuhan penyeberangan Bangsala'e Siwa 

sebesar Rp7.500.000,00. 

• Bala1 K1PM Denpasar 

Merupakan sewa biaya sewa wilayah kerja Padang Bai dan sewa tempat pemeriksaan 

fisik ikaan sebesar Rp19.661.235,00 

Bala1 KIPM Tarakan 

Merupakan sewa kendaraan dinas sebesar Rp.6.879.167,00 dan sewa kantor wilayah 

kerja Tanfung Setor sebesar Rp3.237.500,00 
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er esem er an esem f 

Ken.ale 
nit selo 1 Des 202 3t bes 2022 % 

(Penurunan 

Setjen 1.275.611.868 1.292.201.118 (16.589.250) (1.28) 

DiteP'T 19.813.818.80.3 15.929.781.799 3.884.037.004 24.38 

BP2SM KP 2.016.583.960 1.896.388.89.3 120.195.067 6.34 

Total 23.106.014.631 19.118.3771.810 3.987.642.821 20,86 

C.1.6.2 Belanja Modal Yang Dibayar Dimuka (Prepaid) 

Saldo Belanja Modal Yang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp34.403.716.620,00. Saldo Belanja Modal Yang Dibayar 

Dimuka per 31 Desember 2022 hanya terdapat pada unit Eselon Ditjen Perikanan Budi Daya 

yang merupakan pembayaran pelunasan pekerjaan pembangunan Budidaya Udang Berbasis 

Kawasan di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang sampai dengan tanggal 31 

Desember 2022 masih dalam proses penyelesaian, 

C.1.7Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah 

diberikan namun belum diterima tagihannya. Berdasarkan perhitungan secara akuntansi, yang 

sudah menjadi hak pemerintah tersebut dicatat sebagai pendapatan yang masih harus 

diterima dan diakui sebagai pendapatan di periode berjalan. Saldo Pendapatan Yang Masih 

Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar 

Rp23.106.014.631,00 dan Rp19,118.371.810,00. 

Rincian saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada masing-masing unit Eselon I adalah 

sebagai berikut: 

Tabet C.25 

Rincian Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 

Pada Masing-Masing Eselon f 

P» 310 b» 2023 d. 31D be1 2022 

Penjelasan ringkas atas saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada masing-masing 

unit Eselon I adalah sebagai berikeut: 

1 Sekretariat Jenderal 

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Sekretariat Jenderal hanya terdapat 

pada satker BLU LPMUKP yang merupakan 

a. Bunga penempatan deposito pada BLU LPMUKP yang sudah menjadi hak BLU 

LPMUKP sampai dengan 31 Desember 2023 namun belum jatuh tempo sebes 
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Rp764.520.541,00. Penempatan deposito tersebut berasal dari dana mengganggur 

(idle cash) dani Kas BLU (Investasi Jangka Pendek - BLU) dan Dana Kelolaan BLU; 

b. Pendapatan jasa layanan yang sudah menjadi hak BLU LPMUKP sampai dengan 31 

Desember 2023 amun belum jatuh tempo. Pendapatan tersebut dihitung secara 

proporsional selama 6 (enam) hari dari tanggal 26 sampai dengan 31 Desember 2023 

sebesar Rp511.091.327,00. 

2. Ditjen Perikanan Tangkap 

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Ditjen Perikaanan Tangkap terdapat 

pada 21 (dua puluh satu) satker yaitu sebagai berikut: 

a. Sekretariat Ditjen Perikeanan Tangkap 

Merupakan nilat PNBP Pasca Produksi yang dihitung dari pendaratan ikan yang 

dilakukan oleh kapal pengangkut ikan sebelum 31 desember 2023, sementara itu kapal 

penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan yang telah didaratkan tersebut 

belm kembali ke pelabuhan pangkalan pada tanggal 31 desember 2023, sehingga nilai 

PNBP pAsea Produksinya 92 belum dapat ditagihkan kepada pelaku usaha yang 

melakukan penangkapan ikan dengan total nilai Rp745.429,469. 

b. Pelabuhan Perikaanan Samudar Nizam Zachman 

Merupakan pendapatan jasa tambat dan labuh serta kebersihan kolam kapal-kapal 

perikanan yang masih berada di kolam pelabuhan hingga 31 tabun 2023 sebesar 

Rp17.564.148.385,00. Terdapat kenaikan yang sangat signifikan yang disebabkan oleh 

pengakuan atas temuan BP menjadi PYMHD ebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan 

atas LK tahun 2023, ppS Niam Zachman Jakarta melakukan rekonsiliasi PYMHD 

senilai Rp3.606.961.957,00 kepada pemilik/pengurus/nakhoda kapal, namun 

demikian hasil rekon tersebut belum tercatat dan diungkapkan dalam laporan 

keuangan 31 Desember 2022. Selanjutnya pada penyusunan Laporan Keuangan 31 

Desember 2023 yang sedang berjalan PPS Niam Zachman mengajukan nil4 PyMMD 

tersebut menjadi semula Rp3.606.961.957,00 menjadi Rp3.792.200.607,00. 

Perubahan semula menjadi tersebut disebabkan oleh 

Berdasarkan data aktivitas kapal per 31 Desember 2023, masih terdapat 9 unit 

kapal yang tercatat sebagai PYMHD 2021 masih 8 unit masih berada dikolam 

dalam kondisi rusak berat dan tidak operasional dan l unit telah beraktifitas yaitu 

Ka pal Hasil Laut 8; 

Terdapat selisih perhitungan penetapan PyMHD dari Rp371.481.810,00 menjadi 

Rp21.464.217,00. Selisih perhitungan tersebut terjadi karena adanya klarifkasi 
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dari pemilik kapal yang didukung dengan dokumen aktifitas kapal yang 

menyatakan ke lima kapal sudah tidak berada dalam kolam per 31 Desember 2021. 

Terhadap selisih perhitungan senilai Rp21.464.217,00 telah dilakukan 

pembayaran atas nama kapal Samudera Deli dengan NTPN 805A548VV5LGRHRM, 

Berdasarkan dokumen aktifitas kapal hasil klarifikasi dengan pemilik kapal 

diketahui dari data awal 16 kapal yang berada di kolam pelabuhan per 31 

desember 2021, dinyatakan hanya 3 kapal yang berada di kolam pelabuhan, dan 

telah ada pembayaran atas nama Kapal Tri Wijaya Makmur senilai Rp23.342.250, 

sehingga PYMHD terhitung menjadi Rp64,493,743 

c. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 

Merupakan jasa tambat labuh dan biaya kebersihan kolam hingga 31 Desember 2023 

sebesar Rp694.728.790,00. 

d. PPN Brondong 

Merupakan jasa tambat labuh hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp20.064.296,00 

Dari saldo PYMHD per 31 Desember 2022 sebesar 

Rp325.600,00 telah direklasifikasi menjadi piutang atas tagihan sewa kapal keruk yang 

belum dibayarkan dan telah diserahkan ke PUPN 

e. Satker Lainnya 

Merupakan jasa tambat labuh, biaya kebersihan kolam, penggunaan sarana dan 

prasarana sesuai tusi (listrik, air dan lain-lain) yang sampai dengan 31 Desember 2023 

belum dibayar pada 16 satuan kerja sebesar Rp809,512.428,00 

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM KP terdapat pada 5 (lima) satker yaitu sebagai berikut: 

a. Pusat Riset Perikanan 

Merupakan temuan pemeriksaan atas LK KKP Tghun 2019 yaitu kelebihan 

pembayaran rancang dan bangun (design and build) pekerjaan pembangunan 

Pangandaran Integrated Aquarium dan Marine Research Institute (PIAMARI) yang 

dilaksanakan oleh KSO PT Pangkho Megah - PT Daya Cipta Dianrancana sebesar 

Rp1.896,388.893,00. Kelebihan pembayaran tersebut dicatat sebagai PYMHD arena 

tidak terdapat dokumen pengaan piutang (antara lain berupa namun tidak terbatas 

pada kesepakatan umlah kelebihan pembayaran, surat keterangan tanggung jawab 

mutak dan lain-lain) yang disertai jaminan pembayaran. Atas kelebihan pembayaran 

tersebut KKP telah menerbitkan 4 (empat) kali surat teguran kepada SO PT pangkho 
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Megah -PT Daya Cipta Dianrancana. Karena tidak ada itikad baik dariKSO PT Pangkho 

Megah PT Daya Cipta Dianrancana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran 

tersebut kepada negara, melalui surat nomor B.4567/BRSDM.1/KU420/VI/2021 

tanggal 9 Agustus 2021 penagihan kelebihan pembayaran tersebut telah diserahkan 

kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN). Pada tahun 2023 dilakukan 

mediasi antara PUPN dengan KSO PT Pangkho Megah - PT Daya Cipta dan tidak 

membuahkan hasil. PUPN Akan melakukan proses penagihan lebih lanjut terhadap PT 

Pangkho Megah PT Daya Cipta. 

b. Balai Pelathan dan Penyuluhan Perikanan Tegal (BP3 Tegal) 

Merupakan perhitungan terhadap bunga penempatan Deposito yang sudah menjadi 

hak BL BP3 Tegal sampai dengan 31 Desember 2023 namun belum fatuh tempo 

sebesar Rp10.021.917,00; dan pengakuan pendapatan kompensasi tetap KSO 

pemanfaatan aquarium Indonesia periode 1 November sampai dengan 31 Desember 

2023 belum jatuh tempo sebesar Rp64.153.537,00. 

e. Politeknik KP Sidoarjo 

Merupakan pendapatan sewa gudang beku (cold storage) sebesar Rp16.587.187,00, 

perhitungan terhadap bunga penempatan Deposito yang sudah menjadi hak BLU 

Politeknik KP Sidoarjo sampai dengan 31 Desember 2023 namun belum jatuh tempo 

sebesar Rp1.146.575,00; dan pendapatan sewa dapur tahun 2023 sebesar 

Rp5.705.950,00 

d. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan (BP3 Medan) 

Merupakan pendapatan pelatihan basic saftey training (beserta sewa asrama, ruang 

kelas dan sewa aula) periode November 2023 sebesar Rp20.950.000,00 namun sampai 

tanggal 31 Desember 2023 belum dibayarkan. 

e. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung Lampung 

Merupakan kesalahan catat atas pengakuan kelebihan pembayaran uang makan dan 

tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2023 sebesar Rp1.630.401,00. 

C.1.8 Piutang Bukan Pajak 

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap 

pelayanan yang tela.h diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya 

Piutang diakui apabila memenuhi kondisi sebagai berikut 
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1. piutang yang timbul dari tuntutan perbendaharaan/ganti rugi apabila telah timbul hak 

yang didukung dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak dan/atau telah 

dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai ketentuan hukum tetap 

2. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan 

hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban 

secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal 

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal 

ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih, Penyisihan tersebut 

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya 

penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas dan 

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Lembaga dan Bendahara 

Umum Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 

207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih pada Kementerian Lembaga dan Bendahara Umum Negara adalah sebagai 

berikut 

Tabet C.26 

Perhitungan Penyisihan Piutang 

Kualitas 
Ura±an 

Piutang 
Penyisthan 

Lanear 
Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh 

0.5% 
tempo 

Kurang Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan 
10% 

Lacar pertama tidak dilakukan pehnas.an 

Diragukan 
Satu bulan terhitung sejak tang#al surat tagihan 

$0% 
kedua tidak dilakukan pelunasan 

Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan 

ketiga tidak dilakukan pelunasan 

Macet Piutang telah diserahkan kepada panitia urusan 100% 

pi tang negara (PUPN) Ditjen Kekayaan Negara 

Kementerian Keuangan 

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar 

Rp47.500.916.438,00 dan Rp60.895.832.124,00. 

Rincian saldo Piutang Bukan Pajak pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut: 
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Tabel C.27 

Rincian Saldo Piutang Bukan Pajak Pada Masing-Masing Unit Eselon E 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Na Ale / tat Kenail 
31bes 2023 31 bes 2022 4% 

felon (Penna 

itat Pereria.at 32.227.900.374 $1.489,971.861 (19.262.071.487) (37,41) 

Negara Buker Pa$a.l 

Seten 0 17.261.074.458 (17.261.074.458) (100,00) 

bite PT 28.360.451.003 30.620.367.829 (2259.916.826 07.38) 

Ditjen PB 230.440.000 3$0.000.000 (119.560.000) (34,16) 

bitje PSD 184.302.000 268.982997 (84.680.997 (31,48) 

Ditjen PDSPKP 892.546.543 740.348.678 152.197.865 20.56 

Ditjen PRL 2.380.703.328 2.214.607746 166.095.582 750 

BP2SDM KP 179.457.500 34.590.153 44.867.347 418,81 

Piutmg Lanny.a 15.2731.016.064 9,405.860.26.3 5.867.155.801 6238 

Seten 379.146.636 273471985 106.274.651 38.86 

ten 23.878.250 97.803.383 (73.925.133) 075.59) 

bitje PT 6.424.7$8.512 1922099.118 4.502.659.394 234.26 

Ditjen PB 1.633,792.809 4.373.134.858 (2.739.342.049 (62.64) 

Ditie PS0 1.357116.695 275.986.579 L.081 130.116 391,73 

Diten PD$PP 424.636.073 712864.821 (288.228.748) (40,43) 

Ditjein PRL 451.695.122 776.203.246 (324.508.124) (41,81) 

8P2$DM KP 4.487.586.195 945.951.835 3.541.634.360 374,40 

BP2MM KP 89.805.772 28.344.438 61.461.334 216,84 

Total 47.$00.916.4.38 60.895.831.124 (13.394,915.686 (22,00) 

Penjelasan Piutang Bukan Pajak per masing-masing akun adalah sebagai berikut 

C.1.8.1 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Penjelasan rinci atas saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada masing-masing unit 

Eselon I adalah sebagai berikut. 

1. Sekretariat Jenderal 

Merupakan piutang dari operasional BLU yang merupakan akumulasi tunggakan jasa 

layanan debitur yang telah jatuh tempo namun hingga akhir periode pelaporan belum 

dilakukan pembayaran atau pelunasan. Pada periode pelaporan tahun 2023 pencatatan 

Piutang PNBP satker BLU LPMUKP dipindah ke akun Piutang BLU Pengelola Dana 

Bergulir 
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2. Ditjen Perikanan Tangkap 

Saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat 

pada 8 (delapan) satker yaitu sebagai berikut: 

a. Sekretaiat Diten Perikanan Tangkap 

Piutang atas tunggakan pungutan hasil perikanan (pHP) berdasarkan hasil 

pemeriksaan BPK RI sesuai LHP Nomor 39/LHP/XVII/11/2013 tanggal 19 

November 2013 yang disebabkan penyesuaian harga patokan ikan pada peraturan 

Menteri Perdagangan nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 sebesar 

Rp28.876.531.364,00 yang berasal dari 1.078 (seribu tujuh puluh delapan) kapal di 

atas 30 GT milik 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) perusahaan. Sampai 

dengan 31 Desember 2023 piutang yang telah disetor ke kas negara sebesar 

Rp12.568.380.255,90, sehingga saldo piutang PHP per 31 Desember 2023 sebesar 

Rpl6.308.151.108,10. Piutang ini diklasifikasikan sebagai piutang macet karena 

setelah dilakukan penagihan lebih dani 3 (tiga) kali terhadap 1.051 (seribu lima 

puluh satu) kapal milik 292 (dua ratus sembilan puluh dua] perusahaan penunggak 

pungutan hasil perikanan sampai 31 Desember 2023 belum melunast kewajfbannya 

dan sudah disisihkan 100% sebagai piutang tidak tertagih; 

Piutang atas temuan pemeriksaan BPK R eks satker Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Tambraw sebesar Rp3.015.000,00. 

b. Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman 

Merupakan piutang atas jasa tambat labuh dan kebersihan kolam, serta piutang atas 

tagihan jasa listrik, jasa gedung bangunan dan jasa kebersihan yang berasal dart LHA 

ltjen, LHP BPK dan Piutang PNBP dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel C.28 

Rincian saldo Piutang PNBP pada PPS Nizam Zachman 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

/ralan 31es 2023 31De 202 

LHA ten 2022 (Periode Aktivitas 2019-2020) 503.677.626 1197947.636 

iutag non tambat 2021 45.720.000 86.175.600 

LP 8PK RI2021 (22M) (Periode Aktivitas 2019 62.073.990 549.679.755 

2020) 

LHP BK RI2O21 (1070 (Periode Aktivitas 2021) . 36.382.700 

ekomendasi BPK I Periode 2022 . 212374.604 

Pitang istik 2022 . 2513.793 

Pitang tabat atas kapal yang dibayar dengan 79.739.000 . 
meneii 
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Uraian 310es 2023 310es 2022 

Jumla 691.210.616 2.085.074.08.8 

c. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu 

Merupakan piutang atas penggunaan listrik dengan saldo per 31 Desember 2023 

sebesar Rp10.058,278,00. 

d. Pelabuhan Perilaanan Nusantara Kejawanan 

Piutang atas jasa tambat labuh dan kebersihan kola PT Hacenda Ocean Industries 

sebesar Rp14,070,311.650,00. Penyelesaian piutang ini telah diserahkan kepada 

PUPN. Adapun penyerahannya melalui 2 (dua) tahap, Penyerahan pertama sebesar 

Rp11914.580.846,00 pada tanggal 18 Februari 2018 dan penyerahan kedua sebesar 

Rp2.155.730.804,00 pada tanggal 4 Februari2019, Sampai dengan 31 Desember 2023 

piutang yang disetor ke kas negara mencapai Rp3,199,999,994,00 sehingga saldo 

piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.870.311.656,00 

e. Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus 

Merupakan piutang atas jasa tambat labuh Puskopal II sebesar Rp205.227.550,00.Atas 

piutang tersebut Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus telah melakukan penagthan 

lebih dari 3 (tiga) kali namun sampai dengan per 31 Desember 2023 belum ada 

pembayaran dari Puskopal I 

f. Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari 

Merupakan piutang atas penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi di 

ppLlntia sebesar Rp41 781.934,00 dan piutang atas penggunaan sarana dan prasarana 

yang telah dilimpahkan ke PUPN dan baru dicatatat sebagai piutang pada tahun 2023 

sebesar Rp11.509.294,00. 

g. Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung 

Merupakan piutang atas jasa kebersihan Kawasan yang sudah jatuh tempo sebesar 

Rp440.000,00 

h. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan 

Merupakan piutang atas jasa pelabuhan perikanan berpa tambat labuh, kebersihan 

kolam dan lain-lain sebesar Rp199.227.457,00 

i. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang 

Merupakan piutang atas peggunaan sarana dan prasarana yang sudah jatuh tempo 

sebesar Rp15.800.709,00 

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan TA Z023 Audi� - 



3. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Saldo piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat 

pada 2 (dua) satker yaitu sebagai berikut: 

a. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang 

Merupakan piutang atas penggunaan lahan tambak intensif oleh Perum Perindo pada 

satker BLU Produksi Perikanan Budidaya Karawang sebesar Rp350.000.000,00 

Penyelesaian piutang ini telah diserahkan kepada PUPN, Adapun penyerahannya 

melalui 2 (dua) tahap, penyerahan pertama pada tanggal 31 Mei 2023 dan 

penyerahan kedua pada tanggal 6 Juli 2023. Sampai dengan 31 Desember 2023 

piutang yang disetor ke kas negara sebesar Rp120.000.000,00, sehingga saldo piutang 

per 31 Desember 2023 sebesar Rp230.000.000,00. 

b. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi 

Merupakan piutang kekurangan pembayaran penggunaan wisma sebesar 

Rp440.000,00 

4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP 

a. Merupakan tunggakan denda administratif pelanggaran tidak menyampatkan data 

pemantauan secara terus menerus kepada Pusat Pengendali Sistem Pemantauan 

Kapal Perikanan atas nama PT Sisto Indonesia sebesar Rp258.000.000,00 

berdasarkan Surat Penetapan Dirjen PSDKP NomOr B.723/DJPSDKP/IX/2022 

tanggal 23 September 2022. Ditjen PSDKP telah mengirimkan 2 surat penagihan, 

yang terakhir Surat Dirjen PSDKP nmor 129/KPA.L-PSDKP/XII/2022 tanggal 5S 

Desember 2022 perihal penagihan denda pokok ditambah dengan dwangsom 49% 

dengan total estimasi piutang PNBP PT $\fo Indonesia sampai dengan 31 Desember 

2022 adalah sebesar Rp268.320.000,00. 

Mutasi Piutang dari bulan Januari sampai dengan Juni 2023 adalah sebagai berikut: 

" un 

Keterangan Slsa Piutang 

Saldo pi.tang per 31 Desember 2022 268.320.000 

Ditabah Denda Keterlambatan awal ta.hun 2023 $160.000 273.480.000 

Dikurang:Pembayaran Februari sd /uni 202.3 (78.480.000) 195.000.000 

Tabet C.29 

Mutasi Piutang PT Sisfo Indonesia 

Periode 1 Januari s.d. 30 p+ 4 2023 
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Kemudian atas saldo piutang Rp195.000.000,00 iberikan keringanan berupa skema 

pembayaran atas pokok piutang beserta denda [dwangsom) per bulan sebagal 

berikut 

Tabel C.30 

Skema Pelunasan Piutang pr sisfo Indonesia 

Periode Juli s.d. 31 Desember 2023 

Angsuran Pokok Denda 
Bula 

iutang (Dwag.so] 
Total 

Jund 30.000.000 7.800.000 37.800.000 

Juli 30.000.000 7800.000 37.800.000 

gusts 32.000.000 8.320.000 40.320.000 

September 33.000.000 3.380.000 316.380.000 

Oktober 35.000.000 9.100.000 4.100.000 

November 35.000.000 . 35.000.000 

Total 19$.000.000 36.400.000 231.400.000 

Selanjutnya mutasi Piutang dart bulan Juli sampai dengan Desember 2023 adalah 

sebagal berikut 

Tabet C.31 

Mutasi Piutang PT Sisto Indonesia 
Periode t Juli s.d. 31 Desember 2023 

eterng Sia Pluta 

Saldo piutang per 30 [uni 202.3 195.000.000 

Ditam bah: Skema 36.400.000 231.400.000 

Dileurang. Pembayarn Juli sd Desember 202 (70.000.000) 161.400.000 

Sald pitag per 31 peember 2023 161.400.000 

b. Merupakan denda administratif yang dikenakan kepada PT Masyarakat Usaha Kami 

sesual dengan Surat Penetapan Denda Administratif pada tanggal 29 Desember 2023 

sebesar Rp22,902.000,00. Atas denda tersebut telah dilakukan pembayaran oleh 

wajib bayar pada tanggal 4 Januari 2024 

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Merupakan piutang atas kontribusi tetap (tahun 2024) dari perikatan kerja sama 

pemanfaatan (KSP) BMN yang berlokasi di Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan 

Riau dengan PT Surya Mina Asinusa dengan jangka waktu 30 tahun, dan dicatat pada 

satuan kerja Sekretariat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp2.380.703.328,00 
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6. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 

Merupakan merupakan piutang atas pemanfaatan lahan dengan cara sewa selama 2 (dua) 

tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 pada satker Balai Riset Pemuliaan lkan 

sebesar Rp179.457.500,00 yang belum diterima per 31 Desember 2023. 

C.1.8.2 Piutang Lainnya 

Penjelasan ringkas atas saldo Piutang Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah 

sebagai berikut: 

I Sekretariat Jenderal 

a. Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan PNS Bulan Desember 2023 sebesar 

Rp28.305.400,00 

b. Piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja PNS Bulan Desember 2023 

sebesar Rp2.959.748,00; 

e. Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan ppp, Bulan Desember 2023 sebesar 

Rp2.142.050,00, 

d. Piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja ppp Bulan Desember 2023 

sebesar Rp226.373,00 

e. Piutang atas koreksi pembayaran belanja barang yang dibayar dengan 

pertanggungiawaban TUP gebesar Rp12.987.000,00; 

f. Piutang atas kelebthan pembayaran pompa sebesar Rp2.057.000,00; 

g. Piutang atas koreksi pembayaran honorarium dan perjalanan dinas sebesar 

Rp5.686.980,00, 

h. Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2023, terdapat temuan 

berupa: 

kelebihan pembayaran 4 (empat) Paket Pekerjaan Belanja Modal Renovasi dengan 

nilat total Rp159.585.835,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh 

penyedia jasa pada tanggal 5 April 2024 dengan NTPN AEB7561QV3R8FBED dan 

D80202G4VPHMRA3V, tanggal 18 April 2024 dengan NTPN 633E62G4VP146AB], 

dan tanggal 19 April 2024 dengan NTPN 3AC340NA04DDFOUK, dengan nilaf total 

Rp159.585.835,00; 

kelebihan pembayaran Pengadaan Infrastruktur Pendukung Mirroring wa 

Room/Command Centre sebesar Rp23.440.000,00. Sudah dilakukan penyetoran 

ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 1 April 2024 dengan NTPN 

9A4681JNFUT3BBU, 
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kelebihan pembayaran tunjangan kepada 5 orang pegawai yang sedang tugas 

belajar dengan nilai total Rp8.543.250,00. Sudah dilakukan penyetorn ke kas 

Negara pada tanggal 13 dan 28 Maret 2024 dengan NTPN 7D67CS5DF966KRM2 

sebesar Rp1 163.250,00 dan 2A4ADS1JNFUT38TL8 sebesar Rp2.220.000,00. 

Sisanya akan dilunasi dengan cara angsuran di tahun 2024, 

kelebihan pembayaran Pekerjaan Konstruksi Proteksi Tiang Pancang Dermaga 

Tambahan PPI Fandoi di Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp133.813.000,00 

Sudah dilakukan penyetoran oleh pihak penyedia jasa ke Rekening RPL 140 Biro 

Umum dan PB] Nomor 1960690243 (IDR) pada tanggal 23 April 2024. 

2. Inspektorat Jenderal 

Saldo Piutang Lainnya pada Inspektorat Jenderal sebesar Rp23.878.250,00 merupakan 

kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sedang Tugas Belajar 

karena tidak sesuai ketentuan. Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 

20, 21 dan 22 Maret 2024 dengan NTPN D1FCB397A3LPDJII sebesar Rp2.325.000,00 

NTPN 6E69845KPU85Q1SB sebesar Rp635.000,00 dan NTPN 60AF1601T90VKIWI 

sebesar Rp18.593.250,00 

3. Ditjen Perikanan Tangkap 

Saldo Piutang Lainnya pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 18 (dua belas) satker 

antara lain: 

a. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap 

Saldo Piutang Lainnya pada satker Setditfen Perikanan Tangkap merupakan 

Piutang atas kelebihan belanja barang perjalanan dinas sebesar Rp38.266.001,00; 

Terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2023, terdapat temuan 

berupa 

l. Pengembalian belanja modal atas pekerjaan rehabilitasi jalan produksi di 

kawasan modeling budidaya nila salin sebesar Rp45.170.195,00 yang sudah 

disetor pada tanggal 02 April 2024 dengan NTPN 428180NA04ALPDBA; 

ii. Kelebihan pembayaran Pekerjaan Swakelola Tipe [y penataan Kampung 

Nelayan Maju Desa Mola Utara sebesar Rp19.253.800,00, 

iii. Pengembalian belanja atas belanja barang untuk diserahkan kepada 

masyarakat di Kabupaten Biak sebesar Rp133.101.971,00 yang sudah disetor 

pada tanggal 24 April 2024 dengan NTPN 36304264VP159519; 

iv. Kelebihan pembayaran belanja pegawai dan tunjangan kepada pegawai yang 

sedang Tugas Belajar sebesar Rp65.416.250,00; 
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Terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KP TA 2011, terdapat 

keterlambangan Penyelesaian Pekerjaan belum dikenakan denda pad PT €BL 

sebesar Rp828.450.545,00. Piutang tersebut telah diserahkan ke PUPN untuk 

pengurusan penagihan dan sudah dikategorikan Piutang Macet; 

Terkait pemeriksaan atas Laporan Keungan KP TA 2017, terdapat temuan 

berupa 

Denda keterlambatan pekerjaan pengadaan kapal perikanan pada Direktorat 

KAPI yang belum dikenakan sebesar Rp114,789.720,00. Terhadap Piutang 

tersebut telah diserahkan ke pupN untuk pengurusan penagihan dan sudah 

dikategorikan Piutang Macet; 

Ii. PDTT Kapal dan Pelabuhan TA. 2015-2016 atas temuan Keterlambatan 

Penyelesafan Pekerjaan Pengadaan atas 45 Unit Kapal Perikanan Belumn 

Dikenakan Denda a.n, PT. KM sebesar Rp597.936.000,00. Piutang tersebut 

telah diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah 

dikategorikan Piutang Macet; 

ii. PDTT Kapal dan Pelabuhan TA.2015-2016 Keterlambatan Penyelesaian 

Pekerjaan Pengadaan atas 45 Unit Kapal Perikanan Belum Dikenakan Denda 

a.. CV. SP sebesar Rp1,450.826.753,00. Piutang tersebut telah diserahkan ke 

PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah dikategorikan Piutang Macet; 

iv. Pembayaran Pembangunan Kapa Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat ada 

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan lkan TA 2017 Tak 

Diyakini Kewajarannya a.n. PT, [FT sebesar Rp435.420.000,00. Piutang 

tersebut telah diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah 

dikategorikan Piutang Macet; 

• Pembayaran Pembangunan Kapal Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Pada 

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan TA 2017 Tilak 

Diyakini Kewajarannya a.n PT. AC sebesar Rp588.574,400,00. Piutang tersebut 

telah diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah 

dikategorikan Piutang Macet. 

b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu 

Merupakan pengembalian belanja pegawai yang sedang tugas belajar sebesar 

Rp1.880.750,00 

c. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 

Saldo Piutang Lainnya pada PPN Brondong sebesar Rp343,583.409,00 merupakan 
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Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja pegawai 

dan PPPK bulan Desember 2023 sebesar Rp651.250,00; 

Piutang atas jasa kapal keruk sebesar Rp325.600.000,00; 

Tekait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2023, terdapat temuan 

berupa 

i. Kelebihan pembayaran belanja atas rehabilitasi Gedung masjid kantor sebesar 

Rp14.615.359,00; 

ii. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawat yang sedang tugas 

belajar sebesar Rp2.716.800,00. 

d, Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan 

Merupakan pengembalian uang makan dan tunjangan bulan Desember 2023 sebesar 

Rpl.648.000,00, dan pengembalian belanja pegawait yang sedang tugas belajar sebesar 

Rp1.504.600,00 

e. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus 

Merupakan pengembalian belanja pegawai yang sedang tugas belajar sebesar 

Rp1.504.600,00. 

f. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinst Ria 

Merupakan Piutang Lainnya terkait hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP 

Periode Tahunan terdapat temuan kelebihan pembayaran afas pengadaan kapal 

sebesar Rp280,964.200,00 

g. Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung 

Merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp17.181.000,00. 

h. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara 

Merupakan pengembalian belanja barang pembangunan TPI peraran darat sebesar 

Rp16.053.834,00 

i. Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari 

Merupakan pengembalian atas pekerjaan normalisasi ruang kerja pelayanan terpadu 

sebesar Rp23.069,912,00 dan kelebihan uang makan dan tunjangan kinerja pegawal 

dan PPPK Bulan Desember 2023 sebesar Rp2.557.068,00 

j. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara 

Merupakan pengembalian belanja barang pembangunan TPl perairan darat sebesar 

Rp34.749.011,00 
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k. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Merupakan piutang atas pencairan jaminan asuransi atas pekerjaan kapal yang tidak 

selesai. Saat ini sedang proses pengalihan penagihan piutang ke pUPN sebesar 

Rp537.727.080,00. 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat 

Merupakan piutang atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tahun anggaran 

2012 antara lain 

Denda atas keterambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kapal inka mina 

oleh PT Carita Boat sebesar Rp852.996.000,00; 

Denda pengadaan PC, printer dan scanner oleh CV, Arya Media sebesar 

Rp1.465.200,00; dan 

Denda pengadaan Notebook dan printer oleh pr putri Ramdani sebesar 

Rp375.000,00. 

Sampai dengan per 31 Desember 2023 piutang yang disetor ke kas negara mencapal 

Rp21.840.200,00, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp832.996.000,00. 

m. Satker Lainnya 

Merupakan piutang kelebihan pembayaran belanja pegawai pada satker Balai Besar 

Penangkapan lkan, PPN Pekalongan, PPN Tanjung Pandan, PPN Ternate, PPN Ambon, 

dan PPN Pengambengan dengan total Rp11.859.591,00 

4. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Saldo iutang Lainnya pada Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada 8 (delapan] satker 

antara lain: 

a. Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya 

iutang atas kelebihan pembayaran pekerjaan antara lain kelebihan pembayaran 

pengadaan sarana budidaya rumput laut tahun 2019 sebeSar Rp315.823.040,00; 

urang volume pengadaan paket bantuan sarana budidaya ikan lele sistem bioflok 

sebesar Rp125.018.014,00 dan sebesar Rp49.525.025,00. Sampai dengan 31 

Desember 2023 piutang yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp78.077.330,00, 

sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp412.288.749,00, 

Piutang atas temuan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah atas 

bantuan kekerangan tahun 2017 sebesar Rp197,690.000,00. Sampai dengan tahun 

2017 yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp60.000.000,00, sehingga saldo 

per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp137.690.000,00. Piutang ini 
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diklasifikasikan sebagai piutang macet karena setelah tahun 2017 elum ada 

pembayaran angsuran atas piutang ini; 

Piutang atas kelebihan pembayaran atas nama pt Titan sebesar 

Rp250.735.763,000 yang sudah dikategorikan macet dan sudah dilimpahkan ke 

PUPN untuk pengurusan penagihan piutang; 

Terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP tahun 2023, terdapat temuan 

berupa 

i. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sedang Tugas 

Belajar sebesar Rp2.760.250,00, 

ii. Tiga paket pekerjaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan 

kepada masyarakat/Pemda berupa Rumput Laut tidak sesuai dengan kontrake 

sebesar Rp94.636.339,00, 

iii. Pekerjaan Konstruksi Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUB) Tahap Il 

tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp203.549.368,00, 

iv. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas di Direktorat Kawasan dan Kesehatan 

lkan sebesar Rp254.940.600,00 

b. Balai Layanan Usaha produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang 

Terkait pemeriksaan LK Tahu 2023 terdapat temuan berupa kelebihan pembayaran 

belanja plastic HDPE kluster Nila sebesar Rp86.200.200,00. 

c. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi 

Merupakan pengembalian gaji dan tunjangan atas pegawai yang sedang tugas belajar 

sebesar Rp3.080.000,00 

d. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara 

Merupakan piutang atas kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga 

Tambak yang dilaksanakan oleh CV Aha Dan berdasarkan temuan pemeriksaan 

kinerja TA 2022-2023 oleh aparat pengawas intern pemerintah Nomor 

T.383/IT/HP.110/X1/2023 tanggal 13 November 2023 sebesar Rp6623497an 

pengembalian gaji dan tunjangan atas pegawai yang sedang tugas belajar sebesar 

Rp810.000,00. 

e. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Ujung Batee 

Merupakan piutang kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja 

bulan Desember 2023 sebesar Rp210.110,00 dan pengembalian atas kekurangan 

volume pembangunan ruang genset kegiatan kluster dan gudang pakan kluster sebesar 

Rp779.603,00 
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f. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam 

Merupakan pengembalian gaji dan tunjangan atas pegawai yang sedang tugas belajar 

sebesar Rp1.800.000,00 

g. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 

Merupakan pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan atas pegawai 

tugas belajar sebesar Rp2.716.800,00,terkait temuan ltjen atas kelebihan pembayaran 

perjalanan dinas, pembayaran paket pemeliharaan hatchery Gedung. kelebihan 

pembayaran jasa konsultan pengawas sebesar Rp8.1 18.600,00. 

h. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 

Merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas 

sebesar Rp720.000,00, kelebihan pembayaran uang lembur sebesar 

Rpl64.840,750,00, dan kelebihan pembayaran rehab Gedung dan bangunan sebesar 

Rp1.283.186,00. 

5. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP 

Saldo Piutang Lainnya pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP terdapat pada satker 

berikut. 

a. Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP 

Merupakan kelebihan pembayaran uang makan ASN bulan Desember 2023 sebesar 

Rp17834.650,00, kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam rangka Diklat Dasar 

IF Pengawas Perikanan Keahlian di Ambon dan Medan sebesar Rp149.954.864,00, 

kelebihan pembayaran tunjangan kepada pegawai tugas belajar sebesar 

Rp60.645.600,00 dan terkait pemeriksaan atas LK Tahun 2023 terdapat temuan 

kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Kelas ll 

(MYC) senilai Rp879,458.815,00. 

b. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 

Terkait pemeriksaan atas LK Tahun 2023 terdapat temuan kelebihan pembayargn 

tunjangan kepada pegawai tugas belajar sebesar Rp270.000,00 dan kekurangan 

volume atas Pekerjaan Renovasi Konstruksi Pos Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan 

sebesar Rp175.802.712,00 

c. 12 (dua belas) satker lainnya, terkait pemeriksaan atas LK Tahun 2023 terdapat 

temuan kelebihan pembayaran tunjangan kepada pegawal tugas belajar pada satker 

Stasiun PSDKP Cilacap, Pangkalan PSDKP Lampulo, Stasiun PSDKP Tahuna, Stasiun 

PSDKP Ambon, Stasiun PSDKP Benoa, Stasiuan PSDKP Kupang. Stasiun PSDKP Biak, 
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Stasiun PSDKP Tarakan, Pangkalan Pengawasan PSDKP Jakarta, Bitung, Tual, dan 

Pontianak sebesar Rp73.150.054,00. 

6. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP 

Terdapat pada DKP Provinsi Sulawesi Tenggara dengan saldo per 31 Desember 2023 

sebesar Rp 32.623.000,00 merupakan piutang atas temuan aparat pengawas intern 

pemerintah atas program strategis pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp37.623.000,00 

dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 dan terkait pengembalian 

belanja gaji dan tunjangan atas pegawai tugas belajar pada satker Balai Besar Pengujian 

Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP] sebesar Rp6.660.000,00 

7. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Saldo Piutang Lainnya pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdapat pada 10 

(sepuluh) satker yaitu 

a. Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, merupakan piutang atas 

Teruan pemeriksaan oleh BPKP pada proyek Coremap.CTI pada tahun anggaran 

2014 aas satjer inaktif Dinas KP Kabupaten Buton sebesar Rp33.746.000,00, 

Kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja serta uang 

makan PNS dan PPPK bulan Desember 2023 sebesar Rp42.751.776,00; 

Terkait pemeriksaan atas LK Tahu 2023 terdapat temuan kelebihan pembayaran 

Belanja Pegawai, Belanja Gaji dan Tunjangan kepada pegawai tugas belajar tahun 

2023 sebesar Rp32.276.600,00, temuan atas Penausahaan Belanja Barang Dengan 

Mekanisme UP/TUP sebesar Rp103.875.030,00, Temuan DKP Kab Buton yang 

sudah dilimpahkan ke PUPN sebesa Rp147 950.250,00; 

Denda Keterlambatan CV Thee Putra Abadi sesuai dengan LHA Nomor 

T.501/IT/HP.110/X1/2023 tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp6.393.528,00; 

Kekurangan Pekerjaan Persiapan SMKK pada Kota Ambon sesuai dengan LHA 

Nomor T501/IT\/HP.110/XI/2023 tanggal 22 Desember 2023 sebesar 

Rp1918.400,00 

Kekurangan Pekerjaan Persiapan SMKK pada Kab. Banyuwangi sesuai dengan LHA 

Nomor T501/IT/HP,110/X1/2023 tanggal 22 Desember 2023 sebesar 

Rp1.025.000,00, 

Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pembangunan Rumah Produksi Produk Jadi 

Fikosianin sesuai dengan LHE Nomor T41/IT\/KP.730/X11/2024 Tanggal 11 

Januar 2024 sebesar Rp4.230.627,00; 
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Kesalahan perhitungan volume pekerjaan lantai pembangunan GGR oleh PT, Alfa 

Mahkota Abadi sesuai LHP Nomor T.608/1T1.3/HP.550/X11/2023 Tanggal 12 

Desember 2023 sebesar Rp4.151.386,00; 

Temuan pada Dit. Jaskel an CV Gibran Raka Pratama senilai Rp.76.511,17 dan CV. 

Bangun senilai Rp.85.447,83. 

b. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar 

Merupakan kelebihan pembayaran belanja tunjangan kinerja PNS dan PPPK dan 

kelebihan belanja uang makan PNS Bulan Desember 2023 sebesar Rp955.243,00 

c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon 

Piutang atas pengembalian belanja Beban Persediaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuke 

diserahkan pada Masyarakat atas pembayaran pembangunan jembatan dan pekerjaan 

bozem, evaporator dan waduk air tua yang belum dicatat pada period 13 Hasil Reviu 

itjen sebesar Rp25.395.000,00. 

d. Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong 

Piutang terkait temuan atas pemeriskaan LK tahun 2023 yaitu kelebihan pembayaran 

belanja pemehiharaan Gedung bangunan dan honorarium narasumber sebesar 

Rp24.786.717,00 

e. Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang 

Piutang terkait temuan atas pemeriksaan LK tahun 2023 yaitu kelebihan pembayaran 

gaji dan tunjangan kepada pegwar yang sedang gas belajar sebesar Rp8.581.500,00 

f. Balai Pengeloolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar 

Piutang terkait temuan atas pemeriksaan LK tahun 2023 yaitu kelebihan pembayaran 

gaft dan tunjangan kepada pegwai yang sedang tgas belajar sebesar Rp7,159.200,00. 

g. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima 

Piutang atas pengembalian belanja bahan dan honor narasumber yang disebabkan 

dokumen pertanggungjawaban kurang lengkap dan tidak sesual ketentuan sebesgar 

Rp954.000,00. 

h. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan 

Piutang atas kelebihan pembayaran belanja barang modal untuk diserahkan kepada 

masyarakat sebesar Rp1.617.066,00. 

i. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan 

Piutang atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan persediaan Jalan, rigasi dan 

Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp3,734,480,00 
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j. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto 

Piutang atas kelebihan pembayaran perencanaan pembangunan saluran/jalan 

produksi sebesar Rp31.1360,00 

8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 

Saldo Piutang Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat 

pada 30 (igapuluh) satker sebagai berikut 

a. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon 

Pencatatan Piutang atas pengadaan KM Bawal Putih Ill yang telah diserahkan 

pengurusannya ke PuPN atas nama PT, Carita Boat Indonesia, namun belun tercatat 

pada Laporan Keuangan sebesar Rp1.428.485.977,00; 

b. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 

Merupakan temuan pemeriksaan BPKRI pada LK KP TA 2019 aitu kelebihan 

pembayaran pekerjaan pembangunan kelembagaan Morotai Integrated Aquarium 

dan Marine Research Institute (MIAMARI) Pangandaran pada Pusat Riset Kelautan 

yang dilaksanakan oleh KSO PT Pangkho Megah - PT Daya Cpta Dianrancana 

sebesar Rp800.000.000,00; 

Temuan pemeriksaan LK Tahun 2023 atas kelebihan pembayaran gaji dan 

tunjangan kepada pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp97.471.950,00. 

e. Poltek AU Jakarta 

Piutang sebesar Rp857.133.051,00 merpakan temuan pemeriksaan LK tahun 2023 

atas 

Paket Pekerjaan Belanja Modal Renovasi pada Politekik Ahli Usaha Perikanan 

Jakarta Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp328.196.676,00 dengan rincian: 

o Renovasi Asrama Aster Baru dan Aster Lama oleh PT, Marvic Rp116.634,150,00; 

o Renovasi Gedung Direktorat, Auidtorium Madidihang dan Ruang VIP oleh PT. 

Nara Rp151.592.870,00, 

o Renovasi Asrama Octopus, Thunus dan Ruang Makan Loligo oleh CV, Andi 

Rp33.477.656,00 

o Pengadaan Jalan Keliling oleh PT. Naga Toba Rp26.492.000,00 

Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan senilai 

Rp8.447.475,00 

Kelebihan pembayaran pekerjaan tidak sesuai kontrak senilai Rp52.157.078,00; 

Kelebihan Pembayaran Belanja Barang atas Tujuh Paket Pekerjaan Belanja Barang 

Penyelenggaraan Wisuda dan Pelantikan Taruna Baru Nasional Pendidikan Tinggi 
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Vokasi pada Politekik Ahli Usaha Perikanan Jakarta Tidak Sesuai Kontrak Senilai 

Rp405.964.620,00; 

Kelebihan Pembayaran Tunjangan kepada pegawai yang sedang tugas belajar 

sebesar Rp62.367.200,00; 

d. Poltek KP Sorong 

Piutang sebesar Rp420.040.989,00 merupakan temuan pemeriksaan LK tahun 2023 

ata: 

Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungstonal dan Tunjangan Kinerja kepada 

pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp64.813.034,00; 

Biaya perjalanan dinas dalam negeri berupa biaya hotel/penginapan, biaya 

pendaftaran pelatihan, dan biaya transportasi taksi dipertanggungjawabkan 

menggunakan Daftar Pengeluaran Rill (DPR) senilaf Rp37,370,000,00; 

Proses perencanaan penganggaran dan realisasi belanja bantuan uang makan dan 

bantuan pendidikan bagi anak pelaku utama pada satker Politeknik KP Sorong tidak 

sesuat ketentuan dan terdapat penggunaan bantuan tang makan yang tidak sesuaf 

kondisi rill senilaf Rp91.675.000,00 

Realisasi Belanja Barang tidak didukung dokumen pertanggungiawaban senilai 

Rp147.957.955,00; 

Pertanggungiawaban belanja honorarium jasa profesi tidak sesuai 

ketentuan/Kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp66.875.000,00. 

e. SUPM Sarong 

Piutang sebesar Rp303.791.827,00 merupakan temuan pemeriksaan LK tahun 2023 

atas: 

Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada SUPM Sorong 

dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondis riil; 

Belanja pemeliharaan Peralatan Mesin pada SUPM Sarong dipertanggungjawabkan 

tidak sesuai kondis riil, 

Sewa Rumah negara yang dikuasat oleh mantan pegawai pada SUPM Sorong Belum 

dicatat pada LK dan akan dicatat jurnal penyesuian pada LK audited Tahun 2023, 

esuai dengan Putusan MA. 

f. Balat Riset Perikanan Perairan U/mum dan Penyuluhan Perikanan 

Merupakan piutang yang disebabkan oleh temuan pemeriksaan LK tahun 2023 atas: 
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• Belanja Barang dan Jasa dengan mekanisme UP/ TUP yang tidak didukung dokumen 

pertanggungjawaban senilai Rp24.123.055,00; 

Belanja Barang kepada Koperasi Penelitian Penyuluh Perikanan (KP3) tidak sesuai 

kondisi riil senilai Rp165.158.129,00. 

g. Poltekx KP Bitung 

Piutang atas pengembalian belanja perjalanan dan kelebihan pembayaran tunjangan 

atas pegawai Rp16.492.810,00. 

h. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal 

Piutang atas pengembalian tunjangan kinerja pegawai bulan Desember tahun 2023 

dan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional pegawai sebesar Rp7,339.676,00. 

i. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung 

Piutang sebesar Rp16.492810,00 merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas 

bulan Desember 2023 yang dibayarkan Januari tahun 2024 dan kelebihan pembayaran 

tunjaangan kepada pegawai yang sedang tugas belajar atas hasil pemeriksaan LK tahun 

2023. 

j. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penvuluhan Perikanan 

Piutang sebesar Rp10.965.416,00 merupakan pengembalian uang makan dan 

tunjangan kinerja bulan Desember tahun 2023 

k. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan 

Piutang sebesar Rp6.643.400,00 erupakan pengembalian uang makan bulan 

Desember tahun 2023 dan temuan pemeriksaan atas LK tahun 2023 atas kelebihan 

pembayaran tunjangan kinerja atas pegawai yang sedang tugas belajar. 

SUPM Pariaman 

Piutang sebesar Rp60,287.859,00 merupakan temuan pemeriksaan LK tahun 2023 

atas penatausahaan Belanja Barang dengan mekanisme UP/TUP tidak terib dan Biaya 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungiawabkan menggunakan Daftar 

Pengeluaran Riil 

m. Poltek KP Sidoarjo 

Piutang sebesar Rp60.642.126 merupakan pengembalian tunjangan kinerja bulan 

Desember 2023 dan temuan pemeriksaan LK tahun 2023 atas kelebihan pembayaran 

tunjangan kepada pegawait yang sedang tugas belajar 

n. 19satuan kerja yaitu Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, Loka 

Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, SUPM Kota Agung Lampung, SUPM 

Pontianak, Poltek KP Bitung, Poltek KP Pangandaran, Poltelke KP Bone, Balai Riset 
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Budidaya lkan Hias, Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, Loka Riset Budidaya 

Rumput Laut, Bala1 Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Poltek KP 

Karawang, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi, Polteke KP embrana, 

SUPM Waeheru, Poltek KP Kupang Poltek KP Dumai, dan SUPM Ladong, 

Piutang terkait temuan atas pemeriksaan LK tahun 2023 yaitu kelebihan pembayaran 

gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sedang tugas belajar sebesar 

Rp289.652.056,00 

9, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP 

Saldo Piutang Lainnya pada Badan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP 

terdapat pada 20 (dua puluh) satker sebagai berikut: 

a. Sekretariat Badan Karantina kan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Has[ Perkanan 

Piutang atas pengembalian uang makan bulan Desember 2023 pada Sekretarlat 

BKPM, Pusat Karantina lkan, Pusat Pengendalian Mutu, dan Pusat SSK 

b. 13 (tiga belas) satker yaitu BKIPMKHP Surabaya I, BKIPMKHP Medan I, SKIPMKHP 

Padang, SKIPMKH Pontianak, SKIPMKHP Kendari, SKIPMKHP Mamju, SKIPMKHP 

Palu, BKIPMKHP Tarakan, SKIPMKHP Gorontalo, SKIPMKHP Medan II, SKIPMKHP 

Merak, BKIPMKHP Surabaya II, dan BBKIPMKHP Jakarta l 

Piutang atas pengembalian belanja pegawat berupa tunjangan kinerja, uang makan, 

dan uang lembur bulan Desember 2023 dengan total Rp10.506.022,00, 

c. 6 (enam) satker yaltu BKIPMKHP Makassar, BKIPMKHP Manado, BKIPMKHP 

Lampung, BKIPMKHP Jakarta II, SKIPMKHP Crebon, dan SKIPMKHP TAhuna 

Piutang atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sedang 

tugas belajar yang merupakan temuan pemeriksaan LK tahun 2023 sebesar 

Rp47.974.750,00. 

C.1.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak merupakan cadangan yang harus 

dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas 

piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 

dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp36.242.472.804,00 dan Rp42.292.166.621,00 

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak pada masing-masing 

unit Eselon I adalah sebagai berikut: 
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Tabel C.32 

Rincan Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bulan Pajak Per Akun 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

1bes 2022 
Ken.adk.an 

% Nae. Alu / Ult Belo f 31bes 202 
(Penrunan] 

Penyislhan Pit.an.g (27.677.005.543) (40.4$9.290.625) 12782.285.08.2 (31,59 

Piutang PN 

etien 0 (12473.345.242 12473.345.242 (100,00) 

Diten PT (27.413.485.296) (27.619.380.919 205.895.62.3 (0,75 

bite Pi (230.002.200) (350.000.000) 119997.80.0 (34,29) 

Diten SDKP (16.254.510) (1.344.915) (14.909.595 1.108,59 

bite Pp$PP (4.462.732 .701.743 (760.989 20.56 

bite PKRL (1.903.517) (11.344.855 (558.662) 4,92 

P2SDM KP (897.288) (172951 (724.337) 418,81 

feel futon (8.565.467.261) (1.832.875.996) (6.732.591.265 36,32 

Pluta.gal ya 

Set#en (1.888.448 (1.367.360 (521.088) 38.14 

lten (119.391 (489.017) 369.6.26 (75.59) 

bite T ($.995442.067) (1.373.479,961) (4.621.962.106) 336.51 

Diten PB (804.879.898) (392.667.651 (412.212.247) 104,98 

bite PS.DK (6.785.584 (1.379.933 (5.405.651) 391,73 

bite Pp9PP (129.311.261) (3.564.325 (125.746.936) 3.527,93 

bee KRL (182.82.709) (55.066.406) (121.761.30.3 232.01 

P2SDM KP (1.443.163.87$) (4.19.620) (1439.044.255) 30.490.,68 

BP2MHP (449.028) (141.723 (307.305) 216.8. 

Total (36.2421,472.804 (42.292.166.621 6.049.693.817 (14,30) 

C1,10 Piutang dari Kegiatan Operasiona Badan Layanan Umun 

Piutang dari Kegiatan Operasiona! BLI merupakan hak atau pengakuan atas uang atau jasa 

terhadap pelayanan yang telah diberikan yang merupakan kegiatan utama dari BLU dan belum 

diselesaikan pembayarannya. Piutang ini terdapat pada eselon I Sekretariat Jenderal pada 

satker BLA LPMUKP yang merupakan akuwmulasi tunggakan jasa layanan debitur yang telah 

jatu.h tempo namun hingga akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran atau 

pelunasan. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLI per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 adalah sebesar Rp28.728.925.709,00 dan Rp0,00. 

Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BL!I adalah sebagai berikut 
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Tabel C.33 

Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per Akun 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenata 
Nama Akn 31 Des 202 31Des 2022 % 

(Penurunan] 

Piutang BL Pelyana. 16.767.000 0 16.767.000 100.00 

Pendidika 

iutang BL Pengelola Dana 28.726.675.709 0 28.726.675.709 100,00 

engulir 

iutang BLI Lainnya dari 2.250.000 0 2.250.000 100,00 

Kegiatan Operasional 

Total 28.745.692.709 0 28.745.692.709 100,00 

Penjelasan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per masing-masing akun adalah 

sebagai berikut: 

C.1.10.1 Piutang BLU Pelayanan Pendidikan 

Saldo Piutang BLU Pelayanan Pendidikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.767.000,00 

hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP di satker 

BLU Bala Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal. Piutang tersebut merupakan jasa 

pelatihan yang diselenggarakan pada tahun 2023 dan sampai dengan 31 Desember 2023 

masih terdapat kekurangen pembayaran oleh pengguna jasa. Atas kekurangan telah dilunasi 

pada bulan Februari dan Maret 2024. 

C.1.10.2 Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir 

Saldo Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp28.726.675.709,00 hanya terdapat pada Sekretariat Jenderal di satker BLU LPMUKP yang 

merupakan akumulasi tunggakan jasa layanan debitur yang telah jatuh tempo namun hingga 

akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran atau pelunasan. Saldo piutang ini per 

31 Desember 2022 dicatat pada akun Piutang Penerimaan Bukan Pajak sebesar 

Rp17.534.546.443 dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP sebesar 

Rp12474.712.602. Pada bulan September 2023 dipindah ke akun Piutang dari Kegiatan 

Operasional Badan Layanan Umum yang lebih sesuai dengan proses bisnis BLI LPMUp 

Rincian kualitas Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 adalah sebagai berikut: 
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Tabet C.34 

Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU - Pengelolaan Dana Bergulir 

Berdasarkan Kualitas Piutang 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

31 Des 202 
1 Des 2022 Kenadkan 

Kutas Piutag (alun Piutang dariKeg 
fake Putan PNBP') (Penurunan) 

% 
Operaslonal BtI/] 

Lanar 135.416.000 406.682.897 (271.266.897) (66,70) 

Kurag Lan.car 490.123.600 979.084.623 (488961.023) (49,94 

Diragukn 145.244.821 140.613.84.3 4.630.978 3.29 

Macet 27,955.891 .288 15.734.693.095 12.221.198.193 77,67 

Total 28.726.675.709 17.261.074,458 11465.601.251 66,42 

C.1.10.3 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional 

Saldo Piutang BLU Lainnya dart Kegiatan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp2.250.000,00 hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 

KP di satker BL Politeknik KP Sidoar jo, merupakan biaya makan taruna dan sewa asrama 

bulan November - Desember 2023 yang telah jatuh tempo namun sampai tanggal 31 Desember 

2023 belum dilakukan pembayaran. 

C.1.11 Penyisthan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional 

Badan Layanan Umum 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari kegiatan Operasional BLU merpakan cadangan yang 

harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang dani Kegiatan Operasional BLUE 

berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - 
Piutang Dari Kegiatan Operasional BL per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah 

sebesar Rp20.418.025.233,00 dan Rp0,00. 

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU 

adalah sebagai berikeut: 

Tabel C.35 

Rincian Saldo Penyisthan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional BLU 

Per Akun 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenall 
Na.a Au 31 bes 202J 1 bes 2022 % 

(Penurunan] 

Penyisihan Piutang idle (83.835 0 (83.835) 100,00 
Tertagih.Putang BLU Pelayanan 

Pendidikan 
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Kenai.la 
Nama Alen 31Des 2023 31Des 2022 

(Penurunan] 
% 

Penyisiha Piutang Tile (20.,423.201.733) 0 (20.423.201.733 100,00 

Tertagih - Piutang BLU Pengelola 

Penyisihan Piutang Tidake (11.250) 0 (11.250) 100,00 

Tertagih - Piutarg dart Kegiatan 

Total (20.423.296.818) 0 (20.423.296.818) 100,00 

Penjelasan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per masing-masing akun adalah 

sebagai berikut: 

C.1.11.1 Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan merupakan cadangan 

yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang BLU Pelayanan Pendidikan 

Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.835,00 merupakan penyisihan atas Piutang BLU 

Pelayanan Pendidikan yang hanya terdapat pada unit Esleon I Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SD4 P di satker BLU Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal yang 

disisihkan sebesar 0,5% karena kualitas piutangnya lancar 

C.1.11.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir merupakan 

cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang BLU Pengelola 

Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Dalam menghitung pembentukan 

penyisihan piutang tidak tertagih, LPMUKP memperhitungkan jumlah Tunggakan atau 

Piutang kualitas piutang dan nilai barang agunan atau jaminan. Nilai agunan atau barang yang 

dijaminkan oleh debitur sebagai komponen pengurang terhadap piutang, lalu dikalikan dengan 

persentase sesuai dengan kualitas piutangnya. Perhitungan ini sesuai denagn Peraturan 

Direktur LPMUKP Nomor 6/PER-LPMUKP/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang. 

Rincian saldo penyisihan piutang tidak tertagih - piutang dari kegiatan operasional BLU 

berdasarkan kualitas piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut 

Tabel C.36 

Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelolaan Dana 

Bergulir berdasarkan kualitas 

Per 31 Desember 2023 

Kualltas Piutang 
Nilai Piutang 

Nital Piutag- 
% 

Penyisthan 
PNBP lamina (LPMUKP' Piutang 

Lancar 135.416.000 59.267.000 0.50% 296.335 

Kurang anear 490.123.600 321.889.722 10% 32.188.972 

Diraguka 145.244.821 24.232.500 50% 12116.250 
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Kuait.as Piutang 
Nilai Piutang 

Nita Piutang 
%% 

Penyisiha 

PNBP farina (LPMUKP) iutang 

Macet 27.955.891 288 20.378.600.176 100% 20.378.600.176 

umha.h 28.726.675.709 20.423.201.733 

C.1.11.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang dari Kegiatan Non 

Operasional Badan Layanan Umum 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional 

merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang BLU 

Lainnya dari Kegiatan Operasional berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Saldo per 31 

Desember 2023 sebesar Rp11.250,00 merupakan penyisihan atas piutang BLU Lainnya dari 

Kegiatan Operasional pada terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan 

SDM KP di satker BLU Poltek KP Sidoarjo, yang disisihkan sebesar 0,5% karena kualitas 

piutangnya lancar. 

C.1.12 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umunm 

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLI merupakan hak atau pengakuan atas uang atau 

jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan yang bukan merupakan kegiatan utama dari BLU 

dan belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35.235.000,00 an 

Rp5.821.918,00 

Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLI adalah sebagai berikut: 

Tabel C.37 

Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU 

pada Masing-Masing Eselon 1 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Unit Eselon 1 Des 2023 
Kenaikan 

31bes 2022 % 
(Penurunan] 

Setjen 35.235.000 $.821.918 29.413.082 505.21 

Total 35.23$.000 $.821.918 29.413.082 505,21 

Piutang ini hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal di satker BLU LPMUKP yang 

merupakan piutang atas temuan pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah berupa 

kelebihan kelebihan belanja aplikasi sebesar Rp170.855.000,00. Sampai dengan 31 Desember 

2023 piutang yang telah disetor ke kas negara mencapai Rp135.620.000,00, sehingga saldo 

piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.235.000,00. Pada pelaporan 31 Desember 2022 
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piutang ini dicatat pada akun Piutang Lainnya. Pada Triwulan [II TA 2023 piutang ini 

dipindahbuku dari akun Piutang Lainnya. 

C.1.13 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non 

Operasional Badan Layanan Umum 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU merupakan cadangan 

yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang dari Kegiatan Non 

Operasional BLU berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022 adalah sebesar Rp35.235.000,00 dan Rp29.110,00 

Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU 

adalah sebagai berikut: 

Tabet C.38 

Rincan Saldo Penyisihan Pi@tang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan 

Non 0pr BLU Pada Masing-Masing Eselonl 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Ken.ala 
nit Elon l 31 Des 202J 31bes 2022 % 

(Penrun.an] 

Seten (35.235.000) (29.110) (35.205.890) 0,00 

Total (35.235.000) (29.110) (35.205.890) 0,00 

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dart Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU 

hanya terdapat unit Eselon I Sekretariat Jenderal pada satker LPMUKP, yang merupakan 

penyisihan atas Piutang BLU Lainnya dani Kegiatan Non Operasional sebesar Rp35.235.000,00 

yang masuk dalam kuahitas maet. 

C.1.14 Persediaan 

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan 

untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau 

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel c.39 

Rincian Saldo Persediaan Per Akun 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Ken.aka 
Na.a Alu 31bes 2023 31bes 2022 

(Penn.an) 
«% 

Pereda.ntuke 09eras.0.al $9,980.292.329 $6.343.512.324 3.636.780.005 6,45 

frosts roduked da Persedl 

any. 

BaragkKonud 8.253.028.846 16.900.060.609 1.352.968.237 8,01 

Aruii 172.72.388 724.555.$22 999.216.866 137,91 

aha untuk ere hara. 702922.199 738.902.467 (35$.980.268) (4.87) 

Suke Cada.g 22.630.026.225 21.$47969.95 L.082.056.268 $.02 

ah. Bake 10122.608,929 11277048.614 (1154,439.685) (10.24) 

Pers.edi Lamy 6.547,933.742 5.154,97$.155 1.392.958.587 27,02 

Persia untuk Difu.al ate 31264.309.510 21.613709.773 9.650.599.73 44,65 

rah.pad My.rat 

T.ah Bagu.a uetuk diju.4 tar 299.395.000 • 299.39$.000 100,00 

Diserahk epad Maya a.k.at 

lewa d Tm.an.a utuke diju.al 15.514.070.890 10.188.187.820 5.325.883.070 52.2 

t Diahlnkep.a Mey.alt 

fer.alt. d Mesi utu.k Dial • 5.820.877.210 (5.820.877.210) (100,00) 

at Dlrahlnke pad Mey.alt 

Atet Li Lin tuke pier.ahk. 140.202.000 140.202.000 • 0,00 

epad My.aralet 

lag Persedi Leya utuke 825.418.530 1.442554.080 (6171.13$.5$0) (42,78) 

Dial/Diserahln epad 
May.alt 

fersedi Lay.a ant u.l 14.485.223.090 4.021.888.66.3 10,463.334.427 260,16 

Dirahl pad My.a.ra.lat- 

Dale Pro.es 

Total 91,244.601.839 77.957.222.097 13.287.3179.742 17,04 

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp13.287,379,742,00 

atau 17,04% dari sado per 31 Desember 2022 yang secara umum disebabkan oleh pengadaan 

pekerjaan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Ter padu (SKPT) di SKPT Moa Prov 

Maluku dan SKPT Biak Prov. Papua. 

Selain saldo Persediaan pada tabel diatas terdapat Persediaan dalam kondisi rusak atau usang 

yang masih dalam proses penghapusan. Rincian saldo Persediaan dalam kondisi rusak atau 

usang masing-masing unit Eselon I per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: 

Laporan Keuangan Kementerian elautan dan Perikanan Tahunan TA 2023 Aud/red - 

# t 



Tabet C.40 

Rincian Saldo Persediaan Dalam Kondisi ~sang dan Rusak 

Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 202 

Unit Eselon f sang Rua¢ Total 

Ditjen PT 25.100.100 0 25.100.100 

Dten PB 21.671.69%8 37$.682.400 397.354.098 

BP2SDM KP 78.013.835 31.740.600 109.754.4.35 

Total 124.785.633 407,423.,000 532.208.633 

Penjelasan Persediaan per masing-masing akun adalah sebagai berikut 

C.1.14.1 Persediaan Untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan 

Lainnya 

Saldo Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp59,980.292.329,00 dan 

Rp56.343.512.324,00. 

Rincian saldo Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada 

masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut: 

er eset r n eset r 

Keadle 
nit Eselon E 1 Des 202J 1 bes 202 % 

(Pen@ran 

Seten 1654.405.541 L.736983.346 (82.577.805) (4,75 

ten 103.441.128 49.923.148 53.517,980 107,20 

Dtjen PT 1.245.720.542 3.358.973.671 (2113.253.129) (6291) 

Ditjen PB 18.450.744.138 13.818.073.488 4.632670.650 33,53 

Ditjen PSDKP 25.7234.039.276 21.388.169.020 4.334.870.256 20,27 

Ditje PDSPp 263.455.020 329.548.782 (66.093.762) (20,06) 

DHtje PKRL 17291 935 15.799.800 1.492.135 9,44 

BP2SDM KP 4.298.315.570 5.140.202.632 (841.887.062 (16,38) 

BP2MH KP 8.223.879.179 10.505.838.437 (2.281.959.258) (21,72) 

Total $9,980.292.329 56.343.512.324 31.636.780.005 6,45 

Tabet C.41 

Rincian Saldo Persediaan Untuk Operasional, Proses Produle 

dan Persediaan Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon f 

P 31De bet 2023 da» 31 De: be1 2022 

Penjelasan ringkas atas saldo Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan 

Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut 
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1. Sekretariat Jenderal 

Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Sekretariat 

Jenderal antara lain berupa Tinta/Toner Printer sebesar Rp168,999,150,00; Kunci, Kran 

Dan Semprotan sebesar Rp329.348.126,00; dan Lampu Listrik sebesar Rp131.246.717,00 

2 Inspektorat Jenderal 

Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Inspektorat 

Jenderal antara lain berupa Ordner dan Map sebesar Rp20.332.567,00; Amplop sebesar 

Rp5.524.380,00, dan Tinta/Toner Printer sebesar Rp41 .973.691,00 

3. Ditjen Perikanan Tangkap 

Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Ditjen 

Perikanan Tangkap antara lain berupa Bahan Lainnya sebesar Rp485.600.000,00; Barang 

Cetakan sebesar Rp123.528.032,00; danTinta/Toner Printer sebear Rp115.750.086,00. 

4. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Ditjen 

Perikanan Budi Daya antara lain berupa Bahan Kimia Padat sebesar Rp1871.047 792,00; 

Pakan Ikan sebesar Rp4,940.811.675,00; dan Biota Laut/lkan sebesar 

Rp3.342.298.105,00. 

5. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP 

Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Ditjen 

Pengawasan Sumber Daya KP antara lain berupa Amunisi sebesar Rp1.723.772.388,00; 

Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor sebesar Rp21 180.504.434,00; dan 

Tinta/Toner Printer sebesar Rp487974.869,00 

6. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP 

Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Ditjen 

Penguatan Saing Produk KP antara lain berupa Bahan Kimia Lainnya sebesar 

Rp248.639,749,00, Alat-Alat Pel dan Lap sebesar Rp1.272.000,00, dan Biota Laut/lkan 

sebesar Rp9.305.500,00 

7 Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Luat 

Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Ditjen 

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut antara lain berupa Ordner Dan Map sebesar 

Rp3.077.880,00; Kertas HVS sebesar Rp5.745.500,00; dan Tinta/Toner Printer sebesar 

Rp3.707.175,00 
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8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 

Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP antara lain berupa Alat/bahan Untuk Kegiatan 

Kantor Lainnya sebesar Rp462,177.702,00; Biota Laut/lkan sebesar Rp1.412.528.805,00; 

dan Perikanan sebesar Rp562.189.405,00. 

9, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP 

Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Badan 

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP antara lain berupa Bahan Kimia Padat 

sebesar Rp1.881.349,955,00; Bahan Kimia Cair sebesar Rp1.369.419.220,00; dan Barang 

Cetakan sebear Rp1.258.969.354,00. 

Ringkasan mutasi akun Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan 

Lainnya per jenis transaksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut 

Tabel C.42 

Ringkasan Mutasi Persediaan untuk Operasional, 

Proses Produksi dan Persediaan Lainnya 

per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2023 

Kode 

Trana.ks.l 
trala Nilal 

Saldo Awl Per ft Januari2023 56.343.512.324 

Mutasi Tambal 325.604.670.283 

Mo Penambahan Saldo Awal 157.377.500 

Mo2 Penbell 205.026.056.543 

M03 Transfer Mask 1.031235.550 

M06 Perolehan Lainnya 8.729.877941 

M10 Reklasifikasi Masuk 10.125.476.175 

MI Rekdsifkaasi Dari Aset 1.241.425.900 

MIS Persediaan Dalam Proses Masuk 1887.99849.3 

M9S Koreksi Transfer Keluar Online 1.620.000 

M9g Korelesi Nial Trbah 72975.801.070 

M99 Koreksi Kuantitas Tambah 22.957.008.075 

POL Hasit 0pname Fiske 1.470.793.036 

Mutasi Kurang: (321.967.890.278 

KO1 Habis Pakai (197.969912.770 

Ko2 Transfer Keboar (1.032.855.550 

KO4 sang (192586.565) 

K05 Rusak (144489.101) 

06 Keluar Laity% (10.238.521.585) 

K10 Reklasifikasi Ke loaf (9.525.596.327) 
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Kode 
trala Nila 

Transalsl 

KIL Reklasifikasike Aset (2136.305.295) 

K98 Korelest Nila± Krag (22777.607.125) 

99 Koreksi Kuantitas Kurang (73.389.352.660) 

Pot Hait 0pmane isl ke (4.560.663.300) 

Saldo Akhir Per t Deember 202 $9.980.292.329 

C.1.14.2 Persediaan ntuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat 

Saldo Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 

31 Desember 2022 adalah sebesar Rp31.264.309.510,00 an Rp21.613,709,773,00 

Rincian saldo Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada masing- 

masing unit Eselon I adalah sebagai berikut: 

Tab»el c.43 

Rincian Saldo Persediaan untuk Dijual Atau 

Diserahkan kepada Masyarakat Pada Ma sing-Masing Unit Eselo 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kena4lea 
nit Belon 31 Des 202 31bes 2o22 % 

(Penruan 

Set#en 13.001.185.440 0 13.001 185.440 100,00 

Ditjen PT 439.597.000 6.042.723.190 (5.603.126.190) (92.73) 

Ditjen P 16.318.301.420 11.704.069.420 4.614.232.000 39,42 

Diten DSK 4731.056.800 3.253.612.213 (2.780.555.413) (85,46) 

Dtjen KRL 1.010.980.850 599.554.950 411.425.900 68,62 

BP2SDM KP 21 188.000 13.750.000 7,438,000 4,09 

Total 31.264.309.510 21.613.709.773 9.,650.599.737 44,6.5 

Penjelasan ringkas atas saldo Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat 

pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut: 

1. Sekretariat Jenderal 

Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Sekretariat Jenderal 

antara lain berupa pekerjaan pembangunan fisik di ST Moa Prov. Maluku dan SKPT 

Biak Prov. Papua 

2. Ditjen Perikanan Tangkap 

Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Perikanan 

Tangkap antara lain berupa rehabilitasi tempat pemasaran ikan PP Kaldermak Kota Sorong 

dan dokumen perencanaan pembangunan Tempat Petelangan lkan (TPI) Higienis 
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3. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Perikanan Budi 

Daya antara lain berupa excavator, plastik HDPE untuk keramba jaring apung, bioflok, 

pupuk, kincir air, bibit rumput laut, benih ikan, calon indukan dan lain-lain 

4. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP 

Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Penguatan Daya 

Saing Produk KP antara lain berupa pabrik es di Kabupaten Mimika, unit pengolah ikan di 

Kabupaten Pati, pasar ikan bersih, sentra kuliner di Kabupaten Sumbawa. 

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Pengelolaan 

Kelautan dan Ruang Laut antara lain berupa Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten 

Sumbawa dan Kabupaten Aru, Pembangunan Gudang Garam Nasional di Kabupaten 

Kupang, dan zin Lingkugan pembangunan SKPT Moa 

6. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 

Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM KP antara lain berupa bahan jadi yang dihasilkan dart praktek siswa 

Ringkasan mutasi akun Persediaan per jenis transaksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel C.44 

Ringkasan Mutasi Persediaan untuk Dijual atau 

Diserahkan epada Masyaralat Per Jenis Transaksi 

Per 31 Desember 2023 

Kode 
t/rad.an Nila 

pal 

Saldo Awal Per 1 faa1 2023 21.613.709.773 

Mutat bah 1.033.222.310.117 

Mo2 Peen.bell.an 535.510.423.792 

Mo'3 Transfer Mauk 893.309.770 

M04 Hibah (Mask) 884.325.000 

M06 perole ha Lanny.a 99.798.721.559 

MI0 Reklasiftkasi Masuk 207,991,358.674 

Ml Reklasifikaasi Dari Aset 217744.580 

MIS Persediaan Dalam roses Masuk 181 292.804.686 

M95 Koreksi Transfer Keluar Online 363.893.090 

M98 Korekesi Nilal Tr bah 4.581.595.946 

M9 Koreksi Kuantitas Tambah 63.472.750 

pf Hai 0pname Fike 1.618.660.270 
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ode 
tlrala Nilaf 

Trasalsl 

Mutasi Kurang (1.023.571.710.380) 

Ko1 Habis Palai (587.516476498 

Ko2 Transfer Keluar (1.257.202.860) 

Ko3 Hibah Keluar (L.771902879) 

Ko5 Rusak (370.157.400) 

06 eluar Lanny.a (55.832.674.706) 

KIO Reklasiffkesi Keluar (181.325.180.84.3) 

KIL Reklasiftkasit ke Aset (2.768.900.000) 

K1IS Persediaan Dalam roses Keluar (191.118.386.734) 

98 Kerekes Nila Kur%g (224.315.960) 

99 Koreksi Kuantit.as Kurang (1.148.913.800) 

Po Hait 0pname Fike (237.698.700) 

Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 31.264.3109.510 

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 

TA 2023 adalah sebagai berikut 

2. Kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi proteksi tiang pancang dermaga tambahan 

pada dan SKPT Biak Prov. Papua sebesar Rp133.813.000. Atas temuan tersebut tel%h 

disetor ke rekening hibah ICA pada tanggal 19 April 2024. 

3. Pencatatan persediaan Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada 

Masyarakat pada Ditjen Perikanan Budi Daya yang tidak sesuai kebijakan akuntansi KKP 

sebesar Rp219.982.550,00, 

C.2Aset Tetap 

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau 

dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 da 31 

Desember 2022 adalah sebesar Rp23.902.807.207.513,00 dan Rp24.115.941.352.182,00 

Rincian saldo Aset Tetap per akun adalah sebagai berikut 

Tabet c.45 

Rincan Saldo Aset Tetap Per Alun 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

ena.a 
N.a Al 1bes 2023 31 Des 2022 4% 

Perun.an) 

Tam.al 16.011.305.715.66.3 16.096.132.571.58.3 (84.826.855$.920) (0.53) 

Peralta da Mesin 6.522.510.838.685 6.06/0.014.703.454 462.496.135.231 76.3 

Gedung da Bangura $.302979,449.379 5.373.798.722.00.3 (70.819.272.624) (1.32) 
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Ken.al.a 
Nam.a Al 31bes 2023 31 Des 2022 % 

(Pemurunan 

[ala, lrigas da aring.a 3924.815.114.324 3.883.995$.205.091 40.819,909.233 1.05 

Aet Tetap Lain.ya 226.854.882.066 239.515.333.474 (12660.451.408) (5.29) 

Konstruki ala pengerjaa 91.116.357.351 204.562.314.909 (113.445.957.$58) (55,46) 

Alu fen/ta Ai (8.176.775.149.955) (7.742.077.498.332 (434.697.651623) $,61 

Tetap 

foal 23,902.807.207.513 24.115.941.352.18.2 (213.134.144 9 (0,88 

Penjelasan Aset Tetap per masing-masing akun adalah sebagai berikut: 

C.2,1 Tanah 

Aset tetap berupa Tanah ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai kegiatan 

operasional pemerintah dan kondisi siap pakai. Saldo Tnah per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 adalah sebesar Rp16.011.305.715.663,00 dan Rp16.096.132.571.583,00. 

Rincian saldo Tanah pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut: 

Tabel c.46 

Rincan Saldo Tanah Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kem.aka 
thndt#eon l 1es 202 t es 2022 % 

tPenrwan) 

Setfen L.048.754.118.000 1.048.7$4.118.000 0 0.00 

Ditje PT 31.618.080.652.312 3.68$.640.909.638 (67.560.337.326) (1,83) 

Diten P 3.7$6.515.384.141 3.774.902953.141 (18.387.5$69.000) (0.4) 

Diten PSDKP 206.836.578.840 207.084.768.115 (248.189.275) (0.12) 

bite PS 610.358.044.792 610.358.044.792 0 0.00 

bite PKRL 306.545.890.024 307.921.067.14.3 618.822.881 0.20 

P2$0M KP 6.128.393,182.900 6.128.307.466.100 8$.716.800 0,00 

2MH 333.821.864.654 331157.164.654 664,700.000 0.20 

Total 16.011.305.715.66.3 16.096.1342.571.$8.3 (84.826.8$$,920 (0,53) 

Rincian nilai tercatat (carrying ammount) Aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 

adalah sebagai berikut. 

L. Tanah Persil sebesar Rp 12.565.213.378.418,00, 

2. Tanah Non Persil sebesar Rp 3.223.082.309,912,00 

3. Lapangan sebesar Rp 132.010.027.3433,00. 

Ringkasan mutasi akun Tanah per jenis transaksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai 

berikut 
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er esem er 

Kode 
Urala ital 

Transaksl 

Sal do Awal Per 1 Jafari 202 16.096.132.571.583 

Mutasi Tamba 351.930.796.816 

100 Penambahan Sal do wal 8.006.627.000 

1ot Per.bell.a 2450.854.719 

102 Transfer Mas u.k 54.816.312.000 

t03 Htbah Masuk 2.726.240.000 

107 Rekdasiffkaasi Masuk 159.402.035.628 

112 Perole han Lainnya 36.645.143.114 

115 Reklasitkasi Masuk dai Persediaan 786.181.524 

131 Lkuidasi Masuk 79.318.318.000 

202 Pengembangn Nill Aset (Lagsung) I01.446.499 

204 Koreksi Pencatatan Nila Bert.abah 4,484.701.332 

206 Penertmaan Aet Tetap enovasi 245.718.000 

208 Pengembang Mealul D 1.167.639.000 

402 Penggunaan kerb.al BMN yang sud ah dihentla 1.779580.000 

pengnaan akif 

Mutast Ku rang (436.75$7.652.736) 

264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkaurang (35.302375.133) 

302 Transfer Keluar (54.816.312.000) 

304 Reklasiftlast Keluar (159449984.612) 

305 Korelst Pencatatan (4.392.747991) 

31f Lkeuidast Keluar (79.318.318.000) 

431 Perubah.a MN Ke PL (103477,915.000) 

Saldo Akhr Per 31 Desembeer 202.3 16.011,305.715.66.3 

Tabel C.47 

Ringkasan Mutasi Tanah Per Jenis Transaksi 

P 31Db, 2023 

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Tanah adalah sebagai berikut: 

1. Transaksi Penambahan Saldo Awal hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh 

dan SDM KP sebesar Rp8.006.627.000,00. 

2. Transaksi Pembelian terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap sebesar Rp235.081.440,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan 

SDM KP sebesar Rp2.215.773.279,00 

3. Transaksi Transfer Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar 

Rp54.816.312.000,00. 



4. Transaksi Hibah Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap sebesar Rp2.126.240.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian 

dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp600.000.000,00. 

5. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon 

I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1,092.349.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Budi Daya sebesar Rp99.763.000,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP 

sebesar Rp158.209,923.628,00. 

6. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon yaitu pada unit Eselon I 

Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp13.241.024.000,00; unit Eselon 1 Ditjen Pengelolaan 

Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp618.822.881,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh 

dan SDM KP sebesar Rp22.785.296.233,00. 

7TAnsaksi Reklasifikasi Masuk dari Persediaan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Budi Daya sebesar Rp786.181.524,00 

8. Transaksi Likuidasi Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM 

KP sebesar Rp79.318.318.000,00 

9. Transaksi Pengembangan Nilat Langsung terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada 

unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp15.157.874,00; unit Eselon I Ditjen 

Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp21.588.625,00; dan unit Eselon I Badan 

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasi KP sebesar Rp64.700,000,00 

10. Transaksi Korekest Pencatatan Nilai/Kuantitas terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp244.027.332,00 dan unit Eselon I 

Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp4.240.674.000,00 

IL. Transaksi Penerimaan Aset Tetap Renovasi hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap sebesar Rp245.718.000,00. 

12. Transaksi Pengembangan Melalui KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap sebesar Rp1 167.639.000,00. 

13. Transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif hanya 

terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1,779,580.000,00. 

14. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang terdapat pada 2 (dua] unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp269,777,900,00; dan 

unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp35.032.597.233,00 

15. Transaksi Transfer Keluar hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar 

Rp54.816.312.000,00. 
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16. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 2 (dua] unit Eselon yaitu pada unit Eselon l 

Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp885.944.524,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh 

dan SDM KP sebesar Rp158.564.040.088,00 

17 Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 2 (dua) unit Eselon yaitu pada unit Eselon I 

Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.616.807.972,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh 

dan SDM KP sebear Rp1.775.940.019,00 

18. Likuidasi Keluar hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp79.318.318.000,00. 

19. Transaksi Perubahan BMN ke Pl terdapat pada 2 (dua) unit Eselon yaitu pada unit Eselon 

I Ditjen Perikanan Tangkap sebear Rp85.090.346.000,00; dan unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Budi Daya sebesar Rp18,387.569.000,00. 

er esemter 

Unit 
Nara Saker Nita (Rp) 

Eselon f 
Luas (m2) 

Ditfen Perikanan Tang.lap 1.103 3.965.775.000 

Peluna Peril.a.an Nus.antara .103 
3.965.775.000 

Brondong 

Ditfen Perikaan Budi Darya 3.259.647 398.701.213.000 

Sekretariat Ditjen Perikaa Budi 472.440 
180.483.744.000 

Daya 

Terdapat permasalahan pada BMN berupa Tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut 

L. Tanah yang memenuhi kriteria aset Properti Investasi namun belum direklasifikasi ke 

akun Properti lnvestasi 

Terdapat tanah pada satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal berupa 

Pulau Cemara yang memenuhi kriteria sebagai aset Properti Investasi, namun sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dilakukan asersi manajemen sebagai dasar 

penetapan menjadi aset properti investasi. Pelaksanaan asersi manajemen tersebut 

direncanakan pada semester I tahun 2024. 

2. Tanah dikuasai dan/atau bersengketa dengan pihak lain 

Terdapat tanah dikuasai dan/atau bersengketa dengan pihak lain dengan rincian sebagai 

berikut- 

Tabel c.48 

Rincian Tanah Dikeuasai dan/atau Bersengketa dengan Pihak Lain 

Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

P 31De be 2023 
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Unit 
Nama Satker Las (m2) Nial (Rp) 

Eselon f 

BL Produksi erikanan Budi Daya 2.736.585 
153.248.760.000 

Karawang 

Balai Perilaanan Budidaya Air Paya. 50.622 
64.968.709.000 

Talalar 

furla 3.260.750 «2.6669. 

Penjelasan ringkas atas permasalahan tanah pada masing-masing unit Eselon I adalah 

sebagai berikut: 

a. Ditjen Perikanan Tangkap - Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 

Berupa tanah seluas 1.400 m2 di Lamongan, Jawa Timur pada satker Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Brondong yang dikuasat oleh PT DOK dan Perkapalan Surabaya 

(Persero). Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan audiensi dengan Pemerintah 

Kabupaten Lamongan pada tanggal 14 September 2022 untuk menengahi persoalan 

sengketa tanah hasil reklamasi oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada 

tahun 2004 dengan mengambit aih Tanah yang dipersengketan untuk dapat 

dipergunakan sebagai fasilitas umum sarana perhubungan berupa jalan dan kawasan 

energi di lingkungan Pelabuhan Perikanan sesuai dengan Perda Kabupaten Lamongan 

No. 3 Tahun 2021. 

b. Ditjen Perikanan Budi Daya - Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya 

Berupa sebidang tanah seluas 472.440 m2 sebagai obyek perjanjian tukar menukar 

(ruislag) di Sidoarjo, Jawa Timur pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya 

yang dikuasai oleh pT semeru Cemerlang. Atas permasalahan tersebut pada tahun 

2023 KKP melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

Mengirimkan surat permohonan penilaian BMN berupa Tanah dalam rangka tindak 

lanjut penyelesaian perjanjian ruislag kepada Kementerian Keuangan. Surat 

tersebut dikembalikan dengan alasan obyek penilaian beserta permasalahan 

hukum tidak jelas 

Melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan dengan kesapakatan 

sebagai berikut: 

i. Kementerian Keuangan belum dapat melakukan penilaian ulang atas aset 

dimaksud dan disarankan untuk sementara menggunakan hasil revaluasi pada 

tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp180.246.056.750,00 
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ii. Penilaian aset pengganti yang telah diberikan oleh pr semeru Cemerlang dapat 

dilakukan oleh Tim Penilai/Akutan Publik, 

iii. KKP dapat melakukan negosiasi ulang dengan PT, Semeru Cemerlang dan 

diharapkan mendapatkan alternatif solusi terbaik bagi para pihak. 

c. Ditjen Perikanan Budi Daya - BLU Produksi Perikanan Budidaya Karawang 

Berupa tanah seluas 273,66 Ha eks proyek Tambak Inti Rakyat pada satker Badan 

Layanan Umum Produksi Perikanan Budidaya Karawang yang dikuasai oleh 

masyarakat. Atas masalah ini KKP masih mengkaji kewajiban yang mungkin timbul 

berkenaan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1984 tentang Proyek Tambak 

Inti Rakyat berserta peraturan turunannya termasuk tapi tidak terbatas pada konversi 

la han kepada masyarakat. 

d. Ditjen Perikanan Budi Daya - Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar 

Tanah di Maros dengan luas tanah 16.228 m2 senila1 Rp4.800.729.000,00 dengan 

status bersertifikat Hak Pakai (terbit tahun 1992) atas nama pemerintah RI c.q 

Kementerian Kelautan dan Perikanan namun sampai saat ini masih dikuasal 

masyarakat,dan menjadi tanah sengketa sejak tahun 2012, atas permasalahan ini 

KKP telah melakukan upaya menguasai kembali tanah tersebut melaluf surat Kepala 

BPBAP kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros pada tanggal 3 

Desember 2020 untuk menindaklanjuti putusan Kepala Kantor Wilayah BPN 

Provinsi Sulawesi Selatan yang membatalkan membatalkan Sertipikat Hake Mil 

Nomor 02876/Maccini Bajf a.n Muttiara tanggal 11 November 2009, namun sampal 

saat ini belum ada jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros sehingga 

tanah terse but masth dikuasat oleh masyarakat; 

Terdapat 2 (dua) bidang tanah yang dikuasat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan dengan kondisi sebagai berikut 

l. Tanah di Desa Bira, Kota Makassar dengan luas tanah 15.000 m2 dengan nilaf 

Rp55.020.000.000,00 bersertifikat Hak Pakai Nomor 20004/Parang Loe atas 

nama Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan terbit tahun 2019 dan telah tercatat 

sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanah ini terdapat 

bangunan Unit Pelaksana Tekenis (UPT) Balat Penerapan Mutu Produk Perikanan 

milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan; 

ii. Tanah di Desa Mandalle, Kab. Pangkep dengan luas tanah 19.394 m2 dengan nilai 

Rp5,147.980.000,00 bersertifkat Hake Pakai a.n. Departemen Pertanian RI 

Jakarta Kantor dan Unit Hatchery Diten Perikanan dan Kepulauan, dengan 



sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Mandelle tanggal 2 Februari 1989, Pada tanah ini 

terdapat bangunan [pTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi 

Selatan. Sertifkat tanah tersebut berupa salinan dan dipegang oleh satker 

BBPBAP Takalar 

Berdasarkan hasil pemantauan pengamanan Aset Tetap berupa Tanah pada Balai 

Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP') Takalar oleh Inspektorat Jenderal pada tanggal 

03 sampat dengan 07 April 2023, ketiga permasalahan tanah tersebut belum selesai 

sehingga tanah tersebut masih dikuasat oleh masyarakat /Pihak Lain 

C.2.2 Peralatan dan Mesin 

Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin merpakan mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat 

elektronik, seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa 

manfaatnya lebih dani 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Saldo per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.522.510.838.685,00 dan 

Rp6.060.014.703.454,00 

Rincian saldo Peralatan dan Mesin pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut. 

Tabet C.49 

Rincian Saldo Peralatan dan Mesin Pada Masing-Masing Unit Eselon f 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenadkan 
alt Eselonf 31Des 202 31 bes 2022 % 

(femurunan) 

Setfen 359.277.507.174 349.992.445.982 9.285.061.192 2,65 

ten 21.801.109.926 20.172.275.188 1.628.834.738 8,07 

bitjen PT 791.664,420.257 831.843.865.778 (34.189.445.521) (4.11) 

Diten P 925.923.688.626 911.992.212.94.3 13.931.475.68. 1.53 

itjen PSDK 2111.226.266.042 1.640.708,948.404 470.517.317.638 28,68 

Dtjen PDSPK 193.874.063.797 194.415.180.878 (541,117.081) (0.28) 

Dtjen KRL 122993161.716 134.656,940.576 (11663.778.860) (8,66) 

BP2SDM KP 1.455.058.616217 1.440.095.303.784 14.963.312.433 1,04 

BP2MH KP $34.702.004.930 536.137.529.921 (1435.524.991 (0,27) 

Total 6,522.510.838.685 6.060.014.703.454 462.496.135.231 7,63 

Nilai akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar 

Rp5.064.405.837,265,00. Rincian nilai tercatat (carrying amount) aset tetap berupa Peralatan 

dan Mesin per bidang barang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berileut 
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Tabel C.50 

Daftar Rinci Nilai Tercatat Peralatan dan Mesin Per Bidang Barang 

Per 31 Desember 2023 

Akulasilent Nil rcatat/Nil 
ode dan Na8idag Nila4 Peroleha 

ok aldo wal Salde Akhi 

30-4lat Bear 543.216.282.684 483.656287.974 461.393.810.204 81.822472.480 

3024lat Agle.ta 2751.015.180.289 1.73$.411089.076 1872872.087.192 878143.093.09 

303.Alt Bengel Da 7$.210.313.355 64.361.912496 65.141.125.760 10.069.187.595 

Alt Ult 

04lat Pert 193.879.129.703 176.483.5$$.702 179.083.598.829 14.795.530.874 

30$4lat Kato Ru..a 718.201.042.006 639.199.148.076 637664.232592 80.536.809.414 
Tang 

306A4lat Studio, 308.46.838.74.3 236.016.184.359 235.561312852 72935.525.81 
Kor.ki Da 

Pen.car 

30A4lat Kedcolter be $5.434.487.812 $3176.029.150 52208.941.288 322$.546.524 
ese.hat 

308A4lat Laorator 1138.962.251.134 962.968.288118 978.615.142.253 160.347108.881 

.0.4/er. $3401.483.098 42.251.386.100 33589.364.17% 19.812118,922 

10Kempter 451.629.568.968 388.871.333.039 376.35$3.169.155 7$.276.399.813 

31AltEkplrat 7.543.376.39% 7.234.182608 7,063.894.254 479.482142 

312Alt Pense bona 4.228.405.300 4.05$.269.175 4.150.426.972 77978.328 

313.Alt Prod.ksi, 40.190.488.216 17.271650.518 19.884.546.911 20.30$.941.30$ 
Pengolah Da 
en.gen 

3144l 1$.46.460.862 14.00.461762 14.644.165.6 819.306.20$ 

Ellorasi 

314lat Kesel.at 49.861.365.218 43491.546.548 41491.578.06.5 8.369.787153 

Ker$ 

36Alat erg 12924.17796.2 7.283.135.230 7.867.422.023 $.056.755.939 

317 Peralta 86194.090.445 60.326.974.405 62.729.242.029 23464.848416 

Proses/Produe 

318kb-kb 9.$32.822.79% 6168.305.305 7.338917.867 2193904.929 

319fer2lat Olah Rag 7126.073.698 7.051.878.318 6.752869.186 373.204.512 

ft 6.522510.838.685 4.949.6786179$9 $.064.405.837.26.5 1.458105$.001.420 

Ringkasan mutasi akun Peralatan dan Mesin per jenis transaksi per 31 Desember 2023 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel C.51 

Ringkasan Mutasi Peralatan dan Mesin Per Jenis Transaksi 

Per 31 Desember 2023 

Kode 
Uraan Nila 

pan.sakes.l 

Saldo Awad Per 1 auar1 2023 6.060.014.703.454 

Mutasi fan baa.h 1.505.579.825.988 
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Kode 
trala Nilaf 

Transasf 

100 Penamba han Saldo Awa 137.404.052.180 

101 Per.be lian 161.858.692.523 

102 Transfer Mas u. 253.048.443.030 

103 Hibah Masuk 243.865.346.866 

105 Penyelesalan Pembangnan Derga DP 259.076.913.841 

106 Pembatala Penghapus.a 276.158.942 

107 Reklasifkasi Masuk 28.244.916.132 

112 Perole han Lainnya 170.585.585.578 

113 Penyelesala Pembangunan Langsung 104.011.960 

115 Reklasifkasi Mask dani Persediaan 2.843.406.507 

131 Llutdast Masuk 29101.400.704 

202 Pengembang Nila Aset (Lamgsung) $.108.034.247 

204 Korelsi Pencatatan Nilad Bertambah 69.576.976.032 

208 Pengembangan Melalul KD 10.536.245.651 

214 Korelsi Susula 605.249.601 

402 Peng.aan kemball BM N yang sud.ah di hentikan 133.344.392.194 

penggunaan aktif 

Mutast rang (1.043,083,690.7$7 

264 Koreksi Pencatatan Nila4 Berkeurang (130.659.126.317) 

301 enghapus.an (66.950.000) 

302 Transfer Kelua (253.048443.030) 

303 Hibah Keluar (13.843.403.892) 

304 Reklastf last Keluar (37.072.784.214) 

305 Korelsi Pencatatan (191.516.042.299) 

311 Likuidasi Keluar (29.101400.704) 

315 Reklasifikast Keluar ke Persediaa. (983.695.040) 

401 Penghentiaan Aset Dari Peng8unaan (386791.845.261) 

Sal do Akhir Per 31 Dember 2023 6.522.510.838.685 

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut: 

1. Transaksi Penambahan Salido Awal terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit 

Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp13,783.148.145,00; unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Budi Daya sebesar Rp114.871.468.301,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan 

Sumber Daya KP sebesar Rp2.599.384.290,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing 

Produk KP sebesar Rp311.616.069,00; nit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 
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Rp5.780.975.375,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 

KP sebesar Rp57.460.000,00 

2. Transaksi Pembelian terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon l 

Sekretariat Jenderal sebesar Rp20,716.340,935,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal 

sebesar Rp2.157.036.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 

Rp28.655,659.953,00; unit Eselon Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp26.336.620.985,00 unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp32.553.967.626,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar 

Rp5.013.334.578,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp14.005.931.846,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp16.024.545.533,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 

KP sebesar Rp16.395.255.067,00 

3. Teansaksi Transfer Masuk terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu unit Eselon I 

Sekretariat Jenderal sebesar Rp88.306.329,349,00 unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp2.122.097.325,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp30.618.352.924,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp7.405.542.584,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar 

Rp10.796.689.386,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp1591.440.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp110.820.100.642,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu 

Hast KP sebesar Rp1.387.890.820,00 

4. Transaksi Hibah Masuk terdapat pada S (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap sebesar Rp1.860.617.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi 

Daya sebesar Rp3.684.241.481,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP 

sebesar Rp226.169.695.902,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP 

sebesar Rp52.081.000,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp12.098.711.483,00 

5. Transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan pp terdapat pada S (lima) unit Eselon l 

yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp916.356.900,00; unit Eselon f 

Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp99.590.000,00 unit Eselon I Ditjen Perikanan Bui 

Daya sebesar Rp34.352.280,00; unit Eselon Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp257,420.614.661,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu 

Hasil KP sebesar Rp606.000.000,00 
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6. Teansaksi Pembatalan Penghapusan hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh 

dan SDM KP sebesar Rp276.158.942,00. 

7 Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 8 (delapan)] unit Eselon I yaitu pada unit 

Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp6.791.816.057,00 unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp296.568.800,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp4.212.944.032,00 unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp12.826.322.889,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar 

Rp46.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp224.779.380,00 unit Eselon Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp2.265,999,718,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 

KP sebeSar Rp1,580,485.256,00 

8 Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu unit Eselon l 

Sekretariat Jenderal sebesar Rp20,953.508.938,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp2.339.087.262,00, unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp18.982.488.030,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp126.848.467.330,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp5.750.000,00; unit Eselon Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp1.354,994.018,00 

dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasif KP sebesar 

Rp101.290.000,00 

9. Teansaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Budi Daya sebesar Rp104.011.960,00 

10. Transaksi Reklasifikasi Masuk dari Persediaan pada pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu unit 

Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.823.808.680,00 unit Eselon I Ditjen 

Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp17.449.200,00; dan unit Eselon I Badan 

Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp2.148.627,00 

I1, Transaksi Likuidasi Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM 

KP sebesar Rp29.101.400.704,00 

12. Transaksi Pengembangan Nilai Aset (Langsung) terdapat pada S (lima) unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rpl31,980,590,00; unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Budi Daya sebesar Rp120.107.000,00; unit Eselon Ditjen Pengawasan Sumber 

Daya KP sebesar Rp4.353.656.657,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp300,000,000,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil p 

sebesar Rp202.290.000,00. 
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13. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp158.875.688,00; unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap sebesar Rp849.039.693,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya 

sebesar Rp51.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp68.,009.134.736,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp253.359.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp216.246.915,00; 

dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasif KP sebesar 

Rp39.320.000,00. 

14. Transaksi Pengembangan Melalui DP terdapat pada 3 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit 

Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp4.039.500.000,00; unit Eselon I Ditjen 

Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp5.082.745.651,00 dan unit Eselon 1 Badan 

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.414.000.000,00 

15. Transaksi Koreksi Susulan terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I 

Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp405.284.877,00 dan unit Eselon I Ditjen 

Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp199.964.724,00. 

16. Transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif terdapat 

pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar 

Rp1.859,937.375,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp886.240.000,00; 

unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp117.863.222.914,00; unit Eselon I 

Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp10.784.101.105,00; unit Eselon I Ditjen 

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp805.556.450,00; unit Eselon 1 Badan 

Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp1.113.832.350,00; dan unit Eselon I Badan 

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp31.502.000,00 

17. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rpl.146.154.210,00; unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap sebesar Rp939,996.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya 

sebesar Rp95.135.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp128.343.201.307,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp16.201.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp6.798.800,00; dan 

unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar 

Rp111.640.000,00. 

18. Transaksi Penghapusan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan 

dan Ruang Laut sebesar Rp66,950.000,00. 
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19. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu pada unit Eseton 

I Sekretariat Jenderal sebesar Rp89.520.283.849,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp2,079.622.325,00 unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp31.353.352.924,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp6,483.472.584,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar 

Rpl0.738.295.886,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp1.591,440.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp109.454.998.342,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu 

Has[l KP sebesar Rp1.826.977.120,00. 

20. Transaksi Hibah Keluar terdapat pada S (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap sebesar Rp7.260.707.394,00 unit Eselon I Ditjen Perikanan Budt 

Daya sebesar Rp245.883.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP 

sebesar Rp3.614.466.478,00 unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP 

sebesar Rp2.410.221.319,00; dan unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang 
' 

Laut sebesar Rp312.125.701,00. 

2I. Transaksi Reklasiflkast Keluar terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaifu pada unit 

Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp7.7081.72.957,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp70.523.800,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp1.580.522.232,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp23.559.877.889,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar 

Rp46.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp290.779.380,00; unit Eselon Badan Penyuluh dan SDM P sebesar 

Rp2.236.422.700,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan engawasan Mutu Hasil 

KP sebeSar Rp1.580,485.256,00, 

22. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon 

I Sekretariat Jenderal sebesar Rp121.728.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap 

sebesar Rp1.509,482.977,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp115.336.790.053,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp68.371.464.736,00 unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp2.369.826.500,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp3.777.780.033,00; dan unit Eseton I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasi 

KP sebesar Rp28.970.000,00. 

23. Transaksi Likuidasi Keluar hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM 

KP sebear Rp29.101.400.704,00. 
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24. Transaksi Reklasifikasi Keluar Persediaan terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebear Rp37,493.580,00; unit Eselon I 

Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebear Rp876.266.460,00; unit Eselon I Badan 

Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp68.000.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan 

Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp 1.935.000,00. 

25. Transaksi Penghentian dari Penggunaan terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp32.053.745.624,00; unit Eselon I 

Inspektorat Jenderal sebesar Rp528.201.262,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap 

sebesar Rp73.183.667.623,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp161.604.244.572,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp52.504,980.263,00; unit Eselon 1 Ditjen Penguatan Daya Saing Produkx KP sebesar 

Rp3.566.320.909,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp23.903.272.955,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan $DM KP sebesar 

Rp19,746.401.295,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP 

sebesar Rp19,701.010.758,00. 

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 

TA 2023 adalah sebagai berikut: 

L. Kelebihan Pembayaran Pengadaan Infrastruktur Pendukung Mirroring War 

Room/Command Center pada satker Biro Umum dan PB] sebesar Rp23,440.000,00. Atas 

temuan tersebut telah disetorkan ke kas negara tanggal 1 April 2024 dengan NTPN 

9AA681JNFT3BBU 

2. Kelebihan pembayaran pengadaaan kapal pengawas perikanan kelas II (MYC) pada satker 

Sekretariat Ditjen Pengawasan dan Sumber Daya KP senilai Rp879,458.815,00. Atas 

temuan tersebut telah disetor ke kas negara tanggal 30 April 2024 dengan NTPN 

35487610V3S11VSG. 

C.2.3 Gedung dan Bangunan 

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh 

dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai, 

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar 

Rp5.032.979.449,379,00 an Rp5.373.798.722.003,00 

Rincian saldo Gedung dan Bangunan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut 
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Tabel C.52 

Rincian Saldo Gedung dan Bangunan Pada Masing-Masing Unit Eselon l 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Ken.aka 
Unit Eselon l 31bes 202 31 0es 2022 % 

(Penuruan] 

Setjen 757132.444.069 745.663.759.099 11.468.684.970 1,54 

Ditjen PT 740.302.680.416 787714.876.768 (47.412196.352) (6,02) 

Diten P 1.347325.198.064 1.277048.380.091 70.276.817.973 5.50 

bite PSDKP 209.152.504.836 208.045.676.151 1106.828.685 0,53 

Dtjen DSPK 104.297.330.029 192.414.591.555 (88.117.261.526) (45,80) 

bite PKRL 86.958.983.679 82.182.100.179 4.776.883.500 5,81 

BP2SDM KP 1.684.337.201.059 1.708.358.631.133 (24.021.430.074) (141) 

2MH KP 373.473.107.227 372.370.707.027 1.102400.200 0,30 

Total $.302979,449.379 5.373.798.722.00.3 (70.819.272.624) (1.32 

fr esem r 

ode dn. Nth4Perolta 
Alley Nill Trett /Nll 

$ado Awl Baldo Ahl al 

4014n Gd $.091.007.244.554 783.273.322.552 860.86/9.203.701 4.230.138.040.8$3 

402 1.221281.26 40.$47972 16$.410.372 1$7.872.897 

40l. Mena 17989.902.00.8 3.606.912.345 3961.941.578 14.027.960.43$0 

404-f Tl¥ 192.7$9.019.548 22112619.964 26.487.921144 66.271.08.404 
Kontrol/as 

ft $.362979,449379 809.1331.422.83.3 891.484.476.79$ 4411.494.972.584 

Nilaf akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar 

Rp891.484,476.795,00. Rincian nilai tercatat (carrying amount) aset tetap berupa Gedung dan 

Bangunan per bidang barang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: 

Tabet C.53 

Daftar Rini Nilai Tercatat Gedung dan Bangunan Per Bidang Barang 

Per 31 De be1 2023 

Ringkasan mutasi akun Gedung dan Bangunan per jenis transaksi per 31 Desember 2023 

adalah sebagai berikut- 

Tabet C.54 

Ringkasan Mutasi Gedung dan Bangunan Per fenis Transaksi 

Per 31 Desember 2023 

ode 
Transalsf 

Urala Nita 

Sal do Awad Per 1 fanuari 202 $.373.798.722.00.3 

Mutest feta. 889.108.065.738 

100 ]pambahan Saldo Awal 18.239.501.307 
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Kode 
trala Nita 

Transaki 

101 embelia 3.086405.707 

102 Transfer Mas 193.495.707.952 

103 Hibah Masuk 21695.792.106 

105 Penyelesaa PembaguaDeng DP 92.220.304.091 

107 Reklasiflasi Masuk 93.322.364.290 

1t Peroleha Lainnya 131.669,477 240 

113 Penyelesala PembangunanLagang 2067.514.007 

115 Reklasif1kasi Mask dani Persedlaan 696.437.226 

131 Likuidasi Masuk $2.320.521.201 

202 Pengembang Nilai Aset (Lamgsung) 5.131.501.095 

204 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah 31.571.135.918 

206 Penerimaa Aset Tetap Renovasl 3.691.777.310 

208 Pengembangan Metaled KDP 29.782.434.77%6 

214 Korelsi Susulan $.591.456985 

402 Pengunaan kemba BM N yang uda.h dihentkan 8454.946.502 

pengunaan aketif 

432 Perubaha Pl lee BM.N 26.568,488.025 

Muta st urn (959.927.3138.36.2) 

209 Korelsi Manual (131.300.000) 

214 Korelsi Susla (926988.128) 

264 Korelsi Pencatatan Nilad Berkurng (8.027.919.222) 

302 Transfer Ke luar (194.661,073.628) 

303 Htbah Keluar (13.883.074.327) 

304 Rekletfei Ke luar (93.420.445.826) 

305 Korekst Pencatatan (16.087.443.355 

311 Llkutdasit Keluar (52.320.521.201 

401 enghentiaan Aset Dart Pengunaan (10.097.346.630) 

431 erubah.an BMN Ke Pl (570.371.226.045) 

aldo Akhtr er 31 peember 2023 $.302.979,449.379 

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut: 

1, Transaksi Penambahan Saldo Awal terdapat pada S (lima) unit Eselon I yaitu pada unit 

Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp14.212.644.258,00 unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Budi Daya sebesar Rp2,354.655.799,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan 

Sumber Daya KP sebesar Rp86.306.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan 
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Ruang Laut sebesar Rp422.692.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP 

sebesar Rp1.163.203.250,00 

2. Transaksi Pembelian terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon l 

Setjen sebesar Rp40.825.245,00 unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 

Rp1.547.450.629,00; unit Eselon Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp417.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp129.642.205,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar 

Rp69.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp58.021.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp522.385.728,00; 

dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil p sebesar 

Rp302.080.900,00 

3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I 

Setjen sebesar Rp26.115.543.855,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 

Rp3.437.720.000,00 unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rpl19.272.344.213,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar 

Rp44.392928.884,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp277.171.000,00 

4. Transaksi Hibah Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangap sebesar Rp17.204.168.000,00; dan unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Budi Daya sebesar Rp4.491.624.106,00. 

5. Transaksi Penyelesatan Pembangunan Dengan KDP terdapat pada S (lima) unit Eselon I 

yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp9.222.232.481,00; unit 

Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp75.033.448.801,00; unit Eselon I Ditjen 

Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp2.897.488.555,00; unit Eselon I Ditjen 

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp169.800.000,00; dan unit Eselon ! Badan 

Penyuluh dan SDM KP sebear Rp4.897.334.254,00. 

6. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 5 (lima] unit Eselon I yaitu pada unit Eselon 

Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp12.590.503.140,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Budi Daya sebesar Rp5.534.364.128,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP 

sebesar Rp977.193.542,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

sebesar Rp845,384.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp73.374919.480,00. 

7 Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon 

I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp11.955.310.223,00 unit Eselon I Ditjen Perikanan 
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Budi Daya sebesar Rp113.906.086.091,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan 

Ruang Laut sebesar Rp1.766.210.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP 

sebear Rp4.041.870.926,00 

8. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I 

yaitu unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp500.920.000,00; unit Eselon l 

Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.074.046.458,00; unit Eselon I Badan Penyuluh 

dan SDM KP sebesar Rp325,773.549,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan 

Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp166.774.000,00. 

9, Transaksi Reklasifikasi Masuk Dari Persediaan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Budi Daya sebesar Rp696,437.226,00. 

10, Teansaksit Likuidasi Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM 

KP sebesar Rp52.320.521.201,00. 

I1. Transaksi Pengembangan Nilai Aset (Langsung) terdapat pada S (lima) unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp351.921.000,00; unit Eselon I 

Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.317.654.412,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan 

Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp199,300.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan 

SDM KP sebesar Rp1.718.524.683,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan 

Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp544.101.000,00. 

12. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Setfen sebesar Rp5,504.003.998,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp8.848,677.475,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp5.862.521.626,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp277,346.201,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp275.235.000,00; unit Eselon Badan Penyuluh dan SDM KP ebesgr 

Rp10.224.530,418,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 

KP sebesar Rp578.821.200,00 

13. Transaksi Penerimaan Aset Tetap Renovasi terdapat pada 2 (dua) unit Eselon l yaitu pada 

unit Eselon I Setjen sebesar Rp1.524.180.310,00; dan unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp2.167,597.000,00. 

14. Transaksi Pengembangan Melalui KDP terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada 

unit Eselon I Setjen sebesar Rp24.53078.750,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap 

sebesar Rp7.569.013.394,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp10.537,523.178,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp9.222.819.454,00 
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15. Transaksi Koreksi Susulan terdapat pada 3 (tiga] unit Eselon I yaitu pada unit Eselon l 

Setjen sebesar Rp2.106.182.502,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang 

Laut sebesar Rp2.332.186.500,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp1.153.087.983,00 

16. Transaksi Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif terdapat 

pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 

Rp4.926.365.000,00 unit Eselon Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp1.263.331.941,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp519.524.561,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp1.745.725.000,00. 

17. Transaksi Perubahan PI ke MB hanya terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit 

Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp26.568.488.025,00; unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Budi Daya sebesar Rp169.502.300.000,00 

18. Transaksi Koreksi Manual hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap 

sebesar Rp131.300.000,00. 

19. Transaksi Koreksi Susulan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya 

sebesar Rp926.988.128,00. 

20. Transaksi Koreksi Nilai Berkurang terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit 

Eselon I Setjen sebesar Rp159.585.835,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap 

sebesar Rp5.233.764.406,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp404.163.045,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Surber Daya KP sebesar 

Rp49.963.100,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp422.692.000,00, dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp1 757.750.836,00. 

21. Transaksi Tranfer Keluar terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon l 

Setjen sebesar Rp26.115.543.855,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 

Rp3.437.720.000,00; unit Eselon Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rpl19.272.344.213,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp1.165.365.676,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar 

Rp44.392.928.884,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp277.171.000,00 

22. Transaksi Hibah Keluar terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap sebesar Rp7.954.296.097,00; dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi 

Daya sebesar Rp5.928.778.230,00. 
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23. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon 

Ditjen Perikanan Tangkap sebear Rp1.1301.018.400,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Budi Daya sebesar Rp7.295.604.404,00; unit Eseloin I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP 

sebesar Rp977.193.542,00; unit Eselon I Ditjen Penglolaan Kelautan dan Ruang Laut 

sebesar Rp845.384.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp73.001.245.480,00. 

24. Teansaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 5 (lima)] unit Eselon I yaitu pada unit Eselon 

I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp6.250.664.583,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Budi Daya sebear Rp4.636.331.716,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP 

sebesar Rp219.245.701,00, unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp4.547.346.455,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 

KP sebesar Rp433.854.900,00 

25. Transaksi Likuidasi Keluar hanya terdapat unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP 

sebesar Rp52.320.521.201,00. 

26. Transaksi Penghentian Aset Dani Penggunaan terdapat pada 5 (lima] unit Eselon I yaitu 

unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp5.927.297.000,00; unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Budi Daya sebesar Rp1161.649.270,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan 

Sumber Daya KP sebesar Rp13.68.904.360,00; unit Eselon I Ditjen Penglolaan Kelautan 

dan Ruang Laut sebesar Rp23.869.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP 

sebesar Rp1.560.105.000,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan 

Muta Hasi KP sebesar Rp55,522.000,00. 

27. Transaksi Perubahan BMN ke Properti Investasi terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I 

yaitu unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp128.279,146.491,00; unit Eselon 

I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp302.360.661.000,00; unit Eselon I Ditjen 

Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp88.186.261.526,00; unit Eselon I Badan 

Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp51.545,157.028,00. 

Terdapat permasalahan pada BMN berupa Gedung dan Bangunan yang 

dikuasai/ditatausahakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu: 

L. Rumah negara sebanyak 2 (dua) unit pada satker Sekolah Usaha Perikanan Menengah 

Sarong yang dikuasai pensiunan ASN dan ahli waris ASN 

2 Rumah negara sebanyak 10 (sepuluh) unit pada satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air 

Tawar dan Penyuluhan dan Perikanan Bogor yang dikuasai pensiunan ASN dan ahli waris 

ASN. 
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Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 

TA 2023 adalah sebagai berikut: 

I. Kelebihan pembayaran 4 (empat) paket pekerjaan belanja modal renovasi pada satker 

Biro Umum dan PB] sebesar Rp159.585.835,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas 

negara pada tanggal S April 2024 sebesar Rp9.520.000,00 dengan NTPN 

AEB7561QV3R8FBED dan sebesar Rp8.385.013,00 dengan NTPN D80202GA4VPHMRA3V; 

tanggal 18 AprH 2024 sebesar Rp26.655.822,00 dengan NTPN sebesar 

D80202GA4VPHMRA3V; dan tanggal 19 April 2024 sebesar Rp8.385.013,00 dengan NTPN 

3AC340NA04DDFOUK 

2. Kelebihan pembayaran belanja modal pada satker PPN Brondong senilai 

Rp14.615.359,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 26 Maret 

2024 dengan NTPN 669AE7QLU0TMPOMK 

3. Pekerjaan konstruksi Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Tahap ll pada satker 

Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya tidak sesuai kontrak sebesar Rp203.549.368,00. 

Atas temuan tersebut telah disetor ke las negara 4 April 2024 dengan NTPN 

EB8C648VVEMDGIVI 

4. Pekeerjaan belanja modal renovasi pada satker Politek AUP Jakarta tidak sesuai kontrak 

sebesar Rp301.704.676,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara pada 

tanggal 1 April 2024 sebesar Rp116.634.150,00 dengan NTPN 596F73CIFKIPQFJD dan 

sebesar Rp33,477.656,00 dengan NTPN 27BAB3CIFK1PQGFS. 

5. Pencatatan saldo aset atas pekerjaan BUBK Kebumen yang masih diecatat secara gabungan 

sebagait Gedung dan Bangunan senilaf Rp69.204.059.345,00 dan belum dirinci per penis 

Aset. 

C.2.4 Jalan, rigasi dan Jaringan 

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan jalan, irigasi dan jaringan yang 

dibangun pemerintah serta dimihiki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap 

pakai. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah 

sebesar Rp3.924.815.114.324,00 dan Rp3.883.995.205.091,00. 

Rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai 

berikut: 
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Tabet C.55 

Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kena4lea 
Unit Eselon 1 Des 202 1 Des 2022 • (Penurwnan] 

Seten 78.998.488.11 77939.821 211 1.058.666.900 1.36 

Diten PT 2819.507801.303 2807,097.091.872 12410.709.431 0,44 

bitjen PI 471.105.825.468 446.848.806.98. 24.257.018.485 5.43 

Ditjen PSDKP 140.206.467.587 139.251.833.164 954.634.423 0.6 

Ditje PD$PP 30.161.373.276 30.161.373.276 0 0,00 

Dtjen KRL 13492.329.061 13.492.329.061 0 0,00 

BP2SDM KP 349.388,079.750 347.452.105.770 1.93$.973.980 0,56 

BP2MH KP 21.954.749.768 21.751.843.754 202.906.014 0,93 

Total 3.924.815.114.324 3.883.995.205.091 40.819,909.23.3 1,0s 

Nilai akumulasi penyusutan Jalan, rigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar 

Rp2.212977,554.092,00. Rincian nilait tercatat (carrying amount) aset tetap berupa Jalan, 

lrigasi dan Jaringan per bidang barang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut 

Tabet C.56 

Daftar Rinei Nilaf Tercatat Jalan, rigasi dan Jaringan Per Bidang Barang 

Per 31 Desember 2023 

ode di.do i4foe 
All4er.rt Nil Trett/Nill 

ado4w.al aldo Akhl tu4 

$0-Jal D mt 877.992.100.172 806,033.02343 43.464.658.44l 934.127441.731 

$028gun.an Air 1.630.126.830.179 1.013.318.608.6$8 1.102.123.002.008 $28.003828171 

04nth 283.6/93.629.952 125.5$8790.846 1339999.178 1$0.353.630.774 

04faring 133.402.5$4.021 30.281.172.266 34.049.894.465 99.3$2.699.5$6 

ftl 4.924.81$114.324 1.97$.191.55.201 2.212977.5$4.092 1711.837.$60.23 

er esem r 
Kode 

Transaksl 
ralan Nitaf 

al do wal Per f paar1 202.3 1.883,995.205.091 

Mutasi Tam ha.h 124.965.154.286 

100 Pena ba han Saldo Awa 905.658.497 

101 Pembeli.an 9.093.014.891 

Ringkasan mutasi akun Jalan, Irigasi dan Jaringan per jenis transaksi per 31 Desember 2023 

adalah sebagai berikut. 

Tabel C.57 

Ringkasan Mutasi Jalan, rigasi dan Jaringan Per Jenis Transaksi 

P» 31De be1 2023 
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Kode 
Ura±an ital 

pans.akl 

102 Transfer Mask $2.680.259.951 

103 Hibah Masuk 83.583.000 

105 Penyelesatan PembangnaDegan KDP 2186791.905 

107 Reklasiflasi Mask 2411.717.900 

112 perole ha Lanny.a 40.186.765.290 

ts Penyelesaan Pembagun.aLang.sung 179.031.716 

115 Reklasifkasi Masuk dart Persediaan 324.432.363 

131 Llkuidasi Masu 3.498.362.735 

202 Pengembangan Nilai Aset (Langsung) 1.303.878,424 

204 Korelesi Pencatata Nila Bertambah 5.682.669.330 

206 Peneriman Aet Tetp lenvad 894.401.600 

208 Pengembag Melalu KDP 4.259.888.625 

214 Koreksi Susulan 204.940.434 

402 Penghaan kerb.all BMN yang sud ah dihentikan 1.069.757.625 

pengunaan aktif 

Mutas Kurang (84.145.245.05.3) 

264 Korelsi Pencatatan Nila4 Berkaurang (319.345.811) 

302 Transfer Keluar (52.680.259951) 

303 ibah Keluar (24.621.769.770) 

304 Reklasif1least Keluat (66.283.500) 

305 Korekesi encatatan (2.086.508.928) 

31f L/keuid.at Keluar (3.498.362.735) 

401 Penghentiaan Aset Dari Peng9unaan (872714.358) 

sado Akhlr er 3t Dember 2023 3924.815.114.324 

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Jalan, rigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut 

I, Transaksi Penambahan Saldo Awal hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp905.658.497,00. 

2. Transaksi Pembelian terdapat pada S (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap sebesar Rp6.897.790.571,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi 

Daya sebesar Rp228.441.250,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP 

sebesar Rp1.014.900.332,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp749.033.138,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasit yp 

sebesar Rp202.849.600,00. 

3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 4 (empat)] unit Eselon I yaitu pada unit Eselon L 

Sekretariat Jenderal sebear Rp11.737,249.987,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan But 
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Daya sebesar Rp36.907.592.157,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP 

sebesar Rp4.006.966.807,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp28.451.000,00 

4. Teansaksi Hibah Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Diten Perikanan Tangkap 

sebesar Rp83.583.000,00 

5. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan DP terdapat pada 2 (dua)] unit Eselon l 

yaitu unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1441.512976,00; dan unit 

Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp745.278.929,00 

6. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu unit Eselon 

Sekretariat Jenderal sebesar Rp916,356.900,00; dan unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp1.495.361.000,00 

7. Teansaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon L 

Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.405.765.883,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Budi Daya sebesar Rp36.601.487.407,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP 

sebesar Rp179,512.000,00 

9. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap sebesar Rp179.031.716,00 

9, Transaksi Reklasifikasi Masuk dari Persediaan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Budi Daya sebesar Rp324.432.363,00 

10. Transaksi Likuidasi Masuk terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP 

sebesar Rp3.498.362.735,00 

11. Transaksi Pengembangan Nilai Aset (Langsung) terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp386.200.977,00; unit Eselon I 

Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp413.909.706,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan 

Sumber Daya KP sebesar Rp41.417.741,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP 

sebesar Rp457,180.000,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu 

Hasil KP sebesar Rp5.170.000,00. 

12. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terdapat pada 4 (empat) unit Eselon l 

yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.924.490.334,00; unit 

Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp220.843.875,00; unit Eselon I Ditjen 

Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp83.545.000,00; dan unit Eselon I Badan 

Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp453.790.121,00 

13. Transaksi Penerimaan Aset Tetap Renovasi hanya terdapat unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp894.401.600,00 
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14. Transaksi Pengembangan Melalui KDP terdapat Bertambah terdapat pada 4 (empat) unit 

Eselon l yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp142.310.000,00; unit 

Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.518.891.770,00; unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.520.386.055,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM 

KP sebesar Rp78.300.800,00. 

15. Tranksasi Koreksi Susulan hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM 

KP sebesar Rp204.940.434,00 

16. Transaksi Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan ak@if terda pat 

Bertambah terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp4.950.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp1.064.807.625,00. 

17 Tansaksi Koreki Pencatatan Nilai Berkurang yang sudah dihentikan penggunaan aktif 

terdapat Bertambah terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap sebesar Rp287.328.495,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya 

sebesar Rp2911.730,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp26,492.000,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP 

sebesar Rp2.613.586,00. 

19. Teansaksi Transfer Keluar terdapat pada 4 (empat)] unit Eselon yaitu pada unit Eselon f 

Sekretariat Jenderal sebesar Rp11.737.249,987,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi 

Daya sebesar Rp36.907.592.157,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP 

sebesar Rp4.006.966.807,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp28.451.000,00 

19. Transaksi Hibah Keluar yang sudah dihentikan penggunaan aktif terdapat Bertambah 

terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap 

sebeSar Rp8,949,787 400,00; pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp15.671 982.370,00. 

20. Transaksi Reklasifikasi Keluar yang sudah dihentikan penggunaan aktif terdapat 

Bertambah terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp4.950.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp61.333.500,00. 

21. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 3 (tiga) unit Eseton I yaitu pada unit Eselon 

I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp12.83.040.540,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan 

Sumber Daya KP sebesar Rp98.113.750,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM 

KP sebesar Rp705.354.638,00 

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan TA 2023 Audi� - 

•1 



22. Transaksi Likuidasi Masuk terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP 

sebesar Rp34.98.362.735,00 

23. Transaksi Penghentiaan Aset Dari Penggunaan terdapat pada S (lima) unit Eselon I yaitu 

unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp201.822.458,00; unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Budi Daya sebesar Rp122.867.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber 

Daya KP sebesar Rp87 114.900,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp458.410.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP 

sebesar Rp2.500.000,00 

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 

TA 2023 adalah sebagai berikut: 

L. Kelebihan pembayaran Belanja Modal pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap 

senilai Rp45.170.495,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 2 

April 2024 dengan NTPN 428180NA04ALPDBA 

2 Pekerjaan belanja modal renovasi pada Politek AUP Jakarta tidak sesuai kontrak sebesar 

Rp26.492.000,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara tanggal 22 April 2024 

dengan NTPN 03ABB48VVEMVSUAS. 

€.2.5 Aset Tetap Lainnya 

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, 

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap 

Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp226.854.882.066,00 

dan Rp239.515.333.474,00. 

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut: 

Tabel C.58 

Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon f 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

nit Eselon l 
Kena#lea 

1 Des 2023 1Des 2022 % 
(Penrunan] 

Setjen 15.341.053.165 15.908.345.647 (567.292.482) (3.57 

Ditjen PT 27.617.048.970 38.791.713.452 11.174.664.482) (28,81) 

Ditjen PB 4.677754.349 4.558.803.394 118.950.955 2.61 

Ditje PSDKP 18.976.611.320 8.337927.320 10.638.684.000 127,59 

Ditjen PDSPKP 278.535.270 278.535.270 0 0,00 

Ditjen PKRL 129.592.041.571 138.489.660.419 (8.897.618.848) (642 
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Kenadkan 
U/nit Eseloin l 31 Des 202J 310es2022 % 

(Penrunan) 

BP2SDM KP 28.434 958.070 30.936.424.721 (2501.466.651) (8,09) 

92MH KP 1936.879.351 2213923.251 (277.043.900) (1251 

Total 226.854.882.066 239.515.333474 (12.660,451.408 (5.29) 

Nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar 

Rp7,907,281.803,00. Rincian nilai tercatat (carrying amount) aset tetap berupa Aset Tetap 

Lainnya per bidang barang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: 

Tabel C.59 

Daftar Rinei Nilai Tercatat Aset Tetap Lainnya Per Aun Per Bidang Barang 

Per 3 Desember 2023 

ea Ar44%e Al44enryut 

dN. 8ld. 
Nil4foe Nil4% 

ado Awl ado Ahr 

4et.t9now.4l 24.099.787$99 1.771.981.706 1.$71261.510 21.$21.520.8 

60At ft Dal 24.099.787.899 L.71.981.706 1$71.267.510 22522520.389 
enovs 

et et.play.a 202.7$5.094.16 6.101.880.6.. 6.31370.014.29.4 16.425.079.874 

601.8 52930.254.679 • • $2930.2$4.679 

et 
602lg rcoin 138.8$9.784.488 6.301.880.6.33 63310.014.293 132529.77015 

end./Keedy.0/ 
0lg 

604l. • • • • 
606lg Kolek No 10.96$.0$5.000 • • 10965.055.000 
udry. 

Teel 226.84.882.066 8.073.862.33% 7,901,281.80. 218947.600.26. 

Penjelasan ringkas atas saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada masing-masing unit Eselon l 

adalah sebagat berikut: 

L. Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.967.267.171,00 

Merupakan pekerjaan renovasi gedung Mina Bahari ll yang dilaksanakan pada tahun 

2018 sampai dengan 2022 yang akan diserahkan pada Kementerian Keuangan selaku 

pemilik gedung. 

2. Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp13.911.605.560,00 

Saldo Aset Tetap Renovasi pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada satker sebagai 

berikut: 

a. Sekretariat Ditjen Perikanan sebesar Rp7.529.297.386,00; 

b. Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan sebesar Rp757,483.500,00; 
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c. DKP Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp5.415.973.000,00; 

d. DKP Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp208.851.674,00 

Terhadap Aset Tetap Renovasi pada satker Setditjen Perikanan Tangkap da PPs Belawan 

akan dilakukan transfer/serah terima/ penghapusan. Sedangkan Aset Tetap Renovasl 

pada satker DKP Provinsi Kalimantan Tmur dan DKP provinsi Sulawesi Utara akan 

dilaksanakan identifikasi ulang dalam rangka proses serah terima ke pemilik aset. 

3. Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.736.865.064,00 

Saldo Aset Tetap Renovasi pada Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada satker sebagai 

berikut 

a. Setditjen Perikanan Budi Daya 

Merupakan pekerjaan pembuatan partisi dan tata ruang di lantai 7 dan 8 gedung Mina 

Bahari IV yang dilaksanakan pada tahu 2022 sebesar Rp1.837.608.966,00 dan 

pekerjaan penaatan ruang podcast lantai 7 gedung Mina Bahari IV yang dilaksanakan 

pada tahun 2023 sebesar Rp63.310.000,00 

b. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 

Merupakan pekerjaan rehabiliatasi gedung kantor sebesar Rp758.946.118,00 

c. DKP Sulawesi Utara 

Merupakan pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi sebesar Rp77.000.000,00 yang saat 

ini dalam proses penyelesaian melalui proses penghibahan atau penghapusan 

4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp142.680.000,00 

Saldo Aset Tetap Renovasi pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP terdapat pada satker 

Pangkalan SDKP Tual sebesar Rp142.680.000,00 yang merupakan biaya pengurukan 

tanah milik Pemkab. Raja Ampat. Diatas lahan tersebut akan dibangun kantor wilayah 

kerja (wilayah kerja) Raja Ampat. 

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp232.856.000,00 

Merupakan renovasi ruang kerja Direktorat Jasa Kelautan di lantai 2 gedung Mina Bahari 

lll yang belum diserahkan kepada Biro Umun dan PB] selaku pemilik gedung. 

6. Badan Riset dan Sumber Daya KP sebesar Rp3.108.830.609,00 

Saldo Aset Tetap Renovasi pada Badan Riset dan Sumber Daya KP terdapat pada satker 

sebagai berikut 

a. Sekrtariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 

Merupakan pekerjaan renovasi yang dilasanakan pada tahun 2019 sampai dengan 

2022 sebesar Rp379.176.300,00 
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Kode 
thralan Nilaf 

Transalsl 

Sado Awal Per 1 fan r1 2023 239.515.333,474 

Muta.st Tr bah 34.128.217.509 

101 Pembelian 7.868.593.001 

102 Transfer Masul 14.063.661.010 

103 ibah Masuk $.769.670 

107 elasttkast M.au 10,793,120.000 

112 Perole han Lanny.a 28.695.000 

113 Penyelesaan Pembangunaagang 385.572.859 

13 Likuldast Ma su.k 888.191.647 

204 Korekst Pencatatan Nila Bertambah 469.012 

955 erole han Lain0ya Aet Tetap enoyasi 94.145.310 

Mutasf Kurang (46.788.668.917) 

264 Korelsi Pencatta Nila Berkeuramg (316.525) 

302 Transfer eluar (18.895.557,920) 

304 Reklasiftkes Keluatr (4.413.219.740) 

305 Korekei Pencatatan (12.227.474.725) 

311 Lieutdars4 eluar (888.191,647) 

40 Penghentiaan Aset Dani Pengunaan (10.363.908.360) 

Sal do Akhtr Per 3f beseber 2023 226.84.882.066 

b. Pusat Riset Perikanan 

Merupakan pengurugan tanah milik Pemkab. Kepulauan Tanimbar yang dilaksanakan 

pada tahun 2015 sebesar Rp2.537.843.450,00 

c. Politeknik Ahli saha Perikanan sebesar Rp191.810.859,00 

Ringkasan mutasi akun Aset Tetap Lainnya per jenis transaksi per 31 Desember 2023 adalah 

sebagai berikut 

Tabet C.60 

Ringkasan Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Jenis Transaksi 

Per 31 Desember 2023 

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut 

1. Transaksi Pembelian terdapat pada S (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eseloin 

Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.589.388.820,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap 

sebesar Rp1966.346.135,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesat 

Rp148.310.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar 

Rp99.,012.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp4.065.536.046,00 
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2 Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I 

Sekretariat Jenderal sebesar Rp154.299.610,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap 

sebesar Rp3.092,316.400,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp10.733.555.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP 

sebear Rp83.490.000,00. 

3. Transaksi Hibah Masuk terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp5.769.670,00. 

4. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon 

I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp59.565.000,00; dan unit Eselon I Ditjen 

Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp10.733.555.000,00 

5. Transaksi Perolehan Lainnya hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap 

sebesar Rp28.695.000,00 

6. Tensaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp193.762.000,00; dan unit Eselon 

I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp191.810.859,00 

7Transaksi Likuidasi Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM 

KP sebesar Rp888.191.647,00. 

8. Teansaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terdapat pada unit Eselon I Ditjen 

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp469.012,00. 

9, Transaksi Perolehan Lainnya Aset Tetap Renovasi terdapat pada unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Budi Daya sebeSar Rp94.145.310,00 

10. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Budi Daya sebesar Rp316.525,00. 

11. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada S (lima) unit Eselon l yaitu pada unit Eselon I 

Sekretariat Jenderal sebesar Rp154.299.610,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap 

sebesar Rp6.400.033.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp10.733.555.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp1.524.180.310,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 

KP sebesar Rp83,490.000,00. 

12. Tansaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 2 (dua)] unit Eselon I yaitu pada unit Eselon 

Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.328.219.740,00 unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Budi Daya sebesar Rp85.000.000,00 

13. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit 

Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.106.182.502,00 unit Eselon I Ditjen Perikanan 
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Tangkap sebesar Rp5.522.116,977,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk 

KP sebesar Rp99.012.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp4.500.163.246,00 

14. Transaksi Likuidasi Keluar terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP 

sebesar Rp888.191.647,00 

1s. Transaksi Penghentiaan Aset Dari Pengsunaan terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp50,498.800,00; unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap sebesar Rp264,979,300,00 unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya 

sebesar Rp43.957.500,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp94.871.000,00 unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp8.898.087.860,00 unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp734.470.000,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasit KP 

sebesar R277.043.900,00 

€.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan 

namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam 

Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar 

Rp91.116.357.351,00 dan Rp204.562.314.909,00. 

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagal 

berikut: 

Tabel C.61 

Rincian Saldo Konstruksi Data Pengerjaan Pada Masing-Ma sing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

nit Eselon 
Kenalka 

t Des 202J 1Des 2022 «% 
(Penurunaen 

Set}en 62.433.802.649 665.179.599 61.768.623.050 9.286,01 

Dtjen PT 20.324.415.386 22117,985.9%6 (1.793.570.600) (8,11 

Diten P 1.552206900 124.451.543.225 (122.899.336.325) (98,75) 

Ditjen PSDKP 4.886395.403 53.560.261.536 (48.673.866.133 (90,88) 

Ditjen Pp9PKT 178.862.000 234.494.600 (55.632.600) (23,72) 

Ditjen PKRL 492149.864 1.235.171.864 (743.022.000) (60,16) 

BP2SDM KP 1.248.525.149 1.657.242.754 (408,717.605) (24,66) 

BP2MH KP 0 640,435.345 (640.435.345 (100,00) 

Total 91.116.357.351 204.562.314.909 (113.445.9$7.558) (55,46) 
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Penjelasan ringkas atas saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing unit Eselon I 

adalah sebagai berikut 

L. Sekretariat Jenderal 

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal antara lain berupa 

pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di pelabuhan perikanan 

Daeo Majiko Prov. Maluku Utara dan Ukurlaran Pro. Maluku 

2. Ditjen Perikanan Tangkap 

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap antara lain 

berupa pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu ($PT dan pembangunan 

kawasan Pelabuhan 

3. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Perikanan budi Daya antara lain 

berupa jasa analisa dan penyusunan dokumen lingkungan instalasi budidaya ikan lepas 

pantai serta biaya-biaya pendukung pembangunan keramba jaring apung (KIA) lepas 

pantai (offshore). 

4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP 

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP 

antara lain berupa pembangunan pos pengawasan, pembuatan desain watercanon kapal 

pengawas dan pengadaan kapal pengawas 

5. Ditjen Penguatan Daya Saing KP 

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP 

antara lain berupa penyusunan site plan, perencanaan pagar dan PAL gudang beku (cold 

storage) 1.000 ton di Muara Bar 

6. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang 

Laut antara lain berupa renovasi gedung kantor Pemkab. Balikpapan, master plan dan DED 

pembangunan kantor Taman Wisata Perairan Pulau Pieh serta Taman Wisata Kep 

Anambas 

7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan 

SDM KP antara lain berupa Perencanaan GOR mini kampus Serang. Lapangan parkir Go 

mini kampus Pasar Minggu dan Perencanaan interior gedung Rektorat di kampus Pasar 

Minggu- 
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Ringkasan mutasi akun Konstruksi Dalam Pengerjaan per jenis transaksi per 31 Desember 

2023 adalah sebagai berikut 

Tabel C.62 

Ringkasan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Jenis Transaksi 

Per 31 Desember 2023 

Kode 
thralan Nila 

Tans.all 

Sal do Awal Per 1 Januari 202 204.562.314.909 

Mutasl Tamnbah 458.029.590.021 

502 Perole han/Penambah.an DP 88.038.876.378 

503 Pengembanga DP 323.818.218.298 

$04 Korelest Ni prtmnb 39.684.465.650 

506 Transfer Masuk KDP 2.226.589.836 

510 Perole ha Lainnya KDP 2127.156.824 

514 Reklasifkasi Masuk KD 2.134.283.035 

Matas Ku.rang (571.475.547.579) 

105 Penyelesalan PembangnanDengan D (353.543.387.337 

208 Pengembang Melalu KD (45.743.708.052 

505 Penghapusa/enghentia KD (2.825.446.465) 

507 Transfer Kelur KD (2.226.589.836) 

513 Reklasift last Keluar DP (2.134.283.035) 

51 Korelsi Pencatatan KDP (163915.349.273) 

64 Koreksi Nila xD Berk@urang (1.086.783.581) 

Sal do Akhir Per 3t Dember 202.3 91.116.357.351 

Ringkasan mutasi akun Konstruksi Dalam Pengerjaan per jenis transaksi per 31 Desember 

2023 adalah sebagai berikut: 

1 Transaksi Perolehan/Penambahan KDP terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp64.175.481.415,00; unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap sebesar Rp5.040,977,001,00; unit Eselon I Diten Perikanan Bui 

Daya sebesar Rp12.924.295.408,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP 

sebesar Rp1.877.879,450,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP 

sebesar Rp30.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

sebesar Rp170.835.200,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rpl,799,407.904,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 

KP sebesar Rp2.020.000.000,00. 
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2, Transaksi Pengembangan KDP terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit 

Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp6.778.607.696,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp14.987.221.600,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp76.784.029.920,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp215.626.343.990,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp165.300.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp9,476.715.092,00 

3. Transaksi Koreksi Nilai KDP Bertambah terdapat pada S (lima) unit Eselon I yaitu pada 

unit Eselon I Sekretariat [enderal sebesar Rp74,976.060,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp941.366.490,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp35.779.888.670,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp28.830.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp2.859.404.430,00. 

4, Transaksi Transfer Masuk KDP hanya terdapat pada unit Eselon Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp2.226.589.836,00. 

$. Transaksi Perolehan Lainnya KDP terdapat pada 4 (empat) unit Eselon 1 yaltu pada unit 

Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1401.075.617,00; unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Budi Daya sebesar Rp105.206.100,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya 

Saing Produk KP sebesar Rp99.012.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM 

KP sebesar Rp521.863.107,00. 

6. Transaksi Reklasiflkasi Masuk KDP hanya terdapat unit Eselon I Ditjen Perikaanan 

Tangkap sebesar Rp2.134.283.035,00. 

7. Transaksi Penyelesafan Pembangunan Dengan KDP terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I 

yalt pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp16.356.900,00; unit Eselon I 

Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp10.822.712.957,00 unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Budi Daya sebesar Rp75.813.080.010,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya 

KP sebesar Rp260,318.103.216,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang 

Laut sebesar Rp169.800.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp4.897,334.254,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 

KP sebeSar Rp606.,000.000,00 

8. Transaksi Pengembangan Melalui KDP terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada 

unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.595.388.750,00 unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap sebesar Rp11.253.044.164,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi 

Daya sebear Rp16.097,409.233,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP 
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sebesar Rp5.082.745.651,00, unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp9.301 120.254,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 

KP sebesar Rp1.414.000.000,00 

9. Transaksi Penghapusan/Penghentian KDP terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp44.815.500,00 unit Eselon I 

Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp270.055.370,00 unit Eselon I Ditjen Pengawasan 

Sumber Daya KP sebesar Rp134.776.400,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing 

Produk KP sebesar Rp184.644.600,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan 

Ruang Laut sebesar Rp743.022.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp807.697.250,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasit p 

sebesar Rp640.435.345,00. 

10. Transaksi Transfer Keluar pp hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp2.226.589.836,00 

11. Transaksi Reklasifikasi Keluar KDP terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap 

sebear Rp2.134.283.035,00. 

12. Transaksi Koreksi Pencatatan KDP terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit 

Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.504.003,998,00; unit Eselon Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp1.983.837.887,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp156.164.248.408,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp36.967,400,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp166.335.200,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp59.956.380,00 

13. Transaksi Koreksi Nilai KDP Berkurang terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada 

unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp244.692.473,00; unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap sebesar Rp59.800.800,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya 

sebesar Rp147,963.402,00; dan unit Eselon Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp634.326.906,00 

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 

TA 2023 adalah berupa kurang volume pekerjaan renovasi konstruksi pos pengawasan pada 

satker Stasiun Pengawasan Sumber Daya KP Belawan senilai Rp175.802.712,00. Atas temuan 

tersebut teah disetor ke kas negara pada tanggal 29 April 2024 dengan NTpN 

D9654610V3$1M112 
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31bes 2023 31bes 2022 
(Kenalka) 

% iaAl 
Penran 

Akuula Peyusut 5.064.405.837.26.5 4.949,678.617.9$9 114.727.219.306 2.32 
Peral.an da Mesi 

Alumlsi enyusu.t 891484.476.79. 809.133.422.833 82.351.053.962 10,18 

Gedung dan Bagun.a 

Akumula Pe'usuta [al.an 943.464.658.441 806.033.023.431 137431.635.010 17.05 
da temb.at 

Alli Penyusot.an rig 1.102.123.002.008 1.013.318.608.658 88.804.393.350 8,76 

Akuuli Penyust 167.389.893.643 155.839.963.112 11.549,930.531 741 
aring$an 

Alumulas Penyusutan A.et 7901 281.80.3 8.073.862.339 (166.580.536) (2.06) 
Tetap Lain0ya 

Total 8.176.775.149.955 7.742.077.498.332 434,697,651.62.3 5,61 

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan 

berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan 

manfaat aset tetap selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) 

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah 

sebesar Rp8.176.775.149.955,00 dan Rp7.742.077.498.332,00 

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per akun adalah sebagai berikut 

Tabel C.63 

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Aun 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Ringkasan nilai peyusutan Aset Tetap per akun per bidang barang Per 31 Desember 2023 dan 

31Desember 2022 adalah sebagai berikut. 

Tabet C.64 

Ringkasan Nilai Penyvusutan Aset Tetap Per Akun Per Bidang Barang 

P 31De be1 2023 er esem r 

Nm.Alu rtote 4lei Pery.ut 

dan Naida,g 
Nil4eoleh Nii Bu 

Salo wal Saldo Akhdr 

Peralta da Mesi 6.522510.838.685 4.949.678.617,9$9 5.064.405.837.265 1.458105.001.420 

301-4lat Besa $43.216.282.684 483.656.287.94 461.393.810.204 81.822472.480 

302Alt An.gkt 2751.015.180.289 1.735.111.089.076 1.872.872087192 878143.093.097 

3034lat engkel b 75.210.313.355 64.361.912,496 65.141.12$.760 10.069.187$9$ 
Alat U'le 

044lat Pert.a 193.879.129.70 176.483.55$.702 179.083.598.829 14.795.530.874 

30Alt Kater&Rum.ah 718201.042.006 639199.148076 637.664.232.592 80.536.809.414 
Ta.$a 
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Na4lens.rtoe Akuilenyuut 
Nii Bu idleroleh 

dnN.8idag Saldo Awal Saldo Akhr 

304lat Stdio 308.496.838.743 236.016.184.359 235.561312852 7293$.52$.891 

Korns Dar 

hen.e 

3074lat Kedeoletr be $5.434.487.812 $3176.029.150 52208941.288 322$.546.524 

eseh.at 

308Alt Laboratoriu 1.138962.251.134 962.968.288.11# 978.615.142.25 160.347 108.881 

04lat Pers0.a.0 53401483.0% 42251.386.100 33.589.364.176 19.812.118922 

10Kempter 451.629.568.968 388.871.333.039 376.$$3169.155 7$.276399.813 

31.Alt Eleplone 7543376.396 7.234.182.608 7.06.3.894.254 479.482.142 

312Alt henge bore 4.228.405.300 4.05$.269.175 4.150.426972 77.978.328 

314lat rodulei, 40.190.488.216 17.271650.518 19.884.546.911 20.30$.941.30$ 
Pengolahn Dan 

Perra 

314Alt8at 4634460.62 14.700.461.762 14.644.1$5.6$7 819.30/$.205 

£kploras 

15Alt Kesela.a.a 49.861.36$.218 43491546.548 41491.578.065 8.369.787.153 

Ker$a 

316A4lat erg 12924.177962 7.2831135.230 7867.422.023 $.0$6.7$$.939 

31.eralt 86194.090.445 60.326974.405 62.729.242.029 23464.848416 

Proses/Pro.duke 

318-am-kb 9.532.822796 6.168.305.305 7338917.86 2193904.929 

319fr%lat Olah fag 7126.073.69%8 7,051.878.318 6.7$2869.186 373.204.512 

Geduag dan8nan $.302979.449.379 809.1$3.422.833 891.484.476.79$ 4.411.494.972584 

40-8am.a Gedung $.091.007.244.554 783.273.322.552 860.869.203.701 4.230.138.040.8$3 

402-Monn 1223.283.269 140.547972 165.410.372 1.057872.897 

4034an$nan Men 17.989.902.00.8 3.606912.345 3961.941.58 14.027.960.430 

404-Tgu Ti0k 192.759.,019.548 22112639.964 26.487921144 166.271.098.404 

ortro/Pal 

fa da [emoat.an 1.877.592100172 806.0003.023.4.31 43.464.658.441 934.127.441.731 

$0p-Jal Dan Jemat 1877592.100.172 806.033.023.431 943464.65844f 934.127.441.731 

rigs 1.630.126.830.179 1.013.318.608.658 1.102.123.002.008 $28.003.828.171 

$02-Bannan Air 1.630.126.830.179 1.013.318.608.658 1102123002.008 $28.003.828171 

faring 417.096.183,973 155.8039.96.3112 167.389.893.64.3 249.706.290.330 

04nstali 283$.693.629.952 125.558.790.846 133.339.999.178 150.353.630.774 

$04rig 133.402554.021 30.281.172.266 34.049.894.46$ 99.352659.556 

Aet letapen0was 24.099.787.899 1771.981.06 1.577.267.510 22522520.38 

607.4set Ttp Dal 24.099.787.899 1.771.981706 1577.267.510 22522.520.389 

Renova 

Aset etapalmy 202.$$.094.167 6.301.880.6.33 6.340.014.293 196.42$.079.874 

601.8aha Perpustak $2930.254.679 0 0 $2930.254.679 

602rag 8er€oral 138.89.784.488 6.301.880.633 6.330.014.293 132529.770.15 

esenia/ebuday.a.a /0l 
abrag.a 

60.4.4 0 0 0 0 
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Na Asa6oh Akurule4ferny.st 
Nil4lerole Nial8 

danion.aid.ag aldo Aw.al aldo Aichi 

6068an Kolek Ni 10965$.055.000 0 0 10965.0$5.000 

Buday.a 

Total 31988.466.000.11 7.742.077.498.332 817677$.149,955 23.811.690.850.16.2 

Kenaika 
Unit Eselon l 31 bes 202 1 Des 2022 % 

(Penurunan] 

Ditjen PT 186.801.004.466 0 186.801.004.466 100,00 

Ditjen PB 151.245,930.000 0 151.245.930.000 100,00 

Ditie PD5PP 88.186.261.526 0 88.186.261.526 100,00 

BP2SDM KP 51.545.157.028 0 51545.157.028 100,00 

Total 477778.353.020 0 477,778.353.020 100,00 

C.3 Properti lnvestasi 

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk 

meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk 

l. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam 

produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau 

2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

C.3.1 Properti Investasi 

Saldo Properti lnvestasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar 

Rp477.778.353.020,00 dan Rp0,00 

Rincian saldo Properti Investasi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut: 

Tabel C.65 

Rincan Saldo Properti lnvestasi Pada Masing-Masing Unit Eselon 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Penjelasan ringkas atas saldo Properti Investasi pada masing-masing unit Eselon I adalah 

sebagai berikut: 

3. Ditjen Perikanan Tangkap 

Saldo Properti Investasi pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 22 (dua puluh dua) 

satker antara lain berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar 

Rp11.753.418.000,00 Tanah Hasil Reklamasi sebear Rp70.364.000.000,00; Bangunan 

Gudang Tertutup Permanen sebesar Rp6.219.621.960,00; Bangunan Gudang Lainnya 

sebesar Rp14.926.133.158,00; Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen sebesar 

Rp42.696.689.038,00; dan Flat/Rumah Susun Permanen sebesar Rp20.880.235.223,00 
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Terdapat Properti Investasi pada Ditjen Perikanan Tangkap yang belum mendapatkan 

assersi manajemen pada satker sebagai berikut 

I. Setditjen Perikanan Tangkap 

Berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen pada Pelabuhan Perikanan 

Untia sebesar Rp470.911.634,00; Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 

Lainnya pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik sebesar 

Rp517.795.390,00; dan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya pada 

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai sebesar Rp1.324.957.321,00 

2. DKP Provinsi Lampung 

Berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen sebesar Rp1.112.940.000,00. 

3. DKP Provinsi Kalimantan Tengah 

berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen sebesar Rp44,548,900,00, 

Selain itu terdapat aset ekstrakompatbel yang diklasifikasikan sebagai properti investasi 

pada satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu berupa Gedung 

Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen sejumlah 4 unit sebesar Rp76.312.000,00. 

4. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Properti Investasi pada Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada 3 (tiga) satker antara 

berupa Tanah Tambak/Empang/Kolam kan/Akarum sebesar 

Rp18.387.569,000,00; Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp2.187.651.000,00; 

Bangunan Kolam/Bak Ikan sebesar Rp124.850.119.000,00; dan 

Mess/Wisma/ Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen sebesar Rp4.411.034.000,00 

Selain itu terdapat aset ekstrakompatbel yang diklasifikasikan sebagal properti investasi 

pada satker Balai Pengujian Kesehatan lkan dan Lingkungan Serang berupa Bangunan 

Bengkel/Hanggar Permanen sejumlah 1 unit sebesar Rp13.936.000,00 dan Gedung Pos 

Jaga Permanen sejumlah 2 unit sebesar Rp10.461.000,00. 

5. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP 

Properti lnvestasi pada Ditjen Perikanan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP antara 

lain berupa Pasar lkan Modern (Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen) sebesar 

Rp80.596.694.208,00; Gudang Beku/Cold Storage 2.000 ton (Bangunan Gudang Lainnya) 

sebesar Rp7.502.886.000,00; dan tempat penglolaan styrofoam di Muara Baru (Bangunan 

Gudang Tertutup Permanen) sebesar Rp86.681.318,00 

6. Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP 

Properti Investasi pada Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP berupa akuarium 

PIAMARI (Bangunan Gedung Pendidikan Permanen) sebesar Rp51.545.157.028,00 
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Rincian aset tetap berupa Properti Investasi per bidang barang per satker per 31 Desember 

2023 adalah sebagai berikut: 

Tabel C.66 

Daftar Rinei Properti Investasi Per Bidang Barang 

Per 31 Desember 2023 

ode dn.a Alu4pen.st 

8idang/N.felt Nila Perole ha Nial 8ul 
l/Nam.a Sater aide 4wal Saldo Akir 

201-f%mah 103.477.915.000 ' ' 103,477,915.000 

pitel. 85.090.346.000 ' ' 8.090.346.000 
awn.gap 

PPNPemagkt 2972928.000 ' ' 2912928.000 

pNPelb han at 11.753418.000 ' ' 11.753418.000 

New0a 70.364.000.000 ' ' 70.364.000.000 

bite Perl.lo.an lei 18.387.$69.000 ' ' 18387.$69.000 
Daya 

KIL Ser.g 18387.569.000 ' ' 18.387.$69.000 

401.um.Gede 374.3$7,426.020 ' 67011.041.529 307.340.384.491 

Diten Per.a 101767.646.466 ' 14.764.401.084 87.004.245.382 
gap 

peovii Lapug 1.112940.000 ' 185.490.00.3 927.449.997 

DKPProwins kKaim.ata 44.548900 ' 18.238.739 26.310.161 
Tengah 

Setden Peril.a 2313.664.34$ ' 2$3.083.445 2.060.$80.900 

flap 

PNKrag.ant 1.00$.189.3$4 ' 103.362.732 901.826.622 

PNSn$. $.693.423.200 ' 836.420.87 4.857,002.363 

NT%lung Pad 469.873.000 ' 73.226.964 396.646.036 

ppp Tetu Bat 1.882.188.710 ' 3$9.218.051 1.522970.659 

PNPenngkt 1539.142.000 ' 458.035.750 1.081.106.250 

N#wad.g 670.746.000 ' 84.725.808 $86.020.192 

psgelawan 1.074.453.000 

' 165.62$.130 08.8.27.870 

pNfern.ate 190.875.000 

' 29406.827 161.468.173 

PPNPrigl 3.954.323.000 ' $34.828.532 3419494.468 

pp@rondong 4.808.138.400 ' 685.456.042 4.122682.358 

PPS leap 2828.072.000 ' $79,194.090 2248877.910 

sungs 738.290.000 ' 124.645.219 613.644.781 

Pp$Nam Zahm 14.088113.79$ ' 2510.666.542 11.577447253 

psKendrt 31.279.851.427 • 4.473166.924 26.806.684.50.3 

NPelb.hat 10.712900.000 ' 1564.298231 9.148.601.769 

PN$40lg 68.037.000 ' 163.2762.077 804.774.923 

New.a. 0.000.540.920 ' 951 217183 9,049.$23737 

ppNengambenga 2697.902.415 ' 135.244.980 2562.65743% 
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ode di Akau.le4fryuutan 

Bid.amg/Nao.aEselo Nila Perolehan 8le 
1/Na.atr Salo Awal Sado Akhlr 

PPS Bing 3694.434.000 • 47$.$86978 3.218847,022 

bite frll. df 132.858.361.00 • 38.632.207.644 94.226.1$3.356 

Darya 

88PBAT Sulbum 393$.518.000 • 1074.446.369 2861.071.631 

PPB Karwag 114.874.867.000 • 33.480.037 343 81.394.829.657 

PKIL Serang 14.047976.00 • 4.077723.932 9,970.252.068 

Dte PD$KP 88.186.261.526 • 8.981.368671 79.204.892.855 

Seti\en Perguatan Day. 88,186,261.$26 • 8.981.3$68.671 79,204.892.855 
SaingProd.k KP 

2$0MK 51.545.157.028 • 4.639.064.130 46.06.092.898 

P3 eel 51545.157.028 • 4.639.064.130 46.06.092.898 

Total 477.835.341.020 • 67.017.041.529 410.818.299.491 

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 

Tahun 2023 yaitu terdapat Aset Tetap yang belum diidentifikasi dan diinventarisasi sebagai 

Properti Investasi dengan uraian sebagai berikut: 

1. Tanah dan fasilitas pendukung berupa taggul, lahan reklamasi, jalan pengbubung dan 

bangunan prasasti di Pulau Nipa tercatat pada Sekretariat Ditjen PKRL, yang dimanfaatkan 

oleh pihak lain melalui mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan; 

2. Tanah di Pulau Cemara Besar yang direncanakan untuk dikerjasamakan dengan pihak 

ketiga, tercatat pada BP3 Tegal 

Kenaikan 
Unit Eselon l 310es 2023 31Des 2022 % 

(Pemrunan) 

Ditjen PT 4.761 171.674 0 14.761 171.674 100,00 

Ditjen PB 38.632.207.644 0 38.632.207.644 100,00 

Ditjen PDSPKP 8.981.368.671 0 8.981.368.671 100,00 

C.3.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

adalah sebesar Rp67.013.812.119,00 dan Rp0,00 

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi ada masing-masing unit Eselon I 

adalah sebagai berikut: 

Tabel C.67 

Rincian Saldo Alumulasi Penyusutan Properti Investasi 

Pada Masing-Masing Unit Eselon f 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 
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Kenaikcan 
/nit Eselo l 31 Des 202 31 Des 2022 % 

(enurunan] 

BP2SDM KP 4.639.064.130 0 4.639.064.130 100,00 

Total 67.013.812.119 0 67.013.812.119 100,00 

Ringkasan nilai penyusutan Properti tnvestasi per akun per bidang barang Per 31 Desember 

2023 dan 31 Desember 2022 apat diihat pada tabet Cc.67 diatas. 

C.4 Piutang Jangka Panjang 

Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

adalah sebagai berikut. 

Tabet c.68 

Rincan Saldo Piutang Jagla Panjang Per Akun 

Per 31 Deser ber 2023 da 31 D ber 2022 m n esen 

Kellan 
Nam.a A 31 bes 202J 1 Des 2022 % 

(Penrunan] 

Piutag Tgtha Tutu.ta 201.014.544 161.324.544 39.690.000 24,60 
Perbendaharaan/ Tuntutan Gant 

Penytsihae Piutang Tdk fertagih- (157.,051.745) (156845.795) (20$.950) 0,13 

Tagthan Tuntutan 

erbendaharaan/Tntutan Ganti 

Rug 

Taglha Twntut 43.962.799 4,478.749 39,484.050 881,59 
Perbendaharan/ Tuntutan 

Gantt Rug (Netto) 

iutang angle Pan pang lainnya 103.580.242.333 103.095.598.961 484.643.372 0.47 

enyisiha Piutang Tidak Tertagih- (517.901.20.3) (515477.986) (2423.217 0,47 

Piutang Jagla Panjag Laina 

utang Jangle Panang alnya 103.062.341.130 102.580.120.975 482.220.155 0,47 

(Netto) 

Total 103.106.303.929 102.584.599.724 $21.704.205 0,51 

Penjelasan Piutang Jangka Panjang per masing-masing akun adalah sebagai berikut: 

C4.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat 

kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. 

Sedangkan Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan 

bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena 

kelalaiannya. Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan TA 2013 Audited - 

} 



Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebear Rp201.014.544,00 dan 

Rp161.324.544,00. 

Rincian saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada masing- 

masing unit Eselon I adalah sebagai berikut: 

Tabel C.69 

Rincian Saldo iutang Tagihan Tuntutan Per bendaharaan /Tuntutan Ganti Rug 

Pada Masing-Masing Unit Eselon f 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenaan 
t/nit Belon f 31 Des 202 1bes 2022 % 

(PenurwnanJ 

Ditjen PKRL 0 4.500.000 (4.500.000) (100,00) 

BP2SDM KP 201.014.544 156.824.544 44.190.000 28,18 

Total 201.014.544 161.324.544 39.690.000 24,60 

Penjelasan ringkas atas saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 

pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut: 

I Ditjen Pengelolaan Kelatan dan Kuang Laut 

Saldo Piutang Tagthan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 

2022 merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi atas kehilangan Barang Milk Negara 

berupa kendaraan roda2 (dua)] pada Unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang 

Laut di satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisisr dan Laut (9pspL) Makassar 

Berdasarkan penetapan tuntutan ganti rug ditetaplan adanya unsur kelalaian atas nan 

Sdr. A] dengan nilai penetapan Rp5.000.000,00 dan diangsur selama 10 bulan dan telah 

lunas 

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 

Saldo Piutang Tagthan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada Eselon I 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada satker sebagai bertkeut: 

a. Pusat Pendidikan 

Merupakan piutang atas untuan ganti rugi biaya atas pelanggaran dalam pelaksanaan 

tugas belajar atas nama Sdr, HR Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor KEP,117/MEN/KU,440/2017 tanggal 13 Oktober 2017 

Penyelesaian piutang ini telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara 

(PUPN) pada tanggal 16 Juli 2019. Saldo Piutang TP/TGR per 31 Desember 2023 

sebesar Rp156.824.545,00. 
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b. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak 

Berdasarkan laporan hasil audit investigasi (LHAI) nomor 

R.112/ITL5/HP.230/Ill/2023 terdapat Tuntutan Ganti Rugi atas nama Sdr, FF terkait 

kegiatan Pelatihan Satpam yang dilaksanakan di SUPM senilai Rp66.240.000,00. 

Sampai dengan 31 Desember 2023 telah dilakukan setoran ke kas negara sebesar 

Rp56.500.000,00, amun terdapat beberapa setoran yang menggunakan akun tidak 

sesuai, yaitu akun penerimaan atas pemanfaatan BMN dan penerimaan kembali 

belanja lain-lain, sehingga saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.190.000,00. 

Adapun kualitas dari saldo piutang Tp/TGR pada masing-masing unit eselon I per 31 

Desember 2023 adalah sebagai berikut 

Tabet c.70 

Kualitas Piutang TP/TGR pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2022 

Unit Eselon l $ado Lancar Kurang Lancar Diragu kcan Macet 

BP2SDM KP 201014.544 44.190.000 0 0 156.824.544 

Total 201.014.544 44.190.000 0 0 156.824.544 

C.4.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi 

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ 

Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar 

Rp157.051.745,00 dan Rp156.845.795,00. 

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidakx Tertagih - Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ 

Tuntutan Ganti Rugi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut. 

Tabel C.71 

Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 

Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 pesember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenaika 
Unit Eeton l 310es 2023 31 bes 2022 % 

(Penurunan] 

bite PKRL 6.250 21.250 (15.000) (70,59) 

BP2SDM KP 157.045.495 156.824.545 220.950 0,14 

Total 157,051.745 156.845.795 205.950 0,1.3 

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Ditjen PKRL merupakan kesalahan jurnal pada 

akun tersebut, yang akan dikoreksi pada semester I tahun 2024 
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C.4.3 Piutang Jangka Panjang Lainnya 

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang 

menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 

(duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang 

jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, Tp/TGR, penerusan pinjaman dan kredit 

pemerintah. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022 masing-masing sebesar Rp103.580.242.333,00 an Rp103.095.598.961,00 

Rincian saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah 

sebagai berikut 

Tabel C.72 

Rincian Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya 

Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenaikan 
Unit fselon f 31 Des 2023 31 0es 2022 % 

(Penurwnan) 

Setjen 9.370.590 0 9.370.590 100,00 

Ditjen PT 2.855.976110 0 2.855.976.110 100,00 

Ditje PRL 100.714.895.633 103.095.598.961 (2.380.703.328) (2.31 

Total 103.580.242.333 103.095.598.961 484.643.372 0,47 

Penjelasan ringkas atas saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya pada masing-masing unit Eselon 

Iadalah sebagai berikut: 

1. Sekcretariat Jenderal 

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp9.370.590,00 

merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang 

sedang tugas belajar yang harus dikembalikan ke kas Negara di satker Biro Umum dan 

PB]. Pelunasan piutang ini dilakukan dengan cara angsuran selama lebih dari 12 (dua 

belas) bulan terhitung sejak tanggal pelaporan 

2. Ditjen Perikanan Tangkap 

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Diten Perikanan Tangkap sebesar 

Rp2855.976.110,00 merupakan pembebanan ganti kerugian negara atas pelanggaran 

kewajiban pegawai tugas belajar atas nama Sdr.GP di satker Sekretariat Ditjen Perikanan 

Tangkap. 

3. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

merupakan piutang perikatan kerja sama pemanfaatan (KSP) BMN yang berlokasi di 
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Pulau Nipa kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan PT Surya Mina Asinusa. Adapun 

jangka waktu SP adalah 30 tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat 

diperpanjang. 

Berdasarkan perikatan KSP telah ditetapkan bahwa selama kurun waktu 30 tahun KP 

akan memperoleh kontribusi tetap sebesar 0,509% dart nilai investasi sedangkan nilai 

invesatasinya sendiri mengalami kenaikan 7,509% setiap tahun. Perhitungan kontribuei 

yang akan diterima per tahun terhitung sejak ditetapkannya Sp sampai dengan 

berakhirnya KSP adalah sebagai berikut: 

Tabel c.73 

Perhitunga Kontribusi Kerja Sama Peranfaatan BMN di Pulau Nipa 

Ke. level orion/ 
Nth foveal 

pert Ni\int ft.per Pitt.g hang. 
No ...... 

fl er.al h alay 

(0by«eke SP) 7,0% 0,0% 

(p) (p) (p) (p) (p 

' 2014 231.020.559.930 231.020.5$9.93%0 L.1$$.102.800 118.281.836.5 

2 015 231.020.559.930 17.326.541.995 248.347101.92$ L241.73$.510 11,040.101.02 

' 2016 248.347101.92$ 18.626.032.644 266,973.134.569 1.334.86$.673 115.70$.235.350 

4 01 266973114.56 20.022985.093 286.996.119.662 434.980.$98 14.270.25$4.752 

$ o18 286.99611.662 21.524.708,97% 308.$20.828.6.36 1542604.14.3 11227650.609 

6 201 308.520.828.6.36 23139.062.148 331.659.890.784 1.6$8299,4$4 111.069.351.155 

' 021 331.659.890.84 24.874.491.809 356.534.382.59.3 1.782671913 109.286,679.242 

' 
2022 3$6 534.382.593 26.740.078.64 383.274.461.287 1916.372.306 107,370.306.9.36 

' 022 383.274.461.287 28.745.$84.597 412.020.04$.884 2.060.100.229 10$.310.206.706 

0 2023 42020.045.884 30.901.$03.441 442921.549.325 2214.607747 103.095.$98960 

" 024 442.921.$49.32$ 33219116.199 476.140.66$.525 2380.703.328 100.714.89$.6.32 

" 2025 476140.665.525 35.710.5$49,914 11.8$1.21$.439 2599.256.077 9815$.639.$$5 

" 2026 511.851.215.439 38.388.841 158 $50.240.0$6.597 27$1.200.28 9$.404.439.272 

14 2027 $50.240.056.$9 41.268.004.245 91.$08.060.842 29$7.5$40.304 92446899 68 

t5 2028 $91.508.060.842 44.363.104.56.3 635.871.165.405 1179.355.82 89.267.543140 

6 2029 635.871.16$.405 47690.337.405 683.561.$02810 3417.807.$14 85.849.73$.626 

" 2030 683.561.502.810 51.267 112.711 734.828.615.521 3.674.143.078 8217$.59254 

t8 2031 734.828.61$.$21 $$.112146.164 789,940.761.68 3949.703.808 7825.888. 740 

19 2032 789.940.761.685 59.245.$$7.126 849.186.318.81l 4.245931.$94 73979.957.146 

20 2033 849.186.718.81 63.688.973.911 91287$.292.722 4.$64.376.464 69.415.00.6. 

21 2034 91287$.292.722 68.465.646.9$4 981.340.939.677 4.906704.98 64.508.87$.984 

" 2035 981.340,939.677 73.600.570.476 L.0$4.941.510.152 $.274.707.551 $9.234.168434 

2 2036 1.04.941.510.152 79.120.613.26 1.134.062.123414 $.670.310.617 $3.563857.817 

24 2037 1134.062.123.414 85.054.659.2$6 1.219.116.782670 6.09$.583.913 47.468273.90.3 

25 2038 1.219.116.782.66 91.433.758.70 1.310.5$0.541.376 6.552752.70 40.915.521196 

26 2039 1.310.$5$0.541.370 98.291.290.60. 1408.841.831.97.3 7.044.209.160 33871312.036 

2r 2040 1.408.841.831.973 105.663.137.396 1514.5$04.969.37% $72524.847 26.298.78710 

28 2041 1514.504,969.371 113.587.872.70.3 1.628.092.842.073% 8.140.464.210 1815$8.322.979 
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en.ah loves.ta.l 
Kotribsi 

Nila festal 
pertahun 

Nii lowest.al let.aper Piutan a. 
Ne ah 

fun8rjala the jag Lale.a 
(0bk KSP') 750% 0,50% 

(Rp) (Rp) (p) (p) (p) 

29 2042 1.628.092842.073 122106.963.156 1750.199.805.229 8,750,999.02% 9,407.3$23953 

30 2043 1750.199.805.229 131.264.985.392 1881.464.790.62l 9.407.323.953 

Piutang terkait (KSP) BMN di Pulau Nipa dicatat pada 2 (dua) akun yaitu kontribusi tetap 

tahun 2024 sebesar Rp2,380.703.328,00 yang dicatat pada akun Piutang Lainnya dan sisa 

kontribusi tetap sampai dengan tahun 2043 sebesar Rp Rp100.714.895.633,00 

Pada periode Triwulan III TA 2023, Piutang Jangka Panjang KSP Pulau Nipa berpindah 

akun dari akun Piutang Jangka Panjang Lainnya (155111) ke akun Piutang PNBP 

(115211) sebesar Rp103.095.598.961,00. Perpindahan ini merupakan hasil dari proses 

penginputan Piutang KSP P Nipa pada aplikasi SAKT! modul Piutang sebagai tindak lanjut 

atas selisih rekonsiliasi internal pada periode sebelumnya dan dikarenakan pada tahun 

2023 sudah wajib mencatat piutang pada aplikasi SAKTI Modul Piutang. Pencatatan pada 

modul piutang mengakibatkan perubahan piutang jangka panjang menjadi piutang jangka 

pendek. Dari hasil pertemuan 3 pihak (tripartied) disepakati akan dilakukan reklasifikasi 

dari piutang jangka pendek menjadi piutang jangka panjang dengan menghapus 

pencatatan piutang pada modul piutang 

Adapun kualitas dari saldo piutang Jangka Panjang Lainnya pada masing-masing unit eselon I 

per 31 Desember 2023 adalah sebagal berikut 

Tabel C.74 

Kualitas Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Masing-Masing Unit Eselon 

Per 31 Desember 2023 

Unit Eseloin I Saldo Lan.car Kurang Lacar 

Set±en 9.370.590 9.370.590 

Ditjen PT 2855.976.110 2855.976.110 

Ditjen PRL 100.714.895.633 100.714.895.633 

Total 103.580.242.333 103.580.242.333 

Dirgukan 

C.4.4 Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya 

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 

2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp517,901.203,00 dan Rp515.477.986,00 

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya pada 

masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut. 
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Tabet C.75 

Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka 

Panjang Lainnya Pada Masing-Masing Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenailea 
Unit felon l 1Des 2023 1 pes 2022 % 

(Pemrunan) 

Setjen 46.85.3 0 46.85.3 100,00 

Ditjen T 14.279.881 0 14.279.881 100,00 

Ditjen PRL 503.574.469 515.477.986 (11.903.517) (231 

Total 517.901.20.3 $15.477.986 2423.217 0,47 

er esem r an esem r 

Ken.ilea 
Nat.a Au 31 bes 202 31 bes 2022 % 

(Penurunan) 

Keitraan dengain ihak 214.231.398.172 214.231.398.172 0 0,00 
Ketiga 

Aset bk Berwujud 234.921.980.781 205.977.461.286 28.944.519,495 4,05 

Aset Tak Berwjud Dalam 2.745.000 0 2745.000 100,00 
Fenger)aan 

Dana di Relent 32493421.582 0 32493.421.582 100,00 
Penaspungate 

Kementerian/Lembag 

Aset Lainnya 443.267.446.08.2 $43.799.589.641 (100.532243.559) (18,49 

Alam Peny dan Amortisasi (505.938.982.710) (585.267.187.405) 79.328.204.695 (13,55 
Aset Lain.ya 

Total 418,977,908.907 378.741.261.694 40.236.647.213 10,62 

c.S Aset Lainnya 

Rincian saldo Aset Lainnya per akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah 

sebagai berikut: 

Tabet C.76 

Rincian Saldo Aset Lainnya Per Akun 

P» 31De be1 2023 d. 31 De be1 2022 

Penjelasan Aset Lainnya per masing-masing akun adalah sebagai berikut: 

C.5.1 Kermitraan Dengan Pihak Ketiga 

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sama yaitu 

sebesar Rp214.231,398.172,00. 
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Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan pemanfataan aset melalui skema kerja sama 

pemanfaatan (KSP) antara KKP dengan PT. Surya Mina Asinusa atas aset yang terdapat di Pulau 

Nipa, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau 

Kerja sama pemanfaatan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Keuangan melalui surat 

nomor S-502/MK.6/2013 dengan jangka waktu pemanfataan selama 30 tahun sejak ditanda 

tangani dan dapat diperpanjang kembali. 

Berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 234/MEN-KP/Ill/2014 dan nomor 

B.285/MEN-KP/V/2014 aset yang dikerjasamakan terdiri dari 

L. Tanah sebesar Rp110.346.287 172,00; 

2. Gedung dan Bangunan sebesar Rp9,107.000,00; 

3. Jalan Khusus Inspeksi senilai Rp13.121.507.000,00; 

4. Tanggul Keliling senilai Rp90.754,497.000,00. 

Aset yang telah dikerja sama pemanfaatan tersebut diatas memenuhi kriteria sebagal aset 

Properti Investasi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dilakukan asersi 

manajemen sebagai dasar penetapan menjadi aset Properti Investasi. Pelaksanaan asersi 

manajemen tersebut direncanakan pada Semester I tahun 2024 

Penjelasan lebih rinci terhadap kerjasama pemanfaatan Pulau Nipa, Kota Batam, Prov 

Kepulauan Riau dapat dilihat pada pos pengungkapan lainnya 

C.5.2 Aset Tak Berwujud 

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar 

Rp234.921.980.781,00 an Rp205.977.461.286,00. Rincian saldo Aset Tak Berwujud adalah 

sebagai berikut: 

Tabet c.77 

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Per Akun 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenaika 
ia.a Au 31 Des 2023 31es 2022 % 

(Penurnan] 

Hak Opt 25.000.000 25.000.000 0 0,00 

Paten 12.549.291.776 12540.841.776 8.450.000 0.07 

Software 128.704.062.520 102.303.139.192 26.400.923.328 25,81 

Lisens 1.988.544.657 4.705.487195 (2.716.942.538) (57,74) 

asil 789.767.000 789,767.000 0 0,00 

Kaja/ Penelitian 
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Kenaka 
Nama Alen 31 Des 202 31 0es 2022 % 

(Penurunan 

Aset Tak Berwuju.d 90.865.314.828 85.613.226.123 5.252.088.705 6.13 

Lai nnya 

Total 234.921.980.781 20$.977.461.286 28.944.519.495 14,05 

er m r 

Nara Aken Nill Perolehan 
Alemulasi Penyusutan 

Nila] Bula 
Saldo Awal Sal do Akhir 

Hak Cpta 25.000.000 3.928.565 4.285$.707 20.714.293 

Paten 12.549.291.776 6.882.804.264 7604.241.754 4.945.050.022 

Software 128.704.062.520 69.296.119.58 69.461.642.731 59.242.419.789 

Lisensi 1988.544.657 3.691.034.591 1.580.087.661 408,456.996 

Hasil 789.767.000 0 0 789.767.000 
Kaja/Peneliti. 

Aset ak Berwujud 90.865.314.828 939.531.792 1.810.330.315 89.054.984.513 
Lainnya 

Total 234.921.980.781 80.813.418.795 80.460.588.168 154.461.392.613 

Rincian aset tetap berupa Aset Tak Berwujud per akun per 31 Desember 2023 adalah sebagai 

berikut 

Tabel C.78 

Daftar Rinci Aset Tak Berwujud Per Aun 

P 31 Deser be1 2023 

Penjelasan ringkas atas saldo Aset Tetap Tak Berwujud pada masing-masing akun adalh 

sebagai berikut. 

I Hak Cipta 

Aset Tak Berwujud berupa Hak Cipta antara lain berupa software pembelajaran E-lab 

2. Paten 

Aset Tak Berwujud berupa Paten antara lain berupa paten rumpon eletronik dengan 

pengamatan langsung paten proses pemurnian garam dan paten berupa buoy untuk 

pemantauan kualitas air 

3. Software 

Aset Tak Berwujud berupa Software antara lain berupa software pengawasan 

armada/kapal kelautan dan perikanan; software coofis ultimate digital touch point; dan 

software ultimate otomasisasi proses bisnis 
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4. Lisensi 

Aset Tak Berwujud berupa lisensi antara lain berupa Sistem Backup Cata Virtualisasi, 

Themis Server Licence Standby dan Radar Module Licence 

5. Hasil Kajian/Penelitian 

Aset Tak Berwujud berupa Hasil Kajian/Penelitian antara lain berupa rancang bangun 

rinci (Detail Engineering Design) 

6. Aset Tak Berwujud Lainnya 

Aset Tak Berwujud berupa Aset Tak Berwujud Lainnya antara lain berupa Radar Data 

1800 unit Scenes, Oceangraphy Data dan Data Citra COSMO-SkyMED 150 Scenes 

Ringkasan mutasi akun Aset Tak Berwujud per jenis transaksi per 31 Desember 2023 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel c.79 

Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Per Jenis Transaksi 

Per 31 Desember 2023 

Kode 

Trans.aks.i 
Uralat Nila 

$ado Awal Per 1 January 2023 205.977.461.286 

Mutasi Tambah 156.322.949.08.3 

100 Penambahan Saldo Awa 1211380.750 

101 Pembelian $9.676.935.400 

102 Transfer Masuk 80.446.669,429 

103 H1bah Mauk 16.003.38 

10s Penyelesaian embangnaDegan KDP 4.990.222.955 

107 Reklasifikasi Masuk 6.269.337.955 

112 Perolehan Lainnya 3.300.422.055 

131 Likuidasi Masuk 45.000.000 

202 Pengembangan Nila± Aset (Langsung) 248.157.150 

402 Penggunaan kemball BMN yang sud.ah dihentkea 118.820.000 

penggunaan akif 

Mutas Kurang (127.378.429.588) 

264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkaurang (21525.134.993) 

302 Transfer Keluar (80.446.669.429) 

304 Reklasifikasi Keluar (6.092.835.213) 

305 Koreksi Pencatatan (35.670.000) 

311 Likuidasi kKeluar (45.000.000 

401 Penghenta.an Aset Dari Penggunaa (19.233.119.953) 

Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 234.921.980.781 
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Penjelasan ringkas atas mutasi akun Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut: 

1. Transaksi Penambahan Saldo Awal terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit 

Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp858.980.750,00; unit Eselon I Ditjen 

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp49,950.000,00; dan unit Eselon I Badan 

Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp302.450.000,00 

2 Transaksi Pembelian terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I 

Sekretariat Jenderal sebesar Rp59,110.125.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp82.362.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp189.810.000,00; dan unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar 

Rp294.638.400,00 

3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon l yaitu pada unit Eselon l 

Sekretariat Jenderal sebesar Rp80.115.541.429,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan 

Sumber Daya KP sebesar Rp133.770.000,00; dan unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya 

Saing Produk KP sebesar Rp197,358.000,00. 

4, Transaksi Hibah Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya 

sebesar Rp16.003.389,00 

S. Tansaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP terdapat pada unit Eselon l 

Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.990.222.955,00. 

6. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 4 (empat) unit Eselon l yaitu pada unit 

Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp4,990.222.955,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap sebesar Rp170.365.000,00; unit Eselon Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang 

Laut sebesar Rp66.000.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rpl.042.750.000,00 

7 Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon l 

Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.108.422.055,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM 

KP sebesar Rp192.000.000,00. 

8. Transaksi Likuidasi Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM 

KP sebesar Rp45.000.000,00. 

9, Transaksi Pengembangan Nilai Aset (Langsung) terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp49.062.000,00; dan unit Eselon 

I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp199,095.150,00. 

10. Transaksi Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif hanya 

terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp118.820.000,00. 
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n e em 

Ken.aflan 
nit fselonf 31bes 202J 1 Des 2022 % 

(Penurunan] 

BP2SDM KP 2745.000 0 2745.000 100.00 

11. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang terdapat pada 2 (dua)] unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp21.523.384.993,00; dan unit Eselon I 

Ditjen Perikanan Budi Daya sebeSar Rp1.750.000,00 

12. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I 

Sekretariat Jenderal sebesar Rp80.115.541,429,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan 

Sumber Daya KP sebesar Rp133.770.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing 

Produk KP sebesar Rp197.358.000,00 

13. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon 

I Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.990.222.955,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan 

SDM KP sebesar Rp1,102.612.258,00 

14. Transaksi Koreksi Pencatatan hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal 

sebesar Rp35.670.000,00 

15. Transaksi Likuidasi Keluar hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan $DM 

KP sebesar Rp45.000.000,00. 

16. Transaksi Penghentiaan Aset Dari Penggunaan terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Sekretariat [enderal sebesar Rp2.369.861.500,00; unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Tangkap sebesar Rp166.684.935,00 unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber 

Daya KP sebesar Rp12.045.778.238,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan 

Ruang Laut sebesar Rp2.790.068.705,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP 

sebesar Rp1.501.835.000,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan 

Mutu Hasil KP sebesar Rp358.891.575,00 

C.5.3 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan adalah aset tak berwujud yang sedang dalam proses 

pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Aset 'Tak 

Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar 

Rp2.745.000,00 dan Rp0,00. 

Riclan saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada masing-masing unit Eselon 1 adalah 

sebagai berikut: 

Tabet C.80 

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 

Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 da 31 Des« ber 2022 
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Kenadkan 
Unit Eselon l 1 Des 2023 31Des 2022 % 

(Penurunan] 

Total 2.745.000 0 2.745.000 100,00 

Kode 
thralan Nita 

Transalsl 

$aldo Awa Per 1 fanuar 202 . 
Mutasf Tena 5.032.026.482 

502 Perolehan/Pen.abah.an DP 1.469.529.525 

503 engembangan KDP 3.562496957 

Muta Kurang (5.029.281.482) 

105 Penyelesala PembangnaDeng KDP (4.990.222.955 

$17 Korelsi Pencatatan KDP (39.058527 

Saldo Akhlr Per 3f pesember 2023 2.745.000 

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan hanya terdapat pada unit Eselon I Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang merupakan salah pencatatan atas biaya-biaya 

terkait renovasi kawasan kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Atas kesalahan tersebut 

akan dikoreksi pada Semester I tahun 2024. 

Ringkasan mutasi akun Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per jenis transaksi per 31 

Desember 2023 adalah sebagat berikut 

Tabet C.81 

Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 

Per Jenis Transaksi 

Per 31 Desember 2023 

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan adalah sebagai 

berikeut 

L. Transaksi Perolehan/Penambaha KDP terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada 

unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1,427,725.998,00; dan unit Eselon I Badan 

Pen yuluh dan SDM KP sebesar Rp41.803.527,00. 

2. Transaksi Pengembangan KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal 

sebesar Rp3.562.496.957,00. 

3. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP hanya terdapat pada unit Eselon l 

Sekretariat lenderal sebesar Rp4.990.222.955,00. 

4. TransaksiKoreksi Pencatatan KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan 

SDM KP sebesar Rp39,058.527,00. 
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Kenaiken 
Unit Eselonf 31 Des 2023 31 Des 2022 % 

(Pemrunan) 

Setien 17.644.494.012 0 17644.494.012 100,00 

Ditjen PT 2.760.602.390 0 2.760.602.390 100,00 

Ditjen PB 2820.38$.928 0 2820.385.928 100,00 

Ditjen PSD 2.041577.398 0 2.041577.398 100,00 

Ditjen PD9Pp 5.677273.150 0 5.677.273.150 100,00 

Ditjen PKRL 411.012.378 0 411012378 100,00 

BP2SDM KP 1.138.076.326 0 1138076326 100,00 

C.5.4 Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga 

Pemerintah menerapkan pembayaran dengan mekanisme pelaksanaan anggaran atas 

pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut 

rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) dengan tujuan untuk: 

L. Menjaga prinsip pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN baru dapat dilaksanakan 

setelah barang/jasa diterima, 

2. Mendukung optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan anggaran 

RPATA digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum 

diserahterimakan pada akhir tahun anggaran. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan 

yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan 

kepada PPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan 

penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran. Sedangkan ruang 

lingkup pembayaran atas penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA merupakan 

pekerjaan yang: 

Pekeerjaan terselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran 

Pekerjaan tidak selesai sampat dengan akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan 

penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya; dan 

Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan tidak diberikan kesempatan 

penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya berdasarkan keputusa PA 

Saldo Dana Rekening Penampungan - K/L per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

adalah sebesar Rp32.493.421.582,00 dan Rp0,00 

Rincian saldo Dana Rekening Penampungan - K/L pada masing-masing unit Eselon I adalah 

sebagai berikut 

Tabet C.82 

Rincian Saldo Dana Rekening Penampungan-K/L 

Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 
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Kenaika 
Unit Eselon l 31Des 2023 31Des 2022 % 

(Penuruan 

Total 32493,421.582 0 32.493.421.582 100,00 

Penjelasan ringkas atas saldo Dana Rekening Penampungan - K/L pada masing-masing unit 

Eselon I adalah sebagai berikut 

Sekretariat Jenderal 

Saldo Dana Rekening Penarpungan -K/L pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar 

Rp17.644.494.012,00 antara lain berupa pengadaan jasa main bandwith; jasa colocation 

service; dan jasa satuan pengaman 

2. Ditjen Perikanan Tangkap 

Saldo Dana Rekening Penampungan - K/L pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap 

sebesar Rp2.760.602.390,00 antara lain berupa Pembangunan mess pegawai dan tempat 

parkir inap, rehabilitasi jembatan tempat pemasaran ikan (TP pelabuhan perikanan 

Klademak Kota Sorong. 

3. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Saldo Dana Rekening Penampungan - K/L pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya 

sebesar Rp2.820.385.928,00 antara lain berupa Pengadaan dan biaya pengiriman alat 

berat [excavator); dan jasa konsultasi penyusunan dokumen analisis AMDAL kawasan 

budidaya udang terintegrasi 

4. Ditjen Pengawasan dan Sumber Daya KP 

Saldo Dana Rekening Penampungan - K/L pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber 

Daya KP sebesar Rp2.041.577,398,00 antara lain berupa pemeliharaan sarana dan 

prasarana stasiun PSDKP Pontianak; renovasi pos pengawasan stasiun PSDKP Bela wan; 

dan pembelian bahan bakar minyak kapal pengawas. 

5. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP 

Saldo Dana Rekening Penampungan - K/L pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing 

Produk KP sebear Rp5.677.273.150,00 antara lain berupa penataan dan perlengkapan 

pendukung gerai pemasaran ikan di Jakarta Timur; dan pembangunan gudang beku (cold 

storage) portabel 

6. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Saldo Dana Rekeening Penampungan -K/L pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan 

dan Ruang Laut sebesar Rp411.012.378,00 antara lain berupa pekerjaan integrasi lahan 

penggaraman. 



7 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 

Saldo Dana Rekening Penampungan - K/L pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM KP sebesar Rp1.138.076.326,00 antara lain berupa pengadaan jasa 

tenaga kerja satuan pengamanan dan kebersihan 

Rincian dan mutasi Dana Rekening Penampungan -K/L per 31 Desember 2023 adalah sebagai 

berikut: 

Tabet C.83 

Rincian dan Mutasi Dana di Rekeening Penampungan - K/L 

ada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 

Unit felon E Saldo Awal Mutasl 
Saldo Per 1 Des 

2023 

Set#en 19.446129.433 1.801.635.421 17.644.494.012 

Ditjen PT 4.792557.390 2.031955.000 2760.602.390 

Ditfen PB 4.085.537 742 1.265.151.814 2.820.385.928 

Ditjen PSDKP 5.692.667.398 3.651.090.000 2.041$77.398 

Ditjen PDSPKP 12.285.441.600 6.608.168.450 5.677.273.150 

Ditje KL 11.0t2378 411.012378 

BP2SDM KP 1214.213.226 76.136.900 1 138.076.326 

Total 47,927,559.167 15.434.137.585 32.493,421.582 

Berdasarkan monitoring 0MSPAN tanggal 13 Februari 2024 dan wawancara dengan petugas 

SAKTI masing-masing Unit Eselon diketahui bahwa seluruh pekerjaan yang masuk dalam 

RPATA sudah dilakukan jurnal untuk menghilangkan akun Utang yang Belum Diterin 

Tagihannya dan memunculkan Utang pada Pihak Ketiga, karena per 31 Desember 2023 

pembayaran kepada pihak ketiga (penyedia barang/jasa) belum dilakukan. Kemudian atas 

pekerjaan yang masuk dalam RPATA tersebut juga sudah diterbitkan SP2D pembayaran kepada 

penyedia barang/jasa pada tanggal 4 Januari sampai dengan 1 Februari 2024 

C.5. Aset Lain-Lain 

Aset lain-lain merupakan aset yang tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan yang 

dapat disebabkan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai kebutuhan organisasi, rusak 

berat atau masa kegunaannya telah berakhir. Aset tetap yang secara permanen dihentikan dari 

penggunaan aketif harus dieliminasi dari neraca. Jenis eliminasi yang paling banyak dilakukan 

adalah dengan cara menghapus bukukan aset tersebut, tetapi apabila aset tersebut masih 

bernilai ekonomis dapat memilih jenis eliminasi lain yang dapat berupa namun tidak terbatas 

pada transfer keluar atau hibah keluar kepada entitas lain yang membutuhkan. Saldo per 31 
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Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp443.267.346.082,00 dan 

Rp543.799.589.641,00. 

Rincian saldo aset lain-lain per akun adalah sebagai berikut: 

Kenaika 
Unit Eselon E 31be 2023 31 Des 2022 % 

(Penurwnan] 

Setjen 7.290.038.535 42.290.922.910 (35.000.884.375) (82.76 

Ditjen PT 180.426.395.119 156.235.306.109 24.191.089.010 15,48 

Ditjen PB 173.350.588.698 204.485.062.30.3 (31.134.473.605) (15.23) 

Diten PSKP 11.857.578.009 66.406.073.097 (54.548.495.088) (82,14) 

Ditjen PDSPKP 2486.465.676 14.752.693.676 (12.266.228.000) (83,15) 

Ditjen KRL 21210.163.880 16.902.463.124 4.307 700.756 25,49 

BP2SDM KP 46.646.116.165 42.259.917.182 4.386198.98.3 10,38 

BP2MH KP 0 467.151.240 (467.151.240) (100,00) 

Total 443.267.346.082 $43.799.589.641 (100.532.243.559) (18,49) 

Tabet c.84 

Rincian Saldo Aset Lain-Lain Pada Masing-Masing Unit Eselon l 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Aset Lain-Lain pada Ditjen Perikanan Tangkap antara lain berupa pencatatan aset eks dana 

bergulir program pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil (PUPTS) tahun 2003 

s.d. 2005 berdasarkan BAST nOmor KPB.1794/D4PT1/PL450/X11/2023 tanggal 29 Desember 

2023 antara Ditjen Perikanan Tangkap dan Perikanan dengan Ditjen Kekayaaan Negara. 

Karena jumlah aset eks dana bergulir tersebut sangat banyak maka pada tahun 2023 aset eks 

dana bergulir tersebut dicatat dalam 1 (satu) barang. Selanjutnya akan dilaksanakan 

inventarisasi atas aset eks dana begulir sebagai dasar pencatatan riil per barang. Sedangkan 

Aset Lain-Lain pada Ditjen Perikanan Budi Daya antara lain berupa pembangunan Keramba 

Jaring Apung Lepas Pantai (K]A Offshore) sebesar Rp114.871.468.303,00. Pembangunan K]A 

Offshore tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Lain-Lain karena sebagian besar komponen 

dari 3 (tiga) unit K]A Offshore yang berlokasi di Sabang. Karimun Jawa dan Pangandaran 

mengalami kerusakan sehingga secara fungsional tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan 

semula tetapi masih mungkin dimanfaatkan untuk tujuan yang lain dengan pengadaan sarana 

dan prasarana lain 

Penjelasan terkait aset eks dana bergulir dan KIA Offshore kami jelaskan lebih lanjut pada pos 

pengungkapan lainnya. 
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No Golongan Barang Nilaf 

' Tana.h 12321.000 

2 Peralatan dan Mesin 339.619.603.123 

3 Gedung dan Bangnan 41.948.891 751 

• Jala, trigasi dan Jaringan 35.077.404.008 

5 Aset Tetap Lainnya 2103.593.153 

• Aset Tak Berwjud 24.505.533.047 

Total 443.267.346.082 

Rincian Aset Lain-Lain berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional 

pemerintahan per golongan barang per per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut 

Tabet C.85 

Rincian Aset Tetap Lain-Lain Per Golongan Barang 

Per 31 Desember 2023 

er esen er 
Kode 

Nial 
Transalsi 

Urala 

Sal do Awa Per 1 Jamuar1 2023 543.799.589.641 

Mutasi Tambah 442.667,941.473 

192 Transfer Masuk (Henti Gauna) 7.024.994.473 

401 Penghentiaan Aset Dani Penggunaan 427358.934.562 

912 Pencatatan embatalan Barang Yang Mau 8.284.012.438 
Dihapuskan 

Mutasi Kura (543.200.185.032) 

301 Penghapusan (6.100.414.284) 

312 Likuidasi Keluar Henti Gun.a (637.371.060) 

392 Tnsfer Keluar (BMN Yang Dihentikg) (6.387.623.413) 

393 Hibah Keluar (BMN Yang Dihent#lean) (5.652334.674) 

402 Penggunaan kemball BMN yang sud.ah di.hentikcan (144.767.496.321) 
pengguaan akif 

911 Pencatatan Barang hang Mau Dihap.ska (379.654.945.280) 

Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 443.267.346.082 

Ringkasan mutasi akun Aset Lain-Lain per jenis transaksi per per 31 Desember 2023 kami 

sajikan pada tabel dibawah ini 

Tabel C.86 

Ringkasan Mutasi Aset Lain-Lain Per Jenis Transaksi 

P» 31D b 2023 

LJJp0ran Keuilfl(/illl Kemenll!niln Kelau/an di!n Perik-n Tilhuflitfl TA Z023 Aud1red - 
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Penjelasan ringkas atas mutasi akun Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut: 

1. Transaksi Transfer Masuk (BMN Yang dihentikan) terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon l 

yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp6.298.273.413,00; unit Eselon I 

Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp89.350.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh 

dan SDM KP sebesar Rp637,371.060,00 

2. Transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I 

yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp34,474,105.924,00; unit Eselon [ 

Inspektorat Jenderal sebear Rp528.201.262,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap 

sebesar Rp79,744,451.316,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp162.932.718.342,00 unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp66.101.648.761,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar 

Rp3.566.320.909,00 unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp35.615.298.520,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp24.001.221.295,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 

KP sebesar Rp20.394.968.233,00. 

3. Transaksi Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Diha puskan terdapat pada 6 (enam) 

unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp7.468.903.788,00; 

unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.455.000,00; unit Eselon I Ditjen 

Perikanan Budi Daya sebesar Rp76.375.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan 

dan Ruang Laut sebesar Rp382.653.400,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP 

sebesar Rp334.994.250,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mut 

Hasil KP sebesar Rp16.631.000,00 

4. Transaksi Penghapusan terdapat pada 7 (tujuh] unit Eselon l yaitu pada unit Eselon 

Sekretariat Jenderal sebear Rp404,944.717,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tanglap 

sebesar Rp3.366.055.529,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp450.726.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp266.796.453,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp1197.574.025,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp67.077.560,00 

dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar 

Rp347.240.000,00 

5. Transaksi Likuidasi Keluar Henti Guna hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh 

dan SDM KP sebesar Rp637.371.060,00. 
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6. Transaksi Transfer Keluar (BMN Yang dihentikan) terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I 

yait pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp6.298.273.413,00; dan unit Eselon 

I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp89.350.000,00 

7. Transaksi Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu 

pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.742.035.075,00; unit Eselon l 

Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp530.452.000,00; dan unit Eselon I Ditjen 

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp379.847.599,00 

8. Transaksi Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif terdapat 

pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar 

Rp1.859.937.375,00, umt Eselon Ditjen Perikanan Tangkap sebesat 

Rp7.597 135.000,00 umt Eselon Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp11912.6554.855,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp11303.625.666,00 unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp805.556.450,00 unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp4.043.184.975,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 

KP sebesar Rp31.502.000,00 

9. Transaksi Pencatatn Barang Yang Mau Diha puskan terdapat pada 9 (sembilan) unit 

Eselon I yaitu unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp74.679.011.995,00; unit Eselon 

Inspektorat Jenderal sebesar Rp528.201.262,00 unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap 

sebesar Rp39.852.591.702,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 

Rp74.035.834.092,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 

Rp109,079,721.730,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar 

Rp15.832.548.909,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 

Rp29.307.273.090,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar 

Rp15.839.754.027,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 

KP sebesar Rp20.500.008.473,00. 

C.S.6 Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya 

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain per akun Per 31 Desember 

2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut: 
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Tabet C.87 

Rincian Saldo Akumulasi Penyustan dan Amortisasi Aset Lainnya Per Akun 

P 31Des be 2023 d. 31 De ber 2022 er eemter an eset 

Nara Akn 
(Kenalkan) 

«% 1 Des 202 h1 Des 2022 
Peurunan 

Akumulasi Penyusutan 40.290.983.371 34.023.143.578 6.267.839.793 18,42 

Kemitraan denga Pih.ak 

Ketiga 

Akumulasi Penyusutan Aset 367.251.664.821 443.149.798.030 (75.898.133.209) (17,13) 

Tetap yang Tdak Digunala 

dalam Operasf 

emerintah.an 

Alumulast Amortisasi Hake 4.285,707 3.928.565 357.142 9,09 

Cipta 

Alemlai Amortisas Paten 7.604.241.754 6.882.804.264 721.437.490 10,48 

Akurulai Amortisal 69.461.642.731 69.296.119.583 165.523.148 0,24 

Software 

Alum last Amortisas 1.580.087.661 3.691.034.591 (2110.946.930) (57,19 
Lsensl 

Akeumlast Amortisasi Aset 1.810.330.315 939.531.792 870.798.523 92,68 

Tak Berwpad Lanny.a 

Akumulast Amortisasi Aset 17935.746.350 27.280.827.002 (9.345.080.652 (34,26) 

Tk Berwujud yang tidal 

dgunalan dala 

0perasion.al Pemerintaha 

Total $05.938.982.710 585.267.187.405 (79.3$28.204.695) (13,55 

Ringkasan nilai peyusutan dan amortisasi Aset Lainnya per akun per bidang barang Per 31 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagat berikut: 

Tabet C.88 

Ringkasan Nilai Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per Alun Per Bidang Barang 

P 310 b, 2023 er esemter 

Na An4era Koe 
Nia leroe a 

Allery0rt 

dan Nara Bldg Nii lulu 
$ado wal Saldo Akhr 

etra Den 214.231.398.172 34.0231143157%8 40.290.983.371 1734940.414.80l 
Pih Ketlg 

201.hr 110.346.287.172 0 0 110.3146.287.172 

408unan Gedung 9107,000 1.034.890 1.241.868 7.865.132 

$01Jal Da Jmnbatan 13121.507.000 10.139.346.318 11.630.426.6.59 1.491.080.341 

$02-agun.an Air 90.754.497.000 23.882 762.370 28.6$9.314.844 62.095.182 156 

Mak Cpta 25.000.000 3.928.565 4.285.707 20.714.293 

90-Aset Tak Berwufud 25.000.000 3928.565 4.285.707 20.714.293 

Paten 12.$49.291.77% 6.882.804.264 7604.241754 4.94$.050.022 
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Na.a Alu serta Kole Arla Penyust.a 
Nila eroe ha Nila uku 

dan Nara Bid $aldo Awal Saldo Akhir 

80p.A4et Tak Berwufud 12.549.291776 6.882.804.264 7604.241.74 4.945.050.022 

Software 128.704.062.520 69.296.119.583 69.461.642.731 $9.242.419.789 

80f-4set Tak Berwfud 128.704.062.520 69.296.119.58.3 69.461.642,731 59.242.419,789 

Liens 1988.44.657 4.61.034.91 1.$80.087.66l 408.4$6.996 

80-4set Tak Berwujud 1988.544.65 3691.034.591 1.580.087.661 408.456.996 

tat6/ha/Penetted.an 789.767,000 • • 789.767.000 

801Aset Tak Berwujud 789.767.000 • • 789,767.000 

A«et fleerwfad 90.865.314.828 939.531.79.2 1.810.330.315 89,054.984.$13 

any.a 

804et kle rwujud 90.865.314.828 939.531.792 1.810.330.315 89.054.984.513 

Aet Tetap ya tidal 418.61.8134.035 443.149,798.0.30 367,251.664.821 51.510.148.214 

dlg.al dale 

0operas 

201-Ta.ah 12.321.000 • • 12.321.000 

01-4lat Besa 99,065.837.014 65.581.702.797 4.479.840.600 4.585.996.414 

302A4lat Amgkt.a 61.2$0.194.856 66.031.315.434 61.030.66.35 219.498.471 

30.Alt Bengkel Dan A.lat 3.345.252.880 3693.413619 3.298.034.745 47.218.135 

Uhler 

0A4lat Pert.a 64.128.781.646 131.314.816.106 64.085.066.06.3 43.71$.583 

304lat Kator & #um.al 22.458.705.980 47.84$.939.7 22.386.863.170 71.842.810 

f 

064lat Studio, 24.273.521.473 1247$.517.641 22470.484.091 1.803.037.382 

Kou.le Dan 

enact 

30-4lat edolteran Dan 974.198.776 7$3.832.220 974.198.77% • 
eehat.an 

308.A4lat Labort0rtum 21.083.454.095 46.182.90.3.099 20.981.880.587 101.573.508 

309Alt Persenj.ta L.007.806.606 553.174.300 L.007.806.606 • 
310apter 19911.211.358 19.494.479.776 19.881.855.233 29.356.125 

11Alat Ekplorasf 286.561.000 239.413.501 282.497.502 4.06.3.4% 

312Alt emge born 4.200.659,07$ 168.741.088 2.789.058,67$ 1.411600.400 

3134lat Produksi, 73.060.500 466.727.522 73.060.500 • 
Pengolh. Da 

emurd.a 

314.4lat Bantu Ekporal 13,970.040.145 $9.339.332 13.967.938.565 2101.580 

31Alt Keel.am.at 1.818.657.157 1.452.094.212 1.804,432.407 4.224.750 

Kera 
64lat Pera$a • 37.125.000 • • 
374elata 1.209,914.650 9.669.327.215 1.208.115.276 1.799.374 
Proses/Pro.duked 

31kmbu Ram.bu • 41.880.000 • • 
31Peralta Olah .a$ 561.745.912 398,989.284 $61.745.912 • 
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Na.a Aln serta Koe Alee44eyst 
Nila Perole Nila Bula 

dniama8idag $aldo Awal $ado Ar 

401-Bangura Gedug 39.543197.57 8.223.038.243 8.725.264.661 30.817932916 

403-Bangura Me.r 371$2.000 483.337.284 17420.218 19.731782 

404-Tug Titik 2.368.542.174 570.797.668 641.512.878 1727.029.296 

Kontrot/P«ti 

50-4ala Dan emb.at 9,912571.429 9.732.849.364 8.718.8$0.177 1193721.252 

$02-an$4a Air 21.214.643.131 15.879.804.779 15.767.310.778 5.447332.3$3 

50-Instalal 3.302.017.315 1.374.730.992 1.668.066.960 1633,950.355 

50-Jaringan 648.172133 348,982.783 410.664.056 237.508.077 

601.8ah Per pustalk.a.a 2.044.426.65.3 0 0 2.044.426.6$.3 

602Bang Bercoral $3.999.000 75.525.000 19.000.000 34.999.000 

kKesend.a/kebuday.a.a /0l 

ah.rag. 

604lk.a 4.987 $00 0 0 4.987.500 

605fa.a.a 180.000 0 0 180.000 

Aset Tak erwujud yang 24.505.533.047 27.280.827.002 17935.746.350 6.569.786.697 
tidak digunala dale 

Operasion.al 

Pemerit.aha 

80p4et fkBerwujud 24.505.533.047 27280.827.002 17935.746.350 6.569,786.697 

Toal 892.420.725.035 $8$.267,187.405 $05.938.982.710 386.481.742.325 

er esemter an 31 Desember 

Nara Aken 31 pes 202 
Kenai.la 

31 bes 2022 «% 
(Penurunan 

Utang Kepada Pihak 47165.904.471 12770.565.475 34.395.338.996 269,33 
Ketiga 

Hibah Langung Belum 8.820.342.608 0 8.820.342.608 100,00 
Disahkan 

Utang Kelebihan 144.463.282 57.000.000 87.463.282 153,44 
Pembayaran 

Pendapatan 

Pendapatan Diterim.a 9.518.380.902 5.803.379.578 3.715.001.324 64,01 
Dimu.la 

C.6 Kewajiban Jangka Pendek 

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar 

Rp65.683,529.844,00 dan Rp18.819.080.791,00 

Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022 adalah sebagai berikut: 

Tabel C.89 

Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per Akun 

P 310 b, 2023 d. 2022 
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Kenadkan 
Nama Aln 1 Des 2023 310es 2022 % 

(Penurnan) 

Uang Mula Dar KPPN 206.500 182.819.395 (182.612.895) (99,891 

Utang langka Pendek 34.232.081 $.316.343 28.915.738 $43,90 

Lain0ya 

Total 65.683.529.844 18.819.080.791 46.864.449,053 249,03 

Penjelasan Kewajiban Jangka Pendek per masing-masing akun adalah sebagai berikut: 

C.6.1 Utang Kepada Pihak Ketiga 

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah 

sebesar Rp47.165.904.471,00 dan Rp12,770.565.475,00 

Rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per akun adalah sebagai berikut: 

Tabel .90 

Rincan Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Per Akan 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenaikan 
Nam.a Aken 31 bes 2023 31 Des 2022 % 

(Penurunan) 

Belanja Pegrwair yang 1164.549,490 1118340.175 46.209.315 4,13 

Masih Harus Dibayar 

Belanja Barang yang 10.821.731 442 10.163.577.904 658.153.538 6,48 
Masih Harus Dibayar 

U'tang kepada Pihue t 0 t 100,00 

Ketiga BL 

U'tang kepada Pihak 33.655.789.842 0 33.655.789.842 100.00 

Ketiga Lainnya 

Dana ihak Ket ga 1.518.047.396 1.488.647.396 29.400.000 1,97 

Dana Piha.k Ketdga BL 5.786.300 0 5.786.300 100,00 

Total 47.165.904.471 12.770.565.475 34.395.338.996 269,33 

Penjelasan Utang Kepada Pihak Ketiga per masing-masing akun adalah sebagai berikut: 

C.6.1.1 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 

Saldo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.164.549.490,00 dan 

Rp1.118.340.175,00 

Rincian saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada masing-masing unit Eselon I 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel C.91 

Rincian Saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar 

Pada Masing-Masing Unit Eselon 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenaan 
Unit Eselon f 31 bes 2023 31 bes 2022 

(Penurunan] 
% 

Ditjen T 141.000.650 42.735.144 98.265.506 229,94 

Ditje PB 140.634.254 59.646.980 80.987.274 135,78 

Ditjen PSD 32.746.550 63.280.998 (30.534.448) (48,25) 

Ditjen KRL 0 23.311.627 (23.311.627) (100,00) 

BP2SDM KP 204.518.284 651.652.215 (447.133931) (68,62) 

BP2MH KP 645.649.752 277713.21 367.936.541 13249 

Total 1.164.549,490 1.118.340.175 46.209.315 4,13 

Penjelasan ringkas atas saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada masing-masing 

unit Eselon I adalah sebagai berikut 

I Ditjen Perikanan Tangkap 

Saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap terdapat pada 4 (empat) satker yaitu sebagai berikut 

a. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap 

Merupakan bang Makan PNS sebesar Rp69.424.750,00 dan Uang Makan PPPK sebesar 

Rp10.643.250,00 

b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Permangkat 

Merupakan Uang Makan PNS sebear Rp6,597.000,00. 

c. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate 

Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp16.804.000,00; Uang Makan PPPK sebesar 

Rp7.122.000,00, dan Uang Lembur PPPK Sebesar Rp8.491.000,00 

d. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual 

Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp14.063.950,00 dan Uang Makan PPPK sebesar 

Rp7.854.700,00 

2. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi 

Daya terdapat pada S (lima] satker yaitu sebagai berikeut 

a. Setditjen Perikanan Budi Daya 

Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp83.820.850,00 Uang Makan PPPK sebesar 

Rp3.233.800,00 dan Uang Lembur sebesar Rp14.090.850,00 
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b. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi 

Merupakan Uang Makan PPPK sebesar Rp648.000,00 

c. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang 

Merupakan Gaji Pokok PPP sebesar Rp5.164.048,00; Pembulatan Gaj PPPK sebesar 

Rp12,00; Tunjangan Fungsional PPPK sebesar Rp720.000,00; Tunjangan Beras PPPK 

sebesar Rp144.840,00 Jang Makan PPPK sebesar Rp1.435.000,00; dan Tunjangan 

Kompensasi Kerja PPPK sebesar Rp7.020.800,00. 

d. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara 

Merupakan biaya Gaji Pokok PNS sebesar Rp791.200,00; Pembulatan Gaji PNS sebesat 

Rp308,00; Tunj. Suami/lsti PNS sebesar Rp79.120,00; dan Tunj. Anak PNS sebesar 

Rp27.008,00 

e. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung 

Merupakan Uang Maka PNS sebesar Rp19.824.000,00. 

f Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu 

Merupakan Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp3.634.418,00 

3. Dien Pengawasan Sumber Daya KP 

Saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan 

Samber Daya KP terdapat pada 4 (empat) satker yaitu sebagai berikut. 

a. Seditjen Pengawasan Sumber Daya KP 

Merupakan Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) sebear Rp9.443.550,00 

b. Stasiun PSDKP Ambon 

Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp296.000,00 

c. Pangkalan PSDKP Tual 

Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp14.532.000,00 dan Uang Makan PPPK sebesar 

Rp888.000,00 

d. Stasiun PSDKP Biak 

Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp5.658.000,00 dan Uang Makan PPPK sebesar 

Rp1 929.000,00. 

4. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 

Saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Badan Penyuluhan 

dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 4 (empat] satker yaitu sebagai berkut 

a. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan $SDM KP 

Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp13.391.150,00 dan Pegawai (Tunjangan 

Khusus/ Kegiatan) sebesar Rp49.766.932,00 
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b. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluh Perikanan 

Merupakan Gaji Pokok PNS sebesar Rp190.700,00; Tunj. Anak PNS sebesar 

Rp7.628,00; dan Tunj. PP PNS sebesar Rp9.406,00. 

c. Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo 

Merupakan Belanja Tunj. PNS sebesar Rp28.346.464,00 

d. Politeknik KP Sorong 

Merupakan Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) sebesar Rp12.806.004,00. 

5. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hast KP 

Saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Badan Pengendalian 

dan Pengawasan Mutu Hasil KP terdapat pada 4 (empat) satker yaitu sebagal berikut 

a. Bala1 K1PM Surabaya I 

Merupakan Lang Makan PNS sebesar Rp1.330.000,00. 

b. Bala Besar 1PM Makassar 

Merupakan Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) sebear Rp540.010.866,00 

c. Stasiun K1PM Pekanbaru 

Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp21.826.000,00 

d. Bala K1PM Lampung 

Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp11.692.000,00 dan Uang Lembur sebesgr 

Rp6,404.000,00 

e. Bala KIPM Surabaya IE 

Merupakan Gaji Pokokx PNS sebesar Rp2.116.100,00; Pembulatan Gaff PNS sebesar 

Rp710,00; Tunj. Suami/lst PNS sebesar Rp197.910,00; Tun]. Anak PNS sebesar 

Rp48.714,00; Tunj. PPh PNS sebesar Rp21.756,00; Pegawat (Tunjangan Khusus/ 

Kegiatan) sebesar Rp62.001.696,00 

C.6.1.2 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

adalah sebesar Rp10.821,731.442,00 dan Rp10.163.577,904,00. 

Rincian saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada masing-masing unit Eselon L 

adalah sebagai berikut 
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Kenaka 
Unit felon f 31 bes 202J 1 Des 2022 % 

(Penurna 

Setjen 2144498.511 1926.281.229 218.217.282 11.33 

Ditjen PT 2.094.936.245 1.740.942.848 353.993.397 20,33 

Ditjen B 2409.78$.165 1920.573.763 489.211.402 25,47 

Ditjen Sp 733.569.279 1.304.866.024 (571.296.745) (43,78 

Ditje Pp6PX 272.640.734 365.757.301 (93.116.567) (25,46) 

Ditjen PKRL 111.589.096 109,702.563 1.886.533 1,72 

BP2SDM KP 1.910.582.350 1.628.542.806 282.039.544 17,32 

BP2MH KP 1.144.130.062 1166,911.370 (22.781.308) (1,95) 

Total 10.821.731.442 10.163.577.904 658.153.53 6,48 

Tabet C.92 

Rincian Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar 

Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Dese ber 2023 dan 31 Desember 2022 

Penjelasan ringkas atas saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada masing-masing 

unit Eselon I adalah sebagai berikut 

L. Sekretariat Jenderal 

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal 

merupakan Langganan Listrik sebesar Rp1.693.277.203,00; Langganan Telepon sebesar 

Rp110.649.617,00; Jasa Lainnya sebesar Rp5.000,400,00;dan Belanja Perjalanan Dimas 

Luar Negeri sebesar Rp335.571.291,00 yang terdapat pada satker Biro Umum dan PB] 

2. Diten Perikanan Tangkap 

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Perikanan 

Tangkap adalah sebagai berikut 

a. Merupakan kekurangan pembayaran perjalanan dinas luar negeri sebesar 

Rp56.980.000,00 pada satker Setditjen Perikanan Tangkap; 

b. Merupakan biaya Keperluan kantor, pengiriman surat dinas, langganan listrik, air, dan 

jasa lainnya pada 23 (dua puuh tiga) satker sebesar Rp2.037.951,425,00. 

3. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi 

Daya merupakan biaya langganan listrik, air, dan jasa lainnya pada 15 (ima belas) satker 

sebesar Rp 2.409.785.165,00. 
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4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP 

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan 

Surber Daya KP adalah sebagai berikut: 

a. Merupakan sewa pesawat operasi pengawasan sebesar Rp208.809,720,00 pada satker 

Setditjen Pengawasan Sumber Daya KP, 

b. Merupakan kekurangan pembayaran perjalanan dinas biasa sebesar Rp90,935.497,00 

pada satker Setditjen Pengawasan Sumber Daya KP; 

c. Merupakan biaya kegiatan penyidikan sebear Rp37.090.853,00 pada satker Stasiun 

PSDKP Taralan; 

d. Merupakan biaya Sewa sebesar Rp228.579.640,00 pada satker Setditjen Pengawasan 

Sumber Daya KP; 

e. Merupakan biaya langganan listrik, telepon, dan air pada 15 (lima belas) satker sebesar 

Rp379,410.889,00 

5. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP 

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya 

Saing Produk KP adalah sebagat berikut 

a. Merupakan biaya listrik, telepon, internet dan zoom sebesar Rp212.454.449,00 pada 

satker Setditjen Penguatan Daya Saing Produk KP; 

b. Merupakan biaya langganan listrik dan telepon pada satker Balai Besar Pengujian 

Penerapan Produk KP sebesar Rp60.186.285,00. 

6. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan 

Kelautan dan Ruang Laut merupakan biaya langganan listrik, telepon, air, jasa lainnya 

pada 9 (sembilan) satker sebesar Rp111.589.096,00 

7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM merupakan biaya langganan listrik, telepon, air, jasa lainnya pada 32 

(tiga puluh dua) satker sebesar Rp1.910.582.350,00. 

8. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hast KP 

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Badan Pengendalian 

dan Pengawasan Mutu Hasi KP merupakan biaya keperluan kantor, langganan listrike, 

telepon, air, jasa lainnya pada 47 (empat puluh tujuh] satker sebesar Rp1.144.130.062,00. 
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r esem er n esem 

Ken.aka 
Unit Eselon l 31Des 2023 31bes 2022 % 

(Penurunae 

Ditjen PB 

' 0 I 100,00 

Total 1 0 1 100,00 

C.6.1.3 Utang Kepada Pihak Ketiga BLU 

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah 

sebesar Rp1,00 dan Rp0,00 

Rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah 

sebagai berikut: 

Tabel C.93 

Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga BLU 

Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31D be 2023 da 31D ber 2022 

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga BLU hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi 

Daya pada satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang yang 

merupakan kekurangan pembayaran atas belanja barang kepada penyedia. Atas kekurangan 

tersebut telah dilunasi pada bulan Januari 2024 

C.6.1.4 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya 

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

adalah sebesar Rp33.655,789.842,00 dan Rp0,00. 

Rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah 

sebagai berikut: 

Tabet C.94 

Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya 
Pada Masing-Masing Unit Eselo f 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenaka 
Unit Eselon l 31 Des 2023 31 bes 2022 % 

(Penurua) 

Setien 17.623.304.508 0 17.623.304.508 100,00 

Diten PT 2.760.602.390 0 2.760.602.390 100,00 

Ditjen PB 4.858.254.254 0 4.858.254.254 100,00 

bite PSDKP 1.187266.836 0 1.187.266.836 100,00 

Ditjen pp9Pp 5.677273.150 0 5.677.273.150 100,00 

Ditjen PKRL 411.012.378 0 411.012.378 100,00 

BP2SDM KP 1.138.076.326 • 1.138.076.326 100,00 

Total 33.655.789.842 0 33.655.789.842 100,00 
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Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu utang yang terkait 

dengan pembayaran melaui rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) dan utang 

lainnya. 

Penjelasan ringkas atas saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada masing-masing unit 

Eselon I adalah sebagai berikut 

1. Sekretariat Jenderal 

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal 

merupakan utang yang terkait dengan pembayaran melaui rekening penampungan akhir 

tahun anggaran (RPATA) sebesar Rp17.623.304.508,00 antara lain berupa pengadaan 

jasa main bandwith; jasa colocation service; dan jasa satuan pengaman 

2. Ditjen Perikanan Tangkap 

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap 

merupakan utang yang terkait dengan pembayaran melaui rekening penampungan akhir 

tahun anggaran (RPATA) sebesar Rp2.760.602.390,00 antara lain berupa Pembangunan 

mess pegawai dan tempat parkir inap, rehabilitasi jembatan tempat pemasaran ikan (TPI 

pelabuhan perikanan Klademake Kota Sorong. 

3. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya 

terdiri dari 2 (dua) jenis utang yaitu sebagi berikut: 

a. Utang yang terkait dengan pembayaran melaui rekening penampungan akhir tahun 

anggaran (RPATA) sebesar Rp2.743.385.928,00 antara lain berupa Pengadaan dun 

biaya pengiriman alat berat [excavator); dan jasa konsultasi penyusunan dokumen 

anal[sis AMDAL kawasan budidaya udang terintegrasi; 

b. Biaya konsultan proyek Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaqultre Project 

(IISAP) Rp1.131.044.934,00; 

c. Kekurangan pembayaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp983.823.392,00. 

4. Ditjen Pengawasan dan Sumber Daya KP 

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber 

Daya KP merupakan utang yang terkait dengan pembayaran melaui rekening 

penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) sebesar Rp1.187.266.836,00 antara late 

berupa pemehiharaan sarana dan prasarana stasiun PSDKP Pontianak; renovasi pos 

pengawasan stasiun PSDKP Belawan; dan pembelian bahan bakar minyak kapal 

pengawas. 
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5. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP 

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing 

Produk KP merupakan utang yang terkait dengan pembayaran melaui rekening 

penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) sebesar Rp5.677,273.150,00 antara la 

berupa penataan dan perlengkapan pendukung gerai pemasaran ikan di Jakarta Timur; 

dan pembangunan gudang beku (cold storage) portabel. 

6. Diten Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan 

dan Ruang Laut merupakan utang yang terkait dengan pembayaran melaui rekening 

penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) sebear Rp411.012.378,00 antara lain 

berupa pekerjaan integrasi lahan penggaraman 

7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM KP merupakan utang yang terkait dengan pembayaran melaui 

rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) sebesar Rp1.138.076.326,00 

antara lain berupa pengadaan jasa tenaga kerja satuan pengamanan dan kebersihan. 

C.6.1.5 Dana Pihak Ketiga 

Saldo Dana Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar 

Rp1.518.047.396,00 an Rp0,00. 

Rincian saldo Dana Pihak Ketiga pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut: 

Tabel C,95 

Rincian Saldo Dana Pihak Ketiga Pada Masing-Ma sing Unit Eselo 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Ken.ailea 
Unit Eselon E 31 bes 2023 31 0es 2022 % 

(Penurnan] 

Ditjen PB 30.000.000 0 30.000.000 100,00 

BP2SDM KP 1488.047.396 1.488.647.396 (600.000) (0,04 

Total 1.518.047.396 1488.647.396 29400.000 1,97 

Penjelasan ringkas atas saldo Dana Pihak Ketiga pada masing-masing unit Eselon I adalah 

sebagai berikut: 

I. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Saldo Dana Pihak Ketiga pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya merupakan 

pembayaran piutang PT Perindo (Persero) pada rekening dana kelolaan namun belum 
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Kemallean 
t/nit Elon l 1 bes 202. 31Des 2022 % 

(lenurun.an] 

BP2SDM KP 5.786.300 0 $.786.300 100,00 

Total $.786.300 0 $.786.300 100,00 

disetor ke kas negara sebesar Rp30,000.000,00. Kas tersebut sudah disetor tanggal 2 

Janua 2024 dengan NTPN 1123255DF8VSNUHD 

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 

Saldo Dana Pihak Ketiga pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 

P yang merupakan sisa kas program hibah dari Australian Center for International 

Agricultural Research (ACIAR) sebesar Rp949,918.483,00 dan Commonwealth Scientific 

and Industrial Research Organisation (CSIRO) yang pelaksanaannya telah berakhir senilaf 

Rp538.128.913,00 pada satker Pusat Riset Perikanan 

C.6.1.6 Dana Pihak Ketiga BLU 

Saldo Dana Pihak Ketiga BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar 

Rp5.786.300,00 dan Rp0,00 

Rincian saldo Dana Pihak Ketiga BLU pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut: 

Tabet C.96 

Rincian Saldo Dana Pihak Ketiga Pada Masing-Masing Unit Eselo f 

Per 31 Desember 2023 dan 31 beset ber 2022 

Saldo Dana Pihak Ketiga BLUI hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyluhan dan 

Pengembangan SDM KP yang merupakan kelebihan belanja pegawat tahun 2021 dan 2022 

senilai Rp5.786.300,00 yang masih ada di brankas bendahara pengeluaran dan belum 

dilakeukan penyetoran ke kas Negara pada tanggal 31 Desember 2023. Atas kelebihan 

pembayaran tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas Negara pada tanggal 20 Februari 2024 

dengan NTPN OEAI848VVEH15CSM dan D78C648VVEH 1SER] 

C.6.2 Hibah Yang Belum Disahkan 

Saldo Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah 

sebesar Rp8.820.324.608,00 dan Rp0,00. 

Rincian saldo Hibah Yang Belum Disahkan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai 

berikut 
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er esem r an esem 

Kenalka 
Unit selon l 31 Des 2023 31Des 2022 % 

(Penurunan] 

BP2SDM KP 8.820.342.608 0 8.820.342.608 100,00 

Total 8.820.342.608 0 8.820.342.608 100,00 

Tabelc.97 

Rincian Saldo Hibah Yang Belum Disahkan Pada Masing-Masing Unit Eselon f 

P» 31De be1 2023 d. 1D, ber 2022 

Saldo Hibah Yang Belum Disahkan terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan $DM KP yang merupakan hibah langsung berupa barang terkait proyel The 

Project for Comprehensive Assessment and Conservation of Blue Carbon Ecosystems and Their 

Services in The Coral Triangle (Blue CARES) dari hibah [opan International Cooperation Agency 

(IICA). Pada tanggal 24 Maret 2023 hibah tersebut telah diserahterimakan dengan berita acara 

serah terima (BAST) nomor B.327/BRASM.2/KS.120/1H1/2023. Hibah tersebut akan disahkan 

pada Semester I tahun 2024 

Kenaiken 
Unit felon E 31Des 2023 31 bes 2022 % 

(Penurunan] 

Setjen 144.463.28.2 57,000.000 87.463.282 153.44 

Total 144.463.282 57.000.000 87463.282 153,44 

C.6.3 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan 

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022 adalah sebesar Rp144.463.282,00 dan Rp57.000,000,00. 

Rincian saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada masing-masing unit Eselon f 

adalah sebagai berikut: 

Tabel C.98 

Rincian Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan 

Pada Masing-Masing Unit Eselon 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat 

Jenderal yang merupakan biaya provisi yang dibayar dimuka oleh debitur lebih besar dari 

perhitungan biaya provisi dari dana kelolaan yang disetujui atau yang sudah ditransfer ke 

debitur terkait (pencairan bertahap) pada satker BLU LPMUJKP 

C.6.4 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah 

sebesar Rp9.518,380,902,00 dan Rp5.803.379,578,00. 
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Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per akun adalah sebagai berikut: 

Tabel C.99 

Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per Akn 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenaikan 
Nam.a Aun 1 Des 202 31be 202 % 

(Pemrunan) 

Pendapatan Sew.a 1.959.765.624 2445.247.031 (485.481.407) (19,85) 
Diterima Dirk.a 

Pendapatan Bukan pajak 7339.847 778 3.214.972.639 4.124.875.139 128.30 

lainnya Diterima Dimuka 

Pendapatan Diterim 218.767.500 143.159.908 75.607.592 52,81 
Dimuka BLU 

Total 9.518.380.902 5.803.379.578 3.715.001.324 6,0 

Penjelasan Pendapatan Diterima Dimuka per masing-masing akun adalah sebagai berikut: 

C.6.4.1 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 

Saldo Pendapatan Sewa Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

adalah sebesar Rp1,959,765.624,00 dan Rp2.445.247.031,00 

Rincian saldo Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada masing-masing unit Eselon I adalah 

sebagai berikut. 

Tabel C.100 

Rincian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Unit Eselon 
Kenaikan 

31 bes 202$ 31Des 2022 % 
(Penurunan] 

Setjen 979.441.292 474.043.106 505.398.186 106,6l 

Ditjen PT 30.904.417 60.168.417 (29.264.000) (48,64) 

Ditjen PB 701.790.504 1.179.796.886 (478.006.382) (40,52 

bite PDSPKP 0 510.859.416 (510.859.416 (100,00) 

Ditjen PKRL 42.391.800 98.914.200 (56.522.400) (57,14) 

BP2SDM KP 205.237.611 121.465.006 83.772.605 68,97 

Total 1.959.765.624 2.445.247.031 (485.481.407) (19,85 

Penjelasan ringkas atas saldo Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada masing-masing unit 

Eselon l adalah sebagai berikut. 

I. Sekretariat [enderal 

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Sekretariat Jenderal mengalami peningkatan di 

tahun 2023 disebabkan ada 2 perjanjian sewa yang baru di tahun 2023.Pendapatan Sewa 
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Diterima Dimuka pada Sekretariat Jenderal merupakan sewa tanah dan/atau bangunan di 

area gedung Mina Bahari I, IHI, dan IV pada satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa 

antara lain: 

a. Pendapatan atas sewa sebagian lantai 1 dan rooftop gedung dan bangunan pada 

gedung Mina Bahari I oleh PT. Telekomunikasi Seluler sebesar Rp49.081.200,00; 

b. Pendapatan atas sewa sebagian lantai B3 gedung Mina Baharil ole PT, Mac Sarana 

Daya sebesar Rp220.370.033,00, 

c. Pendapatan atas sewa sebagian lantai 1 gedung Mina Bahari Ill oleh PT. Bank Negara 

Indonesia sebesar Rp16.225.000,00 

d. Pendapatan atas sewa sebagian lantai B1 gedung Mina Bahar Ill oleh Koperasi Mina 

Utama sebesar Rp6.476.450,00; 

e. Pendapatan atas sewa sebagian lantai B2 gedung Mina Bahari Ill oleh Koperasi Mina 

Samudra sebesar Rp595.569,00; 

f. Pendapatan atas sewa lantai B3 pada gedung Mina Bahari Ill oleh PT tfrastruktur 

Bisnis Sejahtera sebesar Rp63.644.2 33,00 

g. Pendapatan atas sewa lahan parkir pada gedung Mina Bahari I oleh Perkumpulan 

Wredatama KKP sebesar Rp70.950.000,00; 

h. Pendapatan atas sewa sebagian lantai 1 gedung Mina Bahari IV oleh PT. Bank Rakyat 

Indonesia sebesar Rp3.765.472,00; 

• Pendapatan atas sewa sebagian lantai B3 Gedung Mina Bahart IV oleh pr Host 

Telekomunikasi Nusantara sebesar Rp548.333.333,00 

2. Ditjen Perikanan Tangkap 

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Ditjen Perikanan budidaya mengalami 

peningkatan di tahun 2023 disebabkan tidak ada perjanjian sewa yang baru di tahun 

2023. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Ditjen Perikanan budidaya merupakan 

pendapatan atas sewa lahan kebersihan kawasan dan pemeliharaan pada satker PPN 

Kejawanan sebesar Rp30.904.417,00. 

3. Ditjen Perikanan Budi Daya 

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya 

terdapat pada 3 (tiga) satker yaitu sebagai berikut: 

a. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi 

Merupakan sewa Barang Milik Negara sebesar Rp11.873.517,00 
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b. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang 

Merupakan sewa sebagian tanah oleh KPRI Graha Mina dan PT. Adib sebesar 

Rp69.265.487,00 

c. Balai Pereriksaan Kesehatan lkan dan Lingkungan Serang 

Merupakan pendapatan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh PT. Tri Karta 

Pratama dan PT. Suri Tani sebesar Rp620.651.500,00 

4. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Merupakan pendapatan sewa sebagian tanah di Kawasan SKPT Morotai, Desa Daeo 

Majiko, Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara seluas 523,84 m2 selama 5 tahun (2019- 

2024) oleh CV, Putra Karya Jaya untuk SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 

Nelayan) sebesar Rp98.914.200,00. 

5. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada unit Eselon Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM KP terdapat pada 6 (enam) satker yaitu sebagai berikut 

a. Politenik Ahli Usaha Perikanan Jakarta 

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh pr NI Tbk dan pT Mandiri 

Tbk untuk anjungan tunai mandiri sebesar Rp70.619.218,00. 

b. Bala] Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan 

Merupakan pendapatan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan ole PT Bank Rakyat 

Indonesia untuk anjungan tunai mandiri sebesar Rp55,947,500,00. 

c. Balai Riset Budidaya lkan Hias 

Merupakan pendapatan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh PT Bank Negara 

Indonesia untuk anjungan tunai mandiri sebesar Rp17,933.332,00. 

d. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi 

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh PT Bank Rakyat Indonesia 

untuk anjungan tunai mandiri sebesar Rp2.928.000,00. 

e. Balat Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan 

Merupakan pendapatan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh Koperasi 

Penelitian dan Penyuluhan Perikanan dan anjungan tunai mandiri sebesar 

Rp19.209,967,00. 

f. Sekolah tsaha Perikanan Menengah Pontianak 

Merupakan pendapatan sewa ruangan kelas oleh lembaga pendidikan swasta sebesar 

Rp38.599,594,00 
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n em 

Kenadkan 
nit Eselon f 1 Des 2023 31 bes 2022 % 

(Penurunan) 

pitjen PT 7.269.385.557 3.058.771751 4.210.613.806 137,66 

BP2SDM KP 70.462.221 156.200.888 (85.738.667) (54,89) 

Total 7.339.847.778 3.214,972.639 4.124.875.139 128,30 

C.6.4.2 Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka 

Saldo Pendapatan Bukean Pajak Lainnya Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 adalah sebesar Rp7.339.847.778,00 dan Rp3.214,972.639,00, 

Rincian saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada masing-masing unit 

Eselon I adalah sebagai berikut: 

Tabet C.101 

Rincian Saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka 

Pada Masing-Masing Unit Eselon l 

Per 31 Desember 2023 da 31 Des, ber 2022 

Penjelasan ringkas atas saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada masing- 

masing unit Eselon I adalah sebagai berikut. 

I. Ditjen Perikanan Tangkap 

Pendapatan Bulan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada unit Eselon I Ditjen Perikan 

Tangkap merupakan pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi berupa 

pembayaran biaya sewa lahan, biaya pengembangan, biaya pemeliharaan, dan biaya 

kebersihan lahan yang terdapat pada satker antara lain Pelabuhan Perikanan Samudra 

Cilacap, Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan, Pelabuhan Perikanan Nusantata 

Kejawanan dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolg 

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 

Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada unit Eselon I Badan Penyuluhan 

dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 3 (tiga) satker yaitu sebagai berikut: 

a. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal 

Merupakan sewa sebagian tanah oleh PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank 

Tabungan Negara untuk anjungan tunai mandiri. 

b. Politekenik KP Dumai 

Merupakan biaya pendidikan diterima dimuka. 

e. Politeknik AUP Jakarta 

Merupakan biaya Pendidikan Semester Ganjil tahun 2024. 
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d. Politeknik KP Jembarana 

Merupakan biaya Pendidikan Semester Ganjil tahun 2024 

C.6.4.3 Pendapatan Diterima Dimuka BLU 

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah 

sebesar Rp218.767,500,00 dan Rp143,159,908,00. 

Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU pada masing-masing unit Eselon I adalah 

sebagai berikut: 

Tabet C.102 

Rincian Saldo Pendapatan Diterima Diruka BLU 

Pada Masing-Masing Unit Eselon 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenaikan 
/nit Eselonf 31 Des 2023 31 bes 2022 % 

(Penurnan) 

Setien 89.368.500 143.159.908 (53.791.408) (3757) 

BP2SDM KP 129.399.000 0 129.399.000 100.00 

Total 218.767.500 143.159.908 75.607.592 52,81 

Penjelasan ringkas atas saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLUJ pada masing-masing unit 

Eselon I adalah sebagai berikut 

L. Sekretariat Jenderal 

Merupakan kelebihan pembayaran pendapatan jasa layanan (bunga) oleh debitur pada 

satker BLU LPMUKP sebesar Rp89.368.500,00. 

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP 

Merupakan pendapatan sewa diterima dimuka atas sewa aset sebesar Rp105.000,000,00 

dan uang muka pelatihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebesat 

Rp24.399.000,00 pada satker BLU Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal. 

C.6.5 Uang Muka KPPN 

Uang muka dart KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan 

(TUp) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh 

bendahara pengeluaran pada tanggal pelaporan 

Rincian saldo Uang Muka PPN pada masing-masing unit eselon I Per 31 Desember 2023 dan 

31 Desember 2022 adalah sebagai berikut 
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er esember an esem 

Unit«lo 3fbeember 202 31beset.beer 2022 
Na 

' $ald $alde pp Johal Sal U Sald TU Johal 

3 Dien PT 206.500 • 206.500 $00.000 • 00.000 

$ Die • • • 1930.000 • 1930.000 
PSDKP 

' Die PKRL • • • 4.032696 • 4.03266 

• 9PPS0MP • • • 0 176.356.699 176.356.6 

aooh.h 206.$00 • 206.$06 6.462.696 176.$$6.699 182.819.39$ 

Tabel C.103 

Rincian Saldo Uang Muka KPPN Pada Masing-Masing Eselon l 

P+ 31D » 2023d 31D ber 2022 

m 

Kenaika 
Na Aken 31 Des 2023 31 Des 2022 % 

(Penunuan] 

tang Jangka Pendek 12.812.081 3.375.000 9.437.081 279,62 

sementarakarea 

kesalahan relening 

Utang Pajak Bendahara 21.420.000 1941.343 19.478.657 1.003,36 

Pengeloaran yang 

Belum Disetor 

Total 34.232.081 5.316.343 28.915.738 543,90 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 hanya terdapat pada Eselon f 

Ditjen Perikanan Tangkap yang merupakan sisa uang persediaan (UP) pada satker Dinas 

Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta. Sisa kas tersebut telah 

disetor ke kas negara tanggal 5 Januari 2024 dengan NTPN F197B1GCACGTUTPD. 

C.6.6 Utang Jangka Panjang Lainnya 

Saldo Utang langka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah 

sebesar Rp34.232.081,00 dan Rp5.316.343,00 

Rincian saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per akun adalah sebagai berikut: 

Tabel C.104 

Rincian Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya Per Akun 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Deser ber 2022 

Penjelasan Utang Jangka Panjang Lainnya per masing-masing akun adalah sebagai berikut: 

C.6.6.1 Utang Jangka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak 

Ketiga 

Saldo Utang Jangka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga per 3 

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.812.081,00 dan Rp3.375.000,00. 
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Rincian saldo Utang Jangka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga pada 

masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut: 

Tabet C.105 

Rincian Saldo 

Utang langka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga 

Pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenalkan 
Unit£seton f 31Des 202 31 Des 2022 

Penurunan] 
% 

Seten 12.812.081 3.375.000 9.437.081 279,62 

Total 12.812.081 3.375.000 9.437.081 279,62 

Saldo Utang Jangka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga hanya 

terdapat pada unit Eselon I Sekretariat [enderal yang merupakan setoran masuk pada rekerning 

penerimaan satker Lembaga Pengelolaan Modal Usaha KP yang masih dalam proses 

identifikasi debitur dan kelebihan pelunasan pinjaman oleh debitur. 

C.6.6.2 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor 

Saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor per 31 Desember 2023 dan 3l 

Desember 2022 adalah sebesar Rp21.420.000,00 dan Rp1.941.343,00. 

Rincian saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor pada masing-masing 

unit Eselon l adalah sebagai berikut: 

Tabet C.106 

Rincian Saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor 

Pada Masing-Masing Unit Eselon f 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenaikan 
Unit Eselon 31Des 2023 1 Des 2022 % 

(Penurunan] 

Ditjen PT 21.420.000 1.581.343 19.838.657 1.254,54 

BP2SDM P 0 360.000 (360.000) (100,00) 

Total 21420.000 1.941.34.3 19.478.657 1.003,36 

Saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor hanya terdapat pada unit 

Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap yang merupakan pajak atas honorarium narasumber pada 

egiatan proyek hibah GEF tahun 2023 yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas 

negara senilai Rp21.420.000,00. Kas tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas Negara pada 

tanggal 2 dan 3 Mei 2024. 
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C.7 Ekuitas 

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan 

kewajiban. 

C.7.1 Ekuitas 

Saldo Ekuitas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 masing-masing sebesar Rp25.529.221.392.262,00 

Rp25.420.240,996.441,00 

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. 
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Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai 

seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam 

Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus /Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang 

penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

D.1 PENDAPATAN-LO 

Pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas 

dalam periode tahun anggaran yang bersangutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal inf 

Pendapatan-LO Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Pendapatan Negara Bulan pike 

(PNBP). PNBP adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagal penambah ekuitas 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali yang bukan 

berasal dart setoran pajak negara. PNBP Adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau 

badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau 

pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang- 

undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hit4 

dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan beban negara (Pasal 1 UU 9/2018) 

Peningkatan PNBP dari sektor Kelautan dan Perikanan ini berasal dart PNBP 

Sumber Daya Alam berupa pendapatan pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan 

hasil perikanan pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budi Daya, serta 

PNBP Non Sumber Daya Alam berupa pendapatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja 

Eselon I penghasil PNBP ingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Ditjen 

Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budi Daya, Ditjen PSDKP, Ditjen PDSPKP, Ditjen 

PKRL, BPPSDMKP, BPPMHKP dan BLU yakni LPMUKP, BPPP Tegal, dan Politeknik KP 

Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saldo akun Pendapatan-LO terdiri dart 

Pendapatan Sumber Daya Alam dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Berikut 

ini rincian saldo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode yang berakhir 

tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 
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Tabel D.1 

Rincian Pendapatan - LO 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Nara Aun 31 besember 2023 31besember 2022 
Kenaikan / 

% 
Penurunan l 

Pendapatan 

Sumber Daya 637.161.520.387 1.193.172.107.213 (556.010.586.826) (46,60) 
Alm 

Pendapatan 
Negara Bulan 1.043.563.997 110 673.161.229.719 370.402.767.391 55,02 
Paiak Lal 

TOTAL 1.680.725.517.497 1.866.333.336.932 185.607.819.435 (9,95 

m 

rna Alu 31been.bee 2023 31Deember 2022 
Ke.ail 

$% 
(err nan) 

Pendapatan Pun.gut 

Pensa.ha.an 
45.780.968.647 70.812 205.996 02$.031.237.349) 035.35) 

Perilla Bldg 
Perilla T 

Pend.pat Puguta 

Pe0gs.ah 
93.225.000 102.045.000 (8.820.000) (8,64) 

Perilla Bldg 

Pembudid nlk 

Pend.pata Punguta 
$91.287 326.740 1122 257.856.217 (530.970.529.477 (47,31) 

last Peria 

rot 637.461.520.387 1.193.172.107.213 (556.010.586.826) (46,60] 

D.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam 

Pendapatan Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 

2023 adalah sebesar Rp637.161.520.387,00. Nilai tersebut mengalami penurunan 

sebesar Rp556.010.586.826 afau 46,60% dibandingkan periode yang berakhir 31 

Desember 2022 sebesar Rp1.193.172.107.213,00. 

Pendapatan Surber Daya Alam terdapat pada Ditjen Perikanan Tangkap 

dengan rincian berdasarkan akun disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabet D.2 

Rincian Saldo Pendapatan Surber Daya Alam 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desert ber 2022 

Penurunan Pendapatan Sumber Daya Alam yang terdapat pada Ditjen 

Perikanan Tangkap disebabkan oleh 

1. Tahun 2023 merupakan tahun transisi yaitu tahun pertama pelaksanaan 

penarikan pascaproduksi yang sebelumnya praproduksi. Pada tahun transisi, 

kapal yang beroperasi di tahun 2023 masih mengantongi izin praproduksi dan 

sudah membaygr PNBP prapoduksi di tahun 2022. Kapal yang masih memiiki izin 
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(SIPI) praproduksi belum dapat ditarik PNBP pascaproduksi sampai dengan izin 

pascaproduksinya terbit; 

2. Penarikan PNBP SDA perikanan pascaproduksi menggunakan metode self 

assessment (wajib bayar atau pelaku usaha pemilik izin yang menghitung sendiri 

besaran kewajiban pembayaran PNBP-nya). Pada tahun transisi 2023, kepatuhan 

pelaku usaha untuk mela porkan data produksi penangkapan ikan secara lengkap 

dan akurat masih belum optimal dengan berbagai modus yang dilakukan; 

3. Pada saat penyusunan target 2023, penetapan target diasumsikan dapat 

dilaksanakannya penarikan PNBP $DA dengan sistem kontrak sebagaimana telah 

diatur dalam PP No, 85 Tahun 2021. Namun demikian, pada perkembangannya 

ketentuan sistem kontrak dimaksud berdasarakan hasil rapat harmonisasi dengan 

Kementerian Negara/Lembaga terkait tidak dapat diimplementasikan; 

4. Sebagian besar pelabuhan perikanan yang menjadi pelabuhan pangkalan 

penarikan PNP $DA pascaproduksi adalah pelabuhan perikanan UPT daerah 

Terkeait dengan hal tersebut, terus dilakukan upaya-upaya intensif agar dukungan 

pelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis (UP'T) daerah ini menjadi optimal 

balk dari sisi kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kelengkapan 

sumber daya manusia, pendataan, dll. 

Terdapat perbedaan Pendapatan Sumber Daya Alam pada Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagait berikut 

Tabet D. 

Perbedaan Saldo Pendapatan Surber Daya Alam Per 31 Desember 2023 

pada LRA dan L.0 

Nill 

636.893.353.269 

637 161.520.387 

(267.167.118) 

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Pendapatan Sumber Daya 

Alam berasal dari jurnal balik piutang Sumber Daya Alam pada Sekretariat Direktorat 

Jenderal Perikanan Tangkap atas temuan BPK yang sudah disetor ke kas negara 

sebesar Rp267 167.118,00 

p.1.2. Pendapatan Negara Bulan Pajak Lainnya 

e de Ai 
/e 4. 
41.043.$63.9$911 

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 

31 Desember 2023 adalah sebear Rp1.043.563.997,110,00. Nilai tersebut mengala mi 

kenaikan sebesar Rp370,402.767.391,00 atau 55,02% dibandingkan periode yang 
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berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp673.161.229.719,00. Rincian saldo dari akun 

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut. 

Tabel D.4 

Rincan Saldo Pendapatan Negara Bulan Pajak 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenaikan 
Nama Akun 31 Des 2023 31 Des 2022 % 

(Penurunan) 

Pendapatan Jasa 
6.696.524.107 4.425.803.239 2.270.720.868 51,31 

Pelayanan Pendidikan 

Pendapatan [asa 
Pelayanan Tenaga, 142.074.007 0 142.074.007 100,00 
Pekeriaar Informasi 

Pendapatan 
3.774.135.400 0 3.774.135.400 100,00 

Pen iaan Bara 

Pendapatan [asa 
Penyediaan Barang dan 2859.053.296 717.644.900 2.141.408.396 298,39 
lasa Lain 
Pendapatan 
Pengelolaan Fasilitas 

38.310.000 0 38.310.000 100,00 Umum Milike 
Pemerintah 

Pendapatan Program 
28.597.814.517 27.966.102.192 631 712.325 2.26 Dana Bergulir Sektoral 

Pendapatan 
Pengelolaan Dana 4.927.687.694 1.970.771.250 2956916.444 150,04 
Khusus Lainn 
Pendapatan lasi Kerja 
Sama Lembaga /Badan 1.472.093.971 0 1.472.093.971 100,00 
Usaha 

Pendapatan Jasa 
ayanan Perbank 39.179.680.769 22.352.559.739 16.827.121.030 75,28 
BLU 

Pendapatan Lain-lain 
11.286.949.970 4.745.165 11.282.204.805 237 762.12 BLU 

Pendapatan BLU 
Lainnya dari Sewa 17.053.814 4.545.778 12.508.036 275,16 
Tana.h 
Pendapatan BLU 
Lainnya dan1 Sewa 68.265.000 66.577.988 1.687.012 2.53 
Geduns 
Pendapatan BLU 
Lainnya dani Sew 772.676.771 9.082.600 763.594.171 8.407,22 
Ruan " Pendapatan BLU 
Lainnya dari Sewa 102.892.554 310.000 102.582.554 33.091,15 
Peralatan dan Mesin 
Pendapatan BLU 
Lainya dari Sewa Aset 39,949,400 56.379.851 (16.430.451) (29,14) 
Tetao Lainn 
Pendapatan BLU 

Lainnya dari Sew 90.220.240 39.615.000 50.605.240 127,74 
Lainn 
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Kenaikan 
Nama Akun 31 Des 2023 31 Des 2022 % 

(Penurunan] 

Pendapatan BLU 
Lainnya dart Penjualan 33.000.000 0 33.000.000 100,00 
Peralatan dan Mesin 

Pendapatan Penjualan 
Hasit Pertanian, 21.768.008.114 22.307 798.967 (539.790.853) (2.42) 
Perkebunan 

Pendapatan Penjualan 

Hasil Produke4 Non 629.181.210 1.011.308.750 (382.127.540 (37,79) 
Litba Lainn 

Pendapatan Sewa 
Tarah, Gedung, dan 6.935.976.579 6.743.102.093 192.874.486 2,86 
Ban nan 

Pendapatan Sewa 
501.608.724 2.141.545.211 (1.639.936.487) (76,58) Peralatan dan Mesin 

Pendapatan dari 
Pemanfaatan B MN 0 0 0 0,00 
Lainn 

endapatan 
Penggunaan Sarana 27.833.628.198 25.338.576.004 2.495.052194 9.85 
dan Prasarana sesuai 

Pendapatan Periina 
686.762.808.355 369.859,610.123 316.903.198.232 85,68 ainnv 

Pendapatan Pengujian, 
68.555.614.000 64.600.665.650 3.954.948.350 6,12 Sertiftkast, Kaltbrast 

Pendapatan Jasa 
1632.470.000 1.463.836.400 168.633.600 11,52 Karanting Perikanan 

Pendapatan 
jian/Seleksi Masuk 323.873.000 426.102.500 (102.229.500) (23,99) 
Pendidikan 

Pendapatan Biaya 
1.461.669.167 2.019.881.966 (558.212.799) (27,64) Pendidikan 

Pendapatan Layanan 
Pendidikan dan/atau 3.407,915.000 1.444.230.000 1.963.685.000 135,97 
Pelatihan 

Pendapatan Royalti 

atas Kekayaan 275.625 0 275.625 100,00 
lntelektual 

Pendapatan 

Penelitian/ Riset, 30.544.905 7.250.000 23.294.905 321,31 
Su Pemetaa dan 

Pendapatan Jasa 
77.046.101.149 66.621.667.371 10.424.433.778 15.65 Pelabuha Perikeanan 

Pendapatan Jasa 

Kelautan dan 15.444.632.406 13.390.559.291 2.054.073.115 15.34 
Perikanan Lainn 

Pendapatan]as.a 

Tenaga, Pekerjaan, dan 23.300.000 45.225.000 (21.925.000) (48,48) 
Informasi 

Pendapatan Jasa 
62.250.000 103.270.400 (41.020.400) (39,72) Lain 
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Kenaikan 
Nara Aun 31 Des 2023 31Des 2022 

(Penurunan) 
% 

Pendapatan [as.a 
Lembaga Keuangan 0 11.079 (11.079) (100,00) 

a.sa Giro 

z. 0 954.000 (954.000) (100,00) 

Pendapatan Denda 
Penyelesaian Pekerjaan 2.301.329.076 3.620.902.951 (1.319.573.875) (36,44) 
Pemerintah 

Pendapatan Denda 
27.372.249.411 34.280.968.128 (6.908.718.717) (20,15) 

Lainn 
Penerimaan Kembali 

Persekot/hang Mula 359.202 3.276.366 (2.917.164) (89,04 
Ga 
Pendapatan Anggaran 

1.371.821.479 116.349.767 1.255.471.712 1.079,05 Lain-lain 

Total 1.043.563,997.110 673.161.229.719 370.402.767.391 55,02 

Rincian atas saldo akun Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk 

masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

untuk periode Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut. 

Tabet D.5 

Rincian Saldo Pendapatan Negara Bulan Pajak Berdasarkan Unit Eselon 

P 31D be 2023 dar 31 Dese be 2022 er esem r n ember 

Unit £selonl 31 besember 2023 31Desember 2022 
Kenail f 

% 
(Pemrunan) 

SE TIEN 72.646.469.086 53.633.748.871 19.012.720.215 35,45 

0T 93.830.330.528 82.832.278.194 10.998.052.334 13,28 

0IP8 37.819.551.179 27.862.538.522 9.957.012.657 35,74 

0IS0KP 27.672.368.338 34.412.612.591 (6.740.244.253) (19,59) 

0IDSPKP 8.789.441.871 9.428.872.033 (639,430.162) (6,78) 

DIPKRL 702.424.483.944 383 937.412 327 318.487.071.617 82,95 

8PPS0MKP 29.923.299.103 16.316.563.834 13.606.735.269 83,39 

8PPM4KP 70.458.053.061 64.737.203.347 5.720.849.714 8,84 

TOTAL 1.043.563.997.110 673.161.229.719 370,402.767.391 55,02 

Kenaikan signifikan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada tahun 2023 

terdapat pada beberapa Unit Eselon I dengan pengungkapan sebagai berikut. 

1. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 

Pendapatan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2023 

mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp318.487.071.617,00 atau 82,95% 

dibandingkan tahun 2022. Hal ini dijabarkan sebagai berikut: 
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a. PNBP lainya sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp707.036.792.705,00 

dimana Ditjen PKRL telah melebihi target PNBP-nya sebesar 212,22% atas target 

PNBP sebesar Rp333.169.648.000,00. Realisasi PNBP lainnya sampai dengan 31 

Desember 2023 terdiri atas PNBP pelayanan sebesar Rp702.133.890.761,00, 

PNBP pengelolaan BMN sebesar Rp3.599.020.683,00 dan penerimaan non 

anggaran sebesar Rp1.303.881.261,00, 

b. Capaian PNBP DJPKRL sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan 

sebesar 82,21% atau sebesar Rp319.004.850.423,00 dibanding realisasi tahun 

2022 pada periode yang sama sebesar Rp388.031.942.282,00. Hal imi 

dikarenakan adanya peningkatan siginifikan atas pendapatan perizinan lainn 

berupa persetujuan perizinan atas pemanfaatan ruang laut (ppRL) dan 

perizinan berusaha atas pemanfaatan jenis ikan dimana realisasinya sebesar 

Rp686.762.808.355,00 atau telah dicapal 217,29% dari target sebesar 

Rp316.056.728.000,00 yang peningkatannya mencapai 85,68% atau 

Rp316.903.198.232,00 dibandingkan tahun 2022 untuk pendapatan yang sama 

yang realisasinya mencapai Rp369.859.610.123,00; 

c. PNBP pengelolaan BMN sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 

Rp3.599,020.683,00 atau sebesar 162,51% atas target PNBP sebesar 

Rp2.214.608.000,00 terdiri dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, 

pendapatan penjualan peralatan dan mesin, pendapatan Pemindahtanganan 

BMN Jainnya, dan pendapatan KSP tanah, gedung, dan bangunan. Realisasi 

pengelolaan BMN signifikan berupa pendapatan KSP tanah, gedung, dan 

bangunan berasal dari kerja sama pemanfaatan BMN di Pulau Nipah Batam 

dengan mitra KSP yaitu PT SMA KSO atas tanah seluas 24 ha dimana berdasarkan 

Surat Persetujuan Menteri Keuangan RI No $-502/MK.06/2013 tanggal 15 

November 2013 tentang Kerja Sama Pemanfaatan sebagian BMN berupa tanah 

pada KKP di Pulau Nipah Kota Batam dan Akta Perjanjian Kerja Sama No 9 

tanggal 16 April 2014 antara KKP dan Surya Mina Asinusa KSO dan pada 16 April 

2018 telah dilakukan addendum perjanjtan KSP antara KKP dengan PT SMA KSO 

dengan nilai PNBP thun 2023 sebesar Rp2.214.607,747,00; 

d. Penerimaan non anggaran (hak negara lainnya] sampai dengan 31 Desember 

2023 sebesar Rp1.303.881.261,00 berupa temuan BPK RI, penerimaan kembali 

belanja TAYL, pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah, 

pendapatan denda lainnya, pendapatan penyelesaian tuntutan ganti rugi non 
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bendahara, serta terdapat pendapatan setoran dari sisa utang non TP/TGR 

Pensiunan PNS dimana akun ini hanya dimiliki oleh Satan Kerja Biro Umum dan 

PB] Setjen KKP sehingga harus dilakukan koordinasi dengan PT Taspen (Persero) 

untuk dipastikan transaksi merupakan TAYL dan untuk selanjutnya dilakukan 

koreksi kode satuan kerja. 

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan 

Pendapatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Mamusia 

Kelautan dan Perikanan tahun 2023 mengalami kenaikan sebegar 

Rp29,923.299,103,00 atau 83,399% ibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan 

a. Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan senilai Rp6.664.884.330,00 merupakan 

Pendapatan dari Diklat BST, BST KLM, BSTF, Rating, peningkatan ke 

AT/ANKAPIN I, pgrading SKK ke AN/ATKAPIN Ill, ujian upgrading SKK 

AN/ATKAPIN III, revalidasi BST, revalidasi BST KLM, uji kompetensi, pelatihan 

las listrik, pelatihan teknis Kelautan dan Perikanan. Terjadi peningkatan karena 

adanya pembukaan kelas pelatihan baru seperti Rating dan peningkatan 

AN/ATKAPIN I pada BPpP Tegal senilai Rp5.561.786.589,00 dan Politeknik KP 

Sidoarjo merupakan pendapatan pendaftaran taruna baru, seleksi penerimaan 

taruna baru [seleksi kesehatan, psikotes, dan wawancara] senilai 

Rp1.103,097,741,00. Dasar pemungutan pendapatan tersebuat berdasarkan 

PMK 198/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan BLU Politeknik Kelautan dan 

Perikanan Sidoarjo. Estimasi pendapatan senilai Rp6.696.524.107,00; 

b. Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan senilai 

Rp142074.007,00 merupakan pendapatan jasa pelatih di luar unit 

penyelenggara pada BPPP Tegal senilai dan Politeknik KP Sidoarjo yang 

merupakan pendapatan imbal jasa atas jasa SDM Politeknik KP Sidoarjo, seperti 

jasa narasumber. Dasar pemungutan pendapatan tersebuat berdasarkan 

Keputusan Direktur Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis dan 

Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo dari 

estimasi pendapatan senilai Rp12.000.000,00; 

c. Pendapatan Penyediaan Barang senilai R3.774,135.400,00 dari estimasi 

pendapatan senilai Rp2.835.680.000,00, berasal dari 

Politeknik KP Sidoarjo merupakan pendapatan makanan yang dibayar oleh 

taruna jalur umum dan pendapatan dari penjualan hasil produk TEFA 
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pengolahan (Batari, otak-otak, siomay, nugget, dll), TEFA budidaya air payau 

(udang vannamei, bandeng), TEFA budidaya air tawar (ikan nila), TEFA 

budidaya air Laut (udang vannamei), TEFA wirausaha (ikan gurame, patin, 

bawal), Dasar pemungutan pendapatan Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Laporan 

Operasional Catatan Atas Laporan Keuangan Bppsdm Tahunan T.A 2023 

Audited - 173 - Permakanan taruna berdasarkan PMK 198/PMK.05/2022 

tentang Tarif Layanan BLU Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. 

Sedangkan dasar pemungutan pendapatan tersebuat berdasarkan Keputusan 

Direktur Politeknik KP Sidoarjo Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang 

Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU 

Poiteknik KP Sidoarjo. Pendapatan akun ini pada TA 2023 meningkat karena 

pada TA 2023 terdapat peningkatan Jumlah taruna jalur mandiri, pada TA 

2022 hanya 12 taruna sedangkan pada TA 2023 sebanyak 144 taruna; dan 

Bppp regal merupakan pendapatan jasa catering dan penjualan produk 

pengolahan dan budidaya. 

d. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya senilaf Rp610.516.196,00 

dart estimasi pendapatan senilat Rp512.400.000,00, yang berasal dari 

Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp607,416.916,00 merupakan Pendapatan BL.U 

yang berasal dari TEFA mekanisasi (perbengkelan mobil, sepeda motor, cuci 

ac dan digital printing) dan TEFA wirausaha berasal dart kunjungan edukatif 

Dasar pemungutan pendapatan tersebuat berdasarkan Keputusan Direktur 

Politeknik KP Sidoarjo Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis 

dan Besaran Tarif Layanan Penujang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo; 

dan 

ppp regal senila Rp3,100,000,00 merupakan pendapatan dari perbaikan 

dan cetak ulang sertifikat pelatihan. 

e. Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Unum Milk Pemerintah senilai 

Rp38.310.000,00 dart estimasi pendapatan senilai Rp0,00 merupakan 

pendapatan yang berasala dari karcis masuk pulau cemara pada Satker BLU 

BPPP Tegal; 

f. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha senilai 

Rp1472.093.971,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 merupakan 

kerjasama penyelenggaraan pelatihan dengan D[PT dan PSDKP, IFISH, 
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(2.017.550 

2.017 sso 

48.502.525 

36.509.306 

27.228.000 

133.639.524 

(554.746.894) 

4.124.036.419 

1.836.522.593 

9.645.317.484 

Nit.al (Rp) 

27.851.113.978 

(13.077.295.728) 

(70.027.154.303) 

(100.098.381.510) 

Uraian Nilai 

Nana Aken LRA 973.536.842.807 

Nana Aken Lo 1.043.563.997.110 

Sell.ih (70.027.154.303) 

Pendapatan has.a Pelabuhan Periknan 

Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasaran.a sesaii dengan Fusi 

Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Mula 

Pendapatan Sewa Diterima di Muka 

iutang Lainnya 

Piutang Penerimaan Negara Bulan Pajak 

Pendapatan Yang Masih Marus Diterima 

Lain-lain 

as Lainnya di Bendahara Penerimaan 

Kas di Bendahara Penerimaan 

Urala 

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Pendapatan Negara Bukan 

Pajak Lainnya merupakan /berasal dari 

Tae1 D.7 

Rincia Perbedaa Saldo Pend pats PNBP L innya 

per Dember 2023 pada LERA dan LO 

kompensasi tetap aquarium indonesia pangandaran pada Satker BLU BPPP 

Tegal; 

g Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU senilai Rp108.210.360,00 dari 

estimasi pendapatan senilai Rp28.541.000,00; dst. 

Terdapat perbedaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai 

berikut: 

TabelD.6 

Perbedaan Saldo Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2023 

pada LRA dan LO 

Settlement iutang 

Pencatat endapatan Non Operas.ion.al Laina 

Pencatatan Pendapatan pad.a Sater BLU 

KorekiLain +Lain 

1 

2 

3 

4 

$. 
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D.2 Beban 

Beban Operasional adalah penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa 

dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa 

pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban operasional 

merupakan beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional entitas. 

Rincian saldo pos akun Beban untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebagai berikut. 

Tabet D.8 

Rincian Beban 

Per 31 Desember 2023 dar 31 Desember 2022 h e 

31 Des 2022 
Kenaikan 

Nara Aun 31 Des 2023 
(Penurunan 

% 

BebanP wad 1.800.393.474.514 1.844.541.257.158 (44.147782.644) (2,39 

Beban Persediaan 179.045.299.672 125.425.180.014 53.620.119.658 42,75 

Beban Barang dan Jasa 1.931.232.862.440 1.528.584.193.162 402.648.669.278 26,34 

Beban Pemeliharaan 359.522.125.975 262.483.456.357 97.038.669.618 36,97 

Beban Perjalanan Dinas 875.495.745.766 627.419.371.095 248.076.374.671 39,54 

Beban Barang Untuk Diserahkan 
615.716.271.822 526.602.257.382 89.114.014.440 16,92 Ke da Masyarakat 

Beban Bantuan Sosial 0 0 0 0,00 

Beban Penyusutan dan 
791.677.052.361 810.576.317.332 (18.899.264.971) (2.33) 

Amortisasl 

"sanPeryiihan Protas Tak 9.786.927.758 8.236.441.867 1.550.485.891 18,82 Terta ih 

Total 6.562.869.760.308 5.733.868,474.367 829.001.285.941 14,46 

D.2.1. Beban Pegawai 

.# 
1800.393.474.$14,00 Beban Pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 

adalah sebesar Rp1.800.393.474.514,00, Nilai tersebut mengalami penurunan 

sebesar Rp44.147.782.644 atau 2,39% dibandingkan periode yang berakhir 31 

Desember 2022 sebesar Rp1.844.541.257.158,00. Rincian saldo dari akun Beban 

Pegawai adalah sebagai berikut 

Tabet D.9 

Rincan Saldo Beban 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenalkan 
Nana Alu 31Des 2023 31bes 2022 % 

(Penurnan) 

eban Gaji Pokok PNS 585.742.616.950 609.760.727.577 (24.018.110.627) (3,94] 

ebam Pembulatan Gaj PNS 8.693.258 9.149.868 (456.610) (4,99) 

Beban Tunj. Suami /Istri P NS 44.189,301.959 45.767.026.705 (1577.724.746) (3,45) 

Beban Tunj. Amake PNS 13.681.478.309 14.055.865.552 (374.387.243) (2.66) 

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan TA 2023 Aud1red. 

• 



Kenadkan 
Nama Akn 31 bes 202 31 0es 2022 % 

(Penrunan) 

Bebean Tnj. Struktural PNS 7.396.834.640 8.487.324.596 (1.090.489.956) (12,85) 

Beban Tun]. Fungsiona PNS 69.708.796.386 78.849,415.390 (9.140.619.004) (11,59) 

Beban Tnj. PPh PNS 2281.034.615 2.973.593.864 (692559.249) (23,29 

Beban Tunj. Beras PNS 35.248.932.668 36.809.340.040 (1560.407.372) (4,24) 

Beban bang Malan PNS 81.510.562.972 93.129.304.934 (11618741.962 (1248) 

Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS 96.025.000 98.77$.000 (2750.000) (2.78) 

Bebean Tujangan Khusus Papua PNS 2151210.000 2.205.100.000 (53.890.000) (244) 

Be ban Tunjangan Umum NS 10.008.833.717 10.801 249.100 (792415.383) (7,34) 

Beban Tunjaga Profesi Guru 3.185.831.700 5.940.109.395 (2.754.277.695) (46,37) 

Beban Tunjangan Profesi Dosen 9.994.067.450 10.004.142.610 (10.075.160) (0,10) 

Beban Tunjmgan Pegawai Non PNS 245.003.100 268.376.550 (23.373.450) (8,71 

eban Gaji Polak PPPK 26.086.545.952 16.164.104.926 9.922441.026 61,39 

Bebe Pembula tan Ga4 9pp 630.068 358.172 271.896 75,91 

Beban Twjagan Suami/ls PPP 1.701.097.341 1.041.550.350 659.546.991 63,32 

Bebeau Tujangan Anak PPP 468.098.998 290.034.878 178.064.120 61,39 

Beban Tnjangan Fungsional pp 4.246,630.000 2.844.080.000 1.402550.000 49.31 

Beban Tunjangan Bera pppK 1.692020.880 1008.448.500 683.572.380 67,78 

Beban Tunjangan Lauk Pauk PP PK 3.182.000 0 3.182.000 100,00 

Beban tang Maka ppp $.311.364.100 3.400.811.500 1.910546.600 56,18 

Beban Tujangan Kompensasi Kerj Pp 40.937.306 0 40.937.306 100,00 
Beban Tanganbaerah fer pencil/'Sagat Terpencil 

2.250.000 1.375.000 875.000 63,64 PPP 

Beban Tunjangan Ghusus Papua PPP'K 32.325.000 4.675.000 27.650.000 591,44 

Beban Tunjngan Umum PPPK 1.620.000 0 1.620.000 100,00 

Beban Ulang Lembur 17930.535.250 14.505.389.000 3.425.146.250 23.61 

Beba Ulag Lembur PPP 644.114.100 48.809.000 595.305 100 1.219.66 

Beba Pegarwal (Tujangan Khu.ss/ Kegiatan) 815.974.345.269 831.845.676.641 (15.871.331.372 (1,91) 
Beban Pegawal TujagankKhusus/Kegiata /Kinerja 

37105.044.630 22780.823.935 14.324.220.695 62.88 PPPK 

Beban Gaji dan Tunjangan 23.703.510.896 31.445.613.075 (7.742102.179) (24,62) 

Belanja Tunj. Suami /lstri TN/POLRI 0 0 0 0,00 

Total 1.800.393,474.514 1.844.541.257.158 (44.147,782.644 (2,39) 

Berikut ini rincian saldo akun Beban Pegawai untuk masing-masing Unit 

Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahun 

Anggaran 2023. 

Tabet D.10 

Rincian Saldo Beban Pegawai Berdasarkan Unit Eselon l 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Nama Eselon f 31 es 2023 31 Des 2022 
Kenaikan 

(Penurunan) 
% 

Setjen 98.897.,052.221 107.795.688.525 (8.898.636.304 (8.26) 
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Kenaikan 
Nama Eselon L 31 Des 2023 31 Des 2022 

(Penununan 
% 

' en 33.714.777 788 33.873.373.622 (158.595.834 (0,47) 

Di tien PT 188.334.306.934 181.795.647.515 6.538.659.419 3,60 

Di ten PB 165.366.756.996 180.473.711.555 (15.106.954.559 (8,37 

Ditjen PSDKP 169.397.972.815 161.184.872.045 8.213.100.770 5,10 

Dien PDsPxP 54.814.675.243 54.338.555.295 476.119.948 0,88 

Oitjen PKRL 98.524.358.181 95.248.030.467 3.276.327.714 344 

8PPSDAMKP 733.365.596.878 777.263.529.211 (43.897,932.333 (5,65) 

8PPM4KP 257,977.977.458 252.567.848,923 5.410.128.535 2,14 

Total 1.800.393.474.514 1.844.541.257.158 (44.147.782.644 (2,391 

Adapun penurunan dan peningkatan Beban Pegawai per akun yang cukup 

signiftkan disebabkan ha-hal berikut ini. 

1. Penurunan beban gaji pokokx PNS beserta tunjangan-tunjangan yang melekat, 

dikarenakan banyaknya pegawai yang mutasi ke Instansi lain terutama pegawal 

dengan jabatan peneliti, perekaya, litkayasa pada Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang mutasi ke 

Badan Riset dan [novasi Nasional. 

2. Penurunan beban uang makan PNS dikarenakan pada tahun 2023 egiatan di 

luar kantor sudah berjalan normal yang membuat pegawai setiap hart berada di 

kantor sehingga uang makan tidak dibayarkan 

3. Adanya kenaikan realisasi beban pegawat untuk pegawat pppK dikarenakan 

terdapat pembayaran gaji, tunjangan, dan uang lembur untuk Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Terdapat 655 orang Pegawal 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja formasi Tahun 2023 berdasarkan Surat 

Pengumuman Nomor 678/$1/KP,320/X/2023 tentang Pengadaan Pegawat 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PppK di lingkungan Kementerian 

Kelautan Dan Perikanan formasi tahun 2023. 

4. Penurunan belanja pegawai dari periode unaudited adalah karena koreksi 

tunjangan kepada pegawat yang melakukan tugas belajar yang perhitungannya 

tidak sesuai dengan ketentuan sen~lat Rp977 683,469,00 pada semua Unit Eselon 

I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Tedapat perbedaan Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

dengan Beban Pegawait pada Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai 

berikut 

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan TA 202] Aud/tN- 
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pa 

Uralan Nia 

Nara Akun (LRA) 1.777.377.905.274 

Nara Akun(LO) 1.800.393.474.514 

Sells.ih (23.015.569.240) 

TabelD.11 

Perbedaan Saldo Belanja Pegawai (LRA)] dengan Beban Pegawai (LO) 

da 31 Desember 2023 

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual tersebut 

merupakan/berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan milik Badan Layanan Umum 

(BLU) sebesar Rp23.015.569.240,00. 

Tabet D.12 

Rincian Perbedaan Saldo Belanja Pegawai (LRA) dengan Beban Pegawal (L.0 

da3D b 2023 pa 1 esemt er 

Uraian Nial (R) 

L. Pencatata Belanja Pegawal pada Satker BLU (23.703.510.896) 

2 Pencatatan Akrual Pada ieraca 

uag mu.la belania ' ent 3.618.000 

Piutang Lainn 723.382.381 

Piutan an Paniane lainn 7150.590 

Belania wa m masih harus dib f (45.311.679 

Belania baran n masih harus dibavar (897.636 

lurlah (23.015.569.240) 

D.2.2. Beban Persediaan 

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 

Nara Aun 31 Des 2023 31 Des 2022 
Kenaikan 

f Penurunan ) 
% 

Beban Persediaan konsusi 108.464.804.019 84.677,384.819 23.787.419.200 28,09 
Beban Persediaan amuni 55.283.134 53.167.830 2115.304 3,98 
Beban Persediaan bahan baku 61,909,679,960 33.852.192.414 28.057.487.546 82,88 

bes.do 

a1.0us.2.6n2.e adalah sebesar Rp179,045,299,672,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp53.620.119.658,00 atau 42,75% dibandingkan periode 31 Desember 2022 sebesar 

Rp125.425.180.014,00 

Rincian saldo akun Beban Persediaan disajikan lebih detail ke dalam akun- 

akun lebih rinei yang disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel D.13 

Riucian Saldo Beban Persediaan 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan TA 2023 Aud1red al 
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31Des 2022 
Kenaikan 

Nama Akun 31 Des 2023 
(Penuruan 

% 

Beban Persediaan untuk tujuan 
359.900 1.247.000 (887.100) (71,14) 

stra is . 
Beban Persediaan Lainn 8.615.172.659 6.841,187.951 1.773.984.708 25,93 

Total 179.045.299.672 125.425.180.014 53.620.119.658 42,75 

Berikut ini rincian saldo akun Beban Persediaan untuk masing-masing Unit 

Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 'Tahun 

Anggaran 2023 

Tabet D.14 

Rinctan Saldo Beban Berdasarkan Unit Eselon I 

Per 31 beset ber 2023 dar 31 Dest be 2022 m f ember 

31Desember 3besember 
mall /(«urun.a $% Unit £slonl 

2023 20.22 

$£TEN 6.572.627.332 7.686.513.184 (1.113.885.852) (14,49) 

TIEN 188.867.667 164.016.857 24.850.810 15,15 

0T 41703.876.247 11.039.834.724 30.664.041.523 27776 

0B 82.586.510.180 64.359,027,997 18.227482.183 28,32 

0PS0KP 7.605.458.811 5.972.820.291 1.632.638.520 27,33 

0ID5PKP 693,062.841 991.722.006 (298.659.165) (30,12) 

DIPKRL 1.049,371.886 1.202.340.525 (152.968.639) (12,72) 

8PP$0MKP 18.638.491.150 16.862.932.687 1.775.558.463 10,53 

89pKP 20.007.033.558 17.145,971.743 2.861.061.815 16,69 

179,045.299.67 125.425.180.01 
53.620.119.658 42,75 TOTAL 2 • 

Terdapat kenaikan saldo yang cukup signifikan pada Ditjen Perikanan 

Tangkap yaitu sebesar 277,76% atau sebesar Rp30.664.041.523,00. Kenakan 

tersebut disebabkan oleh adanya pembelian Mesin Kapal Penangkap lkan Yam%h 

Daya 15PK PT KBA. 

Kenaikan pendapatan yang cukup signifikan juga terdapat pada Ditjen 

Perikaanan Budi Daya sebesar 28,32% atau sebesar Rp18.227,482.183,00 yang 

disebabkan oleh telah ditetapkannya 3 Satuan kerja pada D[PB menjadi Satuan Kerja 

BLU, melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK 163 

Tahun 2023 tentang Penetapan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, 

Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, dan Balai Layanan Usaha Produkst 

Perikanan Budidaya Karawang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai 

l...8poran Keuangan Kemen/r!nil/1 Kelol.lCW dan Peribnan Tilhuflilrl TA :102.J Audited - 
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er emoer 

Uraian NilaL (R 

Beban Persediaan (L0 179.045.299.672 

Belania Barane dan lasa Persediaan LRA 151.734.016.360 

Saldo Persediaan awal tahun • 34.056.639.900 

Saldo Persediaan akhir tahun . 36.647.343.905 

koreksi suaan • 0 

umla h 149 143.312.355 

Selisih 29.901.987.317 

instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan 

Umum pada tanggal 10 Mei 2023 

Perbedaan antara Beban Persediaan (LO) dengan Belanja Barang Persediaan 

(LRA] ditambah Persediaan awal tahun dikurangi Persediaan akhir tahun, disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabet D.15 

Perbedaan Beban Persediaan (LO) dengan Belanja Persediaan (LRA] 

P 31Des b 2023 

Perbedaan tersebut antara lain disebabkan adanya jurnal balik atas belanja 

barang yang dibayar dimuka tahun 2022, kelebihan pembayaran atas belanja 

persediaan yang pengembaliannya dilakukan pada tahun 2023, adanya reklasifikasi 

beban yang disebabkan oleh kesalahan pemilihan kode barang pada saat input 

transaksi pada modul komitmen ketika implementasi awal aplikasi SAKTI, persediaan 

yang masih harus dibayar pada TA 2023 (utang kepada pihak ketiga) dan reklasifikasi 

antar beban LO, dengan rincian disajikan pada 

Tabet D.16 

Rincian Perbedaan Beban Persediaan (LO)] dengan Belanja Persediaan (LRA] 

Per 31 Desember 2023 

Urala Nilai (Rp) 

1. Transalksi Persediaan Non Ang8ran (1.009.143.634 

2 fr%sakesi Menggun.alean Aken $212 117.298.350 

3 Transalsi Meng nakan Akun S23 1.098.572.703 

•- Trans.akei Menggunaka Aun 525 880.814.269 

5. Transalsi Mengeunak.an Alun S26 34.377.536.151 

•- Tans.alsi Merg&naka Aun S3 3663 000 

7 Transalsi yang dibukulan sbg Beban emelihara.an (3.469.214.552) 

•- Trans.aksl yang dibull sbg Beban 5$26 (1.712.031.093) 

' 
lain.lain (385.507.877) 

Jumlah 29.901.987.317 

l.8poran KefJiln{Pn Kernen� Kelilutan diln Perlk.Jn;m T,11hun;,n TA 2023 Audifl'!d-. 
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D.2.3. Beban Barang dan Jasa 

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2023 adalah sebesar Rp1.931.232.862.440,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan 

sebesar Rp402.648.669,278 atau 26,34% dibandingkan dengan periode yang 

berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.528.584.193.162,00. 

Kemudian, rincian saldo akun Beban Barang dan Jasa disajikan lebih detail ke 

dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini 

Tabet D.17 

Rincian Saldo Beban Barang dan [asa 

P 31Desember 2023 da 31 De amber 2022 er " ese 

Kenaikan 
Nama Akun 31 Des 2023 31 Des 2022 % 

(Penurunan) 

Beban K rluan Perkantoran 352.810.246.493 325.270.602.833 27.539.643.660 8,47 

Beban Pengadaan Bahan 
30.594.864.259 42.455.208.316 (11.860.344.057) (27,94) Makanan 

Beban Penambah Daya Tahan 
10.296.124.821 9.926.827.176 369.297.645 3.72 Tubuh 

Beban Pengiriman Surat Dinas 
1.531.987.914 1.538.105.703 (6.117 789) (0,40) Pos Pusat 

Beban Honor Operasional Satuan 
40,073.983.394 41.227.683.550 (1.153.700.156) (2.80) • 

Beban Barang Operasional 
50.311.274.252 32.479.025.466 17.832.248.786 54,90 Lainn 

Bean Barang Operasional 
12.763.196 0 12.763.196 100,00 kenada BLUdalam Satu 

Beban Barang Operasional - 
752.743.861 9.785.373.533 (9.032.629.672) (92.31) Penan nan Pandemi C0ID- 

Beban Bahan 575.427.429.520 375.880.339.854 199.547.089.666 53,09 

Beban Honor Out tK atan 88.558.519.620 92.825.969.565 (4.267.449.945 (4,60) 

Beban Barang Non Operasional 
127.576338.268 106.332.313.073 21.244.025.195 19,98 Lainnva 

Beban Barang Pemberian 
18.750.000 0 18.750.000 100,00 Pengha an dalam bentuk uan 

Beban Barang Non Operasional - 
293.857.822 4.411.227.355 (4.117.369.533) (93,34) Penan nan Pandemi 

Beban Peralatan dan Mesin- 
3.320.660.069 180.142.313 3140.517.756 1.743,35 Ekstrakomprabel 

Beban Gedung dan Bangunan 
1.575.250.178 0 1.575.250.178 100,00 Ekstrakomotabel 

Beban Aset Tetap Lainnya 
196.414.000 0 196.414.000 100,00 Ekstrakom bel 

Beban Langganan Listrik 112.355.385.481 97.810.637.919 14.544.747.562 14,87 
Beban La nan Tele 6.089,014.364 6.926.495.832 (837.481.468 (12,09 

Beban Langganan Air 6.425.855.284 5.715.288.507 710.566.777 12,43 
Beban Lang8anan Daya dan Jasa 

37.854.213.531 33.768.024.045 4.086.189.486 12,10 ainn 

Beban Jasa Pos dan Giro 3.103.000 9.296.600 (6.193.600 (66,62) 

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan TA 10Z3 Aud1tl!d ----- 
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Kenai.kan 
Nama Aun 31 Des 2023 31 Des 2022 

(penurunan) 
% 

Beban lasa Konsultan 37.299.143.975 23.258.604.926 14.040.539.049 60,37 

Beban Sewa 115.869.399.727 99,745.430.359 16.123.969.368 16,17 

Beban lasa Profesi 34.249.395.601 29.521.192.130 4.728.203.471 16.02 
Beban Jasa Kepada BLI! yang 

0 1.022.182.000 (1.022.182.000) (100,00 berada dalam Kementerian 

Beban Jasa Lainn 284.225.714.239 170.060.794.415 114.164.919.824 67,13 
Beban Jes Penanga nan 

451.816.013 5.200.899.516 (4.749.083.503) (91,31) Pandemi (0VIp.19 

Beban Bara 6.226.952.650 2.749.119.488 3.477.833.162 126,51 
Beban las 4.182.653.529 3.622.278.083 560.375.446 15,47 
Beban Penyediaan Barang dan 

2.084.769.646 1.815.669.349 269.100.297 14,82 hasa BLU Lain 

Beban Barang BLU- Penanganan 
2.688.800 279.406.450 (276.717.650) (99,04) Paademi C0VID-19 

Beban Aset Ekstrakomtabel 
525.440.760 4.702.057.806 (4.176.617.046) (88,83 Peralatan dan Mesin 

Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, 
0 28.297.000 (28.297.000) (100,00) lri psi dan lari in 

Beban Aset Ekstrakomtabel Aset 
36.108.173 32.850.000 3.258.173 9,92 Tetar Lainn 

Beban Aset Ekstrakomtabel 
0 2.850.000 (2.850.000) (100,00) Peralatan dan Mesin- BLLJ 

Total 1.931.232.862.440 1.528.584.193.162 402.6481.669,278 26,34 

Rincian saldo akun Beban Barang dan Jasa untuk masing-masing Unit Eselon 

I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahun Anggaran 

2023 disajikan sebagai berikut. 

Tabel D,1 

Rineian Beban Barang dan Jasa Berdasarka Unit felon 

p, 31bes » 2023 31 ib 2022 er ember an eset er 

Kena±kan Nara Eselo f 31 Des 2023 31 Des 2022 
(enurwan 

% 

Setjen 203.240.622.295 181.219.862.974 22.020.759.321 12.15 
ten 6.454.106.790 6.952.600.282 0498.493.492 (7,17 

�•nPT 274.356.607 758 217.384.961.933 56.971.645.825 26.21 
PB 210.339.309,069 122.184.587.899 88.154.721.170 72,15 

Ditien PSDKP 515.848.577.913 343.131.294.205 172.717.283.708 50,34 
Ditien PDSPKP 110.428.249.056 87.774.133.167 22.654.115.889 25,81 
Di n PKRL 92.151.728.840 74.879.222.975 17.272.505.865 23.07 
BPPSDMKP 406.347.291.214 392.494.323.480 13.852.967.734 3,53 
BPPMHKP 112.066.369.505 102.563.206.247 9,503.163.258 9.27 

Total 1.931.232.862.440 1.528.584.193.162 402.648.669.278 26,34 



Berikut ini pengungkapan terkait kenaikan saldo yang terdapat pada Beban 

Beban Barang dan Jasa paling signifikan. 

1. DJPB 

Kenaikan signifikan pada Beban Barang dan Jasa pada p[PB terdapat 

pada akunakun berikut: 

a. Beban keperluan kantor senilai Rp5.403.246.474,00 yang meningkat karena 

BLUPPB Karawang belanja keperluan kantor ada bertambah ada BUBK 

Kebumen dan pada Setditjen Perikanan Budi Daya dikarenakan sudah 

dicabutnya status pandemi menjadi endemi sehingga kegiatan di kantor 

meningkat 

b. Beban Langganan Listrik meningkat senilai Rp5,968.205.350,00 karena 

pada Satker BLUPPB Karawang belanja listrik ada pada 2 lokast: Karawang 

dan BUBK Kebumen yang sebelumnya hanya Karawang. 

2. DIPSDKP 

Kenaikan signifikan terdapat pada beban bahan yang termasuk di 

dalamnya adalah pembelian bahan bakar karena adanya penambahan kapal 

pengawas yakni OREA S dan ORCA 6 yang merupakan hibah dari Pemerintah 

Jepang. 

Terdapat penambahan dan pengurangan nilai Beban Barang dan Jasa 

sebesar Rp8.579.067,00 yang berasal dari hasil pengamatan cek fisik BPK 

menjadi koreksi internal KKP dan temuan BPK RI dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pangkalan PspKp Benoa melakukan koreksi kurang atas belanja sewa 

sebesar Rp8.333.333,00 merupakan koreksi pencatatan kesalahan Laporan 

Keuangan Ditjen PSDKP Tahun 2023 Audited Catatan atas Laporan Keuangan 

243 perhitungan sewa rumah dinas kepala sub bagian umum kontrak 

terhitung mulai tangga 21 September 2022 s.d.21 September 2023. 

b. Stasiun PSDKP Tarakan melakukan koreksi belanja bahan sebesar 

Rp19.360.000,00 merupakan biaya kegiatan penyidikan tahun 2023 Belanja 

Bahan (konsumsi rapat) hasil reviu ltjen Nomor R.43/1T\.2/HP.380/11/2024. 

e. Sekretariat Ditjen PSpP melakukan koreksi kurang atas belanja sewa 

sebesar Rp2447.600,00 merupakan koreksi pengurangan nilai dikarenakan 

bukti dukung kwitansi ground handling tidak disertakan 



Ural.an Nila (Rp) 

A. Beban Barang dan Jasa (LO) 1931.232.862.440 

8. Belanja 8arang las.a (LRA) 1.849.366.564.432 

Realisasi Belonja Barong Operosial (52110 486.399.038.491 

Realisasi Belanja Borang Non Operosional (52120) 808.985.446.170 

elisogi Belanja las0 (52210) $41.485.015.146 

Realisasi Belonjo Borang js@8tU (525D0 12.497.064.625 

A.$ 81.866.298.008 

Perbedaan antara Beban Barang dan Jasa (LO) dengan Belanja Barang 

Jasa (LRA) disajikan pada tabel berikut 

TabeD.19 

Perbedaan Beban Barang dan Jasa (LO) dengan 

Betanja Barang Jasa (LRA) 

Perbedaan tersebut antara lain disebabkan adanya Beban Aset 

Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin, Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap 

Lainnya, Pencatatan Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan, 

Pemeliharaan, Perjalanan Dinas dan lain-lain, Pencatatan Akrual Pada Neraca, 

Reklasifikasi Beban menambah nilai Aset, Pencatatan Belanja yang bersumber 

pada Hibah (LPE), dan Reklasifikasi Beban Operasional dengan rincian disajikan 

pada tabel berikut 

Tabet D.20 

Rinclan Perbedaan Beban Barang dan [asa (LO) dengan 
Betanja Barang Jaa (LRA) 

ode Aken Nana Akun Nia ells#h 

111 8a0a Ko0suns 1.350.288.097 

11711 Arni 999.216.866 

117113 Bahan untuk Pemehihara.an (3$.980.268 

117114 Suku Cadams 1.082.056.268 

117131 8ahan Baku 1.154.439.685 

117199 Persediaan Lain 1.521.767.697 

521111 set e luan perkatoran 028.729.851 

521113 Betanja Penambah D a laha Tubuh 13.430.000 

521114 • iriman Surat Dins os Pusat (347.370 

521115 o or o rasional Satuan Ker 8.322.000 

521119 co so 0 rasional Lain 4.386.909 

$21131 Bela Bar a$/0.al anan Pademi C.OVID-19 34.257.286 

521211 Betanja 8ahan 12.392.203.424 

521213 Belania Honor Out t ata 14.100.000 

Laporan euangan ementerian elautan dan Perlk.Miln Tahuflilfl TA Z023 Audi� - 
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ode AMn l Nana Akun Nilai Selis.ih 

521219 Bar No 00.75.770 

8elaja arang Non Operasional - Pen.ngana Pander Op 
521241 19 7.592.000 

521252 eralatan dan Mesin - Ekstraloen 0139.667.051 

521253 dan - Ekstralomotabet (1.574.304.950 

521254 Bela Aset T Ekstralomn 196.414.000 

521262 Bela Seliih Kurs Terealirs.as 7.623.000.000 

521811 
. 

Persgedi.a.a 0surnsi 023.342115.732 

521812 Pergedian Annis.i (1.054.500.000 

521813 Bar Persediaan Pita Culi, Meterai dan 16.714.000 

521821 Bel Bar Persediaan bah.an balk 13.741.101.678 

521822 Belt Pergedia.an dalarn 0$es 002.008.513 

521832 Pergediaa 6.571.701.437 

$21841 Ba eesediaa- Padermi (ow10-19 (5.875.000 

522111 Listrike 389.127.920 

522112 Tele 77.091.445 

522113 Ar 293.644.731 

522119 Beland dan 4rs.a (26.490.037 

$22131 las.a osultan 1.172.665.184 

$22141 Bel Sew (580.911.159 

522151 lars.a rotes.i 56.112.500 

522191 Bel la$.a 92.667.983.137 

525114 Pere#ihara.a (164.464.800 

525121 Bela Bar eesedi osum.si- BLU (49.588.919 

Belarja 8arang Persediaan Bah.an Bal untuk Proses Produlei- 

(641.087.500l 525126 BLU 

595112 Aet Ekstralomtabel Peralata dan Mesin 525.440.760 

595115 Aset Ekstrakomtbel A6et Lain 36.108.173 

(52.034.123.323 

Transalsi 8MN 

I Penambahan Saldo Awal 157.377.500 

MO2 embelian 201.679.602.752 

Mo3 Transfer Mask 1.031.235.550 

Mo6 Peroleh.an 8.729.877.941 

M10 Reldasiflei Msul 10.124.858.247 

ML1 Reldasiflei Dani Aset 1.233.182.100 

Mis Pergedin Dal Pros46ul 1.887.998 .493 

M95 Korelesi Transfer eluar Online 1.620.000 

M98 Korelsi Nilai Tam.bah 72.975.801.070 

M99 Koreksi Kuan tit.as amnbah 22.957.008.075 

Jumnlah Pamnbah.an 320.778.561.728 

' 



ode Alen Nara Akun Nial Selisih 

Ko1 Habis akai (194.593.017.438) 

Ko2 ransfer Keluar 01.032.855.550) 

KO4 Us.a 192.586.565 

KOS Rusak (144.489.101 

KO6 Kelua 10.238.443.885 

K10 Reklasifkasi Keluar 9.524.959.327 

KI1 Reklasifkasi ke Aset 2130.805.295 

K98 Koreksi Nilai Kura 22.777.607.125 

K99 oreksi Kuan tit.as Kura 73.386.413.660l 

Jumlah Pe Ur an (314.021.177.946 

999 Saldo Awal 55.604.609.857 

Mutasi Penambahan dan Pergura n 6.757.383.782 

Saldo Awal dikura Mutasi Tambah dan Kurand 62.361.993.639 

' 
Selisih at0&LRA dikurani denen Mutasi BAN 10.327.870.316 

PO1 asit 0 are Fis.ik (3.084.623.509 

Sellsih Sis 7243.246.807 

D.24. Beban Pemeliharaan 

be4e.0%4 

4$9.$227 12$.975,00 

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 

sebesar Rp359.522.125.975,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp97.659.541.392,00 atau 36,97% dibandingkan periode yang berakhir 31 

Desember 2022 sebesar Rp262.483.456.357,00 

Adanya kenaikan beban pemeliharaan merupakan salah satu dampak dari 

telah dicabutnya status dari pandemi Covid-19 serta adanya penambahan saldo 

asuransi gedung dan bangunan milik Sekretariat Jenderal. Rincian saldo akun Beban 

Pemeiharaan disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan 

pada tabel berikut ini 

Laporan Keuangan Kementerian elautan dan Perikanan Tahuna TA 20ZJ Audttat. 
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Tabet D.21 

Rincian Saldo Beban Pemeliharaan 

Per 31 Desember 2023 dan 31 De#ember 2022 

Kenalkan 
Nara Akun 31Des 2023 31 Des 2022 

(Penurunan ) 
4% 

Beban Pemeliharaan Gedung dan 
147.943.593.858 82.556.443.284 65.387 150.574 79,20 

Ba nan 

Beban Asuransi Gedung dan 
1.699.195.295 964.987.219 734.208.076 76,08 

Ban tan 

Beban Pemeliharaan Gedung dan 
4.194.164.916 3.852.816634 341.348.282 8,86 

Ba nan Lainn 

Behn Peneliharaan Peralatan dan 
160.569.907.955 129.078.330.948 31.491.577.007 24,40 Mesin 

Beban Pemeliharan Peralatan dan 
3.954.637.698 3.314.332.723 640.304.975 19,32 Mesin Lai 

Beban Pemeliharaan Jalan dan 
4.781.363.932 1.906.967.365 2.874.396.567 150,73 embatan 

Beban Pemeliharaan lri si 2040.196.462 1.772.181.101 268.015.361 15,12 

Beban Pemeiharaan larf n 9.655.977.523 9,724.452921 (68,475.398 (0,70) 

Beban Pemeliharaan Lai 1.496.243.350 2673.768.837 (1.177.525.487 (44,04) 

eban Pemeliharaan 164.464.800 88.339.400 76.125.400 86,17 
Beban Persediaan Bahuan untuk 

3.375.925.817 2.032466.562 1.343.459.255 66.10 Pemeliharaa 

Beban Persediaan Suk Cada 19.330.338.915 23810.605.923 (4.480.267.008 (18.82 

Beban Aset Ekstrakomtabel 
316.115.454 707.763.440 (391.647,986) (55,34) Geduns dan Bar nan 

Total 359.522125.975 262.483.456.357 97,038.669.618 36,97 

Rincian saldo akun Beban Pemeliharaan untuk masing-masing Unit Eselon I 

di Lingup ementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahun Anggaran 

2023 disajikan sebagai berikut. 

Tabet D.22 

Rincian Beban Pemeliharaa Berdasarkan Unit Eselon 

Per 31 Dember 2023 dan 31 Desember 2022 

Nara Eselon f 31 Des 2023 
Kenaikan 

31bes 2022 
(Penuruan 

% 

ta 52.799.019.232 44.781.638.529 8.017.380.703 17.90 

' 944.169.983 906.627.280 37.542.703 4,I4 

Dir pr 48.201.920.544 43.655.036.055 4.546.884.489 10,42 

Dr P 35.743.047.066 18.035.758.369 17.707.288.697 98,18 

Ditjen PSDKP 73.418.304.947 66.403.244.828 7.015.060.119 10,56 

Dr PDSPKP 9.419.365.666 8.574.034.452 845.331.214 9,86 

Ditjen PKRL 10.117.997.525 6.812.145.995 3.305.851.530 48.53 

BPPSDMKP 98.972.343.624 49.040.544.584 49,931.799.040 101,82 

BPPMHKP 29.905.957.388 24.274.426.265 5.631.531.123 23,20 

Total 359.522125.975 262.483.456.357 97,038.669.618 36,97 

torn euanoon emeneron keutan as neneanan roan m+ 2o2 +oores 
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Beban Pemeliharaan pada Unit Eselon I mengalami kenaikan secara umum 

dikarenakan sudah normalnya kegiatan work from office setelah status pandemi di 

Indonesia telah dicabut melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2003 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Cirus Disease 

2019 (C0VID-19) di Indonesia 

Kenaikan signifikan ada pada Eselon I BPPSDMKP engan mutasi seperti 

berikut: 

Penambahan Saldo Awal 

I. Pada satuan kerja SUPM Bone senilai Rp11.198.300,00 bahan pakan lainnya 

(Shrimp feed) sebanyak 31 unit merupakan temuan BPK tahun 2020 atas produk 

TEFA yang belum diinput kedalam aplikasi persediaan 

2. Poltek KP Dumai sebesar Rp61.066.500,00 merupakan input saldo awal hasil 

hibah dari Pemda Riau pada tahun sehingga dicatat dalam transaksi Saldo Awal 

Transfer Masuk 

I. Satker Poltek KP Jakarta transfer masuk senilai Rp73.889.388,00 barang 

persediaan karena proses likuidasi Satker BAPPL Serang dan STP Jurluhkan. 

2. Satker Sekretariat BPPSDM KP transfer masuk senilai Rp23,479.540,00 dari 

Pusdike KP karena kebijakan I DIPA 

3. Satker Pusriskan transfer masuk dari Pusriskel senila Rp129.673.400,00 arena 

adanya kebijakan 1 DIPA 

Hibah Masuk 

Satker BRPPPU Palembang terdapat hibah Masuk senilai Rp172.450.000,00 

merupakan hibah dari CSR Pertamina sesuai perjanjiah Hibah antar PT. Pertamina 

dengan Balai Riset Perikanan Perairan Umum Nomor:114/PKS/N000E0/2020-$0 

dan Nomor-13364/BPPSDM KP-BRPPUPP/ KS.300/XI/2020 tanggal 07 Desember 

2020. 

Perolehan Lainnya 

1. BRPpuPP Palembang terdapat perolehan lainnya senilai Rp341.000,00 

merupakan benih ikan hasil penelitian Induk ikannya dari CSR Pertamina 

2. Poltek KP Dumai terdapat perolehan lainnya senilai Rp74907.700,00 

merupakan hasil reklasifikasi aset tetap dengan nilai perolehan dibawah 1 juta 

3. Polteke P Sidoarjo terdapat perolehan lainnya senilai Rp83.064.900,00 

merupakan barang konsumsi hasil olahan produk TEFA 
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4. BRPPBAP Maros perolehan lainnya senilai Rp31.700.000,00 input sisa hasil 

penelitian benih ikan baronang sebanyak 1.500 ekor senilai Rp3.000.000,00, 

udang windu sebanyak 800.000 ekor senilai Rp18.400.000,00 

5. Poltek KP Bone perolehan lainnya senilai Rp128.352.000,00 dari hasil 

pembesaran ikan produke TEFA yang diinput untuk dilakukan penjualan menjadi 

PNBP 

6. Polteke KP embrana perolehan lainnya senilai Rp16.776.000,00 

7. Pusat Riset Perikanan perolehan lainnya senilai Rp24.228.900,00. 

8. STP Jakarta perolehan lainnya senilai Rp594.087.200,00 input hasil produk 

TEFA. 

9. SUPM Bone perolehan lainnya senilai Rp5.271.000,00 input hasil berupa produke 

olahan dart bahan baku persediaan yang menhasilkan PNBP seperti Bandeng 

Tampa Dur1 (BATARI) dan Bakso lkan. 

Koreksi Tambah 

Satker BBRSEKP terdapat koreksi tambah senilai Rp66.000,00 untuk koreksi 

harga satuan barang semula Rp6.600,00 menjadi Rp66.000,00. 

Hasil pname Fisik Lebih 

• BPPP Banyuwangi terdapat opname fisik lebih senilai Rp50.102.500,00 barang 

konsumsi, persediaan lainnya, dan barang persediaan strategis untuk berjaga- 

aga 

2. LRSDKP terdapat opname flsik lebih senilai Rp960.000,00 berupa barang 

onsumsi. 

3. BRBIH Depok terdapat opname fisik lebih senilai p118.503.900,00 bahan baku, 

barang konsumsi, persediaann lainnya dan bahan untuk pemehiharaan, 

4. BRPI terdapat opname fisik lebih senilai Rp150.237.316,00 berupa Bahan baku 

dan persediaan lainnya (ikan, udang, plasma nutfah, laboratorium, dan pakan) 

5. Poltek KP Sorong terdapat opname fisik lebih senilaf Rp330.000,00 berupa 

bahan baku 

Terdapat perbedaan antara Beban Pemeliharaan (LO) dengan Belanja 

Pemeliharaan (LRA] yang disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel D.23 

Perbedaan Beban Peneliharaan (L0) dergan 

Belanja Pemeliharaan (LRAJ 

Ura Nial (Rp) 

A. Beban Pemnelihara.an (LO) 359.522.125.975 

8. 8elanja emneliharaan (LRA] 356.827.468.095 

A- 2.694.657.880 

Perbedaan tersebut antara lain disebabkan adanya Piutang atas belanja 

pemehiharaan, reklasifikasi beban ke aset, dan realisasi anggaran pemehiharaan yang 

masuk kategori persediaan dengan rincian sebagai berikut: 

Tabet D.24 

Rincian Perbedaan Beban Pemeliharaan (LO) dengan 

Belanja Pereliharaan (LARA ) n 

ode Aken Nana Aken Nilai Seliih 

595113 Belanja Aget Eltralomtabel Gedu dan Ba unan (316.115.454 

593114 Belan Persediaan sulk cada 1 9.330.338.915 

593113 Belan Persediaan bahan untuk me hihara.an 3.375.925.817 

525114 Bela Pemeliharaan 164.464.800 

523199 Bela Pee.elihare . 
212454449 

523191 Belani 8a Persediaan Pemeliharaan Lain 19.941.000 

523136 Belan Bara Persediaan Pemeliharaan Jari an 193.403.000 

523133 Belanja Pemneliharaan (3.960.000 

523132 Belanj Permeiharaan l $4 (24.935.245 

Belanja 8arang Persediaa Pereliharaa Peralatan % 
523123 Mesin 18.031.820.072 

523121 Belani Permeliharaan Peralatan dan Mesin 1.677.792.150 

Belanja Barang Pergediaan Pemeliharaan Gedung dan 

523112 8angunan 213.568.364 

523111 Belanja Pemeliharaan Gedu dan 8a Un.an (23.859.560 

117199 Persediaan Lain 1.392.958.587 

117131 Bahan Bal (1.154.439.685 

117114 Suk Cada 1.082.056.268 

117113 Bahan untuk Pemeliharaan (35.980.268 

117112 Amunisi 999.216.866 

117111 Bara Kosusi 1.352.968.237 

117131 Bahan Baku 128.809.110 

117112 Amunisi (2.680.140 

Ko1 Habig Palai (3.376.895.332 

K06 Keluar Lain (7.100 

K10 Reklasifikasi Keluar (637.000 

K11 Reklasifilasi ke Aset (5.500.000 
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Kode Akeun Nara Ake Nilai Sellih 

K99 Kreksi Kuantitas Kurang (2.939.000 

Mo2 Pembelian 3.346.453.791 

M10 Reklasifikasi Masuk 617.928 

M11 Reklasifkasi Dari Aset 8.243.800 

Selis#h $ls.a (10.042.192 

D.2.5. Beban Perjalanan Dinas 

berj.el.0%. 

RA87$.49$.74$.766,00 

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2023 adalah sebesar Rp875.495.745.766,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan 

sebesar Rp248.076.374.671,00 atau 39,54% dibandingkan periode yang berakhir 31 

Desember 2022 sebesar Rp627,419,371.095,00. 

Kemudian, rincian saldo akun Beban Perjalanan Dinas disajikan lebih detail 

ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabet D.25 

Rincian Saldo Beban Perjalanan Dinas 

Per 31 Desember 2023 dan JI Desember 2022 

Nara Akun 31 Des 2023 31 Des 2022 
Kenaikan 

«% 
(Penurunan) 

Beban Perjalanan Biasa 550.241.865.529 417.824.363.962 132417.501.567 31,69 
Beban lanan Tetao 189.404.334 0 189.404.334 100,00 
Beban Perjalanan Dinas Dalam 

27.883.426.893 19,929,734.430 7953.692.463 39,91 Kota 

Beban Perjalanan Dinas Paket 
66.321.706.582 34.086.943.044 32.234.763.538 94,57 Meetin Dalam Kota 

Beban Perjalanan Dinas- 
0 1477.000 (1477.000) (100,00) Penanganan Pandemi 0OVID-19 

Beban Perjalanan Dinas Paket 
176477.357.721 130.620.627.265 45.856.730.456 35.11 Meeting Luar Kota 

Beban Perjalanan Biasa-Luar 
41.928.543.355 15.180.516.616 26.748.026.739 176,20 N eri 

Beban Perjalanan Lainnya - Luar 
4.664.061.032 5.834.843.343 (1.170.782.311 (20,07) N eri 

Beban Pe lanan 7,789.380.320 3.940.865.435 3.848.514.885 97,66 

Total 875.495.745.766 627,419.371.095 248.076.374.671 39,54 

Berikut ini Rincian saldo akun Beban Perjalanan Dinas untuk masing-masing 

Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 

Tahu Anggaran 2023. 
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Tabet D.26 

Rincian Beban Perjalanan Dinas Berdasarkan Unit Eselon I Per 

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenatkan 
Nara Eselon f 31 Des 2023 31 Des 2022 

(Penurunan) 
% 

a 91.040.893.847 75.890.733.837 15.150.160.010 19,96 

ioe 31.857.554.043 27722.561.245 4.134.992.798 14,92 

bit PT 183.635.515.571 142.145.358.075 41.490.157.496 29,19 

Dit n PB 131421.393.071 66.046.848.549 65.374.544.522 98,98 

Dit en PSDKP 96.123450.167 71.251.905.395 24.871.544.772 34,91 

Di en PDSPKP 71.875.056.880 69,578.843.243 2.296.213.637 3.30 

Dit +n PKRL 129,331.972.654 93.763.812.212 35.568.160.442 37,93 

BPPSDMKP 79.685.500.339 46.160.762.851 33.524.737.488 72,63 

BPPMHKP 60.524.409.194 34.858.545.688 25.665.863.506 73,63 

Total 875.495.745.766 627419,371.095 248.076.374.671 39,54 

Beban Perjalanan Dinas mengalami kenaikan pada seluruh Unit Eselon l 

seiring dengan keadaan pandemi yang sudah semakin membaik. Tetapi kenaikan 

paling signifikan terjadi pada D[PB yang disebabkan oleh meningkatnya perjalan 

dinas luar negeri dan @i ppMHKP yang disebabkan oleh meningkatnya perjalanan 

dinas paket meeting luar kota atau menghadiri undangan dan perjalanan dinas luar 

negeri. 

Pada Ditjen PSDKP terdapat penambahan nilai Beban Perjalanan Dinas 

sebesar Rp17,730.853,00 yang berasal dari Hasil Reviu Itjen Nomor 

R.43/IT\.2/HP380/II/2024 menjadi koreksi Internal KKP di Satker Stastun PSDKP 

Tarakan biaya kegiatan penyidikan tahun 2023 yang belum dibayarkan 

Pada Ditjen PKRL realisasi belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar 

Rp9.226.929.767,00 engan pengembalian belanja Rp1.301.805,00 sehingga 

realisasi sebesar Rp9.225.627.962,00 atau 83,83% dari total pagu ebesar 

Rp11.007.235.000,00. Belanja perjalanan luar negeri terdiri dari perjalanan biasa 

luar negeri yaitu pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam 

rangka pembinaan /konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka 

pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, dan perjalanan lainnya luar negeri yaitu 

pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan 

kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan 

biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi 

kedutaan besar atau atase di luar negeri. 
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Terdapat perbedaan Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) dengan Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO) 

dengan rincian sebagai berikut 

Tabet D.27 

Perbedaan Saldo Belanja Perjalanan Dinas (LA)] dengan Beban Perjalanan Dinas (LO) 

Uraian Nilal 
Nama Akun [LRA 866.698.165.053 
Namna Ale Lo 875.495.745.766 

Selig/h (8.797.580.713) 

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual tersebut 

merupakan /berasal dgr 

Tabet D.28 

Rinclan Perbedaan Saldo Belanja Perjalanan Dinas (LA] dengan Beban Perjalanan Dinas (L0] 

Uraian Nial (Rp) 

L. Pencatatan Belanja Pegarwal pads Satker Btu .789.380.320) 

2. Pencatatan Akrual ada eraca 

Piutang Lainn 478.476.640 

Belania baran ng masih harus diba r (501.217.641 

Utans ke da Pihak Keti Lainnva (983.823.392 

tang ang Belum Diterima Tagihann 4.592.000 
3. lain-lain 

(6.228.000 

um#ah (8.797.580.713) 

D.2.6. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 

e000f 

hp61$.716.21.822,0 

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp615.716.271.822,00. Nila 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp89.114.014.440 atau 16,92% dibandingkan 

periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar dan Rp526.602.257.382,00. 

Kemudian, rincian saldo akun Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada 

Masyarakat disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada 

tabel berikut ini. 

Tabel D.29 

Rincian Saldo Beban Barang untuk Diserabkan Kepada Masyarakeat 
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Nama Akun 31 Des 2023 31 Des 2022 
Kenaikan 

% 
(Penurunan) 

Beban Gedung Dan Bangunan 
0 40.000.000 (40.000.000) (100,00) UJtuk Diserahkan ke da 



31 Des 2022 
Kenaikan 

% Nama Akun 31 Des 202 
fPemrunan l 

Beban Jalan, rigasi dan Jaringan 
9.567.184.000 18.297.500.000 (8.730.316.000) (47,71) Untuke Digerahkan ke da 

Beban Barang untuk Bantu.an 
0 669.144.546 (669.144.546) (100,00) Lain vau Memlik 

Beban Persediaan tanah bangunan 
100.314.580.664 87.688.362.606 12.626.218.058 14,40 untuk dijual atau 

Beban Persediaan hewan dan 
56171.259.683 56.938.947.034 (767.687.351) (1,35) tanaman untuk dffual atau 

Beban Persediaan Peralatan dan 
270.946.742.124 231.637.486.303 39.309.255.821 16,97 mesin untu.k dijual atau 

Beban persediaan Jalan, rigasi dan 
15.146.806.263 5.826.823.445 9,319.982.818 159,95 larim untuk 

Beban Persediaan Aset Tetap 
49,950.000 0 49.950.000 100,00 Lainn ntuk diserahlan keen.ada 

zzte: 6.347.621.607 6.077.384.714 270.236.893 4,45 

Beban Barang Persediaan Lainnya 
157.172.127.481 119,426.608.734 37.745.518.747 31,61 untuk Difual/Diserahkan 

Total 615.716.271.822 526.602.257.382 89.114.014.440 16,92 

Rincian saldo akun Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 

untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan untuk periode Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut. 

Tabet D.30 

Rinc#an Beban Barang untuk Dlserahkaan Kepada Masyarakcat 

Berdasaran Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenaika 
Nara felon 31 Des 2023 31 Des 2022 % 

(Penurnan) 

Setien 0 25.000.000 (25.000.000 (100,00 

ltien 0 0 0 o.oo 
Ditien PT 80.643.296.112 32.161.321.016 48.481.975.096 150,75 

Ditien PB 379.368.872.466 334.667 125.511 44.701.746.955 13.36 

Diien PSDKP 0 0 0 0.00 
DiHien PDSPKP 101.149.246.059 97.354.980.112 3.794.265.947 3,90 

Oitjen KRL 53.300.973.230 61.590.234.173 (8.289.260.943 (13,46 

8PP$0MKP 1.253.883.955 803.596.570 450.287.385 56.0.3 

89PMHK 0 0 0 0,00 

Total 615.716.271.822 526.602.257.382 89,114.014.440 16,92 

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat mengalami kenaikan 

paling sigmifkan pada D[PT dikarenakan adanya pekerjaan penataan Kampung 

Nelayan Maju (KALA]U) sesuai dengan Kepmen KP Nomor 147 Tahun 2023 tentang 
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Ura±an Nilal (Rp) 

BEBAN BARANG YANG AKAN DISERAHKAN 
KEPADA MASYARAKAT (LO) 615.716.271.822 

BELAN]A BARANG/JASA yang akan diserahkan 
614.231.898.981 kepada masyarakat (LRA) 

PERSEDIAAN barang/jasa untuk diserahkan kepad.a 
• 21.613.709.773 masyaralat 2022 

Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk pengadaan 
barang/asa yang akan diserahkan kepada • 
masyarakat 2023 . 

PERSEDIAAN barang/jasa untuk diserahkan kepada . 31.264.309.510 masyarakat 2023 

Biaya yang Masih Hrs Dibayar untuk pengada.an 
barang/jasa yang akan diserahkan kepada . . 
masyarakat 2022 

Jumlah 604.581.299.244 

koreksi penyesuaian • . 
Selisih 11.134.972.578 

Calon Lokasi Kampung Nelayan Maju tanggal 31 Agustus 2023. Selain hal itu juga 

terdapat pekerjaan di Biak meliputi pembangunan tambatan perahu, pembangunan 

turap beton dan pedestrian pembangunan pagar dan gapura, levelling lahan kawasan, 

pembangunan jalan kawasan, pembangunan landscaping, pekerjaan bangunan IPAL 

dan MCK sesuai dengan SK 10375/D1PT.4/KU.220/PPK/IX/2023 tanggal 2023. 

Perbedaan antara Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat (L0) 

dengan Belanja Barang untuk Diserakan kepada Masyarakat (LRA) ditambah dengan 

Saldo Awal Persediaan dan dikurang dengan Saldo Akhir Persediaan, disajikan pada 

tabel berikut. 

Tab»el D.31 

Pertedaan Behan Barang utukc Diserahkan epada Masyaralat (LO] dan 

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat (LRA] 

Perbedaan tersebut antara lain disebabkan adanya Piutang atas belanja 

barang untuk diserahkan kepada masyarakat, pelunasan utang TA 2022 di TA 2023, 

koreksi nilai, reklasifikasi, dan koreksi lain-lain dengan rincian sebagai berikeut 

Tabe1 D.32 

Rinian Perbedaan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat (L0)d 

Belanja Barang ntuk Diserahkan kepada Masyarakat (LRA ] 

Uraian Nial (Rp) 

• ransalsi Persediaan Non Ang8ar (46.695.241.400) 

2. Blaya dibayar diruk 26.368.232 
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4tie 

Urala Nila (p) 

3 Piutang Lainnya 400.740.653 

,. Reklas antar beban 38.786.712 

5. Bahn Bak 32.411.058.151 

,. Persediaan 1.985.018.000 

7. Persediaan Lainya S11.800000 

8. Lain-lain [On Process] 250.292.074 

Jul.ah (11.134.972.578) 

D.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2023 adalah sebesar Rp791.677.052.361,00. Nilai tersebut mengalami 

penurunan sebesar Rp18,899.264.971 atau 2,33% dibandingkan periode yang 

berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp810.576.317.332,00 

Adanya penurunan pada beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 

2023 dari 31 Desember 2022 adalah karena adanya penambahan jumlah aset yang 

dihapuskan karena kondisinya sudah mengalami rusak berat Penghapusan paling 

besar ada pada Ditjen Perikanan Tangkap senilai Rp3.366.312.049,00, Ditjen 

Perikanan Budi Daya senilai Rp455.526.000,00 dan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan 

Ruang Laut senilai Rp1.267,993,909,00. 

Kemudian, rincian saldo akun Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan 

ebih detail ke dalam akun -akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini 

Tabel D.33 

Rincian Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Nara Aken 31 Des 2023 31 Des 2022 
Kenai kan 

% 
(Penurunan) 

Beban Penyusutan Peralatan dan 
371.864.224.705 381.725.854.549 (9.861.629.844) (2.58) Mesin 

Beban Penyusutan Gedung dan 
136.364.435.164 144.444.269.752 (8.079.834.588) (5.59) Bannan 

Beban Penyusutan Jalan dan 
138.148.861.310 141.883.220.785 (3.734.359.475) (2.63) embatan 

Beban Pe sutan lri si 91.325.288.245 105.831.741.789 (14.506.453.544) (13,71) 
Beban Penyusutan Jaringan 11.373.563.712 10.822.749.520 550.814.192 5,09 
Bean Penyusutan Aset Tetap 

494.414.843 759.766.565 (265.351.722) (34,93 Lainn 

Beban Penyusutan Properti 
9.900.440.526 0 9.900.440.526 100,00 lnvestasi 

Beban Amortisasi Hak Cipta 357 142 357.142 0 0,00 

Beban Amortisasi Paten 720.776.240 750.533.444 (29.757.204) (3,96) 

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan TA 2013 Audited. 
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31 Des 2022 
Kena.kan 

% Nara Aun 31 Des 2023 
(Penurunan) 

Beban Amortisasi Software 15.912443.763 7.541.444.855 8.370.998.908 111,00 

Beban Amortisasi Lisensi 334.301.355 470.548.720 (136.247.365 28,95) 

Beban Amortisasi Aset Take 
870.798.523 621.287.376 249.511.147 40,16 

Berwuiud Lainn 
Beban Penyusutan Kemitraan 

6.267.839.793 6.267.839.793 0 0.00 dense Pihak Ketig 

Beban Penyusutan Penyusutan 
8.099.307.040 9.456.703,042 (1.357.396.002) (14,35) Aset Tet n Tidak 

Total 791.677,052.361 810.576.317.332 18,899.264,971 ,33) 

Rincian saldo akun Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk masing-masing 

Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 

Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut 

Tabet D.34 

Rinclan Beba Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Unit Felon l 

Per 31 Desember 2023 dan 1 Desember 2022 

Kenalkan 
Naa Eselon f 31 Des 2023 31 bes 2022 

(Penurunan] 
% 

en 65.603.304.126 55.726.217.609 9,877.086.517 17,72 

' en 2.067.982.812 1.927.032.528 140.950.284 7,31 

Ditien PT 263.434.360.579 286.721.646.339 (23.287.285.760 (8,12 
Ditien pg 110.688.485.039 110.464.442.382 224.042.657 0,20 

Ditien PSDKP 158.527.770.268 141.069.301.488 17,458.468.780 12.38 
Ditien PDSPKP 15.165.476.302 17.925.385.467 (2.759.909.165 (15,40 

Ditjen PK RL 19.577.237.886 19.248.294.325 328.943.561 1,71 

8PPS0MKP 114.555.144.174 128.319.214.762 13.764.070.588 (10,73 

8PP4KP 42,057.291.175 49,174.782.432 7.117.491.257 (14,47 

Total 791.677.052.361 810.576.317.332 (18.899,264.971 (2,333 

Dari tabel di atas, berikut ini penjelasan kenaikan/penurunan dari saldo 

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk masing-masing Unit Eselon I paling 

signifikan. 

I. Direktorat Jendral Perikanan Tangkap 

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami penurunan senilai 

Rp23.287.285.760,00 ibandingkan saldo TA 2022 tetapi nilai Aset Tetap dan 

Aset Lainnya mengalami kenaikan pada saldo neraca. Beban Penyusutan dan 

Amortisasi mengalami penurunan sebab terdapat beberapa Aset Tetap dan Aset 

Lainnya yang memiliki mnasa manfaat habis sehingga tidak lagi mengalami 

penyusutan tetapi saldo aset-aset tersebut belum keluar dari neraca. Barang 



Milik Negara lingkup DPT dengan transaksi paling signifikan yakni penghentian 

aset dari penggunaan senilai Rp34.485.312.424,00, pencatatan barang yang mau 

dihapuskan senilai Rp74.689.928.495,00 dan transfer keluar senilai 

Rp262.493.775.276,00 

2. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami kenaikan senilai 

Rp17458.468.780,00 yang disebabkan adanya pengadaan Peralatan dan Mesin 

yang mengakibatkan nilai beban penyusutan/depresiasi untuk tahun 2023 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pengadaan TA 2023 paling 

signifikan pada hibah kapal ORCA 5 dan ORCA 6. 

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan (BPPSDMKP) 

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami penurunan 

dikarenakan pada tahun 2023 sebagian Barang Milik Negara lingkup BPPSDMKP 

dengan transaksi paling signifikan yakni transfer keluar senilai 

Rp111.324.665.747,00, penghentian aset dart penggnaan senilai 

Rp25.616.859.868,00, likuidasi keluar senilaf Rp165.852.956.037,00 dan 

reklasifikast keluar senilaf Rp235.004.677,296,00. 

D.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 

4l. 

lit. et 
#676.$277%.,00 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah 

nilai setelah perhitungan tarif penyisihan dari piutang yang diproyeksikan tidak akan 

tertagth pada periode pelaporan. Beban Penyisthan Piutang Tak Tertaglh untuk 

periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.786,927,758,00. 

Nilal tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.550.485.891,00 atau 18,82% 

dibandingkan perlode yang berakhir 31 Desember 2022 sebear Rp8.236.441.867,00. 

Kemudian, rincian saldo akun Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disajikan 

lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinei yang disajikan pada tabel berikut ini 

Tabe1 D.35 
Rincian Saldo Bean Penyisihan Piutang Tak Tertagih 

Per 31 pesember 2023 dan 31 Desember 2022 

Nana Aken 31Des 2023 31Des 2022 
Kenaikan 

% 
(Penurunan) 

Beban Pen ihan Piutang PNBP (26.508.583) 7.171.117.846 (7197.626.429 (100,37) 
Beban Pen iha Piutang Lainn 1.840.619.964 1.062.277.944 778.342.020 73,27 



31 Des 2022 
Kenalkan 

% Nama Akun 31 bes 2023 
(Penurunan) 

Belanja Penyisthan Piutang Tidak 
Tertagih - Piutang BLU Pelayanan 83.835 0 83.835 100,00 
Pendidikan 
Beban Penyisihan Piutang Tidake 

7949.856491 0 7.949.856.491 100,00 Tertaih - Piota BLU 
Beban Penyisihan Piutang Tidake 

11.250 0 11.250 100,00 Tertaih - Piutang Ke+tan 

Beban Penyisihan Piutang dari 
34.526.615 29.110 34.497.505 118.507,40 • tan Non ta sional 

Beban Penyisiha Piutang Tidake 
205.950 14.090.005 (13.884.055) (98,54) Tertaih lane. Paniane. 

Beban Penyisiha Piutang Tidak 
(11.867.764) (11.073.038) (794.726) 7,18 Tertaih lankea Panians- 

Tota 9.786.927.758 8.236.441.867 1.550.485.891 18,82 

Rincian saldo akun Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagth untuk masing- 

masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 

Tahun Anggaran 2023 disajtkan sebagai berikut 

Tabet D.6 

Rinc±an Beban Penyislhan Piutang Tak Tertagih Berdasaran Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenalkan 
Nara Eselon f 31 Des 2023 31 Des 2022 

(Penrunan] 
«% 

Setien 7,986.288.676 6.809,407.093 1.176.881.583 17.28 
It en 119.391 489.017 (369.626 75,59 

DI t PT (41769.613 805.641.291 (847.410.904 105,18 
DI ti +a PB 396.441.185 599.576.598 (203.135.413 33,88 

Ditjen PSDKP 21.368.124 2.724.848 18.643.276 684,20 

Diien PDSPKP (1.351.817 7141.891 8.493.708 (118,93) 
Ditjen PKRL (13.548.802 (7.416.185 6.132.617) 82,69 
BPS0MK 1.439.114.710 18.735.591 1.420.379.119 7.581,18 
8PPM4K 265.904 141723 124.181 87,62 

Total 9,786.927.758 8.236.441.867 1.550.485.891 18,82 

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengalami kenaikan signifikan pada 

Unit Eselon I Sekretariat [enderal sebesar Rp1.176.881.583,00 karena adanya 

kenaikan pada beban penyisihan piutang tidak tertagih piutang PNBP sebesar 

Rpl141.445.594,00 pada BLU LPMUKP karena adanya kenaikan realisasi pencairan 

pada tahun 2023. Kenaikan juga terdapat pada BPPSDMKP sebesar 

Rp1,420,379,119,00, hal ini terjadi karena adanya Pencatatan piutang yang telah 

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan TA MLJ Alld,ted- 
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diserahkan pengurusannya ke PUPN namun belum tercatat pada Laporan Keuangan 

atas PT. Carita Boat Indonesia sebesar Rp1.428.485.977,00. 

D.3 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL 

Surplus /Defisit dari saldo pos akun Pendapatan dikurangi Beban yang berakhir 

tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebagai 

berikut. 

SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR 

Akun Pendapatan/Beban Pelepasan Aset Non Lancar adalah akun yang temasuk 

ke dalam pos Laporan Operasional untuk pos Surplus /Defisit Non Operasional. Defisit 

dari saldo akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dikurangi Beban Pelepasan Aset 

Non Lancar untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 

Rp116.634.758.937,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 

Rp81.348.456.270,00 atau 41,09% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 

2022 sebesar Rp197,983.215.207,00. 

Kemudian, rincian saldo akun Defisit Pelepasan Aset Non Lancar disajikan lebih 

detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini 

Tabel D.37 
Rincian Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lanear 

P 31D be 2023 da 31 D ber 2022 er esemt er n esen 

(enaikan 
Nama Aun 31Des 2023 31 Des 2022 % 

Penur unan 
Pendapatan Pelepasan Aset 

15.014.865.792 10.418.247.697 4.596.618.095 44,12 Non Lancar 

bierangi 

Beban Pelepasan Aset Non 
131.649.624.729 208.401.462.904 (76.751.838.175) (36,83) La0car 

Total (116.634.758.937)[ 197.983.215.20 81.348.456.270 (41,09 

D.3.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 

tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.014.865.792,00. Nilai tersebut 

mengalami kenaikan sebesar Rp4.596.618.095 atau 44,12% ibandingkan 

periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp10,418.247.697,00 



Kerudian, rincian saldo akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 

disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel 

berikut ini 

Tabet D.38 

Rincian Saldo Beban Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Naes Akeun 
31Desember 31Desember Ker.alkan f 

% 
2023 20.22 (Penurunal 

Pendapatan dai Perjualan Tanah, 
48.641.800 52.727 767 (4.085.967) 0,75) Gedu dan 8a una 

Pendapatan dani Penjuala 
14.358.036.555 9.340.175.224 5.017.861.331 53,72 

Peralatan dan Me sin 

endapatan dari 
608.187.437 1.025.344.706 (417.157.269) (40,68) 

Pemindahtan an 8MN Lain 

TOTAL 15.014.865.792 10.418.247.697 4.596.618.095 44,12 

Pengungkapan atas rincian saldo akun Pendapatan Pelepasan Aset Non 

Lancar terdiri dari transaksi-transaksi berikut ini 

L. Terdapat saldo transaksi dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, 

dan Bangunan pada Unit Eselon I BPPMHKP senilai Rp855.000,00; D]PB 

senilai Rp41.986.800,00; dan D[PT senilai Rp5.800.000,00 

2. Terdapat saldo transaksi dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan 

Mesin pada Unit Eselon I BPPMHKP senilai Rp647.060.313,00, BPPSDMKP 

senilai Rp859.534.706,00, DJPB senilai Rp1.512.026.922,00; DJPDSPKP 

senilai Rp6.146.030.765,00; DJPKRL senilai Rp1.337.461.995,00; DJPSDKP 

senilai Rp2.469.099.821,00; D]PT senilai Rp717.515.792,00; ITJEN senilai 

Rp322.567.454,00; dan SETJEN senilai Rp346.738.787,00 

3. Terdapat saldo transaksi dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 

Lainnya pada Unit Eselon I BPPSDMKP senilai Rp255.017.654,00; D]PB 

senilai Rp40.756.178,00; DJPDSPKP senilai Rp151.498.323,00; DJPKRL 

senilai Rp5.138.000,00; DJPSDKP senila1 Rp22.660.373,00; dan DPT senilai 

Rp133.116.909,00 

Rincian saldo akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untue 

masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan 

untuk periode Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut 

Laporan euangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ta/hunan) TA 20]3 Audited-� 
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310esember 2023 
31Desember Kenaikan f 

% 
20.22 (Penurunan) 

346.738.787 1.811.844.804 (1.465.106.017) (80,86) 

322.567.454 128.846.000 193 721.454 150.35 

856.432.701 1.721.372.525 (864.939.824) (50,25) 

1.594.769.900 1.377780.526 216.989.374 15,75 

2.491.760.194 336.266.207 2.155.493.98 641,01 

6.297.529.088 2114.542.914 4.182.986.174 197,82 

1.342.599.995 1.757.037.217 (414.437.222) 023,59) 

1114552.360 898.769.800 215.782.560 24,01 

647.915.313 271.787.704 376.127.609 138,39 

15.014.865.792 10.418.247.697 4.$96.618.095 44,12 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

31 Des 2023 
Kenaikan 

31 Des 2022 % 
Penor nan 

424.297.216 6.731.362.148 6.307.064,932 93,70 

16.856.993.498 81.003.977.216 64.146.983.718 

87.931.385.339 100.445.440.075 12.514.054.736 

Kenaikan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar paling signifikan 

terdapat pada D[PDSPKP berupa Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 

senilai Rp8.170.080.101,00 dan Pendapatan dari Penjualan Pemindahan BMN 

Lainnya Rp241,991,901,00. 

Unit felon 

TabelD.39 

clan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Berdasarkan Unit Eselon 

Per 31 pesember 2023 dan 31 Desember 2022 

0IPDSPKP 

84KP 

8PPSDMKP 

DIPKRt 

0IPSDKP 

(TIEN 

SE TIEN 

euangan ementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan TA 20 
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2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar 

Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tanggal 

31 Desember 2023 adalah sebesar Rp126.645.662.614,00. Nilai tersebut 

mengalami penurunan sebesar Rp76.751.838.175 atau 36,83% dibandingkan 

periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp208401.462.904,00. 

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan transaksi-transaksi 

Kerugian Pelepasan Aset yang disajikan lebih detail ke dalam Unit Eselon lebih 

rinci yang disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabet D,40 

Rician Beban Pelepasan Aset Non Lacar Berdasarkan Unit fselon l 

ma Eselon l 

D.3 

Na 

Set 

Di 

Di 

Laporan 



Kenaikan 
Nama Eselon L 31Des 2023 31 Des 2022 

(Penurunan 
% 

£ PSDKP 8146.350.015 375.667.217 7.770.682.798 2.068,50 
POSPKP 7.264.095.600 4.600.482.118 2.663.613.482 57.90 

Ditjen PKRL 8.091.215.444 11.381.485.262 mu (2891)_ 
8PPS0MKP 1.696.370.095 1.916.344.883 (219.974.7 (IL+ L- 
PPMHKP 1.238.917.522 1.946.703.985 (707.786.463) (36.36 

Total 131.649.624.729 208.401.462.904 76.751.838.175 (36,83 

Kenaikan Beban Pelepasan Aset Non Lancar paling signifikan terjadi pada 

I. Ditjen Perikanan Tangkap 

Penurunan signifikan pada D[PT disebabkan karena pada tahue 

2022 ada hibah dalam bentuk alat-alat pendukung penangkapan ikan 

terukur ke pelabuhan-pelabuhan perikanan milik pemerintah daerah yang 

tidak didapatkan lagi pada tahun 2023. 

2. Ditjen PSDKP 

Beban pelepasan aset non lancar senilai Rp8.146.350.015,00 

merupakan aset yang dihentikan penggunaannya atau dalam proses 

penghapusan terdiri dari Satker: 

Tabet D.41 

Rincian Beba Pelepatan Aset Non Lancar pad PS9KP 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Nara Sater Jumlah 

Stasiun PS0KP Clap 637.654.321 

Pangiala pspKLamnpul 17.728.792 

Din.as elautan dan Perikanan 

Provinsi La0pong 
3334.668 

Dinars Kelautan dan Peri.kanan 
7.250.37 

Proisi Sulawesi 

Stasiun PS0KP An.boa 3.675.000 

Pangkala PS0KP Beno.a 49.489.000 

Stasiun PS0KP Kupg 125.361.684 

Panglala PS0KP tan 111.514.200 

Panglala PS0KP Jakarta 160.476.98.2 

Stasiun PS0KP Bel2wan 631.973.500 

Stasiun PS0KP Pontianak 19.067 133 

Selretariat Ditje PS0KP 6.378.824.358 

Grand Total 8.146.350.015 



D.4 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA 

0ft bee4git646. 

0r4 
411.6642$6329.00 

Surplus/Defisit dari saldo akun Pendapatan Non Operasional Lainnya dikurangi 

Beban Non Operasional Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 

periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing- 

masing disajikan sebagai berikut. 

Tabet D.42 

Rinc#an Surplus (Defis.it) Dani Kegiatan Non Operasional Lainnya 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Nama Alun 31bes 2023 31 Des 2022 
(Kenalkan) 

4% 
Penun nan 

endapatan daniegiatan Non 
184.484.309.793 142.759.532.001 41.724,777.792 29,23 e, son.a Lain 

8eban dart egiatan Non Operaslonal 
71.820.053.464 72.744.428.714 (924.375.250) (1.27) Lain 

Total 112.664.256.329 70.015.103.287 42.649.153.042 60,91 

D.4.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp184.484,309,793,00. Nilaf 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp41.724.777.792 atau 29,23% 

dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar 

Rp142.759.532.001,00. 

Kemudian, rincian saldo akun Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional 

Lainnya disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada 

tabel berikut ini, 

Tabet0.43 

Rincian Pendapatan dart Kegiatan Non Operastonal Lainnya 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Nama Aun 31 Des 202+ 31 Des 2022 
Kenalkan 

% 
(Penurunan 

Penerimaan Kembahi Belanja Barang 
0 26.808.167 (26.808.167) (100,00) BLI Tahn A ran 

Pendapatan Peelesatan Gantt 
325.382.691 165.683.409 159.699.282 96.39 Keruian N ra Terhadap 

Pendapatan Penyelesaian Ganti 
13.500.000 3.000.000 10.500.000 350.00 Kerugian N ra Terhada 

Penerimaan Kembali Belanja 
862.584.291 1.813.091.597 (950.507.306) (5242) wat Tahu An ran Yang 

Penerimaan Kembali Belanja Barang 
3.680.582.534 1104.093.216 2.576489.318 233,36 Tahon Ans ran Yang 

Penerimaan Kembali Belanja Modal 
192.386.348 54.363.452 138.022.896 253,89 Tahun A an 'ans 

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perfk.man Tahun4n TA 2023 Audited� 
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Kenai kan 
% Nama Akun 31 Des 2023 31 Des 2022 

Penurunan l 

ZEE:z.±a 114.963.183 172.576.814 (57.613.631) (33,38) 

Pendapatan Selisih Kurs yang Belum 
68.213.648 19.402.069 48.811.579 251,58 Terealisasi 

Penda tan Perolehan Aset Lainn 143.546.649.927 132.896.125.345 10.650.524.582 8,01 

Pendapatan Penyesuaian Nilaif 
35.680.047171 6.504.387.932 29.175.659.239 448,55 Persediaan 

Total 184.484.309,793 142.759.532.001 41.724.777.792 29,23 

Rincian saldo akun Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

ntuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan untuk periode Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut. 

TabelD.44 

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

Berdasarkan Unit Eselon f 

31Desert 2023 d 31D% 1b 2022 er m er an esen er 

Kenai kan 
Nama Eselon f 31 Des 2023 31 Des 2022 

(Penurunan 
% 

Setjen 319.346.360 495.269.056 (175.922.696 (35.52) 

ltjen 185.000 10.009.533 09.824.533 (98,15 

Ditjen PT 27.354.584.382 3.463.694.458 23.890.889.924 689,75 

Ditjen PB 111.600.555.696 123.024.598.108 11424.042.412 (9,29) 

Ditjen PSDKP 46.966.556 54.881.578 (1.915.022) (14,42 

Diien PDSPKP 329.455.479 3.089.724.208 2.760.268.729 89,34 

Ditjen PKRL 3.501.928.048 6.225.107.394 2.723.179.346 43,75 

BPPSDMKP 40.661.644.785 6.028.152.074 34.633.492.711 574,53 
BPMHKP 669.643.487 368.095.592 301.547.895 81,92 

Total 184.484.309.793 142.759.53$2.001 41.724.777.792 29,23 

Kenaikan paling signifikan terjadi pada BPPSDMKP karena adanya 

koreksi nilai persediaan yang naik cukup signifikan. Hal ini terjadi karena adanya 

proses likuidasi BMN dari SUPM Kupang ke Poltek Kupang sesuai dengan BAST 

Nomor B.154/BPPSDM-POLTEK.KPG/PL.740/11/2023 tanggal 3 Februari senilaf 

Rp32.589.626.718,00, namun terdapat kesalahan penulisan nilai pada BAST dan 

CaLBMN yang tidak sesuai dengan Neraca pada aplikasi SAKTI 

Kenaikan pada Ditjen Perikanan Tangkap dikarenakan adanya koreksi 

pendapatan perolehan lainnya pada PPS Kendari sebear Rp15.163.045.000,00 

Laporan Keuangan ementerian elautan dan Perikanan Tahunan TA 20Z3 Audited - 
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D4.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebeSar Rp71.820.053.464,00. Nila 

tersebut mengalami penurunan sebear Rp924.375.250,00 ta 1,279% 

dibandingkan periode yang berarkhir sebesar Rp72.744.428.714,00. 

Kemudian, rincian saldo akun Beban dari Kegiatan Non Operasional 

Lainnya disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada 

tabel berikut ini. 

Tabet D.45 

Ric in Saldo Be ban di kKegit No 0personal Lairy 

Per 34 Dember 2o} dan Dember 20.22 

31 Des 2022 
Kenaikan 

Nara Aun 31 0es 2023 
Perr unan l 

% 

Beban Selisih Kurs Terealisasi 7.623.000.000 0 7.623.000.000 100,00 

Beban Pen ualan Nill Persediaan 37.424.550.631 9.429.201.444 27.995.349.187 296,90 

Beba Persediaan Rus.a $a 708.344.566 977.486.043 (269.141.47 (27,53 

Beban Kerugian Selisih Kurs Belum 
26.064.158.267 62.337.741.227 (36.273.582.960) (58,19) Terealis.as 

Total 71.820.053.464 72744.428.714 (924.375.250) 01,27) 

Rincian saldo akun Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 

masing-masing Unit Eselon di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

untuk periode Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut. 

Tabet D.46 

Rincan Bebean daiKegiata Non Operasional Lainnya Berdasaran tit felon f 

p 31pesember 2023 da 3 Desember 2022 er • 1 

Nara Felon 31 Des 202 31 es 2022 
Kenaikan 

(Penurunan) 
% 

33.673.720.262 62.318.183.854 (28.644.463.592 45,96 

rien 0 281.075 (281.075 100,00 

Dit pr 10.346.600 2.786.260.778 (2775.914.178 (99,63 

Di PB 2.354.538.149 1.910.342.728 444.195.421 23.25 

Dien PSDKP 0 64.500 (64.500 100,00 

Di PDSPKP 43.474.584 4.457.464.006 (4.413.989.422 99,02 

Ditjen PL 0 173.835.896 (173.835.896 (100,00 

8P$0MKP 35.661.155.585 796.926.867 34.864.228.718 4.374,83 

999KP 76.818.284 301.069.010 (224.250.726) (74,48) 

Total 71.820.053.464 72.744.428.714 (924.375.250 (1,2 

Beban dani Kegiatan Non Operasional Lainnya mengalami penurunan 

paling signifikan ada pada Biro mum dan PB] senilai Rp28.644.463.592 

ta»oran euanon kementeran ketootan den Penanan rwunan TA 202 +oares 
•a> 



dikarenakan adanya pengesahan belanja atas hibah yang menyebabkan 

pengurangan nominal pada rekening hibah. Perhitungan selisih kurs dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

Gambar D.I 

Kertas Kera Pertitungan Selisih Kurs Belum Terealisasi 

Phase l 

A4.f0.4.4$..4444.4. 

• 
•• 4 

• • 

• -- D 

Gambar D.Z 

Kertas Kerja Perhitungan Selisih Kur Belum Terealisasf 

Pae 2 

804/01.4...004f4. 

L 60.00040..6444.4f0.444 

• • 

UfJ(XNI I(� I(� I(� t»n � raflurMn TA 202J Audltffl - 

ht. 4 



KEMENTERIAN 
KELA UT AN DAN 
pEIKANAN 

CATATAN 

ATAS 
LAPORAN KEUANGAN 

PENJELASAN 

ATAS POS-POS 

LPE 

LAPORAN KEUANGAN 

Kementerian Kelautan dan Perikonon 
TAHUNAN 

Tahun Anggaran 2023 
AUDITED 



E.I Euitas Awal 

per an nu.a 

felon 0tar12023 0 far1 2022 

2565.065.116.335 2635.235.831.901 

ltjen $.693.248.380 3.654.497.343 

Dr pr $.986784.264.050 6.167.765.441.978 

Di PB 5.356.986.583.499 $.412217.690.928 

Dit PSDKP 1.029.548972642 1.049.547,489.118 

Ditjen PDSPKP 842.500.749.748 872.093.318.984 

Ditjen KL 847116.239.121 725.664.297.867 

8PP$0MP 7.964.170.647.372 8.065.512.831.205 

8PP4KP 770.7$3.081.452 80$.709.780.681 

Sater Konsodas $1.622.093.842 27411.7$2.130 

TOTAL 25.420.240.996.44 25.764.812.932.13$ 

Nilai ekuitas awal I Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah 

Rp25.420.240.996.441,00 dan Rp25.764.812.932.135,00. 

Rincian nilai ekeuitas awal pada masing-masing eselon l per 1 Januari 2023 dan 

per I Januari 2022 disajikan pada tabel dibawah ini: 

Tabet E. 

Rinclan Saldo Awal Elitas pada Masing-Masing Eselon I 

la var1 2023 dan 1 far r1 2022 

au a n an a 

Ura 0flat 202 0fart 2022 elf 
% 

Et.s wall 25764.812.932.135 26290.136.984.231 (525.324.052.096) (2.0o) 

Surplus/ 
(399$.503.249.3$5 (4.584.923.024.749) $89.419,77$.394 12.86 befit LO 

Koreked a 
ab.ah (18.236.661.604) (52.900.116.6.22) 34.663.455.018 6$.53 
Eluit.as 

Penurunan Ekuitas Awal disebabkan unsur yang mengurangi nilat ekuitas yaitu 

Defisit LO yang mengalami kenaikan, sedangkan koreksi yang menambah milai ekuitas 

dan transaksi antar entitas mengalami penurunan. 

Perbandingan nilai Ekuitas Awal per Januani 2023 dan 1 Januani 2022 disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel E.2 

Perbanding.an Nilal Ekeuitas Awal 

per1] ri2023 da1 1fa ri 2022 

/..4por.fnK�K�K�ntMfl� TiJllunMI TARJZ3A�- 

H. 1 



Ural.a 01 amar1 202 01amar1 2022 
Ken.ale/ 

% 
Penn.at 

Trans.aks 
3632.694.652.057 4.112,499,089.275 (479.804.437.218) (11,67) 

Ant tite 

TOTAL 25420.240.6.441 25.764.812.932.135 (344.571.935.694) (1,34 

E.2 Surplus Defisit LO 

Surplus Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 adalah defisit Rp4.886.114.745.419,00 dan Rp3.995.503.249,355,00 

Defis.it LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, 

surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Perbandingan 

Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel E.3 

Per bandingan Surplus/Defisit LO 

Tahun 2023 dan Tahun 2022 

Urata I Taha 20.23 Thrun 2022 

Kegita Operas.lo.al 

Pend pat Operasion.al 1680.725.517.497 1866.333.336.932 

eb Operasion.al (6.562.869,760,308) (5.733.868.474.367) 

Surplus/pet«it daiegiatan 
(4.882.144.242.811) (3.867.535.137.435) 

A 

Kegata Non Operasiional 

Surplus De fisit 
116634.758.937) (197.983.215.207) Pele Aset ion Lacar 

Surplus/Defsit Dani Keat Non 
112664.256.329 70.015.103.287 

ma Lain • 
Surplus/Def«it daiKegiatan 

(3.970.502.608) (127.968.111.920) Nae on ( 
Surplus/De sit L0 (A8 (4.886.114.745.419) (3.995.503.249.355 

Peningkatan Surplus Defisit LO per 31 Desember 2023 disebabkan karena 

meningkatnya beban operasional, sementara pendapatan operasional mengalami 

penurunan karena tidak tercapainya target PNBP 

E.3 Koreksi Yang Menambah /Mengurangi Ekitas 

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 

31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Surplus 

Rp52,349,387.566,00 dan Rp18.236.661.604,00. 

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dean Perilkanan Tahunan TA 2023 Audtfl!d � 
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E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan 

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi afas nilai persediaan 

yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi 

pada periode sebelumnya. 

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing- 

masing adalah sebesar Rp5.160.560.702,00 dan sebesar minus 

Rp1,938.907 762,00 

Rincian dan perbandingan saldo koreksi nilai persediaan pada masing- 

masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan 

pada tabel berikut ini: 

Tabel E.4 

Rincian Saldo Koreksi Nilai Persediaan pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 2022 

Kenaika 
Eseton l 31Des 2023 31bes 2022 $% 

Penurunan 

en 139.760.000 0 139.760.000 100,00 

DIPT (186.117.300) 60.708.395 (246.825.695) (406,58) 

Ditjen PB 5.071.380.177 3.149.045.379 1922334.798 61,05 

Ditjen PSDKP (409.375) 130,483.489 (130.892.864) (100,31 
Ditien PDSPRp 0 $.247.117.290 (5.247.117.290) (100,00) 

Ditjen PKRL 0 (10.589,472.000) 10.589,472.000 100,00 

8PPS0MKP 133.114.700 (75.376.722) 208.491.422 (276,60) 

8PPMHKP 2.832500 138.586.407 (135.753.907 (97,96 

TOTAL 5.160.560.702 (1.938.907.762) 7,099.468.464 (366,16) 

Dibandingkan dengan periode sebelumnya, Koreksi Nilai Persediaan per 

31 Desember 2023 mengalami kenaikan senilai Rp7.099,468.464,00. Kenaikan 

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 disebabkan koreksi yang 

signifikan pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut disebabkan pada 

tahun sebelumnya terdapat kesalahan penginputan jumlah dan harga satuan saat 

reklasifikasi dari aset ke -126- persediaan pada satker DKP Kabupaten Lombok 

Timur 

E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi 

Koreksi nilai persediaan adalah koreksi yang diakibatkan perubahan 

jenis penggolongan dan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan 

penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain 

Laporan euangan Kementerian kelautan dan Perikanan Tahuna TA 2023 Audltl!d - 
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Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

masing-masing senilai Rp11,717.276.630,00 an Rp11.044,904.021,00 

Rincian saldo koreksi atas reklasifikasi pada masing-masing Unit Eselon 

l per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut 

ini: 

Tabet E.5 

Rincian Saldo Koreksi atas Reklasifikasi pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Kenalka 
felon f 31Des 202J 1 Des 2022 % 

Penuruan 

Setfen 0 21.260.690 21.260.690 (100,00 

ten 1.743.608 (6.588.589) 70.332.197 (102,54) 

Ditjen PT 177286.850 0 177286.850 100,00 

Ditjen PB 11.608.789.602 0 11.608,789.602 100,00 

bite PR 0 111437776 (11.143777716 (100,00) 

89$04 «84.398.430 (43.045.796 (41.352634 96,07 

99pP 13.855.000 (8.500.000) 22.355.000 (263,00) 

TOTAL 11.17.276.6.30 11.044.904.021 672.372.609 6.09 

Koreksi atas Reklasifikast yang signifikan terdapat pada Ditjen PSDKP 

senilai Rp11.608,789,602,00,00 yang berasal dari transaksi Reklasifikasi Masuk, 

Reklasifikasi Keluar, Reklasifikasi dari Aset ke Persediaan, dan Reklasifikasi dart 

Persediaan ke Aset. Salah satunya Koreksi yang berasal dart reklasifikeast ini 

adalah reklasifikasi 1 unit Kapal Patroli Pantai NUP 23 ke Barang Koleksi Non 

Budaya Lainnya (Monument) senilai Rp10.733.555.000 pada Sekretariat Ditjen 

PSDKP Aset tersebut memiliki saldo nilai buku nol, namun direklasifikasi ke Aset 

Tetap Lainnya yang tidak memiliki penyusutan. Koreksi tersebut terdapat pada 

Dit. Pemantauan dan Operasi Armada, Dit. Penanganan Pelanggaran, Dit, 

Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Dit. Pengawasan Pengelolaan 

Sumber Daya Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. Pangkalan 

Pengawasan SDKP Tual, Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Benoa, 

Pangkalan PSDKP Lampulo, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, Stasiun 

Pengawasan SDKP Pontianak, Stasiun PSDKP Ambon, Stasiun PSDKP Biak, 

Stasiun PSDKP Cilacap, Stasiun PSDKP Ku pang, Stasiun PSDKP Kupang. Stasiun 

PSDKP TAhuna, Stasiun PSDKP Tarakan, DKP Pro. Kep. Bangka Belitung, DKP 

Prov. Lampung. 



E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 

Koreksi ini berasal dari koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang 

bukan karena penilaian kembahi yang dapat berupa pembukuan persediaan yang 

diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan. pembukuan transaksi dengan 

dokumen sumber sebelum tahun berjalan, koreksi nilai/kuantitas, koreksi 

pencatatan dan lain-lain. 

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 masing-masing senilai Rp28.047,097.088,00 dan 

Rp8.841.518.223,00. 

Rincian saldo koreksi aset non revaluasi pada masing-masing Unit 

Eselon I per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel E.6 

Rincan Saldo Koreksi Aset Non Revaluasi pada Masing-Masing Unit Eselon l 

per 30 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

4be 20.2 4eb 20.2 
t£loo Kol4. Monot A Kol t It. Korol At Al l r lo e. - ion l Re.d 

Se 14$41.4% (12 17$.$91 116) $1944.4 $6.430.111.288 04 426 44.69 904$$7.44$ 

l • • • ¢ d ¢ 

DPT 21.86.$2 4744$.125 10$$.471.454 6244 13.023 $164.404.12$ 12009.321.34 

Den 8 1$242196.28 (1.4$8.334 1$.241.3%.94f (12.2.m488 0.20.70 .r.$2 11 

bl $0 (84.069.$96 t (84.069.906 (10.$26.44 344 d (10.$26.44.344 

0 Pb$/P (6.404. 180 • ($.808 180 281.770.6 (1.12 000 260.4$8.6.3 

Op PR 283907.99% 46.250 24024.18 24. 121.13.01% $.978 41 12.261.394.638 

0P$04 1$2.49.06 1$4.$712 3642 290.180 677990.24 • 6.787.990.24 

800 1782$6 ¢ 1.7$2$4 (115854.740 0 (11$.884.40 

fl M.14.41$.44¢ (11.141.$22.$2 24.047.00.0. %.$01,16474 (6.41.44.45% .841.44.22 

Koreksi Aset Non Revaluasi yang signifikan terdapat pada Ditjen 

Perikanan Budi Daya senilai Rp15.241.336.951,00 yang berasal dari temuan 

Inspektorat Jenderal 

E.4.4 Koreksi Lain-lain 

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara 

antara lain. koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Koreksi Lain-Lain yang 

bersaldo negatif menunjukan bahwa saldo Koreksi Lain-Lain akan mengurangi 

taporan Keuangan Kementeran etutan cdan Pernikanan Tahunan TA 2023 Audited' 



Kenaikan 
31 Des 202 31 Des 2022 % 

Penuruna 

7635.469 (44.982.701) $2.618.170 (116,97) 

489.017 0 489.017 100.00 

2956.763.539 469.465.625 2487297914 529,81 

2.640.850.668 1.659.536 2.639.191.132 159.031,87 

(71564.172) 118.788 (71.682.960) (60.345,29 

6.472475 510.048 5.962427 1.168,99 

16.679.201 3.000.000 13.679.201 455,97 

1.830.543.600 (128905.890) 1959449.490 (1520,06) 

36.583.349 (11.718.284) 48.301.633 (412,19 

7424453.146 289.147.122 7.135.306.024 2467,71 

PDSPK 

ementerian elautan dan Perikanan Tahunan TA 20.lJ Audltl!d - 

• 

tar Entitas 

s Akhir. Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

g-masing senilai Rp7,424.453.146,00 dan Rp289.147,122,00 

Rincian saldo koreksi lain-lain pada masing-masing Unit Eselon I per 31 

ber 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut int: 

Tabet E.7 

ncian Saldo Koreksi Lain-Lain pada Masing-Masing Unit Eselon f 

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

aksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas 

balk internal KL atar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN, yang unsur- 

puti 

Atas Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2023 senilai 

24.453.146,00 sebagaimana tersaji pada tabel di atas, yang mana koreksi 

n menambah saldo Ekuitas. 

ksi Lain-Lain yang signifikan terdapat pada: 

tjen Perikanan Tangkap senilai Rp2.956.763.539,00; merupakan koreksi 

tas lain koreksi atas jurnal balik penyisihan piutang dan belanja yang masih 

arus dibayar pada tahun anggaran yang lalu; 

tjen Perikanan Budi Daya senilai Rp2.640,850.668,00 merupakan koreksi 

lain yang terkait Barang Miik Negara, antara lain koreksi atas 

endapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. 

oreksi ini berupa koreksi beban penyisihan piutang jurnal awal tabun. 

Eselon 

Ekuita 

masin 

Desen 

RE 

Setjen 

tjen 

Ditjen 

Ditjen 

Dien 

biten 

Diet/ 

• 
8PP 

Rp7.4 

ini aka 

Kore 

• DI 

a 

h 

• Di 

$e 

P 

K 

E.4 Transaksi An 

Trans 

yang berbed.a 

unsurnya meli 
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I Ditagihkan ke Entitas Lain Akun 313111 

2. Diterima dari Entitas Lain Akun 313121 

3. Transfer Keluar Akun 313211 

4, Transfer Masuk Akun 313221 

5. Pengesahan Hibah Langsung Akun 391131 

6. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Akun 391132 

7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL Akun 391133 

Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- 

masing senilai Rp4.942.745.753.674,00 dan Rp3.632.694.652.057,00 

Rincian saldo Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 

2022 disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel E.8 

Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas 

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

le. Aun 3fbesember 2023 3f beeber 2022 
Kenik 

% 

[Dae»Eel 
Pen. 

6179.932.863.844 5.313.287.537.261 866.645.326.583 16.31 
Derma dan Ent.tas Lain 1.610.430.196.076 \llZ211711; pees IE- Transfer Kelar (568.670.504.194 216.853.455 017.048.765 16248 
ransler Mau 567.836.523.984 236.535.826.010 331.299.697 974 140.06 
Pengesahan ibah 

356.848.151.332 113619.449.951 242.228.701.381 213.19 

Pengesahan .bah 
0 (1.969.709.118, 1.969.709.1% (100.00) AYL 

Pengeahan Pegerrb.la 
18.229.914.784 9.982. 126.874 8.237.787.910 82.44 Hi.bah 

TOTAL 4.942745.75$3.674 3.632.694.$52.057 1,310.051.101.817 36,06 

Perbandingan Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 31 

Desember 2022 per Unit Eselon I disajikan pada tabel berikut: 

Tabel E.9 

Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas per Unit Eselon f 

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 
en.a 

selof 310es2023 31bes202i % 
(furun] 

Setien 513120.099.590 446.202535.530 66.917.564.060 15,00 

ltjen 74.973.352.664 73446877.410 1.52647$.254 2.08 

biten PT 150.187.192.723 (47$.141.852.155 625.329.044.878 (13161 

Ditjen PB 1.081.522.594.85 916.270.114.278 165.252480.579 1804 

Ditjen psDKP 1.317.006.013.434 744.98$.463.032 $72.020.5$0.402 76.78 

wpot"/Jn Keuang;m K-tMllfl Ke/1111/an <Mn Perlhnan TilhulliJn TA .1()23 Audi!M - 

g. 



% 

67429.313.031 

40.5171,389.269 

(272871.506.26.3) 

1.310.051.101.617 

(Peru.an) 

DDEL 

382.496.196.76l 

(33984.270.293) 

1.282.5$0.640.099 

3.632694.652.057 

1Desember 2023 31besember 2022 

1410.458.995 3.342407.707 

420.555.837 138.586.374 

736.108.210.282 1.278144.261.360 

29.626.772.546 29.312.701.070 

30.613.322.664 34.580.921.685 

15.226.344.631 10.054.878.759 

707.036.792.705 388,031 942.271 

18.186.782.117 12970.714.957 

71.800,956.299 65.540.709.309 

1.610.430.196.076 1.822.117.123.492 

336.386.336.664 

0306.8$5.776.$56) 

felon l 

tjen PSDKP 

ten PDSPKP 

do Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022 sebesar 

45.753.674,00 mengalami penurunan sebesar 36,06% dibanding dengan 

saksi Antar Entitas per 31 Desember 2021 senilai Rp3.632.694.652.057,00. 

riSaldo Transaksi Antar Entitas dijelaskan sebagai berikut: 

ten PB 

dari Entitas Lain( DDEL) 

rupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang 

n kas negara BUN. Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL yang secara 

an merupakan realisasi belanja sebesar Rp1.610.430.196.076,00. 

Tabel E.10 

Rincian Saldo Diterima dari Entitas Lain 

Per Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

ew,ngiln Kementerwl KeiiJUtan diln Perikanan T-ihuf"lil/1 TA Z023 Audited- 

AM. t 

felon l 

Ditjen PDSPKP 

bite PKRL 

8PP$04KP 

8994KP 

TOTAL 

Sal 

Rp4.942.7 

saldo Tran 

Rincian da 

Diterima 

Me 

melibatka 

keseluruh 

Se 

j 

Di 

pi 

Di 
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Ditjen Perikanan Tangkap merupakan Eselon I yang memiliki nilai paling 

signifikan sebesar Rp736.108.210.282,00 karena perolehan PNBP yang tinggi. 

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) 

merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang 

melibatkan kas negara BUN. Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar 

Rp6.179.932.863.844,00. Pada umumnya DKEL diperoleh dari pendapatan 

pengembalian belanja, denda penyelesaian pekerjaan, perizinan, dan lelang aset yang 

menggunakan dana APBN (Rupiah Murni) 

Nilai bersih dari kedua akun tersebut adalah sebesar Rp4.569.502.667.768,00. 

Rincian DDEL dan DKEL yang bersaldo negatif akan menambah saldo Ekuitas Akhir dan 

sebaliknya akan mengurangi Ekuitas Akhir jika bersaldo positif 

Tube E.11 
Rincian Saldo Ditagihkan ke Entitas Lain Per Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

Eselon f 31 Desember 2023 31 Desember 2022 
en 510.109.251.551 460.945.931.038 

[ten 75.393.908.501 73.623.936.137 
Dit en PT 820.377.622.108 702.610.173.780 
Di en PB 1.085.122.366.948 944.650.891.776 
DI en PSDKP 1.119.216.743.475 775.747 149.360 
Ditien PpSPP 339.604.537.406 314.524.616.688 
Ditien PKRL 399.126.971.951 350.776.773.111 
8PP$0MKP 1.333.354.518.437 1.247.824.153.039 
8PPM4KP 497.626.943.467 442.583.912.332 

TOTAL 6.179.932.863.844 5.313.287.537.261 

Berdasarkan tabel di atas, BPPSDMKP merupakan eselon I dengan realisasi 

belanja terbesar dibanding yang lain senilai Rp1.333.354.518.437,00 

Transfer Keluar/Transfer Masuk 

Transfer keluar/transfer masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari 

satu entitas ke entitas lain pada internal KL antar KL dan antara KL dengan BA-BUN, 

Transfer Masuk yang bersaldo positif akan menambah saldo Ekuitas Akhir sedangkan 

Transfer Keluar yang bersaldo negatif akan mengurangi Ekuitas Akhir. 

Rincian saldo transfer keluar/transfer masuk pada masing-masing Unit Eselon 

per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: 



r 

Nam.a Eselon l Transfer Keluar Transfer Mauk Sells#h 

Setjen 175.517.408.833 176.909.203.301 (1.391.794.468,00) 

tjen 0 0 0,00 

Di n PT 11.285.406.214 11295.520.714 (10.114.500,00) 

Diten PB 182.705.051 724 181954.168.724 750.883.000,00 

Ditjen PSDKP 12494.265.464 11.659.285.254 834.980.210,00 

Ditjen PDSPKP 46.436.634.116 46,473.130.053 (36.495.937,00) 

Oitjen PKRL 1.494.950.713 2.548,994.911 (1.054.044.198,00) 

8PPS0MKP 137.599.320.218 135.857.754.115 1.741.566.103,00 

89pHKP 1.137.466.912 1137466912 0,00 

TOTAL 568.670.504.194 567.835.523.984 834.980.210,00 

Tabet E.12 

Rincian Saldo Transfer Keluar Transfer Mask Pada Masing-Masing Unit Eselon 

per 31 Desember 2023 

Selisih TKTM antar masing-masing Eselon I senilai Rp834.980.210,00. Selisih 

TKTM terbesar terdapat pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kelautan senilai Rp1.741.566.103,00 

Selisih transfer keluar dan transfer masuk pada Kementerian Kelautan dan 

Perikanan juga disebabkan karena adanya Transfer Keluar dan Masuk aset dari 

Kementerian/Lembaga lain 

Adapun rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk dari Kementerian Lain 

disajikan sebagai berikut: 

Tabel E.13 

Rincian Saldo Transfer Keluar Transfer Masak dari Kementerian Lainnya 

pada Masing-Masing Unit fselon1 31 Desember 2023 per 

Kementeran/Lemaga 

Nana Kementerian Traster Keluar Tnsfer Mauk Total 
Nara selon l 

emba 
PENGADILAN NEGERT 

Ditjen PSDKP 1.165.365.676 0 1 165.365.676 NAT'UNA 

TOTAL 1.165.365.676 0 1.165.365.676 

Transfer Keluar kepada kementerian lainnya terdapat pada Ditjen PSDKP pada 

Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Batam diterima oleh Pengadilan Negeri Natuna, 

Mahkamah Agung RI berupa l unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dan 1 unit 

Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen sesuai dengan Berita Acara 

Serah Terima Alih Status Penggunaan BMN Norr 201/S1/PL.750/VII1/2023 tanggal 10 

Agustus 2023. 
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31besember 2023 3Desember 2022 
Pengesahan Hibah Pengesahan Hibah 

Jumlah 
Pengesahan Hibah 

la ha TAYL Lam4su 

3.029.512566 0 3.029.5121.566 4.230.108.584 

0 0 0 0 

65.907.666.397 0 65.907.666.397 32723.829.274 

26.777.883.455 0 26.777.883.455 1835.711.072 

229.237.572.833 0 229.237.572.833 241 

11.971647 952 0 11971647 952 2.282.244.336 

" 0 0 221.613.906 

18.323.868.129 18.229.914.784 36.553.782.913 64.273.606.186 

600.000.000 0 600.000.000 5.633.033.538 
3$5.848.151.332 18.229,914.784 374.078.066.116 113.619,449,951 

ahan Hibah Langsung 

Pengesahan hibah langsung merupakan hibah-hibah yang disahkan di tahun 

n berjalan maupun tahun anggaran yang lalu 

Rincian saldo pengesahan hibah langsung pada masing-masing Unit Eselon I per 

mber 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut 

Tabel E.14 

n Saldo Pengesahan Hibah Langsung pada Masing-Ma sing Unit Eselon f 

Per 31 Desember 2023 dan 2022 

Pengesahan Hibah Langsung yang signifikan terdapat pada Ditjen Perikanan 

p senilai Rp65.907.666.397,00 dan Ditjen PSDKP senilai Rp229.237,572.833,00 

Pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat 3 hibah luar negeri dengan rincian 

berikut- 

ah Global Enviromental Facilities (GEF) V merupakan Hibah Langsung dalam 

ntuk Barang/Jasa dari Global Environmental Facilities (GEF) melaluj FA0 untuk 

riode tahun 2019-2023. Nama Hibah tersebut adalah Enabling transboundary 

peration for sustainable management of the Indonesian Seas, dengan Nilai hibah 

ebesar 0SD 2,788.320 

ah GEF VI merupakan Hibah Langsung dalam bentuk Uang dari Global 

viromental Facilities (GEF) melalui World Wildlife Fund Inc (WWF US). Nama 

ah tersebut adalah The Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) in 

tern Indonesia Fisheries Management Area (FMA) 715,7178718 Component A, 

nd D,dengan Nilai hibah sebesar 0SD 7.375.690 selama 4 tabun (2020-2024). 

uan hibah ini adalah untuk memberikan kontribusi pada perikanan pesisir di 

PPNR 715, 717 an 718 memberikan manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi 

euangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan TA 2023 Auditai - 

y. 
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yang berkelanjutan dan menunjukkan model pengelolaan perikanan pesisir yang 

efektif, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat ditiru yang ditandai oleh 

pemerintahan yang baik dan insentif yang efektif. Saldo awal januari 2023 adalah 

Rp1.643.160.026,00 dengan pendapatan hibah sebesar Rp19.133.033.970,00 dan 

belanja terkait hibah sebesar Rp.18.730.520.000,00 sehingga saldo akhir 

Rp.2.045.673.996,00 

FAO melalui WAP menginisiasi kegiatan Abandoned, Lost and Discarded Fishing@Gear 

(ALDFG) antara lain dengan kegiatan penandaan alat penangkapan ikan(APT) 

Penandaan ini bertujuan untuk mengenahi/memberikan identitas daripemilik APL 

Indonesia sebagai lokasi pilot project dari kegiatan penandaan telahmelaksanakan 

kegiatan tersebut melalui kerjasama WAP dengan Balai Riset Perikanan Laut 

BRSDMKP (BPRL) yaitu Pilot Project Gear Marking Phasel pada tahun 2017 

Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi alat/sistem penandaan yang efektif dan 

dapat digunakan di Indonesia. Tindak lanjut dari kegiatan Gear Marking Phase I 

tersebut WAP akan melaksanakan project Gear Marking Phase II Gear Marking 

Retrieval and Recycling in Indonesian Small Scale Fisheries. Project phase Il 

direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2019 - 2020 dengan total pembiayaan 

EUR 40.000 atau senilai [DR 696.000.000 dari WAP. Tujuan dari proyek ini antara 

lain untuk implementasi hasil rekomendasi pilot Gear Marking Phase I, peningkatan 

kesadaran dalam menanggulangi atau menangani sampah API melalui gear 

recycling and removal 

Pada Ditjen PSDKP terdapat 6 hibah luar negeri dengan rincian sebagai berikut 

Hibah Jasa Luar Negeri sebesar Rp310.671.232,00 berupa hibah luar negeri bentuk 

jasa antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Food and Agriculture 

Organization (FAO) dengan perjanjian hibah yang ditandatangani pada 17 Januari 

2019 sesuai nomor register hibah 2RQRTF2A dengan nama kegiatan "Enabling 

Trans.boundary Cooperation for the Sustanable Management of the Indonesian Seas" 

Hibah Jasa Luar Negeri sebesar Rp2.408,480,000,00 berupa hibah luar negeri 

bentuk jasa antara Direktorat Jenderal PSDKP dengan Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organization (CSIRO) dengan perjanjian hibah yang 

ditandatangani pada 26 April 2023 sesuai nomor register hibah 2783AHBA dengan 

nama kegiatan "Improving Efforts to Reduce IUU Fishing Through Epanding Human 

Capacity and Implementing New Tools to Improve Maritime Surveillance 

Laporan Keuangan Kementerian elautan dan Perikanan Tahunan TA 2023 Audited - 
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Hibah Barang Luar Negeri sebear Rp75.919,022.400,00 merupakan hibah luar 

negeri bentuk barang berupa kapal patroli perikanan dari Pemerintah Jepang 

kepada Pemerintah Indonesia sesuai nomor register hibah 252GGNYA berupa 

Perjanjian Hibah Exchange of Notes antara Pemerintah Jepang dengan Pemeritah 

Indonesia tanggal 14 Februari 2023 dengan nama kegiatan Fisheries Patrol Vessel 

the Development of Outer Islands and the Enhancement of Fisheries Surveillance 

Capacity" Hibah tersebut merupakan hibah kapal pertama dari dua unit kapal yang 

dihibahkan. 

Hibah Barang luar Negeni sebesar Rp82.316.341.000 merupakan hibah luar negeri bentuk 

barang berupa kapal patroli perikanan dart Pemerintah Jepang (KP. Orea 06) kepada 

Pemerintah Indonesia sesuai nomor register hibah 252GGNXA berupa Perjajam 4ibah 

Exchange of Notes antara Penerintah epang dengan Peerintah Indonesia tanggal 14 

Februari 2020 dengan nama kegiatan Fisheries Patrol Vessel the Development of Outer Islands 

and the Enhancement of Fisheries Surveillance Capacity. Hibah tersebut merupakan hibah 

kapal kedua dari dua unit kapal yang dihibahkan 

Hibah Barang luar Negeri sebesar Rp67.934.332.502 merupakan hibah luar negerni bentuk 

barang berupa Pengadaan Pekerjaan Perbaikan KP, Qrca 05 dan KP. Orca 06 kepada 

Pemerintah Indonesia sesuai nomor register hibah 252GGNXA berupa Perjanjian Hibah 

Exchange of Notes antara Pemerintah Jepang dengan Pemerintah Indonesia tanggal 14 

Februari 2020 dengan nama kegiatan Fisheries Patrol Vessel the Development of Outer lslands 

and the Enhancement of Fisheries Surveillance Capacity. Hibah tersebut merupakan hibah 

kapal kedua dart dua unit kapal yang dihibahkan 

Hibah Jasa Luar Negeri sebesar Rp348.725.699 berupa hibah luar negeri bentuk jasa antara 

Kementerian Kelautan dan Penile nan dengan Food and Agriculture Organization (FA0) 

dengan perjanjian hibah yang ditandatangani pada 17 Januari 2019 sesuai nomor register 

hibah 2RORTF2A dengan nama kegiatan "Enabling Transboundary Cooperation for the 

Sustainable Management of the Indonesian Seas" 

Pengesahan Hibah Langsg TAYL 

Pengesahan Hibah Langsung TAYL senilai Rp18.229.914.784,00 merupakan 

hibah langsung bentuk uang/barang/jasa/surat berharga yang diterima sebelum TAB 

belum diselesaikan proses administrasinya oleh satker pada TAB sehingga menjadi 

hibah TAYL Pengesahan Hibah Langsung TAYL ini terdapat pada Satker BPPp 

Bayuwangi senilai Rp3.285.164.763,00 dan Pusat Riset Perikanan senii 

Rp14.944,750,021,00 yang merupakan penerimaan dan sisa dana Hibah Langsung Luar 

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan TA }OZ3 Audtfl!d - 
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Negeri (TAYL] program kerjasama Indonesia ACIAR, CSIRO, Tahun Anggaran 2016 

WPEA-TM Tahun 2022 

E.S Ekuitas Akhir 

Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo awal Ekuitas. 

Surplus/Defisit LO. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan 

Mendasar. Koreksi yang menambah /mergurangi Ekuitas dan Transaksi Antar Entitas 

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing- 

masing senilai Rp25.529.221.392.262,00 dan Rp25.420.240.996.441,00 dengan rincian 

sebagai berikut. 

Tabet E.15 

perbandingan Saldo Ekeuitas Akhir 

' er 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 

anal ran 202 2022 % 
Perun. 

ts Awl 25.420.240.906 441 26.764812.932.136 (344.571.936.694 (0.00013 

SurpluvOet L0 (4.886.114.745.419 (3.996.503.249.365) (890.611.496.064 0.00 
Korol yang 
Me.bah/lengur 52.349.387.586 18.236.661.604 34.112126.962 0.02 

£eta 

ns.al At 4942745.763.674 3.632.694.652.057 1.310.061.101.617 0.00 Ent% 

Get Alhr 2$.5$29.221.392.262 26.420.240.996.441 10$.980.395.82 0,4 

an esem 

Kenalk.an 
nit Eselon l 31 Des 202 31 0es 2022 

en nan 

Setjen 2.581.548736.255 2.565.065.116.335 16.4831,619,920,00 

ten 5.762.264.041 $.693.248.380 69.015.661,00 

Ditjen PT 5.802.866.832.042 5.986.784.264.050 (183,917.432.008,00) 

Dibandingkan tahun sebelumnya, Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 

mengalami kenaikan sebesar Rp108.980.395.821,00 yang disebabkan unsur yang 

mengurangi nilai ekuitas yaitu defisit LO mengalami penurunan, sedangkan unsur yang 

menambah nilai ekuitas, yaitu koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas mengalami 

kenatkan yang cukup signifikan. 

Rincian Saldo Ekuitas Akhir pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut: 

Tabel E.16 

Rincian Saldo Ekuitas Akhir pada Masing-Masing Unit Eselon I 

Per 31 Desember 2023 d. 31D, ber 2022 
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Ken.ailea 
Unit felon E 1 Des 2023 1bes 2022 

Penuruan 

Ditjen PB 5.406458171217 5.356986.583.499 49.471.587.718,00 

Ditjen PSDkP 1.359.158.574.563 1.029.548972.642 329.609.601.921,00 

Ditje PpSP 823.452.826.731 842.500.749.748 (19.047.923.017,00) 

Ditjen PRL 837.822.061.097 847.116.239.121 (9.294.178.024,00) 

BRSDMKP 7.899.796,695.676 7,964.170.647.372 (64.373,951.696,00) 

BK1PM 745.154.664.299 770.753.081.452 (25.598417.153,00) 

Satker Konsolldasi 67.200.566.341 51.622.093.842 15.578,472.499,00 

TOTAL 25.529.221.391.262 25.420.240.996.441 108.980.395.821,00 

�iln Kewng;m KementeriJn Keloutan Oiln Perfk.Jnan T;,hu11a11 TA 2023 Avd1ted - 
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Ft Pengungkapan Lainnya atas Perubahan Entitas 

F.L.1 Satker Konsolidasi 

Satuan kerja konsolidasi adalah satker pada gang dibentuk untuk 

menampung eliminasi dana BUN yang dikelola oleh BLU LPMUJKP. Satker konsolidasi 

ini menggunakan kode 555032 dengan kode konsolidasi pelaporan Unit Akuntansi 

Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-Es1) 032.55.Pada 31 Desember 2023, 

transaksi yang direkam di satker konsolidasi adalah sebagai berikut 

a) Jurnal transaksi resiprokal antara BL LPMUKP terkait dengan Dana Bergulir per 

31 Desember 2023, 

b) Koreksi atas penyajian dana BUN yang dikelola oleh BLU berdasarkan Surat Dirjen 

Perbendaharaan Nomor $-3481/PB/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Petunjuke 

Teknis Koreksi atas Penyajian Transaksi Terkait Investasi Jangka Panjang BLU 

Yang Bersumber Dari Anggaran BUN. 

F.L.2 Likuidast Entitas di Lingkungan KKP Tahun Anggaran 2023 

Dalam rangka tindak lanjut implementasi kebijakan pelaksanaan anggaran 

pada pelaksanaan tugas dan fungsi bagian anggaran KKP (BA 032) sebagai Unit 

Akuntansi Pengguna Anggaran, dapat terjadi kondisi yang menyebabkan entitas 

akuntansi di likuidasi. Agar proses ikuidasi entitas akuntansi pada UAPA KKP dapat 

terlaksana secara tertib dan menghasilkan Laporan Keuangan yang sesuai dengan 

standar akuntansi pemerintahan, serta untuk menertibkan dan mengamankan aset 

milik pemerintah pusat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh entitas akuntansi yang di 

hikuidasi, oleh sebab itu diharuskan penertiban atas proses likuidasi entitas akuntansi 

Likuidasi dilaksanakan terhadap entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang 

mengalami kondisi sebagai berikut: 

a. tidak lagi beroperasi sebagai entitas akuntansi atau entitas pelaporan; 

b. perubahan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang antara lain 

disebabkan karena: 

I. penggabungan entitas akuntansi atau entitas pelaporan; atau 

2. pemecahan entitas akuntansi atau entitas pelaporan; 

c. tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; atau 

+morn euroan ememteron eutan en Pereann roman 1+ 2o2 +ores 
# 



d. perubahan status menjadi BLU atau Badan Usaha Milik Negara dan sebaliknya, 

serta perubahan UBL satuan kerja menjadi UBL bagian satuan kerja atau UBL 

bukan satuan kerja. 

Perubahan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang disebabkan 

karena penggabungan entitas akuntansi atau entitas pelaporan berasal dari 

penggabungan beberapa entitas akuntansi atau entitas pelaporan menjadi 1 (satu] 

entitas akuntansi atau entitas pelaporan dengan: 

a. menggunakan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan baru; 

b. menggunakan salah satu identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang 

digabung. 

Adapun entitas akuntansi yang di likuidasi terdiri dari 

TabelF. 1 

Rekapitulasi Entitas Akuntansi yang Dilikuidasi di Lingkungan KKP 

Tahun 2023 

No 
Gode 

Nana Sater Unit Nama_Unit Status 
Satker 

t 019062 Dinas Kelautan dan Pertaian Provinsi DK! Jakarta 03 DIT NonAketif 

2 029071 Dinas Pertkanan dan Kelautan Kab. ndramay 07 DIPKRL NonAltif 

3 03906.2 Dins Kelatan dan Perikaan Kab. Rembang 07 DPKRL NonAktif 

4 039448 Dimas Kelautan dan Perikanan Kab Demak 07 DJPKRL NonAktf 

$ 039485 Dinas Kelauta da Perikaan Kab. Brebes 07 DJPKRL NonAetif 

6 039495 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati 07 DJPKRL NonAktif 

7 059190 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 03 DPT NonAetif 

• 059496 Dinas Perikanan Kab Sumenep 07 DJPKRL NonAktif 

9 069145 
Dinas elautan dan Perikanan Provinsi Narggroe Aceh 

03 DPT NonAktif 
Darussalam 

10 079136 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara 03 DIPT NonAktif 

l 089143 Dinas Kelatan dan Perikaan Provins Sumatera Barat 03 DIPT NonAktif 

12 139138 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalima tan Barat 03 DPT NonAktif 

13 169124 Dinas Perikaan dan Kela tan Provinsi Kalimantan Timur 03 DPT NonAketf 

4 189143 Dinas Perikanan dan Kelau.tan Propinsi Sulawesi Tergal 03 DPT NonAktif 

15 219098 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku 03 D[PT NonAktif 

16 239138 Dinas Kelautan dan Perikanan Pro. Nus.a Teng.gara Barat 03 IT NonAktif 

17 259107 Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Papua 03 IT NonAktif 

18 289112 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara 03 D[PT NonAktif 

9 329087 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 03 DPT NonAktif 

20 339096 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat 0.3 DPT NonAktf 
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F1.3 Kebijakan Likuidasi Satker Karantina Ikan KKP Menjadi Badan Karantina 

Nasional 

Penyelenggaran karantina di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, tetapi undang- 

undang tersebut tidak lagi mampu mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum di 

masyarakat. Perubahan di lingkungan strategis, baik yang berskala nasional maupun 

internasional, memengaruhi penyelenggaraan karantina. Hal itu diikuti dengan 

berlakunya beberapa undang-undang terkait penyelenggaraan Karantina, antara lain: 

I. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations 

Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

mengenai Keanekaragaman Hayati) dan Undang-Undang Nomor 2I Tahun 2004 

tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention of 

Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi 

tentang Keanekaragaman Hayati), mengatur mengenai ketentuan konvensi 

keanekaragaman hayati serta kerja sama pengembangan dan penguatan 

kelembagaan dan sumber daya manusia secara internasional dalam hal 

pengelolaan bioteknologi yang tepat guna, etis, dan aman, serta pengelolaan risiko 

untuk keamanan hayati 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun L994 tentang Pengesahan Agreement 

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia), Karantina tidak hanya terbatas pada upaya pencegahan 

masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK, tetapi juga dituntut untuk 

melaksanakan fungsi Karantina dan keamanan hayati dari cemaran organisme 

hasil rekayasa genetik (genetically modified organism/GMo), inuasie alien species 

(IAS), dan food safety. 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan, yang mensyaratkan mutu hasil perikanan dalam 

pemeriksaan Karantina lkan. 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty 

on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber 

Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian), mengatur mengenai 

terselenggaranya sistem multilateral mengenai akses terhadap SDG tanaman 

pangan dan pertanian sehingga diperlukan tindakan Karantina untuk mencegah 

masuknya organisme pengganggu Tumbuhan, khususnya yang eksotis, yang 
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kemungkinan terbawa oleh pemasukan SDG tanaman Pangan dan pertanian 

tersebut. 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan yang mengatur kewenangan otoritas veteriner yang harus disinergikan 

dengan fungsi Karantina serta pemberlakuan pulau Karantina bagi pemasukan 

Hewan yang bebas penyakit menular dari suatu zona dalam negara yang tidak 

bebas penyakit. 

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang mengatur barang 

kiriman pos, baik berupa barang pos universal maupun barang pos lainnya dari 

dan ke luar negeri yang diperlakukan sebagai barang impor dan ekspor harus 

diperlakukan sebagai objek Karantina 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l2 tentang Pangan terdapat ketentuan 

mengenai pengawasan Keamanan Pangan berupa standar dan pedoman 

keamanan, mutu, dan gii pangan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran. 

Penyelenggaraan karantina mencakup pengaturan pemasukan, pengeluaran, 

dan transit media pembawa, pangan, pakan, PRG, SDG, agensia hayati, jenis asing 

invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta kelembagaan yang 

menjamin terselenggaranya karantina. Lingkup pengaturannya meliputi 

penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; penetapan jenis HPHK, HPIK, 

dan 0PT, dan media pembawa; pelaksanaan tindakan karantina hewan, ikan, dan 

tumbuhan; pengawasan dan pengendalian keamanan pangan dan mutu pangan, 

keamanan pakan dan mutu pakan, PRG, SDG, agensia hayati, jenis asing invasif, 

tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka Kawasan karantina; 

Ketertelusuran; sistem informasi karantina; jasa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; 

fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penyidikan; kerja sama perkarantinaan; dan 

pendanaan. 

F.2 Pengungkapan Lainnya atas Transaksi Pengelolaan Keuangan 

.2.A Pengelolaan Pinjaman dan Hibah di Lingkungan KKP TA 2023 

Sampai dengan 31 Desember 2023, KKP menerima pinjaman dan hibah dari 

entitas lain (luar negeri). Pada pinjaman luar negeri kontrak yang ditandatangani dan 

teregister pada D[PPR Kementerian Keuangan direvisi pada DIPA KKP dengan nilai 

Rp74.948.889.000,00 dan direalisasikan melalui belanja dengan nilal 
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bet rd.le.SAN 

J KOOE 4 NANA ESELON - REALISASl 

BAH LN OK 74.$44.889.$0¢ 61.$79.897.14¢ 

20 T 4.600.000.000 3.901.541.083 

1204 pr8 60.48.889.000 $8.078.36.047 

TbelF. 3 

incian Hibah Dalam dan Luar Negeni Linglup KKP 

Rp61,979.897.540,00 Pada hibah dalam dan luar negeri kontrak yang ditandatangani 

dan teregister pada D[PR Kementerian Keuangan, untuk kemudian direvisi pada DlPA 

KKP dengan nilai Rp106.918.052.000,00 dan direalisasikan melalui belanja dengan 

nil.at Rp106.699.523.080,00. 

Berdasarkan pengajuan SP3HL, pendapatan Rp23.736.558.282,00 dan belanja 

Rp422.032561,785,00,terdapat perbedaan pengesahan, selisih tersebut terjadi antara 

aplikasi e-span dan aplikasi SAKT! pada data pinjaman dan hibah di lingkungan KKP, 

pada periode semester I 2024, alan dilakukan perbaikan data untuk melakukan 

sinkronisasi antara data realisasi dengan data pengajuan SP3HL yang telah 

dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan 

Ada pun rekapitulasi selisih e-span dan SAKT! terkait dengan pinjaman dan 

hibah luar negeri per unit Eselon l sebagaimana terlampir 

Tabet.2 

Rinclan Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan KKP 

taroran eunon kemoneenon ketoan sn Perron r»boron A 2o2 oantes 

KODE AMA bat Bendle.$p4 bats4l Bendas.a#an SA4KT 
ENIS - - e 

ESE.LON DH4 REALISASl PEND44TAN ELANA 

HAM LN KP 106.918.052000 106.699.$23.080 231.736.54.282 396.660.280.022 

3201 SET[EN 84.385.182.000 84.276.430.743 3.029.512.566 84.226.430.743 

3203 DPT 22.362.017.000 22302239.337 20.707.045.716 43.561.699.617 

3204 D . . . 8.395.223.555 

3205 0SOK . . . 228.888.847.1.34 

3206 D4PDsPKP . . . 11971.647952 

320 DKRL 170.8$3.000 170.8$3.000 . 170.853.000 

3212 BPPSDMK . 19.445.578.021 

IA DN KP . 25.372.281 763 

320 brr . 21,487.117,000 

3212 PSDMP . 3.2785.164.76.3 

3213 BPPKMP . 600,000,000 

HIBAH DALAM LAA 
106.918.052.000 06.699.523.080 23.736.558.282 22.032.561.785 

NEGER! LINGKUKKP 



Daftar pengelola pinjaman dan hibah sampai dengan tahun 2023 dapat dihihat 

pada lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 

Keuangan ini 

No. Uralan LPMUKP BP3 Tegal Pottek KP Sidoarjo 

1 Kode Satker 660056 239188 622035 

2 Tahu Pendirian 2017 2022 2022 

3 Bidang/Rumpun Dana Bergulir Pelatihan Pendidikan 

4 plaudit KAP Srijadi Ely Sugeng ndra Wiguna Lutfi Muhammad dan 
dan Rekan Marthanu CPA Rekan 

5. 0pin LK 2023 wry wrp wTp 

6 Anggaran PNBP 60.943.937.000 7.191.508.000 4.340.501.000 

7 Realisasi PNBP 61.228.283.450 9.173.472.285 5.095.537.121 

8. Anggaran Belanja 57.174.996.000 98.433.429.000 36.643.805.000 

9. Realisasi Belanja 37.458.248.739 94.814.238.566 32.666.294.435 

10. Aset 1.417.438.083.087 280.782.304.655 63.150.252.847 

11 Kewajiban 1.350.246.643.863 225.944.889 130.810.020 

12 Ekuitas 67.191.439.224 280.556.359.766 63.019.442.827 

F.2.2 Monev Badan Layanan Umum pada BLU di Lingkungan KKP oleh PK BLU 

Tujuan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum (Dit 

PPK BKU) tahun 2020-2024 adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi difokuskan 

untuk menciptakan tata kelola investasi dan tata kelola keuangan BLU yang inovatif 

dan modern yang mengarah pada pencapaian tujuan pelaksanaan BLU. Money PK BLU 

diharapkan mampu membuat organisasi BLU yang modern, ramping efektif, dan 

efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta senantiasa mampu mengantisipasi 

perubahan 

TabelF. 4 

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU KKP Tahun 2023 

Tabel F.5 

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU KKP Tahun 2023 

No. Uraian 
BL.UPP BPBAP BBPBAP 

Kara wang Situbondo fepara 

1 Kode Satker 

2 Tahun Pendirian 2023 2023 2023 

3. Bidang/Rumpun Barang dan Jasa Barang dan Jasa Barang dan Jasa 

4 Diaudit KAP Kumalahadi, Kuncara, Kanaka Puradiredja, Abdul Muntalib dan 
Sugeng Pamudji dan Suhartono Yunus 

Rekan 
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No. 
BLUPPB BPBA BBPBAP Uralan 

Kara wang Situbondo Jepara 

5 0pint LK 2023 wrp wrp wrp 

6. Amggaran PNBP 1.124.725.000 3.375.000.000 4.240.598.000 

7 Realisasi PNBP 8.402.399.780 6.040.665.462 4.703.420.656 

8 Anggaran Belanja 105.515.796.000 59,970.525.000 69.026.117.000 

9. Realisasi Belanja 104.181.019.311 59,489.967.642 66.422.635.675 

10 Aset 819.031.206.526 331.894.910.276 1.424.442.685.982 

11 Kewajiba 1.082.901.515 184.730.885 287.203.896 

12 Ekultas 817948.305.011 330.973.559.885 1.424.155.462.086 

Pada Tahun 2023, telah dilakukan proses monitoring dan evaluasi oleh Dit PPK 

BLU, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan pada 3 (tiga) satker BL di 

lingkungan KKP antara lain: 

• Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang 

berdasarkan $-39/PB8/PB.5/2023 tanggal 5 Juli 2023 hal Hasil Pembahasan 

Kinerja Layanan dan Keuangan BLU LP MUKP 

2. Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Sidoarjo yang berdasarkan s. 

61/PB/PB.5/2023 tanggal 23 Agustus 2023 hal Penyampaian Laporan Monitoring 

dan Evaluasi BLU Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. 

3. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo yang berdasarkan S- 

252/PB.5/2023 tanggal 29 September 2023 hal Penyampaian Hasil Monitoring 

dan Evaluasi BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo. 

Penjelasan proses monitoring dan evaluasi tahun 2023 PK BLU Kementerian 

Keuangan, sebagai berikut: 

1. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LP MUKP] 

Sebagai tindak lanjut monev yang Direktorat PKK BLU Kementerian 

Keuangan tahun 2022 terhadap BLU LPMUKP, diketemukan indikasi penurunan 

kinerja layanan maupun kinerja keuangan dari BLU LPMUKP, diantaranya sebagal 

berikut. 

a) Realisasi penyaluran dana kelolaan pada BLU LPMUKP sejak penerapan pola 

pengelolaan keuangan BLU (2017-2022) secara rerata hanya dikisaran 26% 

dari target Rencana Strategi Bisnis (RSB). Hal ini mengakibatkan tingginya 

dana kelolaan idle pada BLU LP MUKP dengan rerata di kisaran 66%. 

b) PNBP BLU LPMUKP dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) cenderung 

turun yang didominasi dari pendapatan layanan penunjang yang berasal dari 
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jasa perbankan (68% dari total PNBP), dan sisanya atau sebagian kecil 

berasal dari pendapatan layanan utama. 

c) Sebagian besar PNBP (74%) tahun 2021-2022 digunakan untuk belanja 

remunerasi yang kecenderungannya semakin meningkat. Hal ini kurang 

sejalan dengan nature BLU bahwa PNBP BLU digunakan untuk peningkatan 

layanan. Trend peningkatan belanja remunerasi tersebut disebabkan 

penerimaan pegawai yang dilakukan oleh BLU LPMUKP yang tidak 

mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. 

d) Terdapat penunjukan Pejabat Pengelola BLU yang tidak sejalan dengan 

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan BLU 

Berdasarkan Pasal 17 PMK NOmor 129/PMK.05/2020 j0. PMK Nomor 

202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

diatur bahwa dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) BLU: 

1. Tidak lagi memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif; 

2. Tidak mengikuti ketentuan perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan 

BLU; dan/atau 

3. Herdasarkan hasil penilaian kinerja BL dan/atau hasil penilaian tata kelola dan 

kinerja BLU dikelompokkan dalam kriteria buruke 

Maka berdasarkan hasil monev tersebut Direktur Jenderal Perbendaharaan 

memberikan surat peringatan kepada BL dan memberi tenggat waktu paling lama 

satu tahun kepada BLU untuk melakukan perbaikan kinerja. Apabila setelah tenggang 

waktu tersebut BLU tidak dapat memperbaiki kinerja, Direktur Jenderal 

Perbendaharaan dapat mengusulkan pencabutan penerapan Pola Pengelolaan 

Keuangan BLU kepada Menteri Keuangan melalui tim penilai 

Direktorat PPK BLU telah menyampaikan surat peringatan kepada BLU 

LPMUKP untuk melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja melalui Surat Direktur 

Jenderal Perbendaharaan Nomor $-27/PB/PB.5/2022 tanggal 11 Juli 2022. Dalam 

surat tersebut, BLU LPMUKP diberi tenggat waktu sampai dengan 3I Desember 2022 

Untuk mengetahui progress perbaikan kinerja yang dilaksanakan oleh BLU LPMUKP, 

Direktorat PPK BLU telah melaksanakan monev pada tahun 2023. Hasil monev tahun 

2023 menunjukkan bahwa BLU LPMUKP masih perlu melakukan perbaikan tata kelola 

dan belum menunjukkan adanya peningkatan kinerja layanan 

Direktorat PPK BLU telah melaksanakan pembahasan terkait kinerja layanan 

dan keuangan BLU LPMUJKP bersama Perwakilan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal 

KKP selaku pembina teknis serta Dewan Pengawas BLU LPMUKP pada tanggal 26 [uni 

2023. Rapat tersebut dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkait arah 
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kebijakan pembina teknis BLU LPMUKP dalam rangka perbaikan dan peningkatan 

kinerja layanan BLU LPMUKP sebagaimana diatur dalam pasal 17 PMK Nomor 

129/PMK.05/2020 j0. PMK NOmOr 202/PMK.05/2022. Berdasarkan rapat tersebut, 

terdapat beberapa hal yang kiranya dapat menjadi perhatian sebagai berikut 

1. Pembina Teknis merpakan pengambil kebijakan (regulator) yang menentukan 

penyelenggaraan teknis layanan yang dilakukan oleh Satker BLU selaku operator. 

Pembinaan yang dilakukan oleh Pembina Teknis meliputi seluruh aspek teknis 

penyelenggaraan layanan BLU LPMUKP, tidak hanya sebatas pada asistensi 

penyusunan Laporan Keuangan 

2. Pembina Teknis dan Dewas agar berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan 

dalam rangka perbaikan kinerja layanan BLU LPMUKP terutama pada: 

a) Aspek Substansi, skema layanan yang sesuai dengan karakteristik JMKM 

sektor kelautan dan perikanan sebagai penerima layanan dan mandat utama 

pembentukan BLU LPMUKP, serta mendorong optimalisasi peran BLU 

LPMUKP sesuai mandat layanan. Selain itu, pengalihan dana kelolaan BLU 

LPMUKP ke BLU pengelola dana bergulir lainnya kiranya dapat 

dipertimbangkan sebagai salah satu opsi lainnya, dengan kebijakan 

penyaluran dana bergulir tetap mengikuti kebijakan KKP sehingga UMKM 

sektor kelautan dan perikanan dapat tetap terlayan 

b) Aspek Manajemen, pengelolaan SDM dan kesesuaian penunjukan pimpinan 

BLU LPMUKP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait rangkap 

jabatan pejabat pengelola BLU 

2. Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Sidoarjo 

Dalam rangka pembinaan Badan Layanan Umum dengan Direktorat PPK 

BL, melakukan monev, 4 (empat) isu utama sebagai berikut: 

a) Poltek KP Sidoarjo belum menjalankan fungsi Sistem Pengendalian Internal 

(SP) secara optimal sehingga masih terdapat temuan LKPP Tahun 2022 

b) Poltek KP Sidoarjo memiliki aset tetap yang sangat besar dengan potensi 

bisnis yang bagus, namun belum dapat dioptimalkan secara penuh untuk 

menghasilkan PNBP 

e) Poltek KP Sidoarjo belum memiliki sistem dan aplikasi keuangan terintegrasi 

dengan layanan sehingga sebagian besar transaksi masih dilakukan secara 

manual dan nor-cashless 

d) Pengembangan kualitas layanan pendidikan pada Poltek KP Sidoarjo masih 

mengalami kendala dikarenakan adanya kebijakan moratorium pembukaan 
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program studi oleh Kemendikbud dan pembatasan pengadaan program- 

program diklat oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. 

Rekomendasi dalam penyelesaiaan isu diatas sebagai berikut: 

a) Poltek KP Sidoarjo agar menguatkan fungsi SPI di setiap lini layanan dan 

keuangan 

b) Poltek KP Sidoarjo segera mengembangkan sistem dan aplikasi keuangan 

yang modern dan terintegrasi, serta menyusun dan menyempurnakan 

pedoman dan SOP baik proses bisnis layanan maupun keuangan 

c) Poltek KP Sidoarjo agar mengembangkan potensi bisnis dari optimalisasi aset 

tetap, meningkatkan program kerja sama dengan pihak industri, serta 

mengembangkan strategi bisnis berbasis digital 

d) PoltekKP Sidoarjo agar meningkatkan kualitas layanan dan sarana prasarana 

pendukung layanan, baik pada ruang kelas, laboratorium, maupun asrama 

taruna 

e) Untuk mendukung terwujudnya rekomendasi di atas, BPPSDMKP KKP agar 

memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya tata kelola BLU 

yang baik dan akuntabel, penganggaran yang fleksibel dan suportif, 

peningkatan kualitas layanan dan sarana prasarana penunjang layanan 

pendidikan, serta pengembangan bisnis dari optimalisasi aset tetap pada BLU 

Poltek KP Sidoarjo 

3. Balal Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo 

Hasil monev Dit, PKK LU Kemenkeu, merekomendasikan antara lain 

sebagai berikut: 

) Aspek Penerapan Tata Kelola Yang Baik 

BLU BPBAP Situbondo direkomendasikan membuat SOP: 

a) Pengeluaran/belanja dengan sumber dana BLU yang memuat: nbagan 

flow chart proses transaksi pengeluaran atas belanja BLU termasuk 

orma waktu, penanggung jawab dan dokumen sumber yang diperlukan, 

dan format dokumen atas proses pengeluaran belanja BLU beserta 

penjelasannya 

b) Membuat SOP kerja sama pemanfaatan aset dan Sop perencanaan d% 

optimalisasi kas 

c) Membuat kajian terkait kebutuhan uang muka kerja 

BLU BPBAP Situbondo direkomendasikan membuat Sistem 

Pengendalian Intern dengan berpedoman pada PMK No, 129/PMK.05/2020 

tentang Pedoman Pengelolaan BLU 
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Dalam rangka percepatan pelaksanan Sistem Pengendalian Intern 

Pimpinan BL dapat menunjuk salah satu pegawai, untuk menjalankan fungsi 

SPI sesuai PMK No. 129/PMK.05/2020. Pemimpin BLU BPBAP Situbondo 

agar berkoordinasi dengan Pembina teknis terkait pembentukan Satuan 

Pengendalian Intern (SPI) sesuai PMK No. 129/PMK.05/2020, terutama 

terkait SDM 

Berkoordinasi dengan Pembina Teknis untuk melakukan proses 

penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) 

2) Aspek Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, agar membuat time line atas rencana 

inovasi/pengembangan layanan 

3) Aspek Optimalisasi aset tetap, melakukan mapping atas kondisi aset yang 

dimiliki sehingga dapat dioptimalisasikan dan membuat kajian untuk 

pemanfaatan aset yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

4) Aspek Pelaksanaan Anggaran, berkoordinasi dengan PPN Mitra untuk dapat 

melakukan penarikan atas sisa PNBP tahun berjalan untuk menjadi saldo kas 

BLU dan melakukan pengesahan pendapatan dan pengesahan belanja apabila 

telah melakukan belanja yang bersumber PNBP BLU 

5) Aspek Pengelolaan Kas dan Rekening, menyusun SOP pelaksanaan beauty 

contest atas mekanisme pembukaan rekening 

No. KPKNL Unit Eselon /Satker Nama Debitur Nilai Piutang (Rp) 

1. Jakarta ll BPPSDMKP.Pusriskan Pr Carita Boat Indonesia 1.428.485.977,00 

E.2.3 Rekapitulasi Piutang Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang aktif 

diurus oleh UN/D]KN 

Jumlah Piutang Negara yang diserahkan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga 

Negara kepada D]KN per 31 Desember 2023 adalah 36 (tiga puluh enam) Berkas Kasus 

Piutang Negara (BKPN) sebesar Rp32.878,908.134,00. Sedangkan realisasi Piutang 

Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 

Rp4.749,678.229,00. Dengan koreksi pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 dan 

keringanan pembayaran sebesar Rp129,482.789,00 

Daftar rinci piutang yang telah diserahkan kepada PUPN dan telah dicatat pada 

LK KKP tahun 2023 Audited adalah sebagai berikut: 

TabelF.6 

Nila Piutang Negara yang Diserahterimakan PUPN 

Per 31 Desember 2023 
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No KPKNL nit felon I/Sater Nama Debitur Nilai Piutang (Rp) 

2 Jakarta ll DJPBD-Direktorat Pak.an pr Titan Karya 250.735.763,35 

dan 0bat lkan Mandiri/[afar 

3. Kendari DPKRL-DKP Kab Buton CV Pura Ridi Mandiri 17.450,000,00 

(lskadir) 

, Kendari DJPKRL-DKP Kab Buton CV.Yusril Jaya (Rivaldy) 88.500.000,00 

5. Kendari DJPKRL-DKP Kab Buton Cv Lande Bers.audara 14.000.000,00 

[Wa Ode Aisyah] 

6. Kendari DJPKRL-DP ab Buton CV. Lisyandi (Susworo) 28.000.250,00 

7. Cirebon DJPDSPKP-Drektorat CV Adem Ayem (dah 127.827.217,02 

Akes Pasar dan Prorsi Faridah ) 

(pada Saker Sekretariat 

DIPDSPKP) 

8. Tagerang DPT-pit KAPT (Satker pr Kharism.a Mister 114.789.720,00 

Selretartat D[PT] Manna 

9 Jakarta ll D[Pr. Di KAP1 (Satker prKurnia Marina 597.936.000,00 

Sekretriat D[PT] 

10. Makaar D[Pr. Di KAPT (Satker CV Surber Pratama 1,473.008.572,00 

Sekretr~at p[PT) 

l, Makasar D[PT- pit KAI (Satker CV Indomalut Fiberboat 435.420.000,00 

Sekretariat D[pr) Tabar marine 

12 urwokerto Dr. pit KAP (Satker r Anang Craftindo 588,574.400,00 

Selkretarat D[PT) Group 

13. Kendari DE.ppS Kendari v Bumi Celebes 11.509.294,00 

4 Pelenbaru DPT-DKP RL pr Lion Fie Glass/ 280.964.200,00 

wWey Then 

Jumla h $.457,201.393,37 

Selain itu terdapat piutang yang telah diserahkan kepada PUPN dan telah 

dicatat keseluruhan pada Lk KKP tahun 2023 Audited. Daftar piutang yang telah 

diserahkan kepad PUPN dan telah dicatat pad LK KKP dapat dilihat pada lampiran 

VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Laporan Keuangan in. 

Daftar Barang Jaminan 

Jumlah barang jaminan per 31 Desember 2023 sebanyak 1 (satu) unit, Jaminan 

tersebut berupa barang tidak bergerak berupa sertifikaat tanah a.n, almar hum EP 

Jaminan tersebut diterima dan disimpan oleh satker Pusat Data dan Informasi unit 

Eselon I Sekretariat lenderal dengan BAST N6. B 2772/$1.7/PL450/VII/2022 berupa 

Sertifikat (Tanda Bukti) Hak Milik No. 537 tertanggal 13 Agustus 2002 dengan luasan 

taporan euaopen kementeran etutan cs Pentaren rune A 2023 oones 
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980 m sebagai jaminan indikasi kerugian negara atas Laporan Hasi Audit Tujuan 

Tertentu pada Satker Pusdatin atas belanja tahun 2012. 

F,24 Pengungkapan Kebijakan Akuntansi terkait Transaksi Persediaan KKP 

KKP telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam 

penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 Audited. Terkait dengan penerapan PSAP 

No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan 

Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan terhadap transaksi terkait 

pengakuan pendapatan dan kewajiban perpajakan, Pemerintah memedomani PSAP No. 

12 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual dan Buletin Teknis No. 24 tentang 

Akuntansi Pendapatan Perpajakan 

Dalam rangka perbaikan penyajian Laporan Keuangan terkait hak dan 

kewaban negara secara lengkap yang berasal dari transaksi perpajakan sesuai basis 

akuntansi akrual ke depan, saat ini KKP berkoordinasi dengan Komite Standar 

Akuntansi Pererintahan (KSAP) untuk menyelesaikan draft Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintah terkait Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran yang akan 

diimplementasikan setelah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait 

Pendapatan dari Transalsi Nonpertukaran dipublikasikan oleh KSAP 

KKP melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK.05/2023 telah 

membentuk Tim Task Force untuk mendukung percepatan penyelesaian pernyataan 

standar akuntansi pemerintah mengenai pendapatan dari transaksi nonpertukaran 

F.2A.a Sisa BBM Operasional Kapal Pengawas pada Ditjen PSDKP 

Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai realisasi BBM Kapal Pengawas dengan 

menggunakan belanja bahan (kode akun 521211), atas pembelian realisasi BBM 

tersebut terdapat sisa BBM penggunaan Kapal Pengawas sebagai berikut 

Sisa BBM Akhir Bulan Desember Tahun 2023 

L ORCA 0 31/12/2023 Jakarta 32.000 

2 0RCA 02 31/12/2023 Batam 46.800 

3 ORCA 0.3 31/12/2023 Bata 55.600 

4 0RCA 04 31/12/2023 Bitung 48.800 

$ ORCA 05 29/12/2023 Am bot 47.350 

6 ORCA 06 29/12/2023 Ambon 37955 

7 HIU MACAN TUTUL 01 29/12/2023 Makassar 19.100 
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Masyarakat/Pemerintah Daerah) di lingkungan KKP bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan para pelaku perikanan di Indonesia. Pada TA. 2023 KKP 

menganggarkan Belanja 526 senilai Rp618.130.671.000,00 dengan realisasi semilai 

Rp614.231.981.000,00 atau sekitar 93,37% dari pagu anggaran. Pokok-pokok 

Pengelolaan Belanja untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda pada KKP 

adalah sebagai berikut 

kepada Diserahkan untuk Barang (Belanja 526 Belanja 

• HI MACAN TU'TUL 02 29/12/2023 Bata 18.700 

9 PAUS 01 29/12/2023 Jakarta 34.700 

10 AKAR BAHAR 0l 31/12/2023 Jakarta 230 

IL. HIN MACAN 01 29/12/2023 Batam 28.440 

12 HIN MACAN 03 29/12/2023 Maumere 24.300 

13 HIU MACAN 04 29/12/2023 Sorong Papua Barat 40.306 

14 HIN MACAN OS 31/12/2023 Batam 22.600 

15 HIU MACAN 06 31/12/2023 Tual 36.765 

16. HIUO\ 31/12/2023 Dermaga 8PPP Medan 6.680 

1 HI 02 29/12/2023 Makassar 8.225 

18 HI0 03 29/12/2023 Batam 3.120 

19. HU 04 31/12/2023 Petabuha BBP 3.100 

Semarang 

20. HIU 05 31/12/2023 Bitung $940 

21 HIU06 29/12/2023 Jakarta 6.900 

22 HI0 07 29/12/2023 Kotabaru 2.000 

23 IIIU OB 29/12/2023 Medan 4.500 

24 HI0 09 30/12/2023 Pelabuhan Perikanan 6.800 

Mayangan Probolinggo 

25 HIU 10 29/12/2023 Jakarta 4.000 

26. HI 1H 29/12/2023 Pontianak 10.170 

27 HI 12 29/12/2023 pelabuhan perikanan 5.570 

bungus 

28 HIU 13 01/12/2023 Bitung 13.800 

29 HIU 14 31/12/2023 Tu.al 13.570 

30. HI015 29/12/2023 Bitung 11.000 

31 HI016 29/12/2023 Meda 12.832 

32 HIU17 31/12/2023 Batam 9.455 

TOTAL 621.308 

F,24.b Pengelolaan Belanja untuk Diserahkan kepada Masyar akat 



1. Sekretariat Jenderal melalui Pusat Data, Informasi dan Statistik, akan 

mengoptimalkan laman satudata.kkp.go.id dalam mendukung pelaksanaan 

bantuan perintah di lingkungan y untuk mekanisme perencanaan, 

pelaksanaan/penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja 526. 

2. Bantuan pemerintah pada Ditjen Perikanan Budi Daya antara lain dialokasikan 

pada Satker Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan berupa bantuan 

Pengelolaan rigasi Tambak Partisipatif (PITAP) dan telah terealisasi senilai 

Rp9.900.000.000,00, namun sampai dengan pemeriksaan BPK, bukti 

pertanggungiawaban yang diberikan penerima dan telah diverifikasi ltjen 

senilai Rp585.184.000,00 atau terdapat kekurangan senilai Rp332.816.000,00. 

Terhadap kekurangan senilai Rp332.816.000,00 tersebut dicatat dalam 

Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Budi Daya sebagai Belanja Dibayar 

Dimuka 

3. Bantuan pemerintah pada Ditjen Pengeloaan Kelautan dan Ruang Laut (PKPRL) 

antara lain dialokasikan pada Direktorat P4K berupa bantuan sarana usaha 

ekonomi produktif TA, 2023 telah dilaksanakan melalui mekanisme swakelola 

senilai Rp26.368.232,00 dengan rincian penanaman mangrove senilai 

Rp7.830.000,00 dan pengembangan pesisir tangguh senila1 Rp18.535.232,00. 

Terhadap hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan mencatat jurnal koreksi 

Beban Dibayar Dimnuka senilai Rp26.365.232,00 pada Beban Persediaan 

Hewan/Tanaman yang diserahkan ke Masyarakat senilai Rp7.830.000,00 dan 

Beban Persediaan Tanah yang diserahkan ke Masyarakat senilaf 

Rp18.535.232,00. 

,3 Pengungkapan Lainnya atas Kejadian Masa Lampau Yang Belum Terselesaikan 

F.3.I Pencatatan atas Penyelesafan Dana Ex Bergulir 2003-2025 

Dana bergulir pada KKP merupakan perguliran bantuan barang pada program 

Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTS) yang dilaksanakan 

oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (D[PT) pada tahun 2003 s.d. 2005 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi 

Investasi Pemerintah (SAIP) mengatur bahwa seluruh akun Investasi Jangka Panjang 

menjadi bagian dari Laporan Keuangan Investasi Pemerintah (BA 999,03). Pengaturan 

tersebut memberikan konsekuensi bahwa pelaporan Investasi Jangka Panjang Dana 

Bergulir yang sebelumnya merupakan bagian dari Laporan Keuangan KKP 

dipindahkan ke dalam Laporan Keuangan BA 999.03 per 31 Desember 2011 

(Unaudited') 
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Berkenaan dengan rekomendasi BPK R pada proses pemeriksaan Laporan 

Keuangan BA 999.03 Tahun 2011, pada periode pelaporan Audited 2011 dilakukan 

reklasifikasi pencatatan akun Investasi Jangka Panjang - Dana Bergulir menjadi akun 

Aset Lain-Lain (Aset eks Dana Bergulir) untuk seluruh bantuan peralatan tangkap 

program PUPTSK. 

Pertimbangan BP atas hal tersebut, diantaranya adalah program perguliran 

yang telah diterminasi /berakhir sehingga sudah tidak memenuhi kriteria pengakuan 

dan penyajian untuk akun Dana Bergulir. Atas Aset eks Dana Bergulir yang dilaporkan 

pada Laporan Keuangan BA 999.03, Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S- 

265/MK.06/2012 tanggal 16 April 2012 menegaskan bahwa tanggung jawab 

pengelolaan aset tetap berada di Kementerian yang bersangkutan. Fungsi Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara (D]KN) merupakan unit konsolidator pelaporan yang tidak 

dalam kapasitas untuk melakukan tindakan penyelesaian pengelolaan. 

Selanjutnya mempertimbangkan hasil inventarisasi dan verifikasi atas Aset eks 

Dana Bergulir serta rekomendasi BPK RI, pada tahun 2013 kami telah meminta 

pertimbangan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) terkait pengalihan 

pencatatan Aset eks Dana Bergulir ke dalam Laporan Keuangan KKP. Dalam hal ini, 

Direktur APK melalui Surat Nomor $-8120/PB.6/2013 menyatakan sependapat bahwa 

Aset eks Dana Bergulir dicatatkan oleh KKP. Seiring dengan perkembangan pengaturan 

SAIP, Aset eks Dana Bergulir disajikan pada Laporan Keuangan UAIP, Penyajian 

tersebut dilakukan berdasarkan surat yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KKP, 

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Nomor B.1369/51.2/TU.210/V/2023 tanggal 22 Mei 

2023 hal Penyampaian Data untuk Penyusunan Laporan Keuangan BUN 999.0 

Tingkat UAIP Tahun 2022 Audited, diperoleh informasi bahwa Inspektorat Jenderal 

KKP telah melaksanakan reviu atas aset dan kas eks dana bergulir lingkup D]PT 

Berdasarkan hasil reviu tersebut, dilakukan pemutakhiran nilai Aset eks Dana Bergulir 

KKP pada Laporan Keuangan UAIP Semester 1 2023 menjadi sebesar 

Rp13,783.148.145. 

Sebagai tindak lanjut pencatatan Aset eks Dana Bergulir, telah dilaksanakan 

rapat pembahasan antara Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan dan Biro Keuangan 

Sekretariat [enderal KKP pada tanggal 14 Desember 2023. Rapat dimaksud dilanjutkan 

dengan melibatkan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan D[Pb dan 

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan D]KN pada tanggal 27 Desember 

2023 
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Berdasarkan hasil rapat, diperoleh kesepakatan terkait pemindahbukuan 

pencatatan Aset eks Dana Bergulir dari Laporan Keuangan UAIP (BA 999.03) kepada 

Laporan Keuangan satker Sekretariat D[PT, KKP 

Pemindahbukuan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Program PUPTSK telah berakhit, 

2. Aset eks dana bergulir dalam kondisi rusak berat dan usang sehingga tidak dapat 

dimanfaatkan kembali, 

3. Pengendalian atas aset eks dana bergulir berada pada Direktorat Jenderal 

Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

4. Substansi akun Aset Lain-Lain (Aset eks Dana Bergulir) sudah tidak mewakili 

suatu transaksi investasi sesuai PMK Nomor 169/PMK.05/2018 tentang SAIP, 

5. Penyelesaian aset akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 

sesuai dengan ketentuan. 

Kemudian pada tanggal 29 Desember 2023 telah ditanda tangani Berita Acara 

Serah Terima Pemindahbukuan Aset eks Dana Bergulir antara Sekretaris Direktorat 

Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan 

Berdasarkan BAST tersebut KKP telah menyajikan Aset eks Dana Bergulir tersebut 

sebagai Aset Lain-Lain pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 Audited. 

Daftar penyelesaian dana bergulir s.d. T.A. 2023 dapat dilihat pada lampiran 

VIII yang merupakan bagian terpisahkan dari Laporan Keuangan ini 

F.3.2 Penjelasan atas Informasi Progress K]A Offshore 

Adapun perkembangan Tindak Lanjut Temuan K]A Offshore (KIA OS) sebagai 

berikut: 

A. Penandatanganan Kontrak 

Penandatanganan kontrak antara Direktorat Pakan dan Obat lkan dengan 

PT Perinus pada tanggal 20 Juli 2017 di untuk paket K]A OS di Sabang serta antara 

Direktorat Perbenihan dengan PT. Perinus pada tanggal 16 Desember 2017 untuk 

paket KA OS di Pangandaran dan Karimunjawa. 

B. Proses Pembayaran Progress 

3(tiga)K]A 0Simi merupakan pengadaan barang bukan konstruksi, namun 

dalam rangka membantu PT Perinus agar pengadaan KJA OS ini cepat selesai, KKP 

mengambil inisiatif melakukan pembayaran berdasarkan progres. Pembayaran 

pengadaan barang berdasarkan progres, tidak diatur dan tidak dilarang dalam 

Perpres Nomor 54 Tahu 2010. 
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Kronologis progress Pangandaran dan Karimunjawa 

L. Tanggal 29 Desember 2017 pembayaran sebesar 86 % dari nilai kontrak 

sebesar Rp73.844.878.303,00 (perhitungan progress 91%, dikurangi biaya 

retensi 5%). 

2. Tanggal 31 Maret 2018 pemberian kesempatan kepada PT, Perinus untuk 

menyelesaikan pekerjaan K]A OS sampai dengan 30 April 2018, karena 

pekerjaan belum dapat diselesaikan 

3. Tanggal 14 April 2018 perhitungan bersama antara PT. Perinus, Direktorat 

Perbenihan, dan didampingi tim ltjen dengan hasil penilaian progress 

Pangandaran 91,27% dan Karimunjawa 88,8459%. 

4. Tanggal 29 April 2018 PT, Perinus menolak perpanjangan jaminan 

pelaksanaan karena merasa pekerjaan sudah selesai 100%. 

5. Aprils.d. Mei 2018 pemeriksaan spesifikasi Kapal Workboat (WB) oleh pihak 

Ketiga (PT. Binocal dan BKI). Pemeriksaan spesifikasi dilakukan atas Kapal 

wB buatan galangan di Batam dan impor dari Norwegia dengan hasil sebagal 

berikut: 

1) bahwa kedua jenis kapal bukan sister ship artinya tidak sama dari segi 

spesifikasi 

2) Selain itu terdapat selisih harga antara kedua jenis kapal tersebut sekitar 

Rp 2,1 Milyar. Disamping itu, semua jenis kapal belum bisa dinyatakan 

selesai karena 

+ Tidak ditemukannya Berita Acara Sea Trial 

• Ditemukannya Berita Acara Serah Terima Kapal (dari Produsen 

Kapal/ galangan ke Pembeli); 

Sertifikat-sertifikat kapal 

6. September 2018 KKP memberikan opsi kepada PT Perinus dalam hal 

penyelesaian K]A OS yaitu 

a) Segera menyelesaikan pekerjaan K]A 0S di 2 lokasi, atau 

b) Menerbitkan akta pernyataan hutang terhadap pekerjaan yang dilakukan 

7. November 2018 sampai dengan bulan ini, PT. Perinus tidak menjalankan dua 

opsi yang ditawarkan, sehingga di lakukan pemutusan kontrak dan 

memasukkan PT, Perinus ke dalam daftar (black list). Pemutusan kontrak ini 

diikuti klausul bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pT, perinus tidak 

diterima dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1) KIA OS belum teruji dan belum memenuhi kelengkapan Norwegian 

Standard (NS) 9415. 
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2) Sertifikat/Dokumen kelaikan dan kelayakan untuk Kapal WB belum bisa 

disiapkan oleh PT. Perinus sehingga fungsi kapal untuk operasional K]A 

belum dapat dilakukan 

C Proses Peradilan dan Penyelidikan Pangandaran dan Karimunjawa 

L. PT.Perinus mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat dengan Perkara 

Gugatan terdaftar dengan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.JktPst. (terkait 

pekerjaan KA OS di Pangandaran dan Karimunjawa) dan Nomor 

127/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst (terkait pekerjaan K]A OS di Sabang) tanggal 17 

Januari 2019 

2. Didalam Petitum Gugatan Perkara nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 

17 Januari 2019 Penggugat (PT.Perinus) mendalilkan telah melaksanakan 

100% perjanjian tersebut, sehingga Tergugat (KKP) harus membayar 

kerugian Penggugat (PT.Perinus) sebesar Rp. 13.906.006.863 (tiga belas 

miliar sembilan ratus enam juta enam ribu delapan ratus ena puluh tiga 

rupiah), yang terdiri dari sisa pembayaran yang masih ditahan oleh Tergugat 

(KKP) ditambah dengan biaya perbaikan Keramba Jaring Apung (KIA) baik di 

Karimunjawa maupun di Pangandaran, namun sebaliknya Tergugat (KKP) 

mendailkan bahwa Penggugat (PT perinus) tidak melaksanakan perjanjian 

tersebut, sehingga Penggugat (PT.Perinus) harus membayar uang sejumlah 

Rp.86.702.352.499 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus 

lima puluh dua empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri 

dari realisasi pembayaran yang telah diterima Penggugat (PT.Perinus) 

ditambah dengan kekurangan penerimaan Negara serta keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan dan jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan. 

3. Berdasarkan penelitian dan kajian PK Satker Direktorat Perberihan, sampai 

dengan tanggal 31 Maret 2018 PT Perinus belum menyelesaikan 

pekerjaannya sehingga dapat dikenakan denda minimal selama 90 hari (31 

Desember 2017 s.d. 31 Maret 2018) atau sebesar Rp6.211.434.935,35 

(1/1.000 x Rp 69.015.943.726,10 x 90 hari), dimana pengenaan denda 

dihitung dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai feed barges. Selain itu PPK 

juga menjelaskan bahwa pekerjaan K[A Karimunjawa dan Pangandaran 

masih dilanjutkan. PT perinus telah melakukan pembayaran denda atas sisa 

pekerjaan selama 0 hari sebesar Rp.1.081.913.377,00 pada tanggal 28 Maret 

2018 melalui NTPN 19E105ACORNBIIK9. Atas hal ini terdapat kekurangan 

pembayaran denda keterlambatan minimal sebesar Rp 5.129.521.558,35 (Rp 

6.211.434.935,35 -Rp1.081.913.377,00). 
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4. Didalam Petitum Gugatan Perkara nomor 127 Penggugat (PT.Perinus) 

mendalilkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 18-19 April 2018 adalal 

keadaan kahar (force majeure). Tergugat (KKP) melakukan wanprestasi 

dengan tidak mau melakukan BAST Sehingga Penggugat (PT.Perinus) 

mengalami kerugian sebesar Rp.6.159.553.784 (enam miliar seratus lima 

puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh 

empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 

a) sisa pembayaran yang masih ditahan KKP kontrak Sabang sebesar Rp 

4.558.510 000 

b) biaya perbaikan KIA Sabang sebesar Rp 1.601.043.784. Kerugian adalah 

berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat adanya wanprestasi 

yaitu belum dibayarnya pekerjaan Penggugat (PT.Perinus) yang telah 

diselesaikan 1009% dan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh 

Penggugat karena adanya kerusakan-kerusakan. 

5. Berdasarkan penelitian dan kajian PPK Satker Direktorat Pakan dan Obat 

lkan, bahwa fakta pekerjaan tidak selesai 100%, dan sampai dengan saat ini 

meskipun telah berkalikali diberikan kesempatan berupa 2 kali addendum, 

penambahan waktu sampai dengan 30 April 2018 Penggugat (PT.Perinus) 

tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan peker jaan sampai 

dengan 100% sehingga komitmen yang disampaikan oleh penggugat 

(PT.Perinus) kepada tergugat (KKP) sudah tidak dapat lagi diterima karena 

penggugat telah lalai dalam memenuhi prestasinya sebagaimana tertuang 

dalam perjanjian. Maka sesuai dengan perjanjian yang tertuang di dalam 

kontrak penggugat (PT.Perinus) dikenakan denda keterlambatan yaitu 

sebesar Rp 3.692.393.100. Dan denda tersebut belum dibayarkan sama sekali 

oleh pengggat (PT.Perinus) kepada Direktorat Pakan dan 0bat lkan. 

6. Putusan 2 (dua) gugatan tersebut dinyatakan NO (Niet Ontvankelijke), 

putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak 

dapat diterima karena mengandung cacat formil 

D. Tindak Lanjut Penyelesala Pekerjaan K[A 0S 

Berdasarkan surat PT, perikanan Nusantara (Persero) yang berasal 

akuisisi da PT. Perinus Nomor DIR/I/Dirut02/2021 tanggal 16 Januari 2021 

1. PT. Perikanan Nusantara (Persero) berkomitmen untuk menyelesaikan 

pekerjaan pembangunan instalasi percontohan budidaya ikan lepas pantai 

(KIA 0S) sampai selesai dan selanjutnya kiranya Direktorat Jenderal 

Perikanan Budi Daya KKP dapat menerima pekerjaan tersebut. 
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2. Melalui alokasi anggaran tahun 2019, D[PB Bersama dengan DJPRL, dan 

BRSDMP elah melakukan survei lokasi untuk rencana pemindahan 

penempatan K]A OS ke Teluk Semangka Provinsi Lampung 

3. Telah ditandatanganinya nota kesepakatan atas keberlanjutan penyelesaian 

K]A OS berdasarkan surat Direksi PT. Perikanan Nusantara (Persero) Nomor 

DIR/Dirut/217/1V/2021 tanggal 28 April 2021 hal tindak lanjut penyelesaian 

pembangunan K]A OS 

E Rapat Pembahasan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pencatatan Aset 

Notulensi rapat pembahasan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

terhadap aset yang dicatat pada LK sebagai KDP tanggal 26 Januari 2022 dengan 

kesimpulan: 

I) Pihak BK meminta pihak D[PB membuat surat perjanjian dengan PT. 

Perindo untuk kelanjutan pekerjaan KIA OS serta menetapkan sanksi apabila 

PT Perindo tidak menepati janji, 

2) Menurut Kementerian Keuangan, KDP tidak dapat dipindahkan menjadi aset 

lainnya, sehingga lebih baik menjadi aset tetap peralatan dan mesin dan 

sesuai KSAP, terdapat 6 (enam) variasi pencatatan KDP, kemungkinan 

perlakuan KDP DPB tetap dicatat sebagai KDP atau KDP dapat dihapuskan 

3) Pihak D[PB menghendaki K]A OS tetap dicatat sebagai KDP, karena 

berkeyakinan bahwa KIA OS tersebut akan dikerjakan hingga selesai oleh PT 

Perindo pada tahun 2022, 

4) Menurut Inspektur Ill, Inspektorat Jenderal KKP berpendapat bahwa perlu 

adanya langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan KDP, Timeline 

perlu ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

a) Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan KIA, akan direlokasi ke lokasi 

yang potensial untuk pengembangan budidaya laut. Beberapa lokasi 

potensial tersebut telah dilakukan survei oleh pihak independen yaitu 

pr sucofindo (laporan terlampir). 

b) Adapun lokasi tersebut yaitu Teluk Sabang-Provinsi Aceh dan Teluk 

Semangka-Provinsi Lampung. 

c) Adapun pengelola K]A dimasing-masing lokasi yaitu BBPBL Lampung 

untuk K[A di Teluk Semangka dan BPBAP Ujung Batee untuk K]A di Teluke 

Sabang 
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lnventarisasi dan penilaian kembali 

Pada tanggal 19 Januari 2023 secara serentak dilakukan inventarisasi dan 

penilaian kelayakan atas KDP berupa K]A OS yang terletak di 3 (tiga) wilayah 

yakni Sabang. Karimunjawa, dan Pangandaran, yang dalam pelaksanaannya D[PB 

melibatkan PT, SUCOFINDO sebagai ahli dalam melakukan inventarisasi dan 

penilaian kelayakan atas K]A tersebut, dalam inventarisasi didampingi oleh 

Direktorat Pakan dan Obat lkan, Direktorat Perbenihan, Sekretariat D[PB, 

Inspektorat Ill, Biro Keuangan, PT. Perindo. 

Dalam kegiatan inventarisasi ditumpahkan dalam Berita Acara 

Inventarisasi yang ditandatangani oleh pendamping dan PT, Sucofindo 

(terlampir). Hasil Inventarisasi yang dilakukan oleh PT. Sucofindo didarpingi 

oleh tim D[PB, Inspektorat III, Biro Keuangan, dan PT. Perindo sebagai berikut: 

I. Pada K]A OS Sabang Unit Cages sebagian besar terangkai lengkap dan secara 

visual terlihat baik, akan tetapi beberapa komponen dari unit barang sebagian 

besar banyak yang tidak diketahui keberadaannya di antaranya Mooring 

System for Cages, Net Cleaner, Camera system, Mooring System for Barge, dan 

Feed Pipe tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan pada unit Workboat dan 

Feed Barge beberapa komponen dari unit tersebut sebagian besar banyak 

yang mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat berfungsi 

2. PadaK]AOS Pangandaran, sebagian besar kompomen dari unit Cages, Mooring 

System for Cages, Net For Cages, Camera system, Mooring System for Barge 

yang tidak diketahui keberadaannya, sedangkan untuk unit Feed Barge dan 

Feed Pipe tidak ketahui keberadaannya. Sedangkan pada unit Workboat 

beberapa komponen dari unit tersebut tidak dapat berfungsi dikarenakan 

mengalami kerusakan, sehingga Workboat tidak dapat berfungsi. Dan untuk 

unit Net Cleaner kondisinya masih bisa berfungsi, namun perlu dilakukan 

perbaikan ringan. 

3. Pada K]A OS Karimunjawa, sebagian besar komponen dari unit Cages, Net For 

Cages, Net Cleaner, Workboat, Camera system Feed Barge, dan Feed Pipe 

mengalami kerusakan dan sebagian komponen dari unit tersebut juga tidak 

diketahui keberadaannya. Sedangkan untuk unit Mooring System for Cages 

dan Mooring System for Barge yang tidak diketahui keberadaannya 

Hasil inventarisasi dan penilaian menunjuk kondisi (terlampir) yaitu KDP 

K[A OS yang memiliki potensi manfaat ekonomi di masa yang akan datang senilaf 

Rp47.253.136.520,00 dan dalam keadaan rusak senilai Rp67.618.331.783,00. 
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Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sudah melakukan asersi terkait 

barang-barang K]A 0S, dimana barang yang dapat diterima dan memiliki potensi 

manfaat dimasa yang akan datang sesuai tugas dan fungsi Ditjen Perikanan Budi 

Daya sebesar Rp36.753.188.174,00 sedangkan yang tidak dapat diterima sebesar 

Rp78.118.280.129,00. KDP KIA OS yang memiliki potensi manfaat di masa datang 

akan dituangkan sebagai aset KKP c.q. Ditjen Perikanan Budi Daya dan dituangkan 

ke dalam Berita Acara Serah Terima Barang 

Selanjutnya barang yang rusak akan dibebankan kepada PT Perindo dan 

dituangkan sebagai Piutang Jangka Panjang BUMN dalam suatu Surat Pengakuan 

Utang BUMN. D[PB bersurat kepada BPKP dengan Surat Nomor 

B.720/01PB/PB.150/1/2023 tanggal 25 Januari 2023 hal permohonan reviu 

inventarisasi dan penilaian konstruksi dalam pengerjaan (KDP) KA OS. Direktorat 

Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam (BPKP) 

mengundang DIPB dengan Surat Nomor PE.09.00/$-23/0102/2023 tanggal 30 

Januari 2023 hal Ekspose kronologis Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP') KIA OS. 

Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Perbenihan D[PB, Inspektur IL 

Inspektorat Jenderal KKP, Koordinator Keuangan dan Umum D[PB, Bagian Hukum 

D[PB dan auditor Inspektorat III KKP. Dengan kesimpulan rapat sebagai berikut 

1. BPKP tidak dapat mereviu dokumen yang diberikan oleh KKP dan Perindo 

dikarenakan kedua belah pihak masih belum ada kesepakatan terkait porsi 

aset 

2 Untuk menentukan penilaian terkini disarankan agar KKP bersurat ke KPKNL 

Jakarta 

3. Atas Reviu Oleh BPKP telah terbit Laporan Hasil Reviu Nomor PE.09.03/LHP- 

84/0102/2023 tanggal 11 April 2023 (terlampir) dengan rekomendasi 

sebagai berikut: 

a. Menetapkan apakah pekerjaan K[A OS tersebut akan dilanjutkan atau 

dihentikan secara permanen; 

b. Mencatat pekerjaan KIA OS sebagai KDP dengan nilai sesuai yang 

tercantum dalam kontrak apabila atas K]A OS tersebut ditetapkan untuk 

dilanjutkan; 

c. Memindahkan pencatatan K[A OS dari akun Konstruksi dalam Pekerjaan 

(KDP) ke dalam akun Aset Lain-lain apabila K[A OS tersebut ditetapkan 

untuk dihentikan secara permanen; 

d. Melakukan penelaahan dan penataan terhadap hasil inventarisasi atas 

KIA OS yang dilakukan oleh PT Sucofindo terkait kondisi barang yang 
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sebagian sudah dalam kondisi rusak ringan, rusak berat, dan tidak 

diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya melakukan koordinasi 

dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (D]KN) 

Menindaklanjuti LHR BPKP tersebut pimpinan Direktorat Jenderal 

Perikanan Budi Daya mengambil sikap untuk menghentikan secara permanen 

proses Pengerjaan KDP KIA OS yang dituangkan dalam surat pernyataan Nomor 

B.2109/D1PB/KU.110/1V/2023 tanggal 27 April 2023 (terlampir). Hal itu sejalan 

dengan adanya surat dart PT perindo Nomor 0041/Dir.A/IV/2023 tanggal 26 

April 2023 hal Komitmen Penghentian Permanen K]A OS 

G. Finalisasi Tindak Lanjut KDP K]A OS dalam Laporan Keuangan Tahun 2022 

Audited 

L. Melakukan reklasifikasi menjadi aset tetap atas KDP yang sudah dilakukan 

inventarisasi masing masing menjadi 1 unit Keramba (Jaring Apung) yang 

tercatat pada UAPKPB Direktorat Perbenihan dan UAPKPB Direktorat Pakan 

dan Obat lkan 

2. Melakukan reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya/ penghentian 

penggunaan aset atas Keramba (Jaring Apung) untuk selanjutnya pimpinan 

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan menempuh proses penghapusan 

atas KDP sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku 

H. Langkah-langkah penyelesaian penghapusan K]A 0S 

1. Inventarisasi ulang aset pembentuk KIA 0S 

Pelaksanaan Inventarisasi ulang atas Aset, kondisi dan pengaman atas 

Pengadaan K]A OS berupa aset bentukan yang dihasilkan dari pengadaan K]A 

0S pada 3 (tiga) lokasi yang melibatkan Inspektorat Jenderal KKP, Biro 

Keuangan Sekretariat Jenderal KKP, Tim dari Direktorat Teknis dan 

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dilakukan secara 

serempak pada tanggal 18 s.d. 22 September 2023 

2. Reklasfikasi Aset pembentuk K]A OS. 

Atas Hasil inventarisasi dilapangan dilakukan koreksi/reklasifikasi 

Keramba jaring Apung (KJA OS) menjadi beberapa aset sesuai dengan aset 

yang terbentuk yang direkam sebagai koreksi saldo awal 

Rincian aset terbentuk pada masing-masing lokasi adalah sebagai berikut 

a) KIA OS Sabang (Direktorat Pakan dan Obat Ikan) 

Laporan Keuangan Kementerian elautan dan Perikanan Tahunan TA 2023 Audit«J ... 
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Kode Barang Nara Barang Harga Satan Kuatit.as Nilad 

3040108007 
Encircling Git Net 

7.390.089.900 ' 7,390.089.900 
(laring Insang Lingkar) 

3040102006 
Penyemprot Mesin 

925.547.250 

' 1.851.094.500 
(Power Sprayer) 

3060102127 Camera Under water $.791.340.000 1 5.791.340.000 

3020403001 Ponton 7.449.108.000 1 7449.108.000 

3120204002 Drill Pipe 1.651.680.06.3 1 1651.680.06.3 

3010204001 Kapal Tarik 7459.802.890 1 7459.802.890 

3060347002 GENSET 1989.160.000 1 1.989.160.000 

Jumlah 9 41.026.590.000 

b) KIA OS Pangandaran (Direktorat Per benihan) 

Kode Barang Nam.a Barang Harga Satuan Kuan tit.as Nilad 

3040108030 
Keramba (laring 

7444.314.647 1 7444.314.647 
A ••• 
Encircling Gill Net 

3040108007 laring Insang 6.901.252.050 

' 6.901.252.050 
Lingkar) 

3040102006 
Penyerprot Mesin 

743.048.177 2 1486.096.354 [Power Sprayer 

3060102127 
Camera Under 

4.209.073.018 1 4.209.073.018 
water 

3020403001 Ponton 7.356.990.774 1 7.356.990.774 

3120204002 pell Pipe 1.190.731.962 1 1190.731.962 

3010204001 Kapal Tark 7.459.802.890 1 7459.802.890 

3060347002 GENSET 1748.354.922 1 1.748.354.913 

Jumlah 9 37.796.616.608 

c) K]AOS Karimunjawa (Direktorat Perbenihan) 

Kode Barg Nata Haga Sat. uatit. Nial 

3040108030 Keranba (/aring png) 7444.314.647 ' 7444.314.647 

304010800 
Encircling Ga Met 

6.901.252.050 ' 6.901.252.050 (laring losang Ling.kar) 

3040102006 
en«emprot Mes.in 

743.048.177 2 1.486.096.354 (Power Sprayer] 

306010212 Camera Uher water 4.209.073.018 ' 4.209.073.018 

3020403001 Ponton 7.356,990.774 ' 7356,990.774 

3120204002 Drill ipe 1190.731962 1 1.190.731.962 

3010204001 Kapal Tarik 7459.802.890 ' 7459.802.890 

lumlah • 36.048.261.69$ 
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3. Perubahan Kondisi dan penghentian penggunaan Aset. 

Hasil koreksi masuk atas aset tersebut telah dilakukan perubahan 

kondisi menjadi rusak berat dan ditindaklanjuti dengan reklasfikasi ke aset 

lainnya (penghentian penggunaan aset) 

4. Akan dilakukan terlebih dahulu usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) 

atas 26 (dua puluh enam) NUP tersebut diatas (K]A OS Karimun Jawa, 

Pangandaran, Sabang) kepada KPKNL Jakarta ll di semester I TA. 2024. 

5. Setelah Penetapan Status Penggunaan sudah disetujui/terbit SK PSP akan 

dilakukan usulan penghapusan atas 25 (dua puluh lima) NUP kepada Kanwil 

DJKN Jakarta pada Semester II TA. 2024 

6. Untuk Aset berupa ponton kode barang 3020403001 sebanyak 1 (satu) NUP 

yang berada di K]A OS Pangandaran akan dilakukan TGR dikarenakan asset 

tersebut tidak diketahui keberadaannya pada saat tim inventarisasi ke 

lapangan, dimana proses TGR akan dilakukan pada T.A. 2024 dengan 

melibatkan Inspektorat Jenderal KKP dan Biro Keuangan KKP 

7. Atas aset yang berlokasi di K]A OS Sabang telah terbit SK Penetapan status 

penggunaan dengan nomor 32/KM.6/KNL0702/2024 tanggal 7 Februari 

2024 dan untuk yang berlokasi di K]A OS Pangandaran dan Karimunjawa 

terbit SK Penetapan Status Penggunaan Nomor 52/KM.6/KNL0702/2024 

tanggal 26 Februari 2024 

8. Saat ini telah di lakukan pengusulan penghapusan atas 2 (dua) unit 

Penyemprot Mesin (Power Sprayer) yang berlokasi di Kab. Pangandaran 

kepada KPKNL Jakarta II dikarenakan pencatatan aset tercatat di Direktorat 

Perbenihan 

F,3.3 Penjelasan atas Informasi Sengketa Tanah Segoro Tambak 

Tindak lanjut penyelesaian perjanjian ruilslag tanah Segoro Tambak dengan PT 

Semeru Cemerlang adalah sebagai berikut 

1. Telah mengirimkan 2 (dua) somasi kepada PT Semeru Cemerlang 

2. pT Semeru Cemerlang beriktikad baik menghadiri 3 (tiga) pertemuan/negosiasi 

yang diinisiasi KKP 

3. Mengingat hasil revaluasi tanah Segoro Tambak pada tahun 2019 sebesar kurang 

lebih Rp180.246.056.750,00, KKP meminta permohonan revaluasi kepada 

Kem keu berdasarkan Surat Kepala Biro Hukum Nomor 

B697/$1.4/TU.210/X/2023, tanggal 27 0ktober 2023 hal Permohonan Penilaian 

atas BMN Tanah Negara (berupa Tanah Tambak) dalam rangka tindak lanjut 

penyelesaian perjanjian tukar menukar (ruislag) 
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4. Ph. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Kemkeu menyampaikan balasan 

berdasarkan surat Nomor $-2033/KN.4/2023, tanggal 30 November 2023, yang 

pada intinya mengembalikan surat dimaksud dan dapat disampaikan kembali 

apabila telah terdapat kejelasan objek dan permasalahan hukum dengan dokumen 

terkait 

5. Telah dilakukan pembahasan dengan Kemkeu dan disepakati bahwa 

a. Kementerian Keuangan belum dapat melakukan penilaian ulang atas aset 

dimaksud dan disarankan untuk sementara penilaian kepada hasil revaluasi 

pada tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp180.246.056.750,00 

b. Terkait penilaian asset pengganti yang telah diberikan oleh PT Semeru 

Cemerlang dapat dilakukan oleh Tim Penilai/Akutan Publik 

c. Salah satu alternatif solusi yang dapat disampaikan yaitu setelah adanya 

penilaian aset pengganti maka dapat diperhitungkan terhadap luasan tanah 

di Segoro Tambak dimaksud 

d. Diharapkan KKP dapat melakukan negosiasi ulang dengan PT. Semeru 

Cemerlang dan diharapkan mendapatkan alternatif solusi terbaik bagi para 

pihak. 

6. Pada Periode Tahun 2024, KKP mengundang kembali Kemenkeu dalam 

pembahasan dengan PT. Semeru Cemerlang 

F.4 Pengungkapan Lain-Lain Terkait dengan Pengelolaan BMN 

F.4.1 Properti Investasi pada Ditjen PKPRL 

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI Nomor 52/KKP/LK-KKP/04/2024 

tanggl 23 April 2024 terkait aset properti invenstasi pada Laporan Keuangan KKP 

belum memadai yaitu berupa Aset Tanah yang berlokasi di Pulau Nipa NUP 4 seluas 24 

Ha dengan nilai sebesar Rp110.346.287.172,00 pada Ditjen PKRL Satker Sekretariat 

Ditjen PKRL 

Pada LK TA 2023 Audited belum dicatat sebagai properti investasi dikarenakan 

pencatatan properti investasi senilai Rp110.346.287.172,00 baru akan dilakukan 

pencatatan pada Semester f Tun 2024. Pertimbangannya dikaarenakan aset tanah 

yang direklasifikasikan menjadi properti investasi adalah bagian dari saldo Kemtraan 

Pihak Ketiga senilai Rp214.231.398.172,00. Selain Aset Tanah senilat 

Rp110.346.287,172,00 terdapat aset lain yaitu Bangunan Lainnya (Prasasti) NUP 1 

senilai Rp9.107,000,00, Jalan Khusus Inspeksi NUP 1 seilai Rp13.121.507.000,00 dan 

Tanggul Keliling NUP 1 senilai Rp90.754.497.000,00, sehingga sisa aset bagian dart 
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Kemnitraan Pihak Ketiga agar lebih tepat dicatat. Jika tidak menjadi bagian properti 

investasi maka perlu dilakaukan inventarisasi/identifikasi di lapangan dengan tim dari 

Biro Keuangan KKP, tim dari Kemenkeu sebagai Pengelola Barang dan tim dari 

nspektorat Jenderal KKP untuk dilakukan asersi manajemen selanjutnya untuk 

dituangkan ke dalam kertas kerja. 

F.S tpaya Hukum Pada Lingkungan KKP 

F.5.1 Proses Hukum, Sengketa Hukum, Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali 

di Lingkungan KKP 

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksudkan 

dengan sengketa hukum adalah keseluruhan pengajuan upaya administratif, gugatan 

baik melalui perdata maupun tata usaha negara permohonan oleh Wajib Pajak mau pun 

jabatan yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan keputusan/putusan sebelumnya, 

meliputi 

L. Upaya administratif, yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam 

lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan 

dan/atau tindakan yang merugikan (Pasal 1 angka 16 UU Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan /UU AP) 

2. Upaya Administratif terdirt atas (Pasal 75 ayat (2) UU AP) 

a. keberatan, dan 

b. banding; 

3. Selanjutnya terkait upaya administratif di lingkungan KKP diatur dalam Permen 

KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang 

Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah dengen Permen KP Nomor 26 Tahun 

2022, yang mengatur upaya administratif terdidi atas 

a. keberatan administratif; dan 

b. Banding Administratif. 

4. Keberatan administratif diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) 

hari sejak tanggal penjatuhan sanksi administratif (Pasal 478 ayat (1) Permen KP 

Nomor 31 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permen KP 26 Tahun 2022); 

5. Banding administratif diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak keputusan 

paya keberatan administratif diterima (Pasal 47B ayat (1) Permen KP Nomor 31 

Tahu 2021 sebagaimana diubah dengan Permen KP 26 Tahu 2022) 
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6. Gugatan perdata mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih, 

permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan 

merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak 

7 Gugatan yang diajukan ke PTUN sebagai permohonan yang berisi tuntutan 

terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk 

mendapatkan putusan; 

8. Banding yaitu salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu 

pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan 

Negeri. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi 

putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi 

9. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah 

satu kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan 

Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi 

putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung 

Daftar kasus hukum sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran IV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini. 

F.5.2 Penegakan Hukum Pada Ditjen PSDKP 

Dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan paradigma 

penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan. Penegakan hukum terhadap 

pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan yang semula berorientasi pada 

sanksi pidana menjadi sanksi administratif. Sedangkan pengenaan sanksi pidana 

merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimum remedium). Paradigma 

ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Thu 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Pemerintah Noor 

21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah 

Nomo 27 Thu 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, yang 

merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cpta Kerja 

Tata cara pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan diatur 

dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang 

Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 dan 

diatur lebih teknis dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengenaan 

Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam tata cara pengenaan sank@i 

administratif ini diatur hak pelaku usaha untuk mengajukan keberatan dan banding 
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administratif apabila merasa tidak puas dengan putusan sanksi administratif yang 

dikenakan. 

Selain melalui proses penegakan hukum, perbuatan pelaku usaha yang 

menimbulkan kerusakan terhadap sumber daya dan/atau lingkungan sumber daya 

kelautan dan perikanan juga dapat dikenakan pertanggungjawaban melalui 

mekanisme penyelesaian sengketa/ganti kerugian bidang kelautan dan perikanan 

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 64, 65, 66 dan 67 Undang Undang Nomor 27 

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil serta pasal 184 Undang 

Undang Cipta Kerja dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalan 

Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Berdasarkan uraian tersebut terhadap perbuatan pelaku usaha yang 

mengakibatkan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dikenakan 

tindakan sebagai berikut 

1. penyelesaian sengketa/ganti kerugian dikenakan terhadap pelaku usaha yang 

dalam kegiatan berusahanya mengakibatkan kerusakan sumber daya dan/atau 

lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan namun perbuatan tersebut tidak 

melanggar ketentuan perizinan berusaha bidang kelautan dan perikanan. Pada 

tahun 2023 telah dilaksanakan penyelesaian sengketa sebanyak 4 (empat)] kasus, 

dimana 3 (tiga) kasus telah selesai prosesnya dengan total pembayaran ganti 

kerugian sebesar Rp3.581.799.102,52 (tiga miliar lima ratus juta delapan puluh 

satu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua koma lima puluh dua 

rupiah), sedangkan 1 (satu) kasus masih dalam proses penelaahan oleh 

Kemenkomarves untuk menentukan instansi yang memiliki kewenangan untuk 

penanganan lebih lanjut. 

2 Sanksi administratif dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran ketentuan administratif bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 

2023 sanksi administratif telah dikenakan terhadap 1.177 (seribu seratus tujuh 

puluh tujuh) pelanggaran dengan rincian 

a. Pelanggaran di bidang pengelolaan sumber daya kelautan sebanyak 51 (lima 

puluh satu) pelanggaran, 7 (tujuh) pelanggaran dikenakan surat peringatan 1 

(satu) dan 44 (empat puluh empat) pelanggaran dikenakan sanksi denda 

administratif 

b. Pelanggaran di bidang pengelolaan sumber daya perikanan sebanyak 1.126 

(seribu seratus dua puluh enam) pelanggaran, 785 (tujuh ratus delapan puluh 

lima) dikenakan surat peringatan I (satu), 243 (dua ratus empat puluh tiga) 
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dikenakan surat peringatan 2 (dua), dan 150 (seratus ima puluh) dikenakan 

denda administratif 

c. Total denda administratif yang telah dibayarkan pada tahun 2023 sebesar 

Rp23.908.541.774 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan juta lima 

ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) 

3. Sanksi pidana dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 

memenuhi unsur tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dan upaya 

pengenaan sanksi administratif dan penyelesaian sengketa terbukti tidak dapat 

menciptakan kepatuhan 

Pada tahun 2023 terdapat 56 (lima puluh enam) kasus pelanggaran di bidang 

kelautan dan perikanan yang diproses secara pidana. 

Pelanggaran Permanfaatan Ruang Laut, berasal dari 19 (sembilan belas) pelaku 

usaha berasal dari 

I Sulawesi Tenggara terdapat 1 (satu) pelaku usaha pembangunan terminal khusus 

2. Sulawesi Tengah terdapat 1 (satu) pelaku usaha reklamasi dan 1 (satu) pelaku 

usaha pembangunan terminal khusus 

3. JawaTengah terdapat 1 (satu) pelaku usaha reklamasi 

4. Lampung terdapat 1 (satu) pelaku usaha reklamasi 

5. Jawa Barat terdapat 1 (satu) pelaku usaha reklamasi 

6. Sulawesi Utara terdapat 1 (satu) pelaku usaha reklamasi 

7. Kepulauan Riau terdapat (satu)] pelaku usaha pembangunan terminal khusus, S 

Pelaku usaha reklamasi, 1 (satu) pelaku usaha wisata dan pelaku usaha budidaya 

8. Riau terdapat I (satu) pelaku usaha reklamasi, dan 3 (satu) pelaku usaha 

penambangan pasir di laut. Pelanggaran sedimentasi di laut terdiri dari: 

a. 4(empat) Kapal, berasal dari 3 (tiga) kapal di Provinsi Riau dikenakan sanksi 

denda administratif dan 1 (satu] kapal di Provinsi Banten dikenakan sanksi 

denda administratif 

b. 1 (satu) kapal di Provinsi Kep. Riau dalam tahap pengenaan sanksi 

administratif penyelesaian sengketa wp3K, dengan penetapan ganti kerugian 

senilai Rp3.581,799,102,00, terdirt 

TB Hosana Ill/BG SMS Bari1to 214 kandas di Nusa Penida, Bali, Ganti 

kerugian kerusakan lingkungan Rp 1.439.414.741,62 sudah lunas 

dibayarkan 

KM Sabuk Nusantara 62 kandas di perairan Raja Ampat, Papua Barat 

Daya, Ganti kerugian kerusakan lingkungan Rp 845.734.649,90, sudah 

lunas dibayarkan 
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Penangangan tindak pidana Kelautan dan Perikanan bersal dari total kasus 

TpKP yang ditangani 56 (lima puluh enam) kasus 

16di44lass yang die.a 

de0d jug.a diberik pas. 

pemnerintah brupa pen.gent 

gee.tk.gin 

327k8us%ill ops 
pen$aw.a 

799lush.all.all.i $PK 

0 

24.3 

, 

792 

fenyic4ilea.n s 
-21 5 

Taha.p 2 
proses sidang ' 8acing 2 

Kasal ' nkrah 40 

KM Sirimau kandas di Perairan Adonara, NTT, Ganti kerugian kerusakan 

lingkungan Rp 1.296.649,711,00, sudah lunas dibayarkan 

MT AASHI kandas di Nias Utara, Sumnatera Utara, Dalam tahap negosisasi 

Penelaahan oleh Kemenkomarves hal instansi yang akan menyelesaikan 

penanganan sengketa 

Pengenaan sanksi administratif sebanyak 1,177 (seribu seratus tujuh puluh 

tujuh) kasus 
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Awak kapal yang masih di UPT PSDKP yang ditangani 
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Hasil pengawasan pada tahun 2023 adalah 

Melakukan pemantauan terhadap 10.843 (sepuluh ribu delapan ratus empat 

puluh tiga) kapal terpantau memiliki Surat lzin Penangkapan lkan (SIP) aktif. Pesawat 

airborne surveillance berhasil melakukan pemantauan terhadap 1.119 (seribu seratus 

sembilan belas) kapal, terdiri dari 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) kapal ikan 

berbendera Indonesia dan 124 (seratus dua puluh empat) kapal ikan berbendera asing 

dari hasil operasi selama 150 (seratus lima puluh) hari operasi (614,96 jam terbang) 

dengan daerah jangkauan (coverage area) seluas 1.127.9472 (satu juta seratus dua 

puluh tujuh sembilan ratus empat puluh tujuh koma dua) NM2. Capaian Kapal 

Pengawas Kelautan dan Perikanan berhasil melaksanakan total 2.977 (dua nibu 

sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hari operasi, memeriksa 6.525 (enam ribu lima ratus 

dua puluh Lima) kapal dan menangkap 269 (dua ratus enam puluh sembilan) kapal 

terdiri dari 252 (dua ratus Lima puluh dua) kapal ikan berbendera Indonesia dan 17 

(tujuh belas)] kapal ikan berbendera asing. 
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Hasil pengawasan pengelolaan Sumber Daya Perikanan sebanyak 2.519 (dua 

ribu lima ratus sembilan belas)] pelaku usaha dari target 2442 (dua ribu empat ratus 

empat puluh empat dua). Pemeriksaan Kapal Perikanan sebanyak 1.626 (seribu enam 

ratus dua puluh enam) kapal, Pengawasan unit pengolahan ikan sebanyak 265 (dua 

ratus enam puluh lima) UPI, Pengawasan distribusi hasil perikanan sebanyak 264 (dua 

ratus enam puluh empat) UPI, Pengawasan pembudidayaan ikan sebanyak 364 (tiga 

ratus enam puluh empat] unit usaha budidaya. 

Verifikeasi hasil pemeriksaan kapal perikanan diperoleh hasil sebagait berikut: 

L. Patuh/Telah memenuhi Syarat = 1.616 

2. Rekomendasi berupa perbaikan dan pembinaan 4 

3. Rekomendasi berupa Pencabutan Non Liquidasi ±5 

4. Rekomendasi pengenaan Sanski Asministratif e 1 

Hasil pengawasan pembudidayaan ikan, sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh 

empat) pelaku usaha budidaya ikan yang diperiksa, terdiri dari 187 (seratus delapan 

puluh tujuh) pelaku usaha budidaya ikan yang diperiksa, 73 (tujuh puluh tiga) 

rekomendasi sanksi administratif (peringatan/teguran dan pencabutan non likuidasi), 

dan 104 (serratus empat) rekomendasi pembinaan/perbaikan. Tindaklanjut hasil 

pemeriksaan, sebagai berikut: 

L. Telah memenuhi persyaratan 61 (enam puluh satu) pelaku usaha 

2. Belum memiliki perizinan berusaha (NIB) sebanyak 40 (empat puluh) pelaku 

usaha 

3. Belum menerapkan CBIB sebanyak 42 (empat puluh dua) pelaku usaha. 

4. Belum menerapkan CPIB sebanyak I (satu) pelaku usaha 

Rekomendasi: 

a) Pendampingan sosialisasi dan gerai perizinan di lokasi kampung perikanan 

budidaya, 

b) Periinan berusaha menjadi persyaratan dalam penetapan kampung perikanan 

budidaya, 

c) Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan di kampung 

perikanan budidaya 

Hasil pengawasan distribusi hasil perikanan, terdiri dari 318 (tiga ratus 

delapan belas) hasil pengawasan berasal dari 264 (dua ratus enam puluh empat) hasil 

verifikasi dan S4 (lima puluh empat) proses verifikasi. Terdiri dari 159 (seratus lima 

puluh sembilan) patuh/memenuhi persyaratan, 50 (lima puluh) rekomendasi sanksi 

administratif [(peringatan/teguran dan pencabutan non likuidas1), 42 (empat puluh 

dua) rekomendasi pembinaan/perbaikan dan 13 (tiga belas) rekomendasi Sanksi 
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Pengawasan Destructive Fishing terdiri dari 

1. 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) kapal Perikanan (pemeriksaan muatan 

kapal perikanan < 10 GT) Tidak ditemukan muatan kapal yang mengindikasikan 

destructive fishing, terdiri dari a) Patroli pengawasan menemukan indikasi 

penyetruman di Kapuas Hulu, pelaku melarikan dini b) Patroli pengawasan 

menangkap I (satu) longboat berbendera Malaysia (3 nalayan) pengeboman di 

Tarakan 

2. 46 (empat puluh enam) orang nelayan penegakan hukum terhadap pelaku 

destructive fishing lokasi penegakan hukum: Buton, Morowali, Luwuk, Kep. 

Banggai, Maluku Utara, Simeulue, Aceh Singkil, Ketapang. Kep. Sangihe, Pontianak, 

Indragini Hilir 

Penyelenggaraan Pengadilan Adhoc Perikanan. 

Berdasarkan amanat Pasal 71 dan Pasal 71A Undang Undang Nomor 45 Tahun 

2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan telah dibentuk 10 (sepuluh) Pengadilan Perikanan di Jakarta Utara dengan 

3 (tiga) Hakim Ad Hoc, Medan dengan S (lima) Hakim Ad Hoc, Pontianak dengan 5S 

(lima) Hakim Ad Hoc, Bitung dengan 4 (empat) Hakim Ad Hoc, Tual dengan 3 (tiga) 

Hakim Ad Hoc, Ranai dengan 5 (lima) Hakim Ad Hoc,Tj. Pinang dengan 7 (tujuh) Hakim 

Ad Hoc, Ambon dengan 3 (tiga) Hakim Ad Hoc, Sorong dengan 3 (tiga) Hakim Ad Hoc, 

dan Merauke dengan 3 (tiga) Hakim Ad Hoc 

Pengadilan Perikanan berada di bawah pengadilan umum. Pengadilan 

Perikanan merupakan pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan 

memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah 

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga 

negara Indonesia maupun warga negara asing. Untuk daerah yang belum terdapat 

Pengadilan Perikanan, tindak pidana perikanan dapat diperiksa dan diadili di 

pengadilan negeri setempat (Pasal 106 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan). 

F.6 Pengungkapan Lainnya terkait Penyelesaian Kerugian Negara Tindak Lanjut LHR 

Inspektorat Jenderal Pada KaSus BPPMKHp 

Terdapat temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal KKP Nomor 

R.820/IT1.5/HP.230/VII/2021 tanggal 31 Juli 2023 hal Laporan Hasil Audit Investigasi 

pada Sekretariat BKIPM sebesar Rp, 905.982.039,00 (Kas Negara sebesar 

Rp.865.982.000,00 dan ke Pihak ke Ill sebesar Rp. 40.000.000,00). Penyetoran per 30 

April 2024 sebesar Rp,439.016.816,00 (Kas Negara sebesar Rp. 431.911.946,00 dan ke 
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Pihak ke Ill sebesar Rp.7.104.870,00). Sehingga sisa temuan sebesar Rp. 466.965.223,00 

(Kas negara sebesar Rp.434.070.093,00 dan Pihak ke III sebesar Rp.32.895.130,00) 

dengan rincian dan bukti NTPN terlampir. Penjelasan informasi diatas, dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

865,982,000 40,000,000 905,962,000 01.91 '· 

f A 



KEMENTERIAN 
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAMPIRAN-
LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN

TAHUNAN

AUDITED

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun Anggaran 2023

LAMPIRAN TIDAK DIPUBLIKASI KARENA
MERUPAKAN INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN SESUAI DENGAN PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN




	E awal.pdf (p.1-101)
	A. LK.pdf (p.1-2)
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)

	A. LK1.pdf (p.3)
	image_310.pdf (p.310)

	B. LK.pdf (p.4-6)
	image_001.pdf (p.1)
	image_003.pdf (p.3)

	B. LK1.pdf (p.7)
	image_312.pdf (p.312)

	C. LK.pdf (p.8-45)
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)
	image_018.pdf (p.18)
	image_019.pdf (p.19)
	image_020.pdf (p.20)
	image_021.pdf (p.21)
	image_022.pdf (p.22)
	image_023.pdf (p.23)
	image_025.pdf (p.25)
	image_026.pdf (p.26)
	image_027.pdf (p.27)
	image_028.pdf (p.28)
	image_029.pdf (p.29)
	image_030.pdf (p.30)
	image_031.pdf (p.31)
	image_032.pdf (p.32)
	image_033.pdf (p.33)
	image_034.pdf (p.34)
	image_035.pdf (p.35)
	image_036.pdf (p.36)
	image_037.pdf (p.37)
	image_038.pdf (p.38)

	C. LK1.pdf (p.46)
	image_314.pdf (p.314)

	C. LK2.pdf (p.47)
	image_002.pdf (p.2)

	C. LK3.pdf (p.48-50)
	image_316.pdf (p.316)
	image_317.pdf (p.317)
	image_318.pdf (p.318)

	C. LK4.pdf (p.51)
	image_006.pdf (p.6)

	C. LK5.pdf (p.52)
	image_322.pdf (p.322)

	C. LK6.pdf (p.53)
	image_008.pdf (p.8)

	C. LK 7.pdf (p.54)
	image_324.pdf (p.324)

	D. LK.pdf (p.55-101)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)
	image_018.pdf (p.18)
	image_019.pdf (p.19)
	image_020.pdf (p.20)
	image_021.pdf (p.21)
	image_022.pdf (p.22)
	image_023.pdf (p.23)
	image_024.pdf (p.24)
	image_025.pdf (p.25)
	image_026.pdf (p.26)
	image_027.pdf (p.27)
	image_028.pdf (p.28)
	image_029.pdf (p.29)
	image_030.pdf (p.30)
	image_031.pdf (p.31)
	image_032.pdf (p.32)
	image_033.pdf (p.33)
	image_034.pdf (p.34)
	image_035.pdf (p.35)
	image_036.pdf (p.36)
	image_037.pdf (p.37)
	image_038.pdf (p.38)
	image_039.pdf (p.39)
	image_040.pdf (p.40)
	image_041.pdf (p.41)
	image_042.pdf (p.42)
	image_043.pdf (p.43)
	image_044.pdf (p.44)
	image_045.pdf (p.45)
	image_046.pdf (p.46)
	image_047.pdf (p.47)
	image_048.pdf (p.48)
	image_049.pdf (p.49)
	image_050.pdf (p.50)
	image_051.pdf (p.51)
	image_052.pdf (p.52)
	image_053.pdf (p.53)
	image_054.pdf (p.54)
	image_055.pdf (p.55)
	image_056.pdf (p.56)


	LK2.pdf (p.102-112)
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)

	LK3.pdf (p.113-409)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)
	image_018.pdf (p.18)
	image_019.pdf (p.19)
	image_020.pdf (p.20)
	image_021.pdf (p.21)
	image_022.pdf (p.22)
	image_023.pdf (p.23)
	image_024.pdf (p.24)
	image_025.pdf (p.25)
	image_026.pdf (p.26)
	image_027.pdf (p.27)
	image_028.pdf (p.28)
	image_029.pdf (p.29)
	image_030.pdf (p.30)
	image_031.pdf (p.31)
	image_032.pdf (p.32)
	image_033.pdf (p.33)
	image_034.pdf (p.34)
	image_035.pdf (p.35)
	image_036.pdf (p.36)
	image_037.pdf (p.37)
	image_038.pdf (p.38)
	image_039.pdf (p.39)
	image_040.pdf (p.40)
	image_041.pdf (p.41)
	image_042.pdf (p.42)
	image_043.pdf (p.43)
	image_044.pdf (p.44)
	image_045.pdf (p.45)
	image_046.pdf (p.46)
	image_047.pdf (p.47)
	image_048.pdf (p.48)
	image_049.pdf (p.49)
	image_050.pdf (p.50)
	image_051.pdf (p.51)
	image_052.pdf (p.52)
	image_053.pdf (p.53)
	image_054.pdf (p.54)
	image_055.pdf (p.55)
	image_056.pdf (p.56)
	image_057.pdf (p.57)
	image_058.pdf (p.58)
	image_059.pdf (p.59)
	image_060.pdf (p.60)
	image_061.pdf (p.61)
	image_062.pdf (p.62)
	image_063.pdf (p.63)
	image_064.pdf (p.64)
	image_065.pdf (p.65)
	image_066.pdf (p.66)
	image_067.pdf (p.67)
	image_068.pdf (p.68)
	image_069.pdf (p.69)
	image_070.pdf (p.70)
	image_071.pdf (p.71)
	image_072.pdf (p.72)
	image_073.pdf (p.73)
	image_074.pdf (p.74)
	image_075.pdf (p.75)
	image_076.pdf (p.76)
	image_077.pdf (p.77)
	image_078.pdf (p.78)
	image_079.pdf (p.79)
	image_080.pdf (p.80)
	image_081.pdf (p.81)
	image_082.pdf (p.82)
	image_083.pdf (p.83)
	image_084.pdf (p.84)
	image_085.pdf (p.85)
	image_086.pdf (p.86)
	image_087.pdf (p.87)
	image_088.pdf (p.88)
	image_089.pdf (p.89)
	image_090.pdf (p.90)
	image_091.pdf (p.91)
	image_092.pdf (p.92)
	image_093.pdf (p.93)
	image_094.pdf (p.94)
	image_095.pdf (p.95)
	image_096.pdf (p.96)
	image_097.pdf (p.97)
	image_098.pdf (p.98)
	image_099.pdf (p.99)
	image_100.pdf (p.100)
	image_101.pdf (p.101)
	image_102.pdf (p.102)
	image_103.pdf (p.103)
	image_104.pdf (p.104)
	image_105.pdf (p.105)
	image_106.pdf (p.106)
	image_107.pdf (p.107)
	image_108.pdf (p.108)
	image_109.pdf (p.109)
	image_110.pdf (p.110)
	image_111.pdf (p.111)
	image_112.pdf (p.112)
	image_113.pdf (p.113)
	image_114.pdf (p.114)
	image_115.pdf (p.115)
	image_116.pdf (p.116)
	image_117.pdf (p.117)
	image_118.pdf (p.118)
	image_119.pdf (p.119)
	image_120.pdf (p.120)
	image_121.pdf (p.121)
	image_122.pdf (p.122)
	image_123.pdf (p.123)
	image_124.pdf (p.124)
	image_125.pdf (p.125)
	image_126.pdf (p.126)
	image_127.pdf (p.127)
	image_128.pdf (p.128)
	image_129.pdf (p.129)
	image_130.pdf (p.130)
	image_131.pdf (p.131)
	image_132.pdf (p.132)
	image_133.pdf (p.133)
	image_134.pdf (p.134)
	image_135.pdf (p.135)
	image_136.pdf (p.136)
	image_137.pdf (p.137)
	image_138.pdf (p.138)
	image_139.pdf (p.139)
	image_140.pdf (p.140)
	image_141.pdf (p.141)
	image_142.pdf (p.142)
	image_143.pdf (p.143)
	image_144.pdf (p.144)
	image_145.pdf (p.145)
	image_146.pdf (p.146)
	image_147.pdf (p.147)
	image_148.pdf (p.148)
	image_149.pdf (p.149)
	image_150.pdf (p.150)
	image_151.pdf (p.151)
	image_152.pdf (p.152)
	image_153.pdf (p.153)
	image_154.pdf (p.154)
	image_155.pdf (p.155)
	image_156.pdf (p.156)
	image_157.pdf (p.157)
	image_158.pdf (p.158)
	image_159.pdf (p.159)
	image_160.pdf (p.160)
	image_161.pdf (p.161)
	image_162.pdf (p.162)
	image_163.pdf (p.163)
	image_164.pdf (p.164)
	image_165.pdf (p.165)
	image_166.pdf (p.166)
	image_167.pdf (p.167)
	image_168.pdf (p.168)
	image_169.pdf (p.169)
	image_170.pdf (p.170)
	image_171.pdf (p.171)
	image_172.pdf (p.172)
	image_173.pdf (p.173)
	image_174.pdf (p.174)
	image_175.pdf (p.175)
	image_176.pdf (p.176)
	image_177.pdf (p.177)
	image_178.pdf (p.178)
	image_179.pdf (p.179)
	image_180.pdf (p.180)
	image_181.pdf (p.181)
	image_182.pdf (p.182)
	image_183.pdf (p.183)
	image_184.pdf (p.184)
	image_185.pdf (p.185)
	image_186.pdf (p.186)
	image_187.pdf (p.187)
	image_188.pdf (p.188)
	image_189.pdf (p.189)
	image_190.pdf (p.190)
	image_191.pdf (p.191)
	image_192.pdf (p.192)
	image_193.pdf (p.193)
	image_194.pdf (p.194)
	image_195.pdf (p.195)
	image_196.pdf (p.196)
	image_197.pdf (p.197)
	image_198.pdf (p.198)
	image_199.pdf (p.199)
	image_200.pdf (p.200)
	image_201.pdf (p.201)
	image_202.pdf (p.202)
	image_203.pdf (p.203)
	image_204.pdf (p.204)
	image_205.pdf (p.205)
	image_206.pdf (p.206)
	image_207.pdf (p.207)
	image_208.pdf (p.208)
	image_209.pdf (p.209)
	image_210.pdf (p.210)
	image_211.pdf (p.211)
	image_212.pdf (p.212)
	image_213.pdf (p.213)
	image_214.pdf (p.214)
	image_215.pdf (p.215)
	image_216.pdf (p.216)
	image_217.pdf (p.217)
	image_218.pdf (p.218)
	image_219.pdf (p.219)
	image_220.pdf (p.220)
	image_221.pdf (p.221)
	image_222.pdf (p.222)
	image_223.pdf (p.223)
	image_224.pdf (p.224)
	image_225.pdf (p.225)
	image_226.pdf (p.226)
	image_227.pdf (p.227)
	image_228.pdf (p.228)
	image_229.pdf (p.229)
	image_230.pdf (p.230)
	image_231.pdf (p.231)
	image_232.pdf (p.232)
	image_233.pdf (p.233)
	image_234.pdf (p.234)
	image_235.pdf (p.235)
	image_236.pdf (p.236)
	image_237.pdf (p.237)
	image_238.pdf (p.238)
	image_239.pdf (p.239)
	image_240.pdf (p.240)
	image_241.pdf (p.241)
	image_242.pdf (p.242)
	image_243.pdf (p.243)
	image_244.pdf (p.244)
	image_245.pdf (p.245)
	image_246.pdf (p.246)
	image_247.pdf (p.247)
	image_248.pdf (p.248)
	image_249.pdf (p.249)
	image_250.pdf (p.250)
	image_251.pdf (p.251)
	image_252.pdf (p.252)
	image_253.pdf (p.253)
	image_254.pdf (p.254)
	image_255.pdf (p.255)
	image_256.pdf (p.256)
	image_257.pdf (p.257)
	image_258.pdf (p.258)
	image_259.pdf (p.259)
	image_260.pdf (p.260)
	image_261.pdf (p.261)
	image_262.pdf (p.262)
	image_263.pdf (p.263)
	image_264.pdf (p.264)
	image_265.pdf (p.265)
	image_266.pdf (p.266)
	image_267.pdf (p.267)
	image_268.pdf (p.268)
	image_269.pdf (p.269)
	image_270.pdf (p.270)
	image_271.pdf (p.271)
	image_272.pdf (p.272)
	image_273.pdf (p.273)
	image_274.pdf (p.274)
	image_275.pdf (p.275)
	image_276.pdf (p.276)
	image_277.pdf (p.277)
	image_278.pdf (p.278)
	image_279.pdf (p.279)
	image_280.pdf (p.280)
	image_281.pdf (p.281)
	image_282.pdf (p.282)
	image_283.pdf (p.283)
	image_284.pdf (p.284)
	image_285.pdf (p.285)
	image_286.pdf (p.286)
	image_287.pdf (p.287)
	image_288.pdf (p.288)
	image_289.pdf (p.289)
	image_290.pdf (p.290)
	image_291.pdf (p.291)
	image_292.pdf (p.292)
	image_293.pdf (p.293)
	image_294.pdf (p.294)
	image_295.pdf (p.295)
	image_296.pdf (p.296)
	image_297.pdf (p.297)
	image_298.pdf (p.298)
	image_299.pdf (p.299)
	image_300.pdf (p.300)
	image_301.pdf (p.301)
	image_302.pdf (p.302)
	image_303.pdf (p.303)
	image_304.pdf (p.304)
	image_305.pdf (p.305)
	image_306.pdf (p.306)
	image_307.pdf (p.307)
	image_308.pdf (p.308)

	LK Halaman Terakhir.pdf (p.410)
	LK1.pdf (p.1-17)
	image_309.pdf (p.309)


	image_001.pdf (p.1)
	image_003.pdf (p.3)

